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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami haturkan atas kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semoga selalu mengiringi kita
semua dalam menjalankan tugas kekhalifahan di muka bumi. Sholawat serta salam
kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga memberikan
syafa’at baik di dunia dan akhirat. Pembangunan Nasional merupakan kesatuan
sistem dalam bingkai Pembangunan baik di level Provinsi, Kabupaten/Kota.
Pembangunan Nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen
bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sehubungan dengan hal itu
dinamika tuntutan demokrasi partisipatif telah menghantarkan peran Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah dalam membangun ruang partisipasi serta memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan
keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Pancasila
dan Alinea ke-lIV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan hal itu dalam rangka mewujudkan tujuan konstitusional
bernegara maka disusunlah arah pembangunan nasional melalui instrumen Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian
perencanaan, yaitu: (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (top-
down); dan (5) bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa
Pemilihan Umum yang diantaranya memilih Presiden dan Wakil Presiden serta
Pemilihan Kepala Daerah menghasilkan suatu kepemimpinan Nasional-Daerah yang
dalam pelaksanaannya memperoleh mandat dari rakyat untuk menyusun
penyusunan rencana program-program Pembangunan Nasional-Daerah, karena
rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan
yang ditawarkan masing-masing calon Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala
Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-
agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala
Daerah pada saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
dan/atau Jangka Menengah.

Selanjutnya perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan
dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau
satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan
pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk
mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-
bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang

pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan

melalui musyawarah perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan baik di tingkat




Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa. Sehingga mata rantai
proses ini mencerminkan adanya pelaksanaan asas musyawarah mufakat dan
gotong royong dalam dinamika berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan hal tersebut dengan berpedoman pada prinsip-prinsip
konstitusionalisme dan negara hukum maka kehadiran produk hukum Nasional-
Daerah yang demokratis dan partisipatif turut pula mempengaruhi berjalannya
pemerintahan daerah yang menganut prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang
baik. Pada kondisi tersebut pada hakikatnya mempertimbangkan perkembangan
politik hukum perundang-undangan pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
menempatkan perancangan peraturan perundang-undangan pada koridor akademik
yang memperhatikan kondisi dan potensi daerah guna menjamin terselenggaranya
Pembangunan jangka Panjang Nasional-Daerah untuk periode 2025-2045 secara
holistik dan komprehensif.

Secara substansial kerangka dasar Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional-Daerah (RPJPN-D) dalam menggali gagasan-gagasan paradigmatik
sebuah produk hukum yang bersumber pada nilai-nilai universal seperti negara
hukum, kemanusian, kerakyatan, keadilan, partisipasi, dan demokrasi. Berdasarkan
uraian tersebut maka, RPJPN-Duntuk periode 2025-2045 atau selama 20 tahun
dilaksanakan dengan memperhatikan riset akademik (academic research) yang
mengedepankan etika dan tanggung jawab akademik, demokratis dan partisipatif
yang hasilnya baik secara luaran (out-out) maupun dampak (out-come) dapat
dipertanggungjawabkan secara akademik bagi kemajuan pembangunan bangsa
Indonesia demi terwujudnya cita-cita generasi emas Indonesia di tahun 2045 dalam
bingkai kesatuan sistem perencanaan pembangunan yang berdimensi pada
kesatuan/integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
mendukung tersusunnya Buku Kajian Akademik dengan judul “Hubungan Pusat-
Daerah dalam Konteks Harmonisasi Dan Sinkronisasi RPJPN, RPJP Provinsi,
Kabupaten/Kota di Bidang Transformasi Tata Kelola Supremasi Hukum,
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urgensi dan tingkat kebutuhan bangsa Indonesia sesuai dengan derajat kebutuhan

masyarakat agar pelaksanaan pembangunan Nasional-Daerah dapat dilaksanakan
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Landasan konstitusional terhadap komitmen dan tanggung jawab negara
untuk menghadirkan serta mewujudkan perlindungan bagi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum
bagi segenap warga negara sebagaimana termaktub di dalam Landasan ideologis
Pancasila dan Alinea ke-IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD NRI 1945) merupakan suatu cita-cita luhur yang secara tegas di dalam
konstitusi menyebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia yaitu
dalam rangka “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”? Selanjutnya dalam dimensi kehidupan
berbangsa dan bernegara maka komitmen untuk menghadirkan perlindungan dan
kesejahteraan tersebut dilaksanakan dengan menjalankan berbagai agenda
Pembangunan Nasional sebagai bentuk upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Sehubungan dengan uraian di atas maka, aspek Pembangunan Nasional
adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka
mencapai tujuan bernegara. Kedudukan Pembangunan Nasional sebagaimana
dimaksud tentu tidak dapat dipisahkan dengan aspek Pembangunan Daerah
merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan
dilaksanakan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan nyata Daerah dalam koridor
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan perlu adanya
harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan Nasional dengan
pembangunan Daerah agar tercipta kesatuan perencanaan pembangunan baik
dalam dimensi jangka panjang, jangka menengah serta tahunan.?

Kondisi eksisting hari ini kebutuhan bangsa Indonesia yaitu keberadaan UU
No 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005 — 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN akan memasuki akhir masa
keberlakuannya. Sehingga harus dilakukan perencanaan yang baru untuk menjawab
berbagai tantangan bangsa Indonesia untuk 20 (dua puluh tahun kedepan). Berbagai
persoalan yang muncul dalam merencanakan legislasi membutuhkan langkah
strategik untuk mengatasinya sehingga visi Indonesia dapat direalisasikan secara

bertahap. Sebab, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi visi bangsa Indonesia

1 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke- 4.

2 pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPR), 2023, Perencanaan
Pembangunan di Indonesia, diakses dari laman website
https://psppr.ugm.ac.id/2023/01/24/perencanaan-pembangunaan/ diakses pada tanggal 12 Maret 2024.




2005-2025 dalam RPJPN yang bertolak pada kondisi riil, tantangan dan kalkulasi
modalitas yang dimiliki bangsa, akan berakhir, yakni Indonesia yang mandiri, maju,
adil dan makmur (UU Nomor 17 Tahun 2007). Dalam visi tersebut salah satu indikator
capaian pembangunan hukum yang dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum
adalah dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan
pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan
hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum
yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan sehingga
penyelenggaraan negara makin tertib, teratur, dan berdaya saing global.®

Dalam perkembangan saat ini jika ditelisik dalam struktur RPJPN 2025-2045
yang diluncurkan, terdapat 6 Bab yang menjadi fokus pembangunan Indonesia, yaitu
Selayang Pandang Pembangunan Indonesia; Megatren dan Modal Dasar; Indonesia
Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan; Indonesia
Bertransformasi: Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045; Mewujudkan
Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Negara Nusantara; dan
Mengawal Indonesia Emas 2045. Berbagai dimensi pada area transformasi berikut
ini disajikan deskripsi terhadap visi Indonesia Emas 2045.4

Gambar 1

Visi Indonesia Emas 2045 dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Jangka

Panjang Nasional

Visi Indonesia Emas 2045:
Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan
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Negara Nusantara

Negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi,
keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia

1 L& :

& ) o
Berdaulat Maju Berkelanjutan

Ketahanan, Kesatuan, Berdaya, Modern, Tangguh, Lestari dan seimbang antara
Mandiri, Aman Inovatif, Adil pembangunan ekonomi, sosial, dan
lingkungan

Sumber: RPJPN Rancangan Teknokratik, 2024

Berdasarkan gambar di atas maka Visi abadi Indonesia diterjiemahkan ke

dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai

3 Enny Nurbaningsih, 2023, Perencanaan Legislasi Yang Paradigmatik Dalam Mewujudkan Visi
Indonesia 2045, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang [Imu Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada, Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada
pada tanggal 14 Desember 2023 di Yogyakarta, him. 2.

4 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023, Wujudkan Visi “Indonesia Emas
2045”, Pemerintah Luncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045,
diakses dari laman website https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5196/wujudkan-visi-indonesia-emas-
2045-pemerintah-luncurkan-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-rpjpn-2025-2045diakses
pada tanggal 12 Maret 2024.
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Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini
berlandaskan pada: kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi:
kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan
maritim; perkembangan megatren global; dan pencapaian pembangunan periode
sebelumnya. Gagasan Negara Nusantara dengan ciri kepulauan yang memiliki
ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari
sebagai poros maritim dunia. Selanjutnya Berdaulat mencakup ketahanan, kesatuan,
mandiri, aman, tangguh.® Visi maju mencakup berdaya, modern, tangguh, inovatif,
adil serta visi berkelanjutan mencakup lestari dan seimbang antara pembangunan
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut disajikan transformasi dalam RPJPN 2025-
2045 melalui skema sebagai berikut:
Skema 1
Pentahapan Pelaksanaan RPJPN 2025-2045

(Transformasi dan Tata Kelola)

m Tahap1 2025-2029 m Tahap2 2030-2034
Perkuatan Fondasi Transformasi AkselerasiTransformasi

Transformasi Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, Transformasi Percepatanpembangunan SDMberkualitas

Sosial pendidikan, dan perlindungan sosial Sosial daninklusif

Transformasi Hilirisasi SDA serta penguatanrisetinovasi Transformasi Peningkatan produktivitas secara masif

Ekonomi dan produktivitas tenaga kerja Ekonomi sertaperluasan sumberpertumbuhan

Transformasi Kelembagaan tepat fungsi, penyempurnaan ehonom!

TataKelola fondasi penataanregulasi, kualitas ASN Transformasi Kelembagaankolaboratif, SOMASN
berbasis merit, kebijakan pembangunan TataKelola Sejahtera, proporsional, dankompeten,

nerapanmanajemen simplifikasireg rbasis T, partai politik

Ik berbasis Tl, serta yang berinteg| rtamasyarakat sipil

s masyarakat sipil yang partisy

Tahap 3 2035-2039
Ekspansi Global

Tahap4 2040-2045
PerwujudanIndonesiaEmas

Transformasi Penguatandaya saing SDMdan Transformasi . .
: ) ) ) Manusia Indonesiayang unggul
Sosial keberlanjutan kesejahteraan Sosial
Transformasi Economic power house denganjaringan Transformasi )
. L . . Negara berpendapatan tinggi
Ekonormi rantainilai global dan domestik, serta Ekonomi
ke ngkokoh . . .
esporyangkoko Transformasi Regulasiyang adaptif dantaat asasserta
Transformasi Kelembagaan adaptif, SDMASN TataKelola tatakelolayang berintegritas, tangkas,
TataKelola kompetitif, partai politik yang transparan dankolaboratif

danakuntabel, lembaga tunggalregulasi,
serta masyarakat sipil mandiri

Sumber: https://indonesia2045.go.id/tentang (data diolah), 2024

Berdasarkan skema di atas maka pada prinsipnya pembangunan Nasional-
Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki

5 Diakses dari laman website https://indonesia2045.go.id/tentang diakses pada tanggal 10
Maret 2024.
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masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan

nasional. Pembangunan Daerah maupun Nasional sama-sama bertujuan untuk

pelindungan warga negara serta memajukan kesejahteraan umum. Perencanaan
pembangunan di Indonesia memiliki dasar, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka

panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk 1) Mendukung
koordinasi antarpelaku pembangunan; 2) menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi
pemerintah maupun antara pusat dan daerah; 3) menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan; 4)
mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya penggunaan
sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan
Pembangunan Nasional atau dikenal dengan istilah SPPN memberikan batasan dan
ruang lingkup bahwa rencana pembangunan nasional meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan dokumen
perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, baik untuk Nasional, Provinsi,
dan Kabupaten/ Kota.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, baik untuk Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/ Kota.

c. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang merupakan dokumen
perencanaan tahunan, baik untuk Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota.

Dalam konteks pendekatan perencanaan pembangunan seperti yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) pendekatan teknokratis, 2)
pendekatan partisipatif, 3) pendekatan politis, serta 4) pendekatan atas-bawah dan
bawah atas (top down dan bottom up). Selain itu, perlu mengusung prinsip tematik,
holistik, integratif, dan spasial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Nasional.®

® Perencanaan pembangunan partisipatif adalah proses pengambilan keputusan

pembangunan yang melibatkan peran aktif masyarakat baik sebagai subjek maupun objek. Pelibatan
masyarakat ini adalah untuk mendapatkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat tentang baiknya suatu
program pembangunan yang akan dijalankan di daerahnya masing-masing. Partisipasi berarti ikut
berperan serta dalam suatu kegiatan partisipasi masyarakat yang dibutuhkan untuk mengetahui
permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat itu sendiri, selain itu untuk menampung aspirasi
masyarakat dalam menyusun/mengajukan rencana usulan program/proyek pembangunan dan proyek
yang murni dibiayai oleh masyarakat, ditempuh sistem perencanaan dari bawah ke atas (bottom up




Pendekatan ini merupakan pendekatan perencanaan yang menyeluruh mulai
dari hulu hingga hilir di mana rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam keterpaduan
pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan
keterkaitan wilayah. yang dimaksud dengan tematik adalah penentuan tema prioritas
dalam suatu jangka waktu perencanaan. Yang dimaksud dengan holistik adalah
penjabaran tematik program kepala daerah ke dalam perencanaan yang
komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Yang dimaksud dengan integratif adalah
upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program kepala daerah yang dilihat
dari peran berbagai pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan berbagai sumber
pendanaan.’

Dalam konteks ini yang dimaksud dengan spasial adalah penjabaran program
kepala daerah dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Dengan
demikian dapat dideskripsikan bahwa perencanaan pembangunan merupakan
proses yang terstruktur untuk merumuskan langkah-langkah dan alternatif keputusan
yang sesuai dengan ketersediaan sumber daya ekonomi, dengan tujuan mencapai
kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan.® Berdasarkan uraian tersebut
maka desain sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia yang berlaku
secara umum baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota maka dapat

diilustrasikan sebagai berikut:

planning) yang merupakan murni partisipasi Masyarakat. Fitra Adik, 2010, Peranan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Studi Pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Diakses dari laman website
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/114557/ diakses pada tanggal 13 Maret 2024.

" Pada aspek ini Wilopo menjelaskan bahwa dalam konteks perencanaan Pembangunan
dibutuhkan adanya perencanaan strategis. Perencanaan strategis (strategic planning) merupakan
sebuah instrumen manajemen. Sebagaimana instrumen manajemen lainnya, perencanaan strategik
digunakan satu tujuan saja yaitu untuk membantu organisasi menjalankan tugasnya dengan baik,
memfokuskan sumberdaya organisasi, menjamin elemen organisasi bekerja menuju sasaran yang
sama, menilai dan menyesuaikan arah organisasi dalam merespon sebuah perubahan lingkungan.
Untuk kepentingan jangka pendek, perencanaan strategis merupakan sebuah usaha yang disiplin untuk
memproduksi keputusan dan aksi yang fundamental yang akan mempertajam dan memberikan panduan
sebuah organisasi terhadap apa yang akan dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan dengan
berfokus pada masa depan. Wilopo, Paper disampaikan pada Kursus Singkat Capacity Building Untuk
DPRD,“Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian®, 16-17 Maret 2006, Hotel Kartika
Graha, RCCP FIA UNIBRAW, Malang. him. 10.

8 Ferry Prasetyia & Susilo, 2023, Perencanaan Pembangunan Daerah, UB Press, Malang, him.
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Skema 2

Siklus Perencanaan Pembangunan Nasional-Daerah di Indonesia
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Sumber: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025, 2005

Berdasarkan skema di atas hubungan RPJP Nasional-Daerah dengan
dokumen perencanaan lainnya adalah RPJP Daerah berdasarkan jangka waktunya
adalah Dokumen Perencanaan yang paling tinggi derajatnya, yaitu mencakup jangka
waktu 20 tahun. RPJP Daerah dijadikan sebagai pedoman/acuan untuk menyusun
Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nasional-Daerah),
yaitu untuk jangka waktu 5 tahunan. RPJM Nasional-Daerah itu sendiri adalah
sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah-Pemerintah Daerah
(RKPN-D), yaitu dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 tahun.
Penjabaran dari RKPN-D akan dituangkan lebih lanjut dalam Kebijakan Umum
APBN-APBD dan Prioritas Plafon APBN-APBD. Dengan demikian maka diperlukan
adanya Kajian Akademik dalam rangka merumuskan materi dan ruang lingkup
RPJPN-D sehingga menghasilkan keselarasan dalam dimensi harmonisasi dan
sinkronisasi perencanaan Pusat-Daerah yang memiliki nilai manfaat bagi
Pembangunan bangsa Indonesia.

Secara konseptual, RPJPN memuat 8 agenda yang salah satunya merupakan
bentuk komitmen dalam rangka transformasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045
yaitu Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia. Untuk melakukan
perubahan secara menyeluruh baik di tataran nasional maupun daerah diperlukan
landasan kokoh meliputi penciptaan supremasi hukum, demokrasi substansial,
keamanan nasional, stabilitas ekonomi, serta diplomasi tangguh sebagai faktor
pemampu. Masih banyak tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan landasan yang

kokoh tersebut. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian

hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, pemulihan aset tindak




pidana yang belum optimal, potensi pelanggaran HAM masih tinggi, dan pengawasan
institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal masih lemah, budaya hukum
masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah juga
merupakan isu di bidang hukum yang perlu dibenahi.®

Dalam aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi
masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis dalam pemilu dan hubungan
formal kelembagaan. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang fluktuatif dalam
tiga tahun terakhir menggambarkan bahwa aspek kebebasan, kesetaraan dan
terutama kapasitas lembaga demokrasi masih membutuhkan pembenahan lebih
lanjut untuk mewujudkan demokrasi substansial. Beberapa tantangan yang harus
diatasi secara tuntas antara lain akuntabilitas lembaga demokrasi, kredibilitas sistem
pemilu, serta perilaku diskriminatif dan intoleransi. Sementara itu, kepercayaan dan
partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.

Sebagaimana diketahui bahwa demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan
yang diterapkan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Sistem ini
memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan
memperoleh hak-hak seperti kebebasan berpendapat hingga mengakses informasi
yang transparan. Namun sayangnya, dalam beberapa tahun belakangan, demokrasi
Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sejumlah lembaga internasional menunjukkan
pelemahan demokrasi Indonesia setidaknya sejak tahun 2019. Dalam laporan
‘Democracy Index 2023: Age of Conflict” yang dirilis Economist Intelligence Unit
(EIV), Indonesia berada di peringkat ke-56 dengan skor 6,53, turun dua tingkat dari
tahun 2022 (skor 6,71). Pengukuran Indeks Demokrasi EIU meliputi lima dimensi,
yakni proses pemilu dan pluralisme, keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik,
budaya politik, dan kebebasan sipil. Dengan skor tersebut, demokrasi Indonesia
masuk dalam kategori cacat (flawed democracy).®

Kondisi yang sama ditunjukkan data dari Freedom House, di mana nilai indeks
demokrasi Indonesia turun dari 62 pada tahun 2019 menjadi 57 pada tahun 2024.
Lembaga yang berbasis di Amerika Serikat tersebut mencatat sejumlah isu kunci,
salah satunya terkait politik dinasti yang dilancarkan dengan berbagai “siasat’.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Oktober 2023 yang mengizinkan individu
yang pernah menjabat sebagai kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai
Presiden atau Wakil Presiden meski tidak memenuhi syarat usia minimum yang
ditentukan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, yakni 40 tahun, menjadi salah

satu poin yang menjadi sorotan.

9 Lampiran Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2025-2045

Oapul Muamar, 2024, Menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia,
https://greennetwork.id/kabar/menurunnya-indeks-demokrasi-indonesia/ diakses pada tanggal 1
Okotober 2024.
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Oleh karena itu supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
difokuskan pada supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik, dan keamanan
nasional yang mencakup pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya
hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan
antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila,
transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan
ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar
keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital,
parlemen modern, parpol yang berbasis nilai, sedangkan stabilitas ekonomi
ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat
dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk
memenuhi kebutuhan Pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan.
Selanjutnya, pengembangan diplomasi yang tangguh dan pertahanan berdaya gentar
kawasan difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan,
mengkonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi
diplomasi. Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim
yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan mandiri.

Skema 3

Pentahapan Transformasi Tata Kelola Supremasi Hukum

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4

2y =

a2 & °

2025 - 2029 2030 - 2034 2035 - 2039 2040 - 2045
Penguatan Pondasi Akselerasi Transformas| Ekspansi Globa Mewujudkan Indonesia Emas

Memperkuat Supremasi Memantapkan Supremasi Indonesia yang Indonesia yang
Hukum dan Stabilitas, serta Hukum, Stabilitas, serta berkeaddan, bebas berdaulat, aman dan

membangun Kekuatan Kekuatan Pertahanan korupsi, menjunjung damai serta berpengaruh
Pertahanan Berdaya Gentar Berdaya Gentar Kawasan tinggi HAM dan memimpin dalam
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Transformasi dan
Pembangunan
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Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2025-2045

Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang
berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Hal
tersebut dilaksanakan utamanya melalui arah kebijakan: (i) percepatan pembaruan
substansi hukum peninggalan kolonial; (ii) penerapan dan penegakan hukum yang
modern, efisien, terpadu, serta mengedepankan pendekatan restoratif, korektif dan
rehabilitatif; (iii) Transformasi Sistem Penuntutan menuju Single Prosecution System

dan Transformasi Lembaga Kejaksaan sebagai Advocaat Generaal; (iv) pengawas

institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal dengan dukungan teknologi




informasi untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas; (v) penguatan sistem
pemulihan asset melalui penerapan reconstruction based asset forfeifitre dan
pemulihan aset; (vi) penguatan sistem pemberantasan korupsi menuju Zero
Corruption melalui pembaruan hukum materiil dan hukum formil tindak pidana
korupsi, penguatan kelembagaan, dan dukungan teknologi informasi; (vii) penguatan
peran negara dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan
HAM melalui penguatan kelembagaan HAM dan pelaksanaan audit HAM bagi K/L/D
dan korporasi; (vii) peningkatan internalisasi nilai-nilai HAM melalui perluasan
pendidikan HAM; (ix) transformasi layanan akses keadilan yang terjangkau dan
substansial melalui perluasan akses layanan bantuan hukum; (x) pembangunan
budaya hukum melalui transformasi sistem penegakan etika/perilaku serta redesain
pendidikan hukum; serta (xi) pembangunan hukum yang mencakup substansi,
budaya, dan struktur termasuk aparat penegak hukum dalam rangka penegakan
hukum berdasarkan Pancasila, antara lain melalui mekanisme penyelesaian
sangketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution) seperti mediasi penal
serta penerapan alternatif pemidanaan dan pendekatan keadilan restoratif yang
bertumpu pada asas keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Berikut ini disajikan
potret Indikator Capaian Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045.
Tabel 1

Indikator Capaian Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045

Arah (tujuan Indikator Baseline Sasaran
Pembangunan) 2025* 2045
Hukum 28. Indeks Pembangunan Hukum 0,69 0,89
Berkeadilan, 29. Proporsi penduduk yang merasa 67,5 80,0
Keamanan aman berjalan sendirian di area
Nasional tempat tinggalnya (%)
Tangguh, dan 30. Indeks Demokrasi Indonesia Sedang (60- | Tinggi (>80)
Demokrasi 80)
Substansial
31. Rasio Penerimaan Perpajakan | 10,70-11,20 18,0-20,0
terhadap PDB (%)
32. Tingkat Inflasi (%) 2,51 2,0+1
33. Pendalaman/Intermediasi Sektor
Keuangan
Stabilitas a) Aset Perbankan{PDB (%) 66,9 200
Ekonomi Makro b) Aset Dana Pensiun/PDB (%) 8,0 60
c) Aset Asuransi/PDB (%)
d) Kapitalisasi Pasar 9,1 20
Modal/PDB (%) 57,8 120
e) Total Kredit/PDB (%)
37,8 80-90
34. Inklusi Keuangan (%) 91 98
Ketangguhan 35. Asia Power Index (Diplomatic 61,54 75,0-80,0
Diplomasi dan Influence)
Pertahanan 36. Asia Power Index (Military 16 45,0
Berdaya Gentar Capability
Kawasan

*Baseline Tahun 2025 merupakan proyeksi target




Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2025-2045

Sehubungan dengan penjelasan di atas maka dipandang penting dan strategis
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menelaah hubungan pusat dan
daerah secara komprehensif dalam aspek tata kelola supremasi hukum dan
kepemimpinan Indonesia. Oleh karena itu, perlu disusunnya Buku Kajian Akademik
dengan judul “Hubungan Pusat-Daerah dalam Konteks Harmonisasi Dan
Sinkronisasi RPJPN, RPJP Provinsi, Kabupaten/Kota di Bidang Transformasi

Tata Kelola Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”.

1.2. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan maka dalam penelitian
ini dirumuskan permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Apa permasalahan dan kebutuhan mendasar yang dihadapi oleh bangsa
Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan pusat-daerah dalam
konteks harmonisasi dan sinkronisasi RPJPN, RPJP Provinsi, Kabupaten/Kota di
bidang transformasi tata kelola supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan
Indonesia?

2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
pelaksanaan hubungan pusat-daerah dalam konteks harmonisasi dan
sinkronisasi RPJPN, RPJP Provinsi, Kabupaten/Kota di bidang transformasi tata
kelola supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia?

3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan
arah pelaksanaan hubungan pusat-daerah dalam konteks harmonisasi dan
sinkronisasi RPJPN, RPJP Provinsi, Kabupaten/Kota di bidang transformasi tata

kelola supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Kajian Akademik
1.3.1. Tujuan Penyusunan Kajian Akademik

Berdasarkan ruang lingkup dalam pelaksanaan identifikasi permasalahan
yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan penyusunan Kajian Akademik ini
sebagai berikut:

a. Untuk merumuskan dan menganalisis permasalahan dan kebutuhan mendasar
yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan
hubungan pusat-daerah dalam konteks harmonisasi dan sinkronisasi RPJPN,
RPJP Provinsi, Kabupaten/Kota di bidang transformasi tata kelola supremasi
hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia.

b. Untuk merumuskan, mengkaji dan menganalisis pertimbangan atau landasan

filosofis, sosiologis, dan yuridis pelaksanaan hubungan pusat-daerah dalam

konteks harmonisasi dan sinkronisasi RPJPN, RPJP Provinsi, Kabupaten/Kota di




bidang transformasi tata kelola supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan
Indonesia.

c. Untuk merumuskan konsep sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup
pengaturan, jangkauan dan arah pelaksanaan hubungan pusat-daerah dalam
konteks harmonisasi dan sinkronisasi RPJPN, RPJP Provinsi, Kabupaten/Kota di
bidang transformasi tata kelola supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan

Indonesia.

1.3.2. Kegunaan Penyusunan Kajian Akademik
Kegunaan penyusunan Kajian Akademik diantaranya sebagai berikut:
a. Kegunaan Teoretik

Penyusunan kajian akademik ini diharapkan mampu untuk menjadi dasar
pengembangan khasanah keilmuan dan teori, dalam ranah hukum tata negara,
ilmu peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-
undangan (legislative drafting), hukum administrasi negara, hukum dan kebijakan
pemerintahan daerah, hukum perencanaan pembangunan sehingga pelaksanaan
hubungan pusat-daerah dalam konteks harmonisasi dan sinkronisasi RPJPN,
RPJP Provinsi, Kabupaten/Kota selaras dengan metode penelitian akademik
yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, secara teoritik
pembuatan Kajian Akademik ini dapat digunakan sebagai “quality control” atau
alat evaluasi dan cek yang menentukan kualitas arah perencanaan pembangunan
Nasional-Daerah di bidang transformasi tata kelola supremasi hukum, stabilitas,
dan kepemimpinan Indonesia.

b. Kegunaan Aplikatif

Penyusunan Kajian Akademik ini secara aplikatif dan praktis dimaksudkan
sebagai kerangka acuan atau pedoman bagi Pemerintah Pusat, DPR, DPD, serta
Pemerintahan Daerah, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam
membahas materi muatan tentang pelaksanaan hubungan pusat-daerah dalam
konteks harmonisasi dan sinkronisasi RPJPN, RPJP Provinsi, Kabupaten/Kota di
bidang transformasi tata kelola supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan
Indonesia.

Sedangkan bagi masyarakat, perguruan tinggi, maupun LSM, diharapkan
dalam penyusunan Kajian Akademik ini dapat menjadi sumber rujukan dan
informasi mengenai kebutuhan mendasar dari pembangunan pelayanan, baik
dalam internal kedinasan Pemerintah Pusat-Daerah maupun pelayanan publik,
serta sebagai urgensi penyelenggaraan pembangunan Nasional-Daerah yang
melibatkan segenap stakeholder sekaligus agar mampu dikelola dengan lebih
efisien dan maksimal. Kemudian, secara berkesinambungan pelaksanaan

hubungan pusat-daerah dalam konteks harmonisasi dan sinkronisasi RPJPN,

RPJP Provinsi, Kabupaten/Kota di bidang transformasi tata kelola supremasi




hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dapat dilaksanakan sesuai

dengan landasan ideologi dan landasan konstitusional yang termaktub di dalam
UUD NRI 1945.




BAB I
KAJIAN TEORETIS DAN STUDI KEPUSTAKAAN

2.1. Teori Pancasila sebagai Landasan Ideologis Bernegara

Ideologi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu idea yang memiliki
arti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar serta logos yang memiliki arti
ilmu. Secara etimologis ideologi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau pandangan
suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Franz Magnis Suseno mengklasifikan arti utama dari kata ideologi
menjadi tiga, yaitu (1) ideologi sebagai kesadaran palsu digunakan oleh kalangan
filosof dan ilmuwan sosial, (2) ideologi dalam arti netral berarti keseluruhan sistem
berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu,
dan (3) ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah digunakan dalam filsafat dan
ilmu-ilmu sosial yang positivistik.!! Ideologi yang secara harfiah berarti a system of
ideas akan mensistematisasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan
melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan
menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang
menjadi induknya.?

Menurut Franz Magnis Suseno, terdapat dua jenis ideologi yang dipergunakan
oleh suatu negara, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup
adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan
norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh
dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan
harus dipatuhi. Ideologi tertutup bersumber dari pikiran elit (penguasa). Sedangkan
ideologi terbuka berisi orientasi dasar yang penafsirannya ke dalam tujuan-tujuan dan
norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai-
nilai dan prinsip-prinsip moral yang berkembang di masyarakat. ldeologi semacam ini
diperoleh dengan cara yang demokratis sehingga bersifat inklusif.

Pada hakikatnya, pancasila adalah salah satu contoh ideologi yang bersifat
terbuka. Hal ini pertama kali dikemukakan oleh Presiden Soeharto salah satunya
pada pidato kenegaraan di depan DPR pada tanggal 16 Agustus 1989.1% Pada
kesempatan itu, Soeharto menjelaskan bahwa konsekuensi dari pancasila sebagai
ideologi terbuka adalah pancasila harus dikembangkan secara kreatif dan dinamis.
Jika tidak terjadi demikian maka pancasila tidak akan mampu menjawab tantangan
dan memenuhi kebutuhan zaman yang terus berubah dan semakin kompleks. Oleh

sebab itu, sangat dimungkinkan bagi seluruh warga negara untuk terus-menerus

11 Franz Magnis Suseno, 1992, Filsafat Sebagai llmu Kritis, Kanisius, Jakarta, him. 230.

12 Arie Supriyanto, 2011, Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, Jurnal Penelitian & Artikel
Pendidikan, Vol. 3, No. 6, him. 165.

13 sudharmono, 1995, Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, Jurnal Filsafat, Seri 22 Agustus,

him. 1.




mengembangkan ideologi pancasila melalui konsesus-konsesus nasional. Salah satu

buktinya seperti yang dikemukakan oleh A. M. W. Pranarka yakni sebagai berikut:

Dibentuk oleh pertemuannya dengan berbagai aliran pemikiran dan
ideologi, terjadi proses pemahaman dan eksplisitasi tentang pancasila
itu. Perkembangan seperti itu mengakibatkan tumbuhnya pancasila
menjadi suatu ideologi yang terbuka. Keterbukaan ini membawa
pancasila itu tidak saja menjadi pemikiran di dalam praktek kehidupan
negara, hukum dan politik, akan tetapi juga menjadi sumber pemikiran
akademis, termasuk pemikiran ilmiah. Tentang perkembangan ini akan
diadakan pendalaman lebih lanjut.

Secara historis, keterbukaan itu dapat diikuti sejak proses perumusan
pancasila sebagai dasar negara dan proses penuangannya ke dalam sistem
kehidupan bernegara. Rumusan pancasila adalah hasil kesepakatan bersama
seluruh bangsa Indonesia melalui Rapat BPUPKI | pada 29 Mei-1 Juni 1945, Rapat
BPUPKI Il pada 10-17 Juli 1945, dan Rapat PPKI pada 18-22 Agustus 1945. Rapat
dihadiri oleh wakil-wakil dari segenap kepulauan nusantara dan mencerminkan
keanekaragaman kepentingan dan aspirasi yang hidup dalam kalangan bangsa
Indonesia. Pada saat proses perumusan itulah dialektika yang berjalan secara
demokratis mampu menggerakan seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh kemerdekaan
untuk menyatukan berbagai jenis kepentingan ke dalam suatu dasar persepsi bangsa
yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kepentingan nasional yakni menentukan
dasar negara.

Proses menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat dilihat
melalui beberapa periodisasi.’® Periode pertama, kurun waktu 29 Mei 1945 sampai
dengan 17 Juli 1945. Periode ini dapat disebut sebagai tahap membahas dan
merumuskan pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang dilaksanakan pada
forum BPUPKI. Periode kedua, kurun waktu 18 Agustus 1945 sampai dengan 26
Desember 1949. Sidang PPKI yang membahas Pembukaan UUD NRI 1945
memutuskan untuk mencantumkan butir-butir pancasila di dalam Pembukaan UUD
NRI 1945. Pada periode ini juga terjadi persaingan antar kelompok yang membawa
ideologinya masing-masing pasca dikeluarkannya maklumat tanggal 3 November
1945. Persaingan ini bertujuan untuk merebut kedudukan di dalam pemerintahan.

Periode ketiga, kurun waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 16 Agustus
1950. Meskipun periode ini hanya sekitar 8 bulan, terdapat dua hal penting yang
terjadi, yaitu UUD NRI 1945 diganti dengan UUD Negara Serikat dan perumusan sila-
sila pancasila yang terdapat di dalam Mukadimah UUD Negara Serikat berbeda
dengan rumusan yang terdapat di dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Periode
keempat, kurun waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode ini

14 A. M. W. Pranarka, 2023, Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka, Analisis CSIS, Vol 16, No. 4,
him. 409.
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merupakan masa perdebatan terbuka tentang pancasila sebagai dasar dan ideologi
negara. Perdebatan itu terjadi di dalam forum sidang konstituante, pidato-pidato,
media massa, dan forum seminar atau diskusi. Periode kelima, kurun waktu 5 Juli
1959 sampai dengan saat ini. Pada periode ini pancasila sebagai dasar dan ideologi
negara hanya menjadi semboyan kosong yang diucapkan di dalam pidato-pidato
pejabat pemerintah, pimpinan partai politik, dan para pemimpin organisasi massa
yang berafiliasi pada suatu kekuatan sosial politik tertentu. Namun, terdapat usaha
dari pemerintah orde baru untuk mengembalikan pancasila sebagai dasar negara dan
ideologi bangsa. Usaha tersebut berhasil dipertahankan hingga sampai saat ini oleh
segenap masyarakat Indonesia.

Dalam pancasila terkandung jawaban tentang subjek yang berkuasa di negara
ini, yakni seluruh rakyat Indonesia. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, status
pancasila bukan hanya sebagai dasar negara yang termaktub dalam konstitusi
melainkan status tersebut ditambah sebagai sebuah ideologi negara yang
dilembagakan melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.® Meskipun demikian,
secara substansial nilai dasar yang telah digali oleh Soekarno tetap menjadi dasar
pemikiran yang akan dijadikan cita-cita bangsa dalam bernegara. Cita-cita itu adalah
lima prinsip dasar yang dipegang teguh oleh negara Indonesia, yaitu:*’

a. Ketuhanan yang Maha Esa yang melahirkan kebebasan memeluk agama dan
kepercayaan kepada warga negaranya,

b. Kebangsaan yang melahirkan konsep pengakuan atas jati diri kita sebagai
bangsa Indonesia;

c. Kemanusiaan (internasionalisme) menghasilkan pemikiran status kita sebagai
warga negara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sifat kemanusiaan yang itu
tidak hanya diterapkan sesama bangsa Indonesia tetapi sesama manusia yang
ada di seluruh dunia;

d. Demokrasi yang melahirkan pemikiran bahwa setiap permasalahan harap
diselesaikan melalui mekanisme musyawarah mufakat; dan

e. Keadilan sosial yang memberikan dasar pemikiran dan cita-cita bahwa negara
tidak boleh mensejahterakan kaum kapitalis saja tetapi seluruh masyarakat
Indonesia harus disejahterakan.

Ideologi dalam tradisi pemikiran di Indonesia menjadi sebuah pedoman
perjuangan dan sistem keyakinan (belief system). Pancasila memuat tiga dimensi
yang menjadi syarat mutlak sebuah ideologi disebut sebagai ideologi terbuka. Tiga
dimensi yang dimaksud adalah dimensi realitas (nilai-nilai yang terkandung dalam

setiap sila pancasila), dimensi idealisme (mengarahkan tujuan dan cita-cita ideal

16 Ferry Anggriawan, 2020, Reformulasi Domain Hukum Ideologi Pancasila oleh Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 11, No. 1, him. 36.
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negara Indonesia), dan dimensi fleksibilitas (dinamisme kehidupan manusia).'®
Berdasarkan tiga hal di atas, maka ideologi pancasila yang bersifat terbuka itu
tidaklah bersifat utopis atau yang berarti pancasila hanyalah idea gagasan semata
yang tidak berimplikasi pada level praktis.

Secara historis kelima sila pancasila merupakan perpaduan (sintesis) dari
keragaman keyakinan, paham, dan harapan yang berkembang di masyarakat.'® Sila
pertama merupakan rumusan sintesis dari segala aliran agama dan kepercayaan.
Sila kedua merupakan rumusan sintesis dari segala paham dan cita-cita sosial
kemanusiaan yang bersifat trans-nasional. Sila ketiga merupakan rumusan sintesis
dari kebhinekaan (aspirasi-identitas) kesukuan ke dalam kesatuan bangsa. Sila
keempat merupakan rumusan sintesis dari segala paham mengenai kedaulatan. Sila
kelima merupakan rumusan sintesis daripada segala paham keadilan sosial ekonomi.
Pilar ideologis dari kelima sila tersebut utamanya ditopang oleh “trilogi ideologi” arus
utama, yaitu ideologi-ideologi berhaluan keagamaan, ideologi-ideologi berhaluan

kebangsaan (nasionalisme), dan ideologi-ideologi berhaluan sosialisme.

2.2. Teori Tujuan dan Fungsi Negara

Sebagai negara yang memiliki unsur luasan wilayah, rakyat dan suatu
pemerintahan didalamnya, perlu adanya penetapan sebuah tujuan negara dan fungsi
negara, untuk menentukan arah gerak negara untuk mencapai cita-cita hegara yang
diimpikan. Cita-cita negara tentu memiliki hubungan yang erat dengan cita-cita
manusia, yang mana akan berujung pada keinginan luhur berkehidupan yang
sejahtera. Kesejahteraan ini tidak bisa semata-mata hidup secara sendiri, namun
perlu adanya kolaborasi dan kesinambungan negara dalam mengupayakan
keinginan luhur, yang didasarkan tujuan bernegara serta melalui fungsi-fungsi
negara. Tujuan Negara menjadi sebuah pilar utama untuk mencapai tujuan
bernegara, sebagaimana kita ketahui di Indonesia sendiri tujuan negara tercantum
pada konstitusi. Untuk mewujudkan tujuan negara nantinya akan ditetapkan apa
sebenarnya tugas dari organisasi negara (fungsi negara) yang berkaitan erat dengan
lembaga-lembaga pendukungnya.

Dalam teori ilmu negara kita mengenal beberapa teori tentang tujuan negara.
Pertama, teori tersebut berkaitan dengan tujuan akhir manusia yaitu hidup bahagia di
akhirat, sehingga juga mempengaruhi bagaimana kelanjutan kehidupan di dunia.
Teori ini bersifat teokratis, dimana tindakan negara juga dipengaruhi oleh nilai-nilai
agama. Kedua, teori yang bertujuan untuk memperoleh dan mempertahankan
kekuasaan, sehingga tercipta keadaan kekuasaan (machtstaat). Ketiga, teori-teori

yang bertujuan untuk kesejahteraan yaitu Teori Kemakmuran Negara, Teori

18 Tim Dosen Pancasila Pusat MPK Universitas Brawijaya, 2017, Pancasila dalam Diskursus
Sejarah, Jalan Tengah, dan Filosofi Bangsa, Ifada Publishing, Yogyakarta, him. 112.

19 yudi Latif, Reaktualisasi Pancasila, Pusat Pendidikan Mahkamah Konstitusi RI, him. 6.
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Kemakmuran Individu dan Teori Kemakmuran Manusia. Teori tujuan sosial ini
memunculkan beberapa teori negara hukum, yaitu negara hukum liberal, negara
hukum formal, dan negara hukum substantif. Pada dasarnya munculnya teori hukum
jenis ini, khususnya di negara-negara Eropa kontinental, merupakan reaksi atau
penolakan terhadap adanya kekuasaan negara yang otoriter akibat pencarian
kekuasaan dan kekayaan. negara/penguasa. Oleh karena itu, di negara jenis ini
terdapat syarat-syarat tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh penguasa untuk
membatasi kekuasaan penguasa di negara tersebut. Sementara itu, latar belakang
munculnya supremasi hukum di negara-negara Anglo-Saxon adalah prioritas
perlindungan hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan hak dan kebebasan
individu.2°

Di negara Indonesia sendiri tujuan hukum yang bertujuan untuk memenuhi
hak-hak individu telah diperjuangkan dan tercantum dalam pembukaan UUD atau
kenal sebagai preamble konstitusi yang dapat kita lihat pada alinea ke-4 (keempat)
yang berbunyi “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.
Perihal tujuan menjaga segenap bangsa dan seluruh Indonesia adalah persatuan
Indonesia yang sangat heterogen. Artinya persatuan bangsa yang mampu mengatasi
perbedaan suku, agama, dan ras. Tujuan melindungi seluruh rakyat Indonesia
sebenarnya merupakan tujuan kemanusiaan universal. Sebab, negara tidak hanya
melindungi seluruh warga negara Indonesia, namun juga seluruh orang asing yang
berada di bawah yurisdiksi negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan
kemanusiaan universal lainnya, yaitu tujuan memajukan tatanan dunia yang
berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu, seluruh
rakyat Indonesia harus bersatu untuk menjaga dan mempertahankan wilayah
Indonesia sebagai negara kesatuan. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia
sangat luas dan strategis dalam kaitannya dengan kepentingan komersial dan
pertahanan internasional. Oleh karena itu, negara harus mengambil sikap yang
sangat tegas terhadap segala tindakan yang menghalangi dan merintangi tujuan
negara Indonesia dalam mempersatukan bangsa dan daerah.

Peningkatan kesejahteraan umum merupakan tujuan dari negara
kesejahteraan. Artinya, tercapainya kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,
tidak hanya secara materi/ffinansial, namun juga secara spiritual. Kemakmuran
finansial yang sesuai dengan agama dan agama untuk mendatangkan keamanan dan
kebahagiaan dalam hidup di dunia ini dan dunia yang akan datang. Selain itu, sesuai
nilai luhur Pancasila, tujuan kesejahteraan ekonomi harus dicapai dengan

mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial. Karena kesejahteraan tanpa keadilan

20 spemarsono, M., 2007. Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara,
Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 37, No. 2, him. 300-322.
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tidak ada artinya, maka tidak ada bedanya dengan tujuan kesejahteraan individu yang
dianut dalam pemahaman Barat. Selain itu, mencerdaskan kehidupan masyarakat
bukan hanya tugas utama negara. Masyarakat Indonesia juga harus sadar bahwa
mereka harus berpartisipasi aktif dalam pendidikan. Bangsa Indonesia harus menjadi
bangsa yang cerdas, mampu memahami teori kenegaraan Indonesia, menjadi
bangsa yang sadar bernegara, mempunyai kesadaran hukum yang baik dan
memahami bagaimana mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan
pribadi atau golongan. Selain itu, Anda juga dapat memahami sejarah kebangsaan
Indonesia, yaitu proses terbentuknya bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia harus
memahami bahwa kekuasaan tertinggi negara ada di tangan rakyat dan mereka akan
memilih anggota parlemen dan pemimpin yang benar-benar memahami kebutuhan
rakyatnya.

Untuk mencapai kebutuhan pada titik kesejahteraan rakyat yang mana
merupakan tujuan negara perlu adanya fungsi negara yang berjalan secara optimal
dan maksimal. Untuk mencapai tujuan negara, dalam suatu negara sebagai suatu
organisasi, maka diperlukan naskah aturan (hukum) yang disebut konstitusi atau
Undang Undang Dasar.?! Karena pengertian konstitusi menurut Brian Thompson
adalah “.. a constitution is a document which contains the rules for the operation of
an organization’?? sehingga sebenarnya konstitusi dalam pengertian yang terluas dan
umum adalah aturan untuk menjalankan suatu organisasi apapun bentuknya dan
komplek strukturnya, terutama organisasi yang berbentuk badan hukum (legal entity),
tidak terkecuali suatu organisasi (kekuasaan) yang disebut negara, seperti halnya
negara Indonesia.?® Pendapat ahli turut menyampaikan pandangan mengenai fungsi
negara, seperti halnya pandangan Franz Magnis Suseno, yang menyampaikan
bahwasanya “fungsi negara dapat dikembalikan pada satu fungsi formal yakni negara
mempermaklumkan, menerapkan dan menjamin, seperlunya secara memaksa,
keberlakuan aturan-aturan kelakuan bagi seluruh masyarakat”.?*

Kemudian pandangan lain turut dihaturkan oleh John Locke, yang
menyampaikan pandangan mengenai fungsi negaranya ialah “fungsi negara bisa
dilihat dari ketiga hal : (1) fungsi legislasi yakni fungsi membuat undang-undang dan
peraturan; (2) fungsi eksekutif, fungsi untuk melaksanakan peraturan, dan (3) fungsi
federatif yaitu fungsi untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang dan
damai”. Selanjutnya pandangan Montesquieu yang mengadopsi pandangan John
Locke, Montesquieu menyempurnakan pandangan John Locke yang telah

disampaikan di atas dengan statement “fungsi Negara menjadi tiga bagian; (1) fungsi

21 Jimly Asshiddigie, 2006, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, ed. Revisi, cet. Kedua,
Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, him. 20.

22 |bid., him 19.

23 suhardjana, J., 2010, Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara, Jurnal Dinamika Hukum,
Vol. 10, No. 3, him. 253-264.

24 suseno, Franz Magnis, 2001, Etika Politik (Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan Modern), PT.
Gramedia, Jakarta, him.170.




legislatif, fungsi untuk membuat undang-undang; (2) fungsi eksekutif, fungsi untuk
melaksanakan undang-undang; dan (3) fungsi yudikatif, fungsi untuk mengawasi agar
semua aturan untuk ditaati (fungsi mengadili)”.?® Hingga saat ini pemikiran
Montesquieu ini menjadi sebuah pemikiran penting sebagai pencetus trias politica
yang sampai saat ini dianut oleh negara-negara. Negara bukan lagi sebuah
penyelenggaran pemerintahan pada tataran eksekutif saja namun pemenuhan unsur
check and balance pada lingkup legislative dengan cara membuat undang-undang
serta fungsi pengawasan yang dimiliki oleh yudikatif. Pandangan ahli mengenai
fungsi negara tidak berhenti pada pandangan Montesquieu yang mencetuskan trias
politika saja, namun pengembangan pengertian fungsi negara tersebut berlanjut pada
pendapat ahli Indonesia seperti Miriam Budiardjo yang ia uraikan pada buku yang
berjudul Dasar-Dasar limu Politik, ia mengembangkan pengertian fungsi negara
secara umum vyakni “(1) melaksanakan penertiban (law and order); (2)
mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (3) pertahanan; dan (4)
menegakan keadilan. Sedangkan menurut Charles E. Merriam menyebutkan ada
lima fungsi Negara yang harus mutlak ada, yakni (1) keamanan ekstern; (2) ketertiban
intern; (3) keadilan; (4) kesejahteraan umum; dan (5) kebebasan”.?®

Konsep trias politika yang sudah dituangkan pada konstitusi menganut
pandangan Montesquieu Yyaitu berupa pemisahan wewenang antara eksekutif,
legislatif dan yudikatif.?” Ketiga kewenangan tersebut tercantum pada konstitusi,
sehingga lembaga tersebut lahir karena adanya pembentukan konstitusi. Di
Indonesia sendiri memodifikasi pandangan Montesquieu yang sebelumnya hanya
terdapat 3 (tiga) lembaga saja namun, kini terdapat tambahan lembaga yang
berwenang dalam menjalankan fungsi negara dan lahir dari konstitusi yakni
kekuasaan Konsultatif (DPA sebelum dilakukannya amandemen UUD) serta
Kekuasaan Eksaminatif Badan Pemeriksa Keuangan.?® Dengan pembagian
kekuasaan diharapkan terciptanya check and balance pada pemerintahan dimana
adanya Lembaga Pelaksana dan Pengawas didukung oleh Lembaga Kehakiman
yang mandiri sehingga menjadikan negara menganut sistem Trias Politika.?®
Perjalanan sistem pemerintahan Indonesia dimulai dari Sebelum Amandemen
terhadap UUD NRI Tahun 1945 yaitu pembagian kekuasaan dibagi kepada 6
lembaga yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Dewan Pertimbangan Agung

25 Soetomo, 1986, Ilmu Negara, Usaha Nasional, Surabaya, him. 37.

26 Miriam Budiardjo, 2008, Dasar — Dasar llmu Politik, PT. Gramedia, Jakarta, him. 46.

2T\, Syamsuddin, 2018, Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politica, Al Qisthas; Jurnal
Hukum Dan Politik, Vol. 9, No. 1, him. 43-61.

2, Yulistyowati, E. Pujiastuti, T. Mulyani, 2017, Penerapan Konsep Trias Politica Dalam
Sistem Pemerintahan Republik Indonesia:Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Sebelum Dan Sesudah Amandemen, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 18, No. 2, him. 328.
https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.5 80.

29 A. Zahra, Charisma, Azaby, dan Fadilah, S.N., 2022, Teori Pemisahan Kekuasaan Trias
Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu, Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Vol. 1, No. 1.
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(DPA) dan Mahkamah Agung (MA). Pasca amandemen pembagian kekuasaan
menjadi 7 Lembaga dengan mengalami penambahan satu Lembaga yaitu Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) dimana Dewan Pertimbangan Agung (DPA) digantikan
oleh Mahkamah Konstitusi.*°

2.3. Teori Tanggung Jawab Negara

Menjalankan tanggung jawab adalah esensial dalam membentuk karakter
yang baik pada individu. Ini mencakup kesediaan untuk memenuhi tugas dan
kewajiban yang melekat pada dirinya terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan,
negara, dan Tuhan.®! Tanggung jawab merupakan perilaku yang menunjukkan
kesediaan untuk menunaikan tugas dan kewajiban yang sesuai, baik kepada diri
sendiri, masyarakat, lingkungan (termasuk alam, sosial, dan budaya), negara,
maupun Tuhan Yang Maha Esa.®? Berdasarkan pengertian-pengertian tanggung
jawab di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab adalah tolak ukur
sederhana terhadap sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya. Tanggung jawab yang hendaknya ada pada manusia adalah:*

a. Tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan dengan cara
takut kepada-Nya, bersyukur dan memohon petunjuk. Semua manusia
bertanggung jawab kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta.

b. Tanggung jawab untuk membela diri dari ancaman, siksaan, penindasan dan
perlakuan kejam dari manapun datangnya.

c. Tanggung jawab diri dari kerakusan ekonomi yang berlebihan dalam mencari
nafkah, ataupun sebaliknya, dari bersifat kekurangan ekonomi.

d. Tanggung jawab terhadap anak, suami/istri, dan keluarga.

e. Tanggung jawab terhadap sosial kepada masyarakat sekitar.

f. Tanggung jawab berpikir, tidak perlu mesti meniru orang lain dan menyetujui
pendapat umum atau patuh secara membuta terhadap nilai-nilai tradisi,
menyaring segala informasi untuk dipilih, mana yang berguna dan mana yang
merugikan mereka.

g. Tanggung jawab dalam memelihara hidup dan kehidupan, termasuk kelestarian
lingkungan hidup dari berbagai bentuk pencemaran.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab yang
menjadi tolak ukur penelitian ini yaitu tanggung jawab belajar yang berpengaruh
terhadap prestasi belajar peserta didik. Tanggung jawab negara merujuk pada

kewajiban untuk mengoreksi tindakan yang bertentangan dengan hukum

30 Anggraini, Yasir, Ridlwan, 2015, Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional
Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Fiat Justisia, Vol. 9, No. 1.

31 Mohamad Mustari, 2011, Nilai Karakter, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

82 Daryanto dan Suryatri, Darmiatun, 2013, Pendidikan Karakter di Sekolah, Gava Media,
Yogyakarta.

33 op. Cit.




internasional, dan ini melibatkan konsep perbaikan atas pelanggaran hukum. Secara
lebih sempit, Black's Law Dictionary hanya menjelaskan tanggung jawab sebagai
pertanggungjawaban atau akuntabilitas.®* Tanggung jawab negara, juga dikenal
sebagai pertanggungjawaban negara, adalah kewajiban bagi negara untuk
memberikan respons yang merupakan penjelasan atas peristiwa tertentu, serta untuk
mengganti kerugian yang mungkin terjadi sebagai akibatnya.

Terdapat 3 karakter esensial dari suatu pertanggungjawaban negara, yakni:*®
1. The existence of an international legal obligation in force as between two

particular states (adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku
antara dua negara tertentu);

2. There has occurred an act or omission which violates that obligation and which is
imputable to the state responsible (telah terjadi suatu perbuatan atau kelalaian
yang melanggar kewajiban tersebut dan dapat dibebankan kepada negara yang
bertanggung jawab); dan

3. That loss or damage has resulted from the unlawful act or omission (telah terjadi
kerugian atau kerusakan akibat perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum
tersebut).

Dari ketiga karakter pertanggungjawaban Negara menurut Malcolm N. Shaw
di atas, terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi suatu Negara agar dapat dimintai
pertanggungjawabannya. Pertama, yaitu harus terdapat kewajiban Internasional yang
mengikat pada Negara yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kedua,
adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan dilanggarnya suatu
kewajiban Internasional suatu Negara yang kemudian menimbulkan tanggung jawab
bagi negara tersebut. Terakhir adalah adanya kerusakan atau kerugian yang
ditimbulkan karena perbuatan serta kelalaian yang dilakukan oleh negara tersebut.
Jadi secara implisit Malcolm N. Shaw menyatakan bahwa Negara yang hendak
dimintai pertanggungjawabannya harus memenuhi ketiga unsur di atas dan apabila
salah satu dari unsur pertanggungjawaban Negara tersebut tidak terpenuhi maka
suatu negara tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Pada dasarnya, keberadaan tanggung jawab negara diberikan landasan oleh
dua teori utama, yaitu teori risiko dan teori kesalahan. Kedua teori ini memiliki
landasan logis dan argumen tersendiri. Teori risiko menetapkan bahwa suatu negara
bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat yang berbahaya dari kegiatan yang
dilakukannya, meskipun kegiatan tersebut sah secara hukum. Dari teori ini, muncul
prinsip tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab objektif. Sebagai contoh
penerapan teori tersebut, Pasal 2 dari Liability Convention 1972 menegaskan bahwa

negara yang meluncurkan wahana antariksa bertanggung jawab sepenuhnya untuk

34 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary Edisi Kesepuluh, Claitors Pub Division, New York,
him. 211.

35 Malcolm N. Shaw, 2008, International Law, Cambridge University Press, New York, him. 781.
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membayar kompensasi atas kerugian yang terjadi di permukaan bumi atau pada
pesawat udara yang sedang dalam penerbangan, jika kerugian dan kecelakaan
tersebut disebabkan oleh objek antariksa yang diluncurkannya. Berbeda dengan teori
risiko, teori kesalahan menyatakan bahwa tanggung jawab negara muncul ketika
tindakan negara dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan.

Tindakan dikatakan mengandung kesalahan jika dilakukan dengan sengaja
atau kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Namun, dalam praktik hukum
internasional saat ini, tidak diperlukan adanya bukti kesalahan untuk menetapkan
tanggung jawab negara atas tindakan yang melanggar hukum internasional. Dalam
hal ini, negara akan bertanggung jawab tanpa adanya keharusan bagi pihak yang
menuntut tanggung jawab untuk membuktikan adanya kesalahan oleh negara
tersebut. Teori kesalahan ini kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif
(subjective responsibility) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (liability based
on fault). Dalam konteks ini, peran dan tanggung jawab negara merupakan hal yang

paling utama dalam menjalankan kewajiban konstitusional.

2.4. Teori Kewenangan Negara

Negara adalah suatu entitas politik yang memiliki kedaulatan atas suatu
wilayah tertentu dan penduduk yang tinggal di dalamnya. Pengertian negara juga
dapat berbeda-beda dalam konteks historis, politik, sosial, dan budaya. Setiap negara
memiliki sistem pemerintahan, hukum, dan kebijakan yang berbeda-beda sesuai
dengan struktur politik dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakatnya. Logemann
juga mengemukakan sebagai berikut “Negara itu pada hakikatnya adalah suatu
organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang
kemudian disebut bangsa.”*® Logemann dan Kranenburg bersepakat tentang sifat
dan hakikat negara sebagai organisasi kekuasaan. Akan tetapi, dalam hal
pembentukan negara dan bangsa, kedua pakar mengambil posisi yang berbeda.
Menurut Kranenburg, negara diciptakan oleh bangsa. Bangsa lebih dahulu terbentuk
daripada negara. Menurut Logemann, negara lebih dahulu terbentuk daripada
bangsa negara yang membentuk bangsa. Sifat hakikat negara sebagai organisasi
kekuasaan seperti dikemukakan Kranenburg dan Logemann menggambarkan
pemahaman bahwa kekuasaan negara merupakan kekuasaan yang diorganisir oleh
sekelompok orang yang disebut bangsa. Pengorganisasian kekuasaan dilakukan
secara sadar untuk mencapai suatu maksud dan tujuan tertentu. Ada berbagai
macam tujuan yang hendak dicapai seperti untuk memelihara ketertiban, keamanan,
menyelenggarakan kesejahteraan bangsa dan sebagainya.®’” Berbicara mengenai
Negara merupakan salah satu objek yang dipelajari baik dalam Hukum Tata Usaha

Negara dan Hukum Administrasi Negara. Salah satu persamaan antara Rakyat

36 Soehino, 1980, limu Negara, Liberty, Yogyakarta, him.143.
37 Slboea, Hotman, 2014, limu Negara, Erlangga, Jakarta, him. 40-41.
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dengan Negara ada dalam hal sama sama memiliki Hak dan Kewajiban yang harus
dihormati dalam pelaksanaannya. Sedangkan perbedaan antara Rakyat dan Negara
adalah dalam hal wewenang, negara memiliki wewenang sedangkan Rakyat tidak
memiliki wewenang. Rakyat bisa memiliki wewenang jika diberikan oleh masyarakat.

Secara harfiah bahasa kewenangan atau wewenang yang berasal dari kata
‘wenang”, yang mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak; kekuasaan
membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang
lain. Wewenang dan Kewenangan keduanya berbentuk Noun namun sama saja.
Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam bahasa
Inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. Sedangkan berdasarkan pada
Black’S Law Dictionary yang memberikan pengertian terhadap Authority diartikan
sebagai Legal Power; a right to command or to act;the right and power of public
officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public
duties® (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk
memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi
aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Bevoegdheid dalam
istilah Hukum Belanda, Philipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan
penggunaan istilah “wewenang” dan “bevoegdheid”.

Istilah “bevoegdheid” digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum
publik, sedangkan “wewenang” selalu digunakan dalam konsep hukum publik®°.
Philipus M.Hadjon*® mengemukakan dalam kepustakaan hukum administrasi
Belanda, masalah wewenang selalu menjadi bagian terpenting dan bagian awal dari
Hukum Administrasi karena objek Hukum Administrasi adalah wewenang
pemberitahuan dalam konsep hukum publik. Kewenangan atau wewenang memiliki
kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi.
Berkenaan dengan penggunaan istilah bevoegdheid dalam konsep hukum publik,

Bagir Manan menulis sebagai berikut:

“Istilah ini lazim dipadankan dengan wewenang yang diartikan sebagai
kekuasan yang diberikan oleh atau berdasarkan hukum atau disebut
juga legal authority. Dalam bevoegdheid terkandung makna
kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
berdasarkan suatu atau beberapa ketentuan hukum. Dalam
bevoegdheid perbuatan-melakukan atau tidak melakukan- bukan untuk
dirinya sendiri tetapi ditujukan untuk orang lain seperti wewenang
memerintah dan wewenang mengatur™*

38 Henry Campbell Black,1985, Black’S Law Dictionary, West Publishing, him.26.

39 Philipus M.Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, Yuridika, No.5 & 6 Tahun XII, Sep-Des, him.
1.

40 Philipus M.Hadjon, Tatiek Sri Djamati, 2011, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, him. 10.

4l Bagir Manan, 2004, Perkembangan UUD , FH Ull Press, Yogyakarta, him. 59-60.
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Menurut H.D van Wijk/ Willem Koninbelt wewenang pemerintahan ini ada yang
bersifat terikat (gebonden bevoegdheid), dan ada yang bersifat bebas (vrij
bevoegdheid). Wewenang terikat itu ditemukan ketika peraturan perundang-
undangan menentukan secara tegas kapan suatu keputusan harus diambil. Peranan
organ pemerintah yang berwenang terbatas untuk hanya menerapkan undang-
undang secara mekanis. Wewenang bebas pengambilan keputusan itu terjadi ketika
peraturan perundang-undangan memberikan wewenang, cukuplah dengan
wewenang Yyang diberikan itu, organ pemerintah diperkenankan kapan dan
bagaimana wewenang itu digunakan.*?

Prajudi Atmosudirjo memberikan pengertian tentang kewenangan dan
wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan
yang berasal dari kekuasaan legislatif atau kekuasaan eksekutif/administratif.*®
Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau
kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu
yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di
dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheid).
Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik.*4

Menurut pendapat Stroink dan J.G Steenbeek* cara memperoleh wewenang
dalam penyelenggaraan pemerintahan negara adalah dengan dua cara, yaitu atribusi
dan delegasi. Dalam wewenang atribusi akan berhubungan dengan penyerahan
kewenangan baru, sedangkan delegasi berhubungan dengan pelimpahan
kewenangan yang telah ada pada organ yang telah mendapatkan wewenang secara
atribusi  kepada orang lain, sehingga wewenang delegasi secara rasional terlebih
dahulu oleh wewenang atribusi. Sedangkan dalam wewenang mandat, tidak ada
penyerahan kewenangan, juga tidak ada pelimpahan wewenang , sehingga dalam
wewenang mandat tidak terjadi dan tidak terbukti perubahan wewenang apapun
dalam arti yuridis formal, tetapi yang ada hanya hubungan internal. 46

Ni'matul Huda dalam karya tulisnya menyebutkan bahwa yang mempunyai
wewenang (authority) untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan
peraturan, serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-

peraturannya.*’” Wewenang semacam itu bersifat deontis (dari kata Yunani deon,

42 H.D. van Wijk /Willem Konijnebelt, 1995, Hoofdstukken van Admiistratief Recht, Uitgeverij
Lemma BV, Utrecht, him. 162.

43 prajudi Atmosudirjo, 1998, Hukum Administrasi Negara, cetakan ke-9,Ghalia Indonesia,
Jakarta, him.76.

44 Ibid.

4 EAM Stroink dan J.G.Steenbeek, 1985, Inleiding in het staats-en Adminitratief Recht,
Alphen aan de Rijn, Samson H.D Tjeenk Willink, him.40., dikutip dari Ridwan HR, 2008, Hukum
Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, him. 105-106.
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“yang harus”; untuk dibedakan dari “wewenang epistemis”, wewenang dalam bidang
pengetahuan).*®

Pada buku Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan karangan dari Prof.
Dr. H. Nandang Alamsyah., SH., M.Hum beserta Tim*® dikemukakan bahwa konsep
negara hukum wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang
undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan Huisman yang menyatakan
bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang
pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-
undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ
pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau terhadap badan khusus
untuk itu. Pendapat yang sama dikemukakan oleh P. De Haan dengan menyebutkan,
bahwa wewenang pemerintahan tidaklah jatuh dari langit, akan tetapi ditentukan oleh
hukum (overheidsbevoegdheden komen niet uit de lucht vallen, zij worden door het
recht genormeerd).

Istilah wewenang dan Kewenangan ini juga dibedakan dalam ketentuan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni
pada Pasal 1 Angka (6) dan Angka (7) yang berbunyi:

“Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil
keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”
“Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan
adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau
penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum
publik.”

Berdasarkan analisis beberapa pengertian dan hakikat mengenai
kewenangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun dalam
perumusan berbeda beda namun inti pointanya adalah wewenang merupakan hak
yang dimiliki sebagai dasar legitimasi dalam melakukan tindakan pemerintah baik
tindakan hukum ataupun tindakan non hukum berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Secara substansi yang mendasari dengan adanya
wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah, hal ini diharapkan untuk menciptakan
kesejahteraan dalam mengatur dan mengurus Negara serta melaksanakan tujuan
Negara sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Penggunaan Teori Kewenangan oleh para peneliti yang bergeliat di dalam
Hukum Administrasi Negara bukanlah sebuah aib atau sesuatu yang baru lagi.
Hukum Administrasi Negara sangat erat kaitanya dengan Administratur karena
seorang Administratur tidak dapat melangkah atau menjalankan aktivitasnya tanpa
ada kewenangan yang melekat pada dirinya. Secara teoritis, kewenangan bersumber

dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara yakni atribusi,
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delegasi, dan mandat. Jika wewenang dirumuskan sebagai kekuasaan yang sah
(authority is legitimate power), maka sah menurut hukum atau sah menurut peraturan
perundang undangan. Berpangkal dari konteks politik hukum perundang-undangan
tersebut menunjukan bahwa perjalanan pengaturan perundang-undangan di
Indonesia mengalami dinamisasi sebagaimana dimaksud Nampak pada kelahiran
TAP MPR No III/MPR/2000 dan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945,
problematika perundang-undangan diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah
dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir
atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu atribut, delegatif dan
mandat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:*°
a. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian
kekuasaan oleh peraturan Perundang- undangan. Dalam pelaksanaan
kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau
badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif
mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan
sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya. Pada Atribusi (pembagian
kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk
melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-
wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang
menentukan penguasa pemerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu
organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada
maupun yang dibentuk pada kesempatan itu.
b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan
kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal
kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang
diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris. Kata delegasi (delegatie)
mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada
yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan
selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada
penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada
badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Delegasi selalu dituntut adanya dasar
hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah

didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang
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sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula disubdelegasikan
kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan
delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan
kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang
secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri
wewenang tersebut.

Kewangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau
prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat
atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan
rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas, Kata Mandat
(mandat) mengandung pengertian perintah (opdracht) yang di dalam pergaulan
hukum, baik pemberian kuasa (lastgeving) maupun kuasa penuh (volmacht).
Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa
(biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang
memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas
nama tanggung jawab pemerintah yang pertama tersebut. Pada mandat tidak ada
penciptaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu
bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja
mandat, tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia
menginginkannya. Pemberi mandat juga bisa memberi segala petunjuk kepada
mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab
sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandate. Sehingga,
secara yuridis formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari
pemberi mandat. Dalam ketentuan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan juga mengatur mengenai Atribusi, Delegasi dan
Mandat:

Paragraf 2
Atribusi
Pasal 12

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh
Wewenang melalui Atribusi apabila:

a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;

b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada;
dan

¢. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh
Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan
berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
bersangkutan.

(3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali
diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.




Paragraf 3
Delegasi
Pasal 13

(1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh
Wewenang melalui Delegasi apabila:

a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;

b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, dan/atau Peraturan Daerah; dan

c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya
telah ada.

(3) Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih
lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-
undangan.

(4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan
menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh
Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan lain dengan ketentuan:

a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum
Wewenang dilaksanakan;

b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri;
dan

c. paling banyak diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya.

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan
Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah
diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi
menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan
pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik
Kembali Wewenang yang telah didelegasikan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh
Wewenang melalui Delegasi, tanggung Jawab Kewenangan
berada pada penerima Delegasi.

Paragraf 4
Mandat
Pasal 14

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh
Mandat apabila:

a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
di atasnya; dan
b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.

(2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

1. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari
pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan

2. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari
pejabat definitif yang berhalangan tetap.

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan
Mandat kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain
yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.




(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima
Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.

(5) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan
Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah
diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat
menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan
pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang
memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang
yang telah dimandatkan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh
Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil
Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang
berdampak pada perubahan status hukum pada aspek
organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

(8) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh
Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan
tetap pada pemberi Mandat.

Berdasarkan pembedaan tersebut di atas, Selanjutnya, untuk memperjelas
perbedaan antara delegasi dan mandat oleh R.J.H.M. Huisman dalam bukunya yang
berjudul Algemeen Bestuursrecht, sebagaimana dikutip oleh Aminuddin Illimar,
perbedaannya bahwa delegasi merupakan Overdracht van bevoegdheid (pelimpahan
wewenang), Bevoegdheid kan foor het oorspron-kelijk bevoegde organ niet
incindenteel uftgoefend worden (kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental
oleh organ yang memiliki wewenang asli), Overgang van verantwoofdelijk-heid
(terjadi peralihan tanggung jawab), Wettelijke basis vereist (harus berdasarkan UU),
Moet schriftelijke (harus tertulis). Sedangkan, mandat merupakan Opdracht tot
uitvoering (perintah untuk melaksanakan), Bevoegdheid kan door mandaat gever nog
incidenteel uitfgeofend worden (kewenangan dapat sewatu waktu dilaksanakan oleh
mandans), Behooud van verantwoor-delijk-heid (tidak terjadi suatu perlihan tanggung
jawab), Geen wettelijke basis vereist (tidak harus berdasarkan undang-undang) dan
Kan schrifielijk mag ook mondeling (dapat tertulis, atau dapat pula secara lisan).>!

Selain itu, Philipus M. Hadjon dalam tulisannya membuat perbedaan antara
delegasi dan mandate bahwa delegasi merupakan dalam hubungan rutin atasan
bawahan hal biasa kecuali dilarang secara tegas tetap pada pemberi mandat dan
setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu. Sedangkan,
mandat merupakan dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan
peraturan perundang-undangan, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada
delegataris, dan tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada
pencabutan dengan berpegang pada asas contrarius actus.>

Bahwa secara epistemologi dari wewenang harus bersumber pada sumber

pembagian kewenangan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang
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undangan terkait. Jika pemerintah akan melaksanakan aktivitas pemerintah wajib
menilik dan berdasarkan pada sumber kewenangan tersebut. Dengan mekanisme
pembagian sumber wewenang yang terbagi menjadi 3 yakni atribusi, delegasi dan
mandat dapat diketahui dasar Pemerintah melaksanakan aktifitas serta jika terjadi
permasalahan, maka hal yang wajib diketahui terlebih dahulu adalah sumber

wewenang yang diberikan kepada Pemerintah tersebut.

2.5. Teori Harmonisasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Secara ontologis kata harmonisasi berasal dari kata ‘harmoni’ yang dalam
bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat; keselarasan,
keserasian. Kata harmonisasi ini, dalam bahasa Inggris disebut ‘harmony’, dalam
bahasa Perancis disebut ‘harmonie’ dan dalam bahasa Yunani disebut ‘harmonia’.
Istilah harmoni muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman yang
menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan
diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan
disharmoni.
Harmonisasi dalam hukum, sebagaimana dikatakan oleh L.M. Gandhi dalam
tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en
bestuursrecht (1988) bahwa harmonisasi tersebut mencakup kesesuaian peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, keputusan pemerintah, sistem hukum
dengan dengan asas-asas hukum yang bertujuan meningkatkan kepastian hukum,
keadilan, dan kemanfaatan tanpa harus mengorbankan pluralisme hukum.>®
Sedangkan menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional, harmonisasi hukum adalah
kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik
pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, yuridis, politis, ekonomis, dan lainnya.>
Harmonisasi sistem hukum nasional meletakkan pola pikir yang mendasari
penyusunan sistem hukum dalam kerangka sistem hukum nasional (legal system
harmonization) yang mencakup:%®
a. Komponen materi hukum (legal substance) atau tata hukum yang terdiri atas
tatanan hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak
tertulis termasuk hukum adat dan yurisprudensi, serta tatanan hukum internal
yaitu asas hukum yang melandasinya;

b. Komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (legal structure), yang terdiri
atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan para

pejabatnya; dan
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c. Komponen budaya hukum (legal culture), yang mencakup sikap dan perilaku para
pejabat dan warga masyarakat berkenaan dengan komponen-komponen yang
lain dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.

Keserasian sistem tergantung dari interaksi yang bersifat berantai dari ketiga
unsur tersebut, maka pola ideal yang ditempuh untuk melakukan harmonisasi dan
sinkronisasi sistem hukum adalah melakukan penyesuaian unsur-unsur tatanan
hukum yang berlaku meliputi materi hukum, komponen struktur hukum berikut
dengan kelembagaannya dan budaya hukum. Selain itu, penyesuaian ketiga unsur
pokok tersebut berkaitan, dengan cara pandang masyarakat bangsa Indonesia yakni
dengan meletakkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai batu uji dalam
menganalisis harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.®®

Hukum merupakan instrumen fundamental bagi negara dalam mengatur dan
membangun kehidupan bermasyarakatnya. Pemerintah memerlukan hukum dalam
menjalankan program pembinaan dan pembangunan sebagaimana telah menjadi cita
hukum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mendukung
tujuan mulia tersebut, diperlukan sistem hukum yang kokoh dan konsisten mulai dari
peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintahan, putusan pengadilan,
hingga perjanjian-perjanjian sehingga memperlihatkan kesatuan yang sistematis
diantara produk hukum itu yang dapat mencegah adanya disharmoni atau konflik
hukum. Suatu kondisi dimana ditemukan adanya pertentangan di dalam sistem
hukum menyebabkan proses implementasi program-program pembangunan menjadi
terhambat.

Pembangunan merupakan hal yang penting dalam suatu negara sebagai
upaya menjamin masa depan dan meningkatkan kesejahteraan umum rakyat.
Pembangunan dalam suatu negara dilakukan secara terencana, sistematis, dan
terpadu melibatkan seluruh komponen masyarakat. Tanpa adanya unsur
perencanaan pembangunan yang matang maka proses pembangunan juga akan
terhambat. Selain itu, program pembangunan menggunakan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang sudah terlaksana akan menjadi sia-sia karena tanpa
landasan teknokratik yang jelas.

Proses pembangunan harus direncanakan dan disusun secara sistematis dan
terpadu. Perencanaan pembangunan nasional dalam NKRI telah termaktub dalam
UU SPPN. Undang-undang tersebut dibentuk dan disahkan sebagai respon atas
perubahan sebanyak 4 kali terhadap UUD NRI Tahun 1945. Proses amandemen
tersebut berjalan sangat singkat, terjadi pada tahun 1999-2002. Salah satu implikasi
dari perubahan tersebut, yakni pergeseran pola hubungan kekuasaan antara cabang

kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.
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Pada mulanya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga
tertinggi negara yang membawahi seluruh lembaga negara yang ada. Hal tersebut
menjadikan MPR mendapat legitimasi untuk membentuk produk hukum yang berisi
rencana pembangunan yang ditetapkan setiap 5 tahun sekali yang disebut sebagai
Garis-Garis Besar Haluan Negara dan meminta Presiden selaku pemimpin
kekuasaan eksekutif untuk menjalankan program tersebut secara konsekuen.
Artinya, Presiden harus mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakannya kepada
MPR dan MPR sewaktu-waktu dapat menjatuhkan Presiden apabila kebijakan
tersebut tidak selaras dengan GBHN.®” Namun, pasca perubahan UUD NRI Tahun
1945 hal tersebut diubah MPR kini tidak lagi diposisikan sebagai lembaga tertinggi
negara melainkan berkedudukan setara dengan lembaga lain seperti Presiden,
Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. MPR tidak dapat lagi
meminta pertanggungjawaban terhadap hasil pelaksanaan program pembangunan
yang dijalankan Presiden. Sehubungan dengan pergeseran kedudukan MPR
tersebut, maka Garis-Garis Besar Haluan Negara menjadi tidak diperlukan lagi.%®
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional memiliki ruang lingkup pengaturan perencanaan
pembangunan di tingkat pusat hingga daerah. Dalam undang-undang tersebut
ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan
melibatkan masyarakat.
Perencanaan pembangunan di tingkat pusat menggunakan instrumen
rencana pembangunan yang terdiri dari:>°
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang ditetapkan
untuk jangka waktu 20 tahunan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang ditetapkan
untuk jangka waktu 5 tahunan.

3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang ditetapkan setiap tahun.

4. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), yang mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan ditetapkan jangka

waktu 5 tahunan.
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Pembangunan Nasional Ditinjau dari Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945, Sultan
Jurisprudance: Jurnal Riset llmu Hukum, Vol. 2, No. 1, him. 123-135.

58 otto Trengginas Setiawan, 2021, Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Dengan Model GBHN Sebagai Haluan Negara, Parapolitika, Vol. 2, No. 2, him. 20-50.

9 vessi Anggraini, Armen Yasir & Zulkarnain Ridlwan, 2015, Perbandingan Perencanaan
Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Fiat Justisia
Jurnal llmu Hukum, Vol. 9, No. 1, him. 74-88.




5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), yang mengacu pada Renstra
K/L dan ditetapkan setiap tahun.

Ada pun perencanaan pembangunan di tingkat daerah menggunakan
instrumen yang terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang ditetapkan
untuk jangka waktu 20 tahunan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang ditetapkan
untuk jangka waktu 5 tahunan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang ditetapkan setiap tahun.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
ditetapkan jangka waktu 5 tahunan.

5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), yang mengacu
pada Renstra SKPD dan ditetapkan setiap tahun.

Penjabaran lebih lanjut dari sistem perencanaan pembangunan diatur dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional sebagai pedoman arah dan skala prioritas rencana pembangunan
selama 20 tahun mendatang terhitung dari tahun 2005 sampai 2025. Tujuan yang
ingin dicapai dengan ditetapkannya undang-undang tersebut adalah untuk: (a)
mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan
nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik
antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat
dan daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya
penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan
(e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Harmonisasi perencanaan pembangunan diperlukan terlebih mengingat
bentuk negara kesatuan yang dianut di negara republik, memerlukan kerjasama yang
kokoh antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pasal 18 UUD NRI Tahun
1945 memberikan kewenangan pemerintahan seluas-luasnya menurut asas otonomi
daerah kepada instansi pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
memegang urusan pemerintahan konkuren yang meliputi seluruh urusan
pemerintahan kecuali urusan absolut. Dengan adanya pembagian rencana
pembangunan pusat dan daerah maka sangat diperlukan harmonisasi dan

sinkronisasi rencana pembangunan untuk mencegah terjadinya disharmoni

pembangunan.




2.6. Studi Kepustakaan tentang Visi Indonesia Emas 2045

Merujuk pada konsepsi kenegaraan Indonesia, sejatinya tujuan akhir
pembangunan bangsa Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Dalam
konteks tersebut, pembangunan sangat erat kaitannya dengan nilai (value), bahkan
dengan ideologi (the ideology of developmentalism).®® Menariknya, definisi
pembangunan secara harfiah tidak dapat diartikan dengan hanya satu disiplin ilmu.
Sebab, serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah memiliki dinamika
perkembangannya sendiri. Secara umum, makna pembangunan adalah sebagai
suatu proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh birokrat untuk membuat
perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan masyarakat.* Pembangunan
tidak hanya terjadi dalam lingkup ekonomi, namun juga pada pendistribusian
kemakmuran terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, hingga
partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan atau keputusan politik. Pada
hakikatnya, pembangunan merupakan proses transformasi masyarakat menuju
keadaan yang mendekati tata masyarakat yang dicita-citakan, sebagaimana telah
dituangkan dalam konstitusi. Dalam proses transformasi tersebut, 2 (dua) hal yang
perlu diperhatikan adalah keberlanjutan dan perubahan.5?

Pembangunan nasional dapat dimaknai sebagai agenda state building yang
telah berlangsung pasca kemerdekaan yang harus dipahami sebagai peristiwa yang
kompleks dan memerlukan perencanaan yang matang oleh pemerintah sebagai the
center of the state.’® Dalam rangkaian histori Indonesia, kebijakan perencanaan
pembangunan nasional diratifikasi dalam produk hukum berupa Ketetapan MPR
sebagaimana tertuang dalam model Garis-Garis Besar Haluan Negara di masa orde
baru, kemudian dalam SPPN/RPJPN yang dinyatakan dalam bentuk undang-undang.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional telah mengatur tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang (20
tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun), baik yang
dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang memuat penjabaran visi misi Presiden
yang dipilih langsung oleh rakyat.

Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Rancangan Akhir Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang disusun

Kementerian PPN/Bappenas. Kerangka pikir Rencana Pembangunan Jangka

60 Drajat Tri Kartono dan Hanif Nurcholis, 2016, Konsep dan Teori Pembangunan, dalam buku
Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota, Universitas Terbuka, Tangerang, him. 4.

®1 pid., him. 5.

62 Syed Agung Afandi, Muslim Afandi, Rizki Erdayani, 2022, Pengantar Teori Pembangunan,
Bintang Semesta Media, Yogyakarta, him. 1.

63 Ade Reza Hariyadi, 2021, Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional
Indonesia, Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik (JDKP), Vol. 2, No. 2, him. 261.
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Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dituangkan melalui strategi 8/17/45 atau 17
Agustus 1945 berlandaskan Pancasila, yakni terdiri atas: Visi Abadi Indonesia; Visi
Indonesia Emas 2025-2045; 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045; 8 Misi
Pembangunan; 17 Arah Pembangunan; dan 45 Indikator Utama Pembangunan.
Berkaca pada pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025, Indonesia dapat dikatakan telah mampu mencapai kemajuan yang
signifikan dalam berbagai bidang pembangunan. Upaya Pemerintah melalui berbagai
kebijakan strategis untuk mewujudkan pembangunan nasional patut diapresiasi.
Meskipun belum secara optimal memanfaatkan potensi sumber daya alam yang
dimilikinya serta menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, pemerintah
perlu terus bergerak maju agar dapat mencapai cita-cita dan tujuan pembangunan,
sebagaimana Visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai “Negara
Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi ini, sasaran
utama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 terdiri
atas 5 (lima) sasaran utama, yaitu: pendapatan per kapita setara negara maju;
kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di
dunia internasional meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; dan

intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission.

2.6.1. Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju

World Bank atau Bank Dunia untuk tahun fiskal 2024 saat ini
mengklasifikasikan Gross National Income (GNI) atau pendapatan per kapita terbagi
menjadi negara berpenghasilan rendah (low income), negara berpenghasilan
menengah ke bawah (lower middle income), negara berpenghasilan menengah ke
atas (upper middle income), dan negara berpenghasilan tinggi (high income).
Berdasarkan perhitungan Bank Dunia pada tahun 2022, klasifikasi tersebut terbagi
menjadi: Low income adalah negara yang memiliki GNI per kapita sebesar US$1.135
ke bawah, ambang batas ini naik dari sebelumnya yang sebesar US$1.085; Lower
middle income adalah negara yang memiliki GNI per kapita dengan rentang
US$1.136 — US$4.465, ambang batas ini naik dari sebelumnya sebesar US$1.086 —
US$4.255; Upper middle income adalah negara yang memiliki GNI per kapita dengan
rentang US$4.466 — US$13.845, ambang batas ini naik dari sebelumnya sebesar
US$4.256 — US$13.205; dan High income adalah negara yang memiliki GNI per
kapita di atas US$13.846, ambang batas ini naik dari sebelumnya yaitu sebesar
US$13.205.%

GNI atau Pendapatan Nasional Bruto (PNB) adalah seluruh nilai produk

barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dan dalam periode tertentu serta

64 The World Bank, 2024, World Bank Country and Lending Groups, diakses dari laman
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-
groups#:~:text=For%20the%20current%202024%20fiscal,those%20with%20a%20GNI%20per Diakses
pada tanggal 29 Maret 2024.
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dapat diukur dengan satuan uang.®® PNB juga digunakan untuk menentukan
pendapatan rata-rata per orang serta untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas
hidup penduduk. Merujuk kepada klasifikasi GNI per kapita tersebut, Indonesia dapat
dikatakan naik kelas dari klasifikasi lower middle income menjadi upper middle
income. Hal ini ditandai dengan pendapatan per kapita Indonesia yang telah melesat
menjadi US$4.850 pada 2022. Lebih lanjut berdasarkan data Bank Dunia terbaru,
untuk negara di wilayah Asia Tenggara, sebagian besar masuk dalam kategori negara
berpenghasilan menengah ke bawah. Singapura dan Brunei Darussalam masuk
dalam kategori high income. Sedangkan, Malaysia, Thailand, dan Indonesia masuk
dalam kategori upper middle income. Apabila dilihat dari tren GNI per kapita Indonesia
dari tahun 2012 hingga 2018, Indonesia berada pada kategori lower middle income
dengan pendapatan berkisar US$3.000 — US$3.850 yang kemudian naik di tahun
2019 menjadi upper middle income. Namun, Indonesia mengalami penurunan pada
2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 sehingga turun kembali menjadi
kategori lower middle income. Melalui upaya kebijakan fiskal dan moneter yang
komprehensif, pada tahun 2022, GNI per kapita Indonesia naik sebesar 9,83% dari
tahun 2021 yang tercatat sebesar US$4.170.%¢

Upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita melalui
peningkatan produktivitas, investasi dan ekspor, hilirisasi industri, pembangunan
infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia, serta menyempurnakan kebijakan
pasar tenaga kerja yang seluruhnya juga diikuti dengan perbaikan birokrasi mampu
mempercepat pembangunan di berbagai bidang. Sejak pandemi COVID-19 yang
terjadi tahun 2020, kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif menjadi instrumen
utama dalam mencapai sasaran pembangunan, mengurangi dampak gejolak
ekonomi global, dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi
tekanan inflasi akibat krisis global yang terjadi pada tahun 2022, inflasi Indonesia
mencapai 5,51%, meskipun lebih baik dibandingkan sejumlah negara-negara lain.
Untuk mengendalikan inflasi, Pemerintah melakukan pengetatan kebijakan moneter,
penguatan nilai tukar rupiah, stabilisasi harga minyak dan komoditas pangan,
pengendalian tarif logistik, serta penyaluran program bantuan sosial.

Berdasarkan data oleh Badan Pusat Statistik,®” pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,04% pada Triwulan 4-2023.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 tersebut apabila menilik dari sisi produksi,

65 Dwitri Waluyo, 2023, Klasifikasi Terkini Kelas Ekonomi Negara, diakses dari laman
https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/7277/klasifikasi-terkini-kelas-ekonomi-
negara?lang=1#:~:text=Bank%20Dunia%20mengklasifikasikan%20negara%20berdasarkan,masing%?2
Okategori%20pada%?20tahun%?20ini. Diakses pada tanggal 29 Maret 2024.

66 Kominfo, 2023, KSP Ungkap Pendapatan Perkapita Indonesia Tembus USD4.580, diakses
dari laman https://www.kominfo.go.id/content/detail/52517/ksp-ungkap-pendapatan-perkapita-
indonesia-tembus-usd4580/0/berita. Diakses pada tanggal 29 Maret 2024.

67 Badan Pusat Statistik, 2024, Ekonomi Indonesia Triwulan 1V-2023 Tumbuh 5,04 Persen (y-
on-y), diakses dari laman https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/05/2379/ekonomi-indonesia-
triwulan-iv-2023-tumbuh-5-04-persen--y-on-y-.html. Diakses pada tanggal 29 Maret 2024.
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sebagian besar berasal dari industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan
pergudangan, serta informasi dan komunikasi. Dari sisi pengeluaran, sebagian besar
pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berasal dari konsumsi rumah tangga,
Pembentukan Modal Tetap Bruto, serta ekspor barang dan jasa. Kedua sisi ini juga
sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas produksi yang masih
kuat, pulihnya sektor pariwisata, dan peningkatan realisasi investasi. Lebih lanjut
berdasarkan data BPS, perekonomian Indonesia dilihat secara spasial masih terus
bertumbuh. Tiga kelompok provinsi yang mempunyai pertumbuhan tertinggi adalah
Maluku dan Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Namun demikian, struktur ekonomi

Indonesia secara spasial masih terpusat di Jawa dan Sumatera.

2.6.2. Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Indonesia yang kini menjadi negara
upper middle income, tentu upaya yang dilakukan agar terlepas dari middle income
trap atau jebakan kelas menengah dalam menuju suatu pembangunan jangka
panjang adalah perhatian yang lebih mendalam terhadap pertumbuhan.
Pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam jangka panjang membutuhkan
pembangunan yang bersifat inklusif, berkualitas, dengan kesetaraan seluruh pelaku
pembangunan. Salah satu indikator yang digunakan untuk menuju kesetaraan dalam
pembangunan tersebut adalah distribusi pendapatan masyarakat yang pada
umumnya menggunakan ketimpangan sebagai parameternya.®® Sebab, ketimpangan
yang tinggi dan terus meningkat menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, ketimpangan yang tinggi juga dapat mengakibatkan terjadinya berbagai
konflik sosial, terjadinya pemogokan buruh, tingginya angka kriminalitas, bahkan
hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah beserta dengan kebijakan-
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri.®®

Berbicara mengenai Middle Income Trap (MIT), secara konseptual MIT
pertama kali diperkenalkan oleh Bank Dunia pada tahun 2007 dalam laporannya yang
berjudul An East Asian Renaissance: ldeas for Economic Growth.”® MIT dapat
didefinisikan sebagai kondisi dimana negara-negara berpenghasilan menengah tidak
mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil untuk
mencapai kategorisasi income yang baru sebagai negara berpenghasilan tinggi
sehingga terjebak dalam kategorisasi middle income.”* Selain itu, MIT juga dapat

didefinisikan sebagai perlambatan pertumbuhan di ekonomi pasar pada negara

8 Tri Wibowo, 2016, Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap, Jurnal Kajian
Ekonomi & Keuangan, Vol. 20, No. 2, him. 113.

69 [p;

lbid.

70 |nderit Gill & Homi Kharas, 2007, An East Asian Renaissance: Ideas For Economic Growth,
World Bank, USA, him. 17.

m Aviliani, Hermanto Siregar, dan Heni Hasanah, 2014, Addressing the Middle-Income Trap:
Experience of Indonesia, Asian Social Science, Vol. 10, No. 7, him. 163.
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berkembang.”?> Terjebaknya suatu negara ke dalam MIT pada umumnya akibat
kebijakan industri yang telah dijalankan semenjak negara tersebut berdiri, terutama
terkait kebijakan inovasi yang berpengaruh pada pembangunan industri. Selain itu,
hal yang juga berpengaruh adalah sistem politik negara tersebut.”

Apabila dilihat dari segi kemiskinan dan ketimpangan, tingkat kemiskinan di
Indonesia mengalami penurunan. BPS mencatat jumlah penduduk miskin di
Indonesia per Maret 2023 sebesar 25,9 juta orang atau sebesar 9,36% dari jumlah
penduduk di Indonesia. Angka ini mengalami penurunan terhitung per September
2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia berkisar 26,3 juta orang, menurun
sebanyak 460 ribu orang dari sebelumnya.” Penurunan ini disebabkan oleh
beberapa faktor, diantaranya berkurangnya jumlah pengangguran terbuka,
meningkatnya daya beli petani, tingkat inflasi yang semakin melandai, dan konsumsi
masyarakat yang semakin tinggi. Selain itu, penurunan ini juga disebabkan oleh faktor
penguatan jaminan perlindungan sosial seperti Jaminan Sosial Kesehatan dan
Ketenagakerjaan, serta adanya bantuan sosial seperti program keluarga harapan dan
bantuan sosial berupa sembako.

Akan tetapi, ditinjau dari laporan World Inequality Report pada tahun 2022,
pada dasarnya kesenjangan ekonomi di Indonesia dalam dua dekade terakhir tidak
mengalami perubahan signifikan. Selama periode 2001-2021 sebanyak 50%
penduduk Indonesia hanya memiliki kurang dari 5% kekayaan rumah tangga nasional
(total household wealth). Sedangkan 10% penduduk lainnya memiliki 60% kekayaan
rumah tangga nasional sepanjang periode sama. Kekayaan rumah tangga nasional
didefinisikan sebagai jumlah seluruh aset finansial (termasuk saham dan surat
berharga lainnya) serta aset non finansial (seperti rumah) yang dimiliki rumah tangga
Indonesia. Dari laporan tersebut menunjukkan bahwa pada 2021, rasio kesenjangan
pendapatan di Indonesia berada di level 1 banding 19. Dengan kata lain, populasi
kelas ekonomi atas memiliki rata-rata pendapatan 19 kali lipat lebih tinggi dari
populasi kelas ekonomi bawah. Bahkan, rasio ini lebih besar dibanding Amerika
Serikat yang memiliki kesenjangan pendapatan sekitar 1 banding 17.

Upaya untuk menurunkan kesenjangan pendapatan dan pemerataan
pembangunan antarwilayah telah menjadi strategi pemerintah. Strategi ini adalah
untuk menjamin ketersediaan infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah yang ditandai

dengan adanya pembangunan jalan, bandara, pelabuhan, dan jaringan kereta api.

2 Barry Eichengreen, Donghyun Park & Kwanho Shin, 2013, Growth Slowdowns Redux: New
Evidence on the Middle-lncome Trap, NBER Working Paper, 18673, diakses dari laman
https://www.nber.org/papers/w18673. Diakses pada tanggal 29 Maret 2024.

& Masrully, 2022, Strategi Menghadapi Middle Income Trap: Pengalaman dari Cina, Meksiko
dan Korea Selatan, Jurnal Wacana Kinerja, Vol. 25, No. 1, him. 133.

" M. Khadafi, 2023, Tingkat Kemiskinan di Indonesia Menurun, diakses dari laman
https://www.metrotvnews.com/play/NrWCZALy-tingkat-kemiskinan-di-indonesia-menurun. Diakses
pada 29 Maret 2024.

S Adi Ahdiat, 2022, Kesenjangan Ekonomi di RI Tidak Banyak Berubah Sejak 20 Tahun Lalu,
diakses dari laman https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/30/kesenjangan-ekonomi-di-ri-
tidak-banyak-berubah-sejak-20-tahun-lalu. Diakses pada tanggal 29 Maret 2024.
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Kemudian juga pada penyediaan akses dasar masyarakat terhadap air minum,
sanitasi layak dan listrik, meskipun penyediaan akses ini harus didorong terus
menerus agar mampu menjangkau seluruh penduduk dan wilayah. Berkaitan dengan
konteks tersebut, pemerataan pembangunan juga berfokus pada pembangunan
desa, pembangunan daerah tertinggal, serta pengembangan kawasan strategis. Di
lain sisi, perlindungan sosial juga terus ditingkatkan untuk menekan angka
kemiskinan, menjamin kebutuhan dasar, layanan sosial, serta perlindungan dan

pemberdayaan bagi seluruh individu di sepanjang siklus kehidupan.

2.6.3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

Indonesia dalam aspek kekuatan militer semakin diperhitungkan di dunia.
Indonesia juga dapat dikatakan memiliki pencapaian kemajuan yang konsisten
melalui modernisasi armada dan maturitas upaya manufaktur pertahanan lokal.”®
Pasalnya, berdasarkan Global Fire Power (GFP) per Januari tahun 2024,”" kekuatan
militer Indonesia menduduki peringkat 13 dari total 145 negara di dunia dan peringkat
1 di ASEAN berdasarkan perhitungan setiap tahunnya oleh GFP. Skor Indonesia
adalah sebesar 0.02251 (skor 0.0000 dianggap luar biasa). Dengan skor ini,
Indonesia naik 2 (dua) tingkat dari sebelumnya yang menduduki peringkat 15 di dunia.
GFP menentukan peringkat masing-masing negara dengan menggunakan lebih dari
60 faktor individual untuk menentukan skor Powerindex dengan kategori seperti
kuantitas unit militer, kondisi anggaran militer, hingga kemampuan logistik dan
geografi. Lebih rinci, Indonesia juga menduduki peringkat 10 besar dalam kategori
kekuatan terbesar dalam hal jumlah penduduk yang mempengaruhi sumber daya
manusia secara keseluruhan, kekuatan finansial militer, dan produsen batubara
global sebagai sumber daya alam yang kritikal.

Saat ini Indonesia memiliki kekuatan angkatan udara sebanyak 441 unit
pesawat, angkatan laut memiliki 221 unit kapal, dan angkatan darat memiliki 2.140
unit kendaraan lapis baja. Sedangkan dari sisi anggaran militer, Indonesia memiliki
anggaran lebih dari Rp133 triliun, yang dipergunakan untuk dapat mengakuisisi
sejumlah alat militer seperti kapal selam Chang Bogo Class dari Korea Selatan, tank
medium Harimau dari Turki, kapal perang Sigma Class, hingga pesawat F-16 dan
helikopter Apache dari Amerika Serikat. Sejatinya, kesiapan militer menjadi hal yang
penting bagi sebuah negara untuk menghadapi atau pun menghindari konflik.

Indonesia patut waspada mengingat adanya negara-negara besar yang memiliki
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Warpower Indonesia, 2024, Warpower: Indonesia, diakses dari laman
https://www.warpowerindonesia.com/. Diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

7 Global Fire Power, 2024, Indonesia Militery Strength, diakses dari laman
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=indonesia. Diakses
pada tanggal 30 Maret 2024.
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potensi konflik serta perebutan hegemoni di kawasan yang memiliki kekuatan militer
secara global.”

Penguatan pertahanan negara juga terus diupayakan melalui pemenuhan
Minimum Essential Force (MEF) dan kemandirian industri pertahanan. MEF
merupakan amanat pembangunan nasional di bidang pertahanan keamanan yang
juga telah ditetapkan dalam RPJMN. MEF merupakan bagian dari postur TNI secara
utuh dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi
terlaksananya secara efektif tupoksi TNI dalam menghadapi ancaman serta
tercapainya efek tangkal yang tinggi. Tujuan MEF pada dasarnya memperkuat sistem
pertahanan negara. Secara sederhana, MEF merupakan batas minimal kekuatan
pokok militer yang harus dimiliki suatu negara. Pencapaian MEF dihitung
berdasarkan 4 variabel, yaitu:

a. Alat utama sistem persenjataan (alutsista);
b. Pemeliharaan dan perawatan alutsista;
c. Sarana dan prasarana pertahanan; dan
d. Profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.

Penguatan pertahanan ini tercermin dari peningkatan pemenuhan MEF
menjadi 86,94% pada tahun 2021. Penguatan ini juga diikuti dengan kemandirian
industri pertahanan dimana pemenuhan alutsista sebesar 57,6% pada tahun 2021.
Akan tetapi, MEF di Indonesia dapat dikatakan cukup sulit untuk mencapai 100%
apabila dilihat dari capaian sejak tahun 2019. Target capaian MEF tahun 2020-2024
semakin sulit dicapai meskipun anggaran pertahanan melonjak, bahkan yang
tertinggi pada tahun 2022 yang sempat mencapai Rp150,44 triliun.”® Alasan tidak
tercapainya MEF ini dikarenakan adanya faktor pandemi COVID-19 yang membuat
anggaran pertahanan dipangkas untuk penanganan COVID-19.8 Industri pertahanan
masih perlu dukungan pemerintah dalam bentuk penguatan regulasi dan pemberian
insentif, termasuk komitmen pembelian oleh pemerintah, dukungan riset dan inovasi
serta pembiayaan.

Menilik pada perkembangan kualitas demokrasi di Indonesia, hal ini
menunjukkan adanya kemajuan secara signifikan sejak reformasi pada tahun 1998.
Hal ini dilihat dari hasil survey Indeks Demokrasi yang terus membaik, bahkan pada
tahun 2022 Indonesia mencapai nilai tertinggi selama 10 tahun terakhir, yakni sebesar

80,41 yang dikategorikan sebagai kategori Baik. Akan tetapi, indeks demokrasi

8 Oryza Aditama, 2024, Apa Itu Global Firepower 2024 dan Berapa Ranking Indonesia?,
diakses  dari lama  https:/ftirto.id/apa-itu-global-firepower-2024-dan-berapa-ranking-indonesia-
gUbT#:~:text=Saat%20ini%20Indonesia%20menduduki%20peringkat,masih%20duduk%20di%20tang
ga%2015. Diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

& Tasya Natalia, 2024, Ganjar Benar, Kekuatan Minimum TNI Jauh di Bawah Target, diakses
dari laman  https://www.cnbcindonesia.com/research/20240108080743-128-503617/ganjar-benar-
kekuatan-minimum-tni-jauh-di-bawah-target. Diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

80 Tiara Aliya Azzahra, 2024, Jubir Prabowo Ungkap Alasan MEF Tak Capai Target di 2024,
diakses dari laman https://news.detik.com/berita/d-7126873/jubir-prabowo-ungkap-alasan-mef-tak-
capai-target-di-2024. Diakses pada tanggal 30 Maret 2024.
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Indonesia berdasarkan Freedom House, selama 10 (sepuluh) tahun terakhir,
Indonesia tidak mengalami kemajuan yang signifikan mengingat skor Indonesia tidak
mengalami perubahan sejak tahun 2014 dengan kategori Bebas Sebagian (partly
free).8! Bahkan, berdasarkan Democracy Index versi Economist Intelligence Unit
selama lebih dari 10 tahun, Indonesia masih berada dalam kategori Demokrasi Cacat
(flawed democracy).®?

Keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional tidak dapat
dipungkiri menjadi salah satu bentuk peran Indonesia dalam melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial. Sejalan dengan hal itu, peran tersebut adalah sebagai bagian dari perwujudan
diplomasi multilateral dan pelaksanaan politik yang bebas aktif. Bahkan pada tahun
2021, Indonesia tercatat sebagai anggota dalam 200 organisasi internasional
antarpemerintah yang diampu oleh 49 kementerian/lembaga selaku instansi
penjuru,® misalnya dalam forum ASEAN, PBB, G20, OKI, WTO, dan APEC.
Partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai forum/organisasi internasional bertujuan
selain untuk menjaga kedaulatan NKRI juga memperjuangkan kepentingan strategis
yang melekat terhadapnya. Hal ini juga bermanfaat dalam konteks posisi Indonesia
sebagai bagian dari konstelasi politik dunia, yang erat pula isunya dengan aspek
kemanusiaan.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun
2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional,
tujuan keanggotaan dan kontribusi Indonesia adalah untuk meningkatkan: a) peran
dan kinerja Indonesia di forum internasional; b) hubungan antara Pemerintah RI
dengan pemerintah negara lain; dan c) kepercayaan masyarakat internasional.
Contoh kontribusi Indonesia baru-baru ini terlihat dalam isu kemanusiaan melalui
dukungan perjuangan terhadap Palestina dalam bentuk dukungan politik dan
dukungan kemanusiaan. Dukungan politik diberikan di berbagai forum internasional,
termasuk juga pada pemberian pandangan hukum di Mahkamah Internasional.
Adapun dukungan kemanusiaan yang diberikan adalah pemberian lebih dari 4.400
ton bantuan kemanusiaan baik dari pemerintah maupun non-pemerintah.8

Tidak hanya itu, Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar
ke-16 di dunia dan terbesar di Kawasan ASEAN. Sejak tahun 2008, Indonesia
merupakan satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20 dengan PDB

81 Freedom House, 2024, Freedom in the World 2024: Indonesia, diakses dari laman
https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2024. Diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

82 Economist Intelligence (EIU), 2023, Democracy Index 2023, diakses dari laman
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/. Diakses pada tanggal 1 April 2024.

83 vazid, 2021, Mengambil Manfaat dari Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional,
diakses dari laman https://setkab.go.id/mengambil-manfaat-dari-keanggotaan-indonesia-pada-
organisasi-internasional/. Diakses pada tanggal 1 April 2024.

84 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024, Menlu RI: Indonesia Tidak Akan
Menyerah Dukung Palestina, diakses dari laman https://kemlu.go.id/portal/id/read/5842/berita/menlu-ri-
indonesia-tidak-akan-menyerah-dukung-palestina. Diakses pada tanggal 1 April 2024.

41



https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2024
https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2023/
https://setkab.go.id/mengambil-manfaat-dari-keanggotaan-indonesia-pada-organisasi-internasional/
https://setkab.go.id/mengambil-manfaat-dari-keanggotaan-indonesia-pada-organisasi-internasional/
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5842/berita/menlu-ri-indonesia-tidak-akan-menyerah-dukung-palestina
https://kemlu.go.id/portal/id/read/5842/berita/menlu-ri-indonesia-tidak-akan-menyerah-dukung-palestina

mencapai US$1,3 triliun pada tahun 2022. Indonesia juga masuk ke dalam kelompok
negara yang berpotensi berkembang pesat bersama dengan negara BRICS (Brazil,
Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Tentunya pencapaian ini didukung oleh
jumlah penduduk dan potensi ekonomi yang besar, serta pertumbuhan kelompok
kelas menengah yang berkontribusi pada meningkatnya kapasitas konsumsi akibat
besarnya jumlah permintaan. Bahkan pada tahun 2019, Bank Dunia dalam
laporannya menyebutkan hampir seluruh masyarakat Indonesia menuju kelas
menengah (middle class) dengan jumlah mencapai 115 juta orang atau sebesar 45%
populasi penduduk Indonesia.®®> Meskipun tidak adanya standar pendefinisian
terhadap kelompok kelas menengah, beberapa peneliti memiliki kriteria pembedanya
sendiri seperti ada yang menggunakan kriteria pendapatan atau pengeluaran
ataupun ada yang menggunakan kriteria lain yang dapat dikaitkan dengan kelas ini.
Meningkatnya jumlah kelas menengah di Indonesia memberikan peluang bagi
Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun demikian,
beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia antara lain: bagaimana
mempertahankan pertumbuhan kelompok kelas menengah; memperluas lapangan
pekerjaan agar tidak terjadinya peningkatan penduduk produktif yang tidak dibarengi
dengan kuantitas lapangan pekerjaan; dan meningkatkan investasi untuk mendukung

infrastruktur negara.®®

2.6.4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

Kemajuan pembangunan juga ditentukan oleh kemampuan sumber daya
manusianya. Pembangunan sumber daya manusia di Indonesia terus mengalami
kemajuan. Sejak tahun 2020, Indonesia berstatus di level Tinggi dalam hal
pembangunan SDM. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikutip
melalui laporan BPS,®” Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,77% per tahun sejak
2010 hingga 2022. Peningkatan ini baik terjadi di seluruh dimensi, baik umur panjang
dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Pada tahun 2023, IPM
Indonesia mencapai 74,39, meningkat 0,62 poin atau 0,84% dari tahun sebelumnya.
Pertumbuhan IPM 2023 mengalami percepatan dibandingkan tahun sebelumnya,
seluruh dimensi mengalami peningkatan, terutama dalam dimensi standar hidup
layak dan pengetahuan.

Sumber daya manusia dalam konteks pengetahuan, keterampilan, dan

kesehatan yang baik dapat memberdayakan masyarakat untuk mencapai potensi

85 Rodrigo A. Chaves, 2019, Aspiring Indonesia — Expanding the Middle Class, World Bank,
Washington, him. 2.

86 syaiful Afif, The Rising of Middle Class in Indonesia: Opportunity and Challenge, diakses dari
laman https://cipe.umd.edu/conferences/DecliningMiddleClassesSpain/Papers/Afif.pdf, him. 8-10.

87 Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2023 mencapai
74,39, meningkat 0,62 poin (0,84 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (73,77), diakses dari laman
https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/15/2033/indeks-pembangunan-manusia--ipm--
indonesia-tahun-2023-mencapai-74-39--meningkat-0-62-poin--0-84-persen--dibandingkan-tahun-
sebelumnya--73-77--.html. Diakses pada tanggal 1 April 2024.
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dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menilik pada Human Capital Index (HCI),
Indonesia pada tahun 2020 mendapatkan skor sebesar 0,54.88 Berdasarkan laporan
Bank Dunia, seorang anak yang lahir di Indonesia akan menjadi 54% produktif ketika
ia tumbuh dewasa, apabila ia mendapatkan pendidikan yang mumpuni dan
kesehatan yang baik. Angka ini sebenarnya lebih rendah dibandingkan rata-rata di
kawasan Asia Timur dan Pasifik (59%) dan negara-negara berpendapatan menengah
ke atas (56%).

Adapun apabila menilik dari status kesehatan masyarakat yang terus
membaik, saat ini Umur Harapan Hidup (UHH) berdasarkan data BPS menunjukkan
adanya peningkatan sebanyak 0,23% tahun atau 0,31% pada tahun 2023 yang
mencapai 73,93% dibanding tahun 2022 yang sebesar 73,70 tahun.®® Di samping itu,
agenda utama Pemerintah Indonesia adalah percepatan penurunan stunting pada
anak balita. Prevalensi stunting juga menunjukkan adanya penurunan yang
signifikan, khususnya pada sepuluh tahun terakhir. Berdasarkan laporan Survey
Status Gizi Indonesia oleh Kementerian Kesehatan tahun 2022, prevalensi stunting
di Indonesia turun sebesar 2,8% poin dibandingkan tahun 2021 dari 24,4% menjadi
21,6%. Meskipun demikian, penurunan ini belum mencapai target yang ditetapkan,
yakni sebesar 3,4% per tahun.®® Dalam rangka penyelesaian permasalahan stunting,
Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan upaya konvergensi intervensi yang terdiri
dari 8 tahapan, yaitu:®:

a. Aksi 1: Melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan
kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi.

b. Aksi 2: Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi
intervensi gizi.
Aksi 3: Menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten/kota.

d. Aksi 4: Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan
kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi.

e. Aksi 5: Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu
pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.

f. Aksi 6: Meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di

tingkat kabupaten/kota.

88 world Bank, 2023, Human Capital Country Brief: Indonesia, diakses dari laman
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/64e578cheaa522631f08f0cafba8960e-0140062023/related/HCI-
AM23-IDN.pdf, him. 1.

89 Erlina F. Santika, 2023, Umur Harapan Hidup Penduduk RI Sebesar 73,93 Tahun pada 2023,
diakses dari laman https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/16/umur-harapan-hidup-
penduduk-ri-sebesar-7393-tahun-pada-2023. Diakses pada tanggal 1 April 2024.

90 Kementerian Sekretariat Negara RI, 2023, Hasil Perhitungan IKPS Nasional dan Provinsi
tahun 2022, diakses dari laman https://stunting.go.id/hasil-perhitungan-ikps-nasional-dan-provinsi-
tahun-
2022/#:~:text=Berdasarkan%20data%20Survei%20Status%20Gizi,%25%20menjadi%2021%2C6%25..
Diakses pada tanggal 1 April 2024.

9% Andi Hakim AR, 2023, Permasalahan Stunting di Indonesia dan Penyelesaiannya, diakses
dari laman https:/iwww.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pontianak/baca-artikel/16261/Permasalahan-
Stunting-di-Indonesia-dan-Penyelesaiannya.html. Diakses pada tanggal 1 April 2024.
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g. Aksi 7: Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan
publikasi angka stunting kabupaten/kota.

h. Aksi 8: Melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait
penurunan stunting selama satu tahun terakhir.

Pembangunan dari segi pendidikan juga terus mengalami perbaikan.
Kemajuan suatu bangsa atau negara dapat diukur melalui pendidikan yang dimiliki,
sebab pendidikan akan menghasilkan SDM yang terampil dan memiliki kemampuan
intelektual, spiritual, dan emosional yang tinggi.®? Berdasarkan data BPS,
peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Indonesia sepanjang tahun
2012-2023 mencapai 8,77% pada tahun 2023. Dalam satu dekade, tren RLS di
Indonesia terus mengalami peningkatan. Di samping itu, peningkatan Harapan Lama
Sekolah meningkat menjadi 13,10 pada tahun 2022 dari sebesar 11,29 pada tahun
2005. Akan tetapi, berbicara terkait dengan kualitas pendidikan, Indonesia masih
perlu berfokus pada peningkatan skor Program for International Student Assessment
di mana Indonesia menempati posisi 68 dari 81 negara pada tahun 2022 dengan
rincian skor matematika sebesar 379, sains sebesar 398, dan membaca sebesar 371.
Meskipun posisi Indonesia naik, akan tetapi skor menunjukkan penurunan. Rata-rata
skor ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018, bahkan rata-rata siswa
Indonesia lebih rendah dibandingkan rata-rata skor OECD. Dengan skor demikian,
pembuat kebijakan dan pendidik di Indonesia seharusnya dapat belajar dari kebijakan

dan praktik negara-negara lain.*?

2.6.5. Intensitas Emisi GRK Menuju Net Zero Emission

Pemerintah memberikan perhatian serius untuk menangani perubahan iklim
dan bencana dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Indonesia.
Indonesia telah berkomitmen melalui Paris Agreement atau Persetujuan Paris pada
Conference of Parties (COP) 21 United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) tahun 2015 sehingga Indonesia terus mengupayakan penurunan
emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam
yang melimpah dan rentan terhadap perubahan iklim, membuat Indonesia
menghadapi tantangan yang besar dalam mengurangi GRK dan mengatasi dampak
perubahan iklim. Dalam mendukung implementasi Paris Agreement, Pemerintah
telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan seperti Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perjanjian Paris, Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), dan Kebijakan Nasional

Pengendalian Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+).

92 Hasan Zaini, 2016, “/slamic Institution Contribution in Building Indonesia Golden Generation”,
Proceeding IAIN Batusangkar, Vol. 1, No. 2, him. 4.

% OECD, 2023, PISA 2022 Results: Factsheets — Indonesia, diakses dari laman
https://www.oecd.org/publication/pisa-2022-results/country-notes/indonesia-c2elaeOe/. Diakses pada
tanggal 1 April 2024.
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Selain itu, Indonesia juga mengambil langkah-langkah pengembangan energi
terbarukan sebagai bagian dari upaya mitigasi. Terlebih pengembangan energi
terbarukan merupakan salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGSs)
yang diupayakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Kebutuhan energi diperkirakan akan terus meningkat, namun hal ini tidak diimbangi
dengan jumlah sumber cadangan minyak bumi dan batu bara. Sehingga, perlu
adanya energi alternatif selain minyak bumi dan batubara. Namun demikian,
keseluruhan energi dari bahan fosil ini juga membawa dampak buruk pada
peningkatan GRK. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia selain memperhitungkan
dampak dari kepentingan ekonomi juga perlu mementingkan dampak penggunaan
energi terhadap lingkungan. Berkaca dari Paris Agreement, perjanjian ini memuat
poin yang sangat komprehensif dengan memperhatikan pula terkait keadilan bagi
kapasitas dan kapabilitas negara sehingga perjanjian ini mengikat secara hukum dan
mewajibkan setiap negara untuk berpartisipasi secara bersama.®*

Lebih lanjut, pemerintah telah mengupayakan kegiatan pembangunan rendah
karbon di berbagai sektor terutama berupa aksi berbasis lahan, energi, dan limbah
yang telah dilakukan dari tahun 2010-2021. Indonesia menargetkan pengurangan
emisi GRK sebesar 29% terhadap baseline pada 2030.% Sementara itu, berdasarkan
laporan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, penurunan
emisi GRK dari 5 (lima) sektor berada pada rentang 24,7% pada tahun 2017 dan
diharapkan dalam rentang waktu 2020-2024 dapat meningkat mencapai 27%.% Pada
tahun 2020, capaian penurunan emisi GRK semakin mendekati target penurunan
emisi GRK sebesar 26%.%"

Pemerintah di sisi lain juga menginisiasi berbagai kebijakan dan strategi
ketahanan bencana yang berdasar pada Rencana Nasional Penanggulangan
Bencana (RENAS PB) serta mengembangkan berbagai sistem peringatan dini
bencana seperti tsunami (Tsunami Early Warning System/TWES), cuaca
(Meteorology Early Warning System/MEWS), banijir (Flood Forecasting Early Warning
System/FFEWS), serta kebakaran hutan dan lahan. Rencana nasional
penanggulangan bencana adalah rencana yang memuat kebijakan dan strategi serta
pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan
bencana di tingkat nasional dalam kurun 5 tahun yang ditujukan untuk seluruh institusi

terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah

94 Aldy Nofansya, 2023, Implementasi Perjanjian Paris dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia,
Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR), Vol. 5, No. 1, him. 81.

9 Ministry of Energy and Mineral Resources, 2021, Pemerintah Terus Berupaya Meningkatkan
Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, diakses dari laman https://www.esdm.go.id/en/berita-
unit/directorate-general-of-electricity/pemerintah-terus-berupaya-meningkatkan-upaya-penurunan-
emisi-gas-rumah-kaca-
#:~:text=Seperti%20diketahui%2C%?20Indonesia%20mempunyai%20target,lebih%20dari%20dua%20d
erajat%20celcius. Diakses pada tanggal 2 April 2024.

96 Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, 2020, Rencana Strategis
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, him. 5.

97 Ibid.
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maupun non pemerintah. Kebijakan strategi RENAS PB 2020-2024 diturunkan dalam

27 aksi dan 119 indikator aksi dengan fokus prioritas sebagaimana berikut:%8

a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan
bencana;

b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional,
transparan, dan akuntabel;

c. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif
multi pihak;

d. Peningkatan sarana prasarana mitigasi dalam pengurangan risiko bencana;

e. Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana;

f. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan
pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering);

g. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan
bencana; dan

h. Penguatan sistem dan operasionalisasi penanganan darurat bencana.

2.6.6. Pencapaian Pembangunan di Bidang Lainnya

Dalam pembangunan kependudukan, tidak dapat dipungkiri bahwa masalah
kependudukan dan Keluarga Berencana di Indonesia semakin hari semakin
kompleks. Berkaca dari Pandemi Covid-19, pertambahan jumlah penduduk semakin
besar dengan bertambahnya sekitar 3,2 juta orang setiap tahun.®® Oleh karenanya,
Pemerintah mengimplementasikan program KB (Keluarga Berencana) untuk
menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan mendorong peningkatan kualitas hidup
masyarakat. KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk
menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Mengingat laju
pertumbuhan penduduk di Indonesia yang bertumbuh pesat dengan angka sebesar
1,3% setiap tahunnya, Pemerintah Indonesia terus mengupayakan
terimplementasinya program KB salah satunya melalui adanya program Bangga
Kencana dan dibangunnya Kampung KB di beberapa daerah serta kegiatan-kegiatan
seperti pemasangan alat kontrasepsi KB gratis bagi kaum ibu.°

Dalam pembangunan hukum, salah satu upaya yang dilakukan untuk
mengukur capaian dan keberhasilan upaya pembaruan hukum di Indonesia ini dapat
dilihat dari Indeks Pembangunan Hukum (IPH). IPH telah dilakukan oleh Kementerian

PPN/Bappenas sejak tahun 2013. Secara umum, IPH Indonesia pada tahun 2021

9 Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020, Rencana Nasional Penanggulangan
Bencana 2020-2024, him. 15-22.

% Mardiya, 2021, Isu Kependudukan dan Keluarga Berencana, diakses dari laman
https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/1338/isu-kependudukan-dan-kb#. Diakses pada
tanggal 3 April 2024.

100 Topari, 2017, Program KB Bisa Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk, diakses dari laman
https://infopublik.id/read/239201/program-kb-bisa-menekan-laju-pertumbuhan-penduduk.html. Diakses
pada tanggal 3 April 2024.
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mendapatkan skor sebesar 0,60 dengan kategori Cukup. Hasil penilaian ini diperoleh
dari hasil penilaian dari masing-masing pilar yakni: 1) Pilar Budaya Hukum dengan
skor sebesar 0,75 yang berada pada kategori Baik; 2) Pilar Materi Hukum dengan
skor sebesar 0,25 yang berada pada kategori Kurang; 3) Pilar Kelembagaan Hukum
dengan skor sebesar 0,58 yang berada pada kategori Cukup; 4) Pilar Penegakan
Hukum dengan skor sebesar 0,63 yang berada pada kategori Baik; dan 5) Pilar
Informasi dan Komunikasi Hukum dengan skor sebesar 0,71 yang berada pada
kategori Baik.1

Adapun apabila menilik pada akses terhadap keadilan (access to justice),
Indonesia telah mengupayakan pendekatan strategis untuk memastikan akses
terhadap keadilan di Indonesia dapat berjalan dengan baik, yaitu melalui Strategi
Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) tahun 2016-2019 yang kemudian
menghasilkan Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index). Secara
umum, Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia pada tahun 2021 mendapatkan
skor sebesar 53,8 yang berada pada kategori Cukup. Hasil penilaian ini diperoleh dari
masing-masing aspek yakni: 1) Aspek 1: Kerangka Hukum dengan skor sebesar 59,3
yang berada pada kategori Cukup; 2) Aspek 2: Institusi Penyelesaian Permasalahan
Hukum dengan skor sebesar 63,1 yang berada pada kategori Cukup; 3) Aspek 3:
Pendampingan Hukum dengan skor sebesar 51,2 yang berada pada kategori Cukup;
4) Aspek 4. Kualitas Proses Penyelesaian Permasalahan Hukum dengan skor
sebesar 67,6 yang berada pada kategori Cukup; 5) Aspek 5: Hasil Penyelesaian
Permasalahan Hukum dengan skor sebesar 41,3 yang berada pada kategori Cukup;
dan 6) Aspek 6: Kemampuan Masyarakat dengan skor sebesar 38,7 yang berada
pada kategori Buruk.%?

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia dapat
dikatakan mampu menunjukkan bahwa demokrasi dapat diterapkan di negara
dengan penduduk heterogen secara suku, agama, dan ras. Manifestasi demokrasi
salah satunya yaitu melalui adanya pemilihan umum secara langsung yang terdiri
atas Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Tingginya partisipasi pemilih
memperlihatkan penerimaan masyarakat atas penerapan sistem demokrasi di
Indonesia. Sebaliknya, rendahnya tingkat partisipasi pemilih dapat menunjukkan
ketidakpercayaan serta perilaku apatis masyarakat terhadap proses politik.1°® Dalam
kontestasi Pemilu 2024 ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat tingkat
partisipasi pemilih di atas 81%, bahkan angka ini melebihi target RPIJMN 2020-2024

101 Kementerian PPN/Bappenas, 2023, Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia Tahun
2021, Ul Publishing, Jakarta.

102 Kementerian PPN/Bappenas, 2023, Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun
2021, Ul Publishing, Jakarta.

103 Alwin J. Hamonangan, Aryo Akmal Fauzias, dan Arlington P., 2022, Tingkat Partisipasi
Pemilih dan Pengambilan Kebijakan di Indonesia, diakses dari laman https://setkab.go.id/tingkat-
partisipasi-pemilih-dan-pengambilan-kebijakan-di-indonesia/. Diakses pada tanggal 3 April 2024.
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yang sebesar 79,5%.1%* Berdasarkan hal tersebut, dampak yang terlihat dari tingginya
partisipasi pemilih adalah adanya keberhasilan dalam pelaksanaan pemilihan umum,
meningkatkan legitimasi terhadap pemerintahan dan perwakilan rakyat, serta
meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Menilik pada kinerja pemerintahan dalam aspek kualitas kebijakan dan
regulasi, berdasarkan kertas kebijakan Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia (LAN), kebijakan publik di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak dan
tidak pro terhadap publik maupun bisnis perlu dilakukan upaya deregulasi untuk
menyederhanakan berbagai kebijakan yang ada. Dalam konteks tersebut, proses
perumusan kebijakan membutuhkan sebuah pedoman yang berlaku secara nasional
yang kemudian disebut dengan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Partisipasi
pengukuran IKK ini dilakukan secara self-assessment oleh instansi pemerintah.
Proses deregulasi ini harus diikuti dengan kebijakan nasional dalam meningkatkan
kualitas proses perumusan kebijakan yang dilakukan melalui langkah-langkah
sebagai berikut:1%

a. Pengembangan instrumen penilaian kualitas kebijakan publik di Indonesia (Policy
Quality Index), yang terdiri atas 2 (dua) tahapan yaitu:
1. Assessment proses perencanaan kebijakan; dan
2. Assessment proses pelaksanaan kebijakan.
b. Hasil penilaian dengan menggunakan IKK berupa strategi peningkatan kualitas
kebijakan di Indonesia.
Implementasi strategi peningkatan kualitas kebijakan.
d. Peningkatan kualitas kebijakan di Indonesia.

Selain itu, masing-masing unit Kkerja instansi pemerintahan juga
menyelenggarakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan
Publik atau PEKPPP untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP). Indikator
evaluasi pelayanan publik ini adalah kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber
daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi
pengaduan, serta inovasi dari unit penyelenggara pelayanan yang kemudian
dijadikan sebagai salah satu komponen untuk mengukur reformasi birokrasi dengan
tujuan agar dapat memberikan pelayanan publik berkualitas dan berdampak nyata
bagi masyarakat.

Namun, Pemerintah juga perlu menggalakkan upaya pencegahan dan
penindakan terhadap kasus korupsi di Indonesia. Pasalnya, berdasarkan Indeks
Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023, skor IPK Indonesia masih sama seperti tahun

2022 yakni sebesar 34 dengan penurunan peringkat dari 110 pada tahun 2022

104 Antara, 2024, Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu 2024, diakses dari laman
https://www.antaranews.com/infografik/4029990/tingkat-partisipasi-pemilih-pemilu-
2024#:~:text=Komisi%20Pemilihan%20Umum%20(KPU)%20mencatat,%2C%20yakni%2079%2C5%2
Opersen. Diakses pada tanggal 3 April 2024.

105 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2021, Policy Brief: Strategi Penataan
Kebijakan Nasional, him. 2.
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menjadi 115 tahun 2023.1% Salah satu penurunan drastis dari 8 (delapan) indikator
oleh Transparency International Indonesia yaitu pada indikator Political Risk Service
(PRS) International Country Risk Guide. Indonesia mengalami penurunan dari 48
menjadi 35. Dengan penurunan ini menandakan bahwa kebijakan negara belum
secara efektif dalam memberikan penegakan hukum atas korupsi, baik dalam praktik
politik uang maupun korupsi dalam lingkup aparat penegak hukum dan militer. Oleh
karenanya, dalam mengatasi dan menindak perilaku korupsi, Pemerintah perlu
menegaskan posisi KPK sebagai lembaga independen yang bersih, merevisi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta
mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Kemudian dalam aspek lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Indonesia pada tahun 2023 mencapai 72,54 dari skala 100 poin, meningkat tipis
dibandingkan dengan tahun 2022. Indeks ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan
hidup relatif baik, kecuali pada kualitas air. Berdasarkan komponen dan kategori
kualitasnya, hasil penilaian IKLH Indonesia pada tahun 2023 yaitu sebagai berikut: 1)
Indeks kualitas air sebesar 54,59 (kualitas sedang); 2) Indeks kualitas udara sebesar
88,67 (kualitas baik); 3) Indeks kualitas tutupan lahan sebesar 61,79 (kualitas
sedang); dan 4) Indeks kualitas air laut sebesar 78,84 (kualitas baik).°” Akan tetapi,
berdasarkan laporan Environmental Performance Index (EPI) tahun 202218
Indonesia dalam aspek pelestarian lingkungan masih tergolong buruk di skala global,
bahkan di skala regional Asia Pasifik. Indonesia mendapatkan skor 28,2 dari skala
poin 100. Skor ini memposisikan Indonesia berada di peringkat ke-164 dari 180
negara dengan rincian masing-masing penilaian yaitu: daya hidup ekosistem sebesar
34,1; skor kesehatan lingkungan sebesar 25,3; dan skor kebijakan mitigasi
perubahan iklim 23,2 dari 100. Kategori skor Rendah ini disebutkan pula oleh EPI
diterima oleh negara-negara yang lebih memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi
dibandingkan pada kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Indonesia yang dikenal pula sebagai negara agraris dengan
jumlah pekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan lebih 40 juta orang tidak
serta merta diiringi dengan pertumbuhan sektor yang signifikan. Ketahanan pangan
di Indonesia meskipun mengalami peningkatan pada tahun 2022 lalu, masih
menunjukkan level yang rendah dibandingkan pada rentang tahun 2018-2020.

Apabila menilik pada Indeks Ketahanan Pangan atau Global Food Security Index

106 Transparency International Indonesia, 2023, Corruption Perceptions Index 2023, diakses
dari laman https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/ Diakses pada tanggal 3 April 2024.

107 Adi Ahdiat, 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Meningkat pada 2023,
diakses dari laman https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/18/indeks-kualitas-lingkungan-
hidup-indonesia-meningkat-pada-2023. Diakses pada tanggal 3 April 2024.

108 Environmental Performance Index, 2022, EPI: Indonesia, diakses dari laman
https://epi.yale.edu/epi-results/2022/country/idn. Diakses pada tanggal 3 April 2024.
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(GFSI) Indonesia,!® ketahanan pangan tercatat sebesar 60,2 yang lebih tinggi dari
tahun sebelumnya yaitu sebesar 59,2. Dalam satu dekade terakhir, GFSI Indonesia
terbaik tercatat pada tahun 2018. Meskipun demikian, kenaikan skor ini tetap
membuat Indonesia berada di peringkat 63 dari 113 negara, di bawah rata-rata global
sebesar 62,2 dan Asia Pasifik sebesar 63,4.

Ketahanan pangan hingga saat ini masih menjadi salah satu prioritas
pembangunan. Setiap daerah yang memiliki potensi dan sumber daya pangan harus
dioptimalkan dan menjadi komoditas andalan daerah. Mengingat pertumbuhan
penduduk Indonesia semakin meningkat sehingga memerlukan penyediaan bahan
pangan dalam jumlah yang sangat besar. Namun di lain sisi, kapasitas penyediaan
bahan pangan di Indonesia justru mengalami banyak tantangan dan problematika.
Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bukan hanya
berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat
pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food
sovereignty) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan
(food safety). Kesejahteraan petani harus menjadi prioritas pemerintah, sebab sektor
pertanian berperan penting dalam penyediaan pangan bagi penduduk. Utamanya
dalam mengatasi ancaman krisis pangan, Pemerintah harus mengedepankan
komitmen untuk memberikan kebijakan strategis terhadap lingkungan dan ketahanan

pangan.

109 Economist Impact, 2022, Global Food Security Index 2022: Indonesia, diakses dari laman
https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/explore-countries/indonesia.
Diakses pada tanggal 3 April 2023.
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BAB Il
PEMBAHASAN

3.1 Permasalahan dan Kebutuhan Mendasar yang Dihadapi oleh Bangsa
Indonesia yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Hubungan Pusat-Daerah
dalam Konteks Harmonisasi dan Sinkronisasi RPJPN, RPJP Provinsi,
Kabupaten/Kota di Bidang Transformasi Tata Kelola Supremasi Hukum,
Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

3.1.1 Evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Pembangunan suatu bangsa ditandai dengan adanya daya dukung

perencanaan pembangunan yang holistik dan komprehensif untuk menjamin

terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta menjaga ketertiban dunia

sebagaimana termaktub di dalam alinea ke IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Sejak ditiadakannya konsep Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bangsa

Indonesia memasuki babak baru dalam mendesain perencanaan pembangunan

nasional yang terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

tersusun baik dalam jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Dalam upaya untuk membangun derajat kesejahteraan perlu diperhatikan
gagasan yang dikemukakan oleh Esping Andersen yang studi-studinya menjadi
acuan para sarjana dan pengambil kebijakan negara kesejahteraan yang dibangun
atas dasar nilai-nilai sosial, suatu negara dikatakan sejahtera apabila memiliki empat
pilar utama yaitu: (1) kewarganegaraan sosial (social citizenship), (2) demokrasi
penuh (full democracy), (3) sistem hubungan industrial modern (modern industrial
relation systems), dan (4) hak atas pendidikan dan perluasan pendidikan massal yang
modern (rights to education and the expansion of modern mass education
systems).110

Dari sudut pandang negara kesejahteraan maka akan memiliki keterkaitan
antara politik, demokrasi dan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Francisco

Herreros Vazquez.'!

“Palitical trust is almost universally considered good for democracy. High levels
of trust in politicians, political parties and political institutions are, on the one
hand, synonymous with good democratic health, and, on the other, good assets
to make democracy work. It is usually argued that political trust has an impact
upon the willingness of citizens to pay taxes, the desire of the brightest citizens

110 sugeng Bahagijo dikutip dari buku yang ditulis oleh Agus Riwanto, 2018, Politik Hukum
Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi, Oase Pustaka, Sukoharjo, him. 12.

111 Francisco Herreros Vazquez, 2006, Political Trust, Democracy And The Republican
Tradition, 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN Simultaneously published in the USA
and Canada by Routledge 270 Madison Ave, New York, him. 97.
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to enter into public service, their voluntary compliance with the law (Nye 1997:
4; Tyler 1998: 275; Norris 1999: 8), and, more generally, the voluntary
acceptance of governmental policies. As has been convincingly argued by
Margaret Levi (1997: 19-20), if citizens perceive that the government is
trustworthy, they will more readily comply with government policies (terjemahan
Kepercayaan politik hampir secara universal dianggap baik bagi demokrasi.
Tinggi tingkat kepercayaan terhadap politisi, partai politik, dan lembaga politik
adalah, di satu sisi, identik dengan kesehatan demokrasi yang baik, dan di sisi
lain lainnya, merupakan aset yang baik untuk membuat demokrasi berjalan.
Biasanya dikatakan bahwa kepercayaan politik berdampak pada kesediaan
warga negara untuk membayar pajak, yaitu keinginan warga negara yang
paling cerdas untuk memasuki pelayanan publik, bersifat sukarela kepatuhan
terhadap hukum (Nye 1997: 4; Tyler 1998: 275; Norris 1999: 8), dan, yang lebih
umum, penerimaan sukarela terhadap kebijakan pemerintah. seperti yang telah
dikemukakan secara meyakinkan oleh Margaret Levi (1997: 19-20), jika warga
negara merasa bahwa pemerintah dapat dipercaya, mereka akan lebih siap
untuk mengambil tindakan. mematuhi kebijakan pemerintah).

Sehubungan dengan kondisi diatas maka implikasi, dengan ditiadakannya
GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan
diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan
yang berkelanjutan, RPJN sangat diperlukan. Sejalan dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
yang memerintahkan penyusunan RPJP Nasional yang menganut paradigma
perencanaan yang visioner, maka RPJP Nasional hanya memuat arahan secara garis
besar yang memuat pokok-pokok pemikiran perencanaan yang bersifat makro*'2,
Sifat makro dari perencanaan jangka panjang nasional inilah memuat cita-cita
dan/atau harapan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia dengan segenap daya
dukung dan potensi yang ada, agar hasil-hasil daripada pembangunan dinikmati oleh
segenap lapisan masyarakat Indonesia yang berdimensi pada keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

Cita-cita ideal bangsa Indonesia untuk menghadirkan pembangunan yang
menyeluruh dalam konsep negara kepulauan yang berasaskan Nusantara tentu
memiliki tantangan, hambatan dan kendala baik dalam taraf perencanaan,
perumusan kebijakan maupun implementasinya. Sehubungan dengan hal tersebut
maka keberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 memberikan arah
pengaturan bahwa Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan
pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar NRI Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, sangat
penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali

berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam,

12 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025




sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa
Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta
daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Berikut ini
disajikan materi RPJPN 2025-2045 melalui gambar berikut ini:
Gambar 2
Konstruksi RPJPN 2025-2045

Indonesia Emas 2045:
NKRI yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan

Visi dan Misi Bernegara
Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur

Diterjemahkan ke dalam visi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Visi Indonesia Emas 2045

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Lima Sasaran Utama Visi Indonesia 2045
L. Pendapatan per kapita (‘ 4. Days saing sumber daya

Setar Negan maju - manusia meningkat

2 Kemiskinan menurun dan
ketimpangan berkurang

3 Kepemimpinan dan pengaruh
di dunia internasional meningiat

8 Misi (Agenda) Pembangu;\an. 17 (Arah) Tujuan Pombangunan
dan 45 Indikator Utama Pembangunan =

Katerangan 817 45 menun, Jaban Semangat Kemerdehaan

lm' &ll

Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2025-2045

Beranjak dari perkembangan dan paradigma perencanaan pembangunan
yang telah dilaksanakan, berikut ini disajikan kerangka perbandingan sekaligus
evaluasi terhadap konstruksi RPJPN 2005-2025 dan konstruksi RPJPN 2025-2045.

Tabel 2
Perbandingan dan Evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang




Nasional 2005-2025 dan konstruksi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

2025-2045
No Perbandingan Rencana Rencana Evaluasi
Pembangunan Pembangunan
Jangka Panjang Jangka Panjang
Nasional 2005- Nasional 2025-
2025 2045
1 Dasar Hukum Undang-Undang Undang-Undang Bahwa rencana
Nomor 17 Tahun | Nomor 59 Tahun | pembangunan
2007 2024 jangka panjang
merupakan dokumen
perencanaan untuk
masa 20 (dua puluh)
tahun. Sehubungan
dengan hal itu maka
berakhirnya masa
RPJP
mengimplikasikan
untuk disusun RPJP
yang baru sebagai
kesatuan sistem
perencanaan
pembangunan
nasional.
2 Visi Indonesia yang | Negara Kesatuan | Visi sebagai bentuk
mandiri, maju, adil, | Republik harapan yang ingin
dan makmur Indonesia yang | dicapai
Bersatu, menggambarkan
Berdaulat, Maju, | adanya keselarasan
dan Berkelanjutan | yaitu pada aspek
“MAJU” dimana
harapan bangsa
Indonesia  menjadi
Negara maju
merupakan  impian
yang harus
ditegakkan meskipun
selama beberapa
dekade ini bangsa
Indonesia selalu
dalam bayang-
bayang  stereotype
sebagai Negara
berkembang.
3 Misi 8 (delapan) misi | 8 (delapan) misi | Pada misi RPJPN
pembangunan (agenda) terdapat adanya
Nasional: pembangunan, suatu  keselarasan
1. Mewujudkan terdiri atas: cita-cita yaitu
masyarakat 1. Transformasi | membangun
berakhlak Sosial; Supremasi  Hukum
mulia, 2. Transformasi | dalam konteks
bermoral, Ekonomi; dan | kepemimpinan
beretika, 3. Transformasi | nasional yang
berbudaya, dan Tata Kelola; | tangguh dan
beradab yang ditopang | berwibawa dan
berdasarkan oleh 2 (dua) | negara Demokrasi
falsafah agenda
Pancasila; Landasan

2. Mewujudkan Transformasi,
bangsa yang yaitu:
berdaya-saing; | 4. Supremasi

3. Mewujudkan Hukum,

masyarakat
demokratis

Stabilitas, dan
Kepemimpina




berlandaskan

n Indonesia;

hukum; dan
Mewujudkan Ketahanan
Indonesia Sosial
aman, damai, Budaya dan
dan bersatu; Ekologi; dan

Mewujudkan diimplementa
pemerataan sikan secara
pembangunan menyeluruh
dan melalui 3
berkeadilan; (tiga) agenda
Mewujudkan Kerangka
Indonesia asri Implementasi
dan lestari; Transformasi,
Mewujudkan yaitu:
Indonesia Pembanguna
menjadi negara n

kepulauan yang Kewilayahan

mandiri, maju,
kuat, dan

yang Merata
dan

berbasiskan Berkeadilan;
kepentingan Sarana dan
nasional; dan Prasarana
Mewujudkan yang
Indonesia Berkualitas
berperan dan Ramah
penting dalam Lingkungan,
pergaulan serta
dunia Kesinambung
internasional. an
Pembanguna
n

Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas maka aspek RPJPN 2005-2025 dengan deskripsi
mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum adalah memantapkan
kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil;
memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan
media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat;
dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan
menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada
rakyat kecil.!** Kendati demikian Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan
sebagaimana rilis The Economist Intelligence Unit (EIU)'!*, skor demokrasi Indonesia
mengalami penurunan pada tahun 2023 di angka 6,53 dimana pada tahun
sebelumnya di 2022 skor Indonesia berada di 6,71 sehingga menempatkan pada

status cacat demokrasi bahkan dalam berbagai aspek menuju kondisi kedaruratan

113 pirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral Kedeputian
Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, 2022,
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025,
Disampaikan dalam “Workshop Penyusunan Evaluasi RPJPD 2005-2025 dan Penyusunan Ranwal
RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota 2025-2045 — Bappeda Provinsi Jambi”. him. 3.

114 Tempo, 2024, Mengapa Indeks Demokrasi Indonesia terus Menurun, diakses dari laman
website https://koran.tempo.co/read/nasional/490347/indeks-demokrasi-indonesia-terus-turun, diakses
pada tanggal 21 Oktober 2024.
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demokrasi.!'® Selain daripada itu dalam laporan “Democracy Index 2023: Age of
Conflict” yang demokrasi Indonesia masuk dalam kategori cacat (flawed democracy).

Kondisi yang sama ditunjukkan oleh data dari Freedom House, dimana nilai
indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 pada tahun 2019 menjadi 57 pada tahun
2024. Lembaga yang berbasis di AS tersebut mencatat sejumlah isu kunci, salah
satunya terkait politik dinasti yang dilancarkan dengan berbagai “siasat’. Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) pada Oktober 2023 yang mengizinkan individu yang
pernah menjabat sebagai Kepala Daerah untuk mencalonkan diri sebagai Presiden
atau Wakil Presiden meski tidak memenuhi syarat usia minimum yang ditentukan
dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, yakni 40 tahun, menjadi salah satu poin
yang menjadi sorotan.1®

Sehubungan dengan hal itu upaya simultan untuk meningkatkan kualitas
demokrasi Indonesia terus ditingkatkan menuju demokrasi substansial, yaitu
demokrasi yang mengemban amanat rakyat. Untuk menuju visi tersebut, ada
beberapa tahapan untuk mencapai sasaran demokrasi substansial diantaranya
penguatan demokrasi di Tingkat Nasional-Daerah dan peningkatan partisipasi politik,
pemantapan perundang-undangan politik, lembaga perwakilan yang efektif, dan
sistem presidensial yang efektif. Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan
kebijakan, ada beberapa tantangan pembangunan demokrasi yakni tingginya biaya
politik, dominasi oligarki, menguatnya politik identitas, masyarakat sipil tidak mandiri,
kebebasan sipil melemah, diskriminasi dan intoleransi menguat.

Selain daripada itu berbagai persoalan yang muncul dalam merencanakan
legislasi membutuhkan langkah strategis untuk mengatasinya sehingga visi Indonesia
dapat direalisasikan secara bertahap. Sebab, dalam waktu yang tidak terlalu lama
lagi visi bangsa Indonesia 2005-2025 dalam RPJPN yang bertolak pada kondisi riil,
tantangan dan kalkulasi modalitas yang dimiliki bangsa, akan berakhir, yakni
Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur (UU Nomor 17 Tahun 2007). Dalam
visi tersebut salah satu indikator capaian pembangunan hukum yang dilaksanakan
melalui pembaruan materi hukum adalah dengan tetap memperhatikan kemajemukan
tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk
meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM,

kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran,

115 pemilihan umum adalah syarat negara demokrasi. Peralihan kekuasaan melalui pemilu
yang berlangsung secara reguler, jujur, dan adil menjadi salah satu tanda demokrasi yang sehat di suatu
negara. Tidak semua negara demokrasi memiliki pemilu yang reguler dan jurdil. Misalnya beberapa
negara yang termasuk dalam kategori Rezim Hibrida seperti Nepal, Sri Lanka, dan Hong Kong menurut
versi Economist Intelligence Unit (EIU) 2023. https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/02/RILIS-
INDIKATOR-28-FEBRUARI-2024-1.pdf diakses pada tanggal 22 Oktober 2024.

116 Green Network, 2024, Menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia, diakses dari laman

website https://greennetwork.id/kabar/menurunnya-indeks-demokrasi-indonesia/ diakses pada tanggal
23 Oktober 2024
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ketertiban dan kesejahteraan sehingga penyelenggaraan negara makin tertib, teratur,

dan berdaya saing global.’

Sehubungan dengan kondisi di atas nampaknya dalam perkembangan
ketatanegaraan dalam konteks evaluasi RPJPN 2005-2025 terjadi kesenjangan tata
nilai yang sangat kontras dengan praktik-praktik untuk menciptakan tatanan
konsolidasi Negara Hukum yang demokratis. Alih-alih memperkuat tatanan
demokrasi yang terjadi justru tatanan fundamental ketatanegaraan telah menuju
suatu kondisi yang oleh peneliti disebut sebagai oligarki politik.1'® Oleh karena itu
menjadi tidak berkesinambungan antara cita-cita dan realitas suatu kondisi Negara
Hukum yang demokratis yang dicita-citakan yaitu terwujudnya Indonesia yang
demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan ditunjukkan oleh hal-hal berikut:'*°
a. terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang

bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 serta
tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan,
akomodatif, dan aspiratif.

b. terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan
jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada
hak-hak asasi manusia.

c. menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi.

d. memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.

e. memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitik beratkan pada
prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan.

f. terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang
dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang
profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat

ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional.

117 Enny Nurbaningsih, 2023, Perencanaan Legislasi Yang Paradigmatik Dalam Mewujudkan
Visi Indonesia 2045, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang lImu Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada,
Disampaikan pada tanggal 14 Desember 2023 di Yogyakarta, him. 2.

118 | aporan Pembangunan Dunia 2024 yang terbaru menyatakan bahwa sekitar 108 negara
berpotensi gagal bertransisi menjadi negara berpenghasilan tinggi jika mereka tidak dapat menyusun
strategi yang tepat untuk mereformasi ekonomi dan meningkatkan produktivitas sebelum populasi
mereka mulai menua baca artikel CNN Indonesia, Ponakan Prabowo Ungkap 108 Bangsa Terancam
Gagal Jadi Negara Maju, diakses dari laman website
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241003122840-532-1151121/ponakan-prabowo-ungkap-
108-bangsa-terancam-gagal-jadi-negara-maju diakses pada tanggal 12 November 2024.

119Meskipun demikian sistem hukum tidak hanya terdiri dari peradilan semata. Dalam konteks
di negara berkembang seperti Indonesia, menjadi wajar untuk mengikuti alur berpikir semacam itu.
Alasan utamanya karena berbagai pengadilan dan lembaga negara dalam proses penanganan sengketa
tidak memiliki peran sepenting institusi serupa di negara-negara tempat asal konsep akses terhadap
keadilan. Pada umumnya, literatur hukum dan sosio-legal yang membahas mengenai hukum di
Indonesia memberikan perhatian yang besar pada berbagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa
(yang tidak disediakan oleh negara). Banyak penulis telah menunjukkan bahwa kedua (atau lebih)
mekanisme penyelesaian sengketa itu saling bertentangan (lihat: Benda-Beckmann 1984). Demikian
pula yang digambarkan dalam laporan penelitian Bank Dunia (2008) ‘Forging the Middle Ground’,
banyak dari mereka yang terlibat pada kasus-kasus yang ada di dalam laporan ini lebih memilih untuk
menggunakan mekanisme alternatif (non official mechanism) daripada mekanisme yang secara formal
memang diperuntukkan untuk tujuan tersebut. Dikutip dari Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan
Michiel Otto, Theresia Dyah Wirastri, 2012, Kajian Sosio Legal, Pustaka Larasan, Denpasar, him. 84.
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Nampaknya hanya sebatas angan-angan atau dalam alam pikir utopisme telah
merangsak pada jantung kehidupan berbangsa dan bernegara. Alih-alih jargon
menuju Indonesia Emas 2045 menjadi kenyataan akan tetapi bayang-bayang negara
gagal kian terang benderang di tengah melemahnya kepercayaan publik terhadap
institusi penyelenggara negara. Oleh karena itu konsolidasi demokrasi yang
berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan
Indonesia yang maju, mandiri dan adil. Demokrasi dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan memaksimalkan potensi
masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam
penyelenggaraan negara. Dimensi hukum dalam konteks berbangsa dan bernegara
pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan
menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan
untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras,
etnis, agama, maupun gender. Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan
ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal.

Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil dilakukan dengan
memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran
masyarakat sipil sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat bottom-
up bisa berjalan; menumbuhkan masyarakat tanggap (responsive community) yang
akan mendorong semangat sukarela (spirit of voluntarism) yang sejalan dengan
makna gotong royong; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah;
menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan
kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan
budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif,
dan memihak pada rakyat kecil.

Penyempurnaan struktur politik!?® yang dititikberatkan pada proses
pelembagaan demokrasi dilakukan dengan (a) mempromosikan dan
menyosialisasikan pentingnya keberadaan sebuah konstitusi yang kuat dan memiliki
kredibilitas tinggi sebagai pedoman dasar bagi sebuah proses demokratisasi
berkelanjutan; (b) menata hubungan antara kelembagaan politik, kelembagaan
pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara; (c) meningkatkan kinerja
lembaga-lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan dan

fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundangan; (d)

120 pada kondisi ini penyempurnaan terhadap struktur politik harus dibarengi dengan
penguatan demokrasi substanstive (substantive democracy) sistem pemerintahan oligarki memiliki
kekuatan dan pengaruh yang besar dalam proses politik dan ekonomi dalam suatu negara. Pada
sistem politik yang korup, oligarki dapat memengaruhi kebijakan dan keputusan politik yang
menguntungkan kepentingan mereka sendiri, dan merugikan kepentingan publik. Oligarki dapat
memanipulasi proses pemilihan dan pengambilan keputusan politik dengan memengaruhi media
massa dan mengontrol informasi yang dikirimkan kepada masyarakat. Selain itu, sistem ini juga
memperkuat posisi para oligarki dengan dengan cara menumpuk kekayaan dan sumber daya
ekonomi, sehingga membuat pihak lain mengalami kesulitan untuk bersaing secara adil dikutip dari
Sugeng, 2023, Gagasan Pembatasan kekuasaan dan Pengendalian Oligarki, JDPL (Jurnal Demokrasi
dan Politik Lokal), Vol. 5, No. 5, him. 77.




memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta mencegah
disintegrasi wilayah dan perpecahan bangsa; (e) melaksanakan rekonsiliasi nasional
secara tuntas; dan (f) menciptakan pelembagaan demokrasi lebih lanjut untuk
mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.

Penataan peran negara dan masyarakat dititikberatkan pada pembentukan
kemandirian dan kedewasaan masyarakat serta pembentukan masyarakat madani
yang kuat dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Di samping itu, penataan peran
negara dan masyarakat diarahkan pada penataan fungsi fungsi yang positif dari
pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga adat, dan partai politik untuk membangun
kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang dapat
merusak serta memberdayakan berbagai potensi positif masyarakat bagi
pembangunan. Upaya untuk mendorong perwujudan masyarakat sipil yang kuat perlu
juga memperhatikan pengaruh pasar dalam kehidupan sosial politik nasional agar
tidak terjadi ekses-ekses negatif dan kesenjangan sosial yang merugikan kehidupan
masyarakat.

Penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi
kekuasaan diwujudkan dengan (a) meningkatkan secara terus menerus kualitas
proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan
publik serta (b) mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya
kebebasan media massa serta keleluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat
setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.

Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai
demokratis diupayakan melalui (a) penciptaan kesadaran budaya dan penanaman
nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai nilai HAM, nilai-nilai
persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan
media serta (b) upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan
kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa. Peningkatan
peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat
dalam kehidupan politik dilakukan dengan (a) mewujudkan kebebasan pers yang
lebih mapan, terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat
dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis; (b)
mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya
media-media massa daerah yang independen; (c) mewujudkan deregulasi yang lebih
besar dalam bidang penyiaran sehingga dapat lebih menjamin pemerataan informasi
secara nasional dan mencegah monopoli informasi; (d) menciptakan jaringan
informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil
keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami
masyarakat luas; (e) menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang

mampu menghubungkan seluruh link informasi yang ada di pelosok nusantara

sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa;




(f) memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif agar
mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat
internasional supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan Indonesia
pada posisi politik yang menyulitkan: serta (g) meningkatkan peran lembaga
independen di bidang komunikasi dan informasi untuk lebih mendukung proses
pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dan perwujudan kebebasan pers
yang lebih mapan.

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum
nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar NRI
1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat
hukum, sarana dan prasarana hukum, perwujudan masyarakat yang mempunyai
kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum;
serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan
hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memperhatikan
kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya
untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan
HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan
kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara
yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional
akan makin lancar.

Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk
hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang
mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu
mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang
bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang
mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan
pengembangan hukum.

Di sisi lain, perundang-undangan yang baru juga harus mampu mengisi
kekurangan/kekosongan hukum sebagai pengarah dinamika lingkungan strategis
yang sangat cepat berubah. Perencanaan hukum sebagai bagian dari pembangunan
materi hukum harus diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai aspek yang
mempengaruhi, baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam pergaulan
masyarakat internasional yang dilakukan secara terpadu dan meliputi semua bidang
pembangunan sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara serta dapat mengantisipasi
perkembangan zaman.

Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses terpadu dan demokratis

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, serta sehingga

menghasilkan produk hukum beserta peraturan pelaksanaan yang dapat




diaplikasikan secara efektif dengan didukung oleh penelitian dan pengembangan
hukum yang didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian dan
pengembangan hukum diarahkan pada semua aspek kehidupan sehingga hukum
nasional selalu dapat mengikuti perkembangan dan dinamika pembangunan yang
sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik kebutuhan saat ini maupun masa depan.
Untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan hukum diperlukan kerja
sama dengan berbagai komponen lembaga terkait, baik di dalam maupun di luar
negeri.

Pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan dan
mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan
peradilan sehingga aparatur hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya
secara profesional. Kualitas dan kemampuan aparatur hukum dikembangkan melalui
peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui sistem pendidikan dan pelatihan
dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan
serta pengembangan sikap aparatur hukum yang menjunjung tinggi kejujuran,
kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan. Aparatur hukum dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional perlu didukung oleh
sarana dan prasarana hukum yang memadai serta diperbaiki kesejahteraannya agar
di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban aparatur hukum dapat berjalan dengan
baik dan terhindar dari pengaruh dan intervensi pihak-pihak dalam bentuk korupsi,
kolusi, dan nepotisme.

Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM)
dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap
berdasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), keadilan,
dan kebenaran, terutama dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang
transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial
sehingga dapat mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional
yang mantap dan dinamis. Penegakan hukum dan HAM dilakukan terhadap berbagai
tindak pidana, terutama yang akibatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas,
antara lain tindak pidana korupsi, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan
narkotik.

Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, penegakan hukum di laut secara terus-menerus harus ditingkatkan sesuai
dengan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan nasional dan hukum
internasional. Pemantapan lembaga peradilan sebagai implikasi satu atap dengan
lembaga Mahkamah Agung secara terus-menerus melakukan pengembangan

lembaga peradilan; peningkatan kualitas dan profesionalisme hakim pada semua

lingkungan peradilan; dukungan serta perbaikan sarana dan prasarana pada semua




lingkungan peradilan sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat
terhadap citra lembaga peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan.

Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum
yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap segala
informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan akses kepada masyarakat terhadap
pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan
pembangunan nasional sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan
menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Akibatnya, akan terbentuk
perilaku warga negara Indonesia yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum.
Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi
harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum dengan biaya yang terjangkau,
proses yang tidak berbelit, dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa
keadilan.

Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara
dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua
tingkat, lini pemerintahan, dan semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-
beratnya kepada pelaku penyalahguna kewenangan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui
pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat; serta
peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman
para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip ketata pemerintahan yang baik.
Berdasarkan uraian di atas, berikut ini disajikan informasi berkaitan dengan

kebutuhan terhadap keselarasan dan implementasi RPJP baik pada tingkat nasional,

provinsi, kabupaten, kota melalui Tabel sebagaimana berikut:




Tabel 3

Kebutuhan terhadap Keselarasan dan Implementasi RPJP baik pada Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Instansi

Visi Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur

Implementasi 17 Tujuan
Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Regulasi yang
Adaptif dan Taat Asas serta Tata
Kelola yang Berintegritas,
Tangkas dan Kolaboratif

Implementasi 17 Tujuan
Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Hukum
Berkeadilan, Ketahanan Berdaya
Gentar Kawasan, Keamanan
Nasional Tangguh, dan Demokrasi
Substansial

Inovasi dalam RPJPD

Bagian Hukum
Setda Kab. Madiun

Kabupaten Madiun berdaya
saing, maju, sejahtera dan

berkelanjutan.

Dalam pembentukan produk hukum
daerah selalu berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang
mengatur pembentukan peraturan
perundang-undangan.

Dalam penyusunan RPJPD telah
memuat program program kegiatan
untuk mendukung upaya dimaksud
yang selaras dengan tujuan
pembangunan dalam RPJPN.

Menyelenggarakan kegiatan lomba
inovasi daerah dengan melibatkan
semua unsur masyarakat di
Kabupaten Madiun.

Bappeda Kabupaten Malang Maju, | Mengimplementasikan dengan | Mengimplementasikan hal tersebut | Melakukan integrasi teknologi digital
Kabupaten Malang | Sejahtera, Berdaya Saing | penyelarasan kebijakan lokal dan | dengan peningkatan akses terhadap | dalam perencanaan pembangunan,
dan Berkelanjutan. nasional, peningkatan kapasitas | keadilan dan kapasitas penegak | melakukan pemetaan potensi dan
aparatur dalam penyusunan regulasi, | hukum, penguatan ketahanan | masalah lokal berbasis geospasial,
penerapan prinsip good governance, | ekonomi, peningkatan kualitas | pengembangan desa inovatif dan
penguatan sistem pengawasan dan | pendidikan politik serta penguatan | kreatif serta melakukan kolaborasi
serta akuntabilitas serta regulasi yang | kelembagaan demokrasi. dengan berbagai akademisi untuk

adaptif terhadap teknologi dan pembangunan daerah.

inovasi.

Badan Kabupaten Malang Maju, | Menyelaraskan kebijakan lokal dan | Melakukan peningkatan akses | Melaksanakan pengimplementasian
Perencanaan Sejahtera, Berdaya Saing | nasional serta meningkatkan | terhadap keadilan dan kapasitas | teknologi digital dalam perencanaan
Pembangunan dan Berkelanjutan. kapasitas Aparatur dalam menyusun | penegak hukum serta penguatan | pembangunan daerah serta menjalin

Daerah Kabupaten regulasi, dengan melakukan | kelembagaan. kerja sama dengan Akademisi dalam

Malang penguatan sistem pengawasan yang menyusun kebijakan perencanaan

akuntabel. pembangunan di daerah.

Badan Kabupaten Malang Maju, | Diintegrasikan ke dalam Dokumen | Diintegrasikan ke dalam Dokumen | Arah  kebijakan yang  diambil
Perencanaan Sejahtera, Berdaya Saing | Perencanaan Kabupaten Malang baik | Perencanaan Kabupaten Malang baik | disesuaikan dengan karakteristik
Pembangunan dan Berkelanjutan. itu RPJPD, RPIJMD dan RKPD agar | itu RPJPD, RPJMD dan RKPD agar | Kabupaten Malang, sehingga selain

Daerah Kabupaten
Malang

dapat terlaksana sesuai
Tujuan Nasional.

dengan

dapat terlaksana sesuai dengan

Tujuan Nasional.

mendukung kebijakan Nasional juga
memperhatikan daerah itu sendiri.




Instansi

Visi Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur

Implementasi 17 Tujuan
Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Regulasi yang
Adaptif dan Taat Asas serta Tata
Kelola yang Berintegritas,
Tangkas dan Kolaboratif

Implementasi 17 Tujuan
Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Hukum
Berkeadilan, Ketahanan Berdaya
Gentar Kawasan, Keamanan
Nasional Tangguh, dan Demokrasi
Substansial

Inovasi dalam RPJPD

BAGIAN HUKUM | Berbudaya Luhur, Maju, | Mewujudkan reformasi birokrasi dan | Mewujudkan supremasi hukum dan | -
SETDA dan Berkelanjutan. pemerintahan yang akuntabel. stabilitas perekonomian untuk
KAB.KEDIRI mewujudkan keamanan dan
ketahanan wilayah.
Bagian Hukum Berbudaya Luhur, Maju, | Mewujudkan reformasi Birokrasi dan | Mewujudkan Supremasi Hukum dan | -

Setda Kabupaten
Kediri

Berkelanjutan.

Pemerintahan yang Akuntabel.

untuk
dan

stabilitas Perekonomian
mewujudkan keamanan
ketahanan wilayah.

Fakultas Hukum

Transformasi Tata Kelola.

Komunikasi dan Koordinasi secara

Perancangan dan Pendampingan.

Penggalian potensi dan Keunikan

Universitas berkelanjutan. Daerah.
Widyagama Malang
LBH BIMA Kemandirian Daerah Dalam | Dituangkan melalui RPJPD. Dengan banyak memasifkan | Inovasi pengembangan UMKM.

Mengelola Wilayah Untuk
Kesejahteraan Masyarakat.

keamanan RT dan RW.

DPRD Kota Kediri | Menjadikan Kota Kediri | Selalu bersinergi dengan pemerintah | Selalu menjaga demokrasi dalam | Selalu mengunggulkan produk
yang Unggul dengan | pusat maupun provinsi  serta | setiap kegiatan lapisan masyarakat | produk lokal atau daerah agar mampu
Pembangunan yang | mengintegrasikan setiap program | supaya tercipta kehidupan yang | bersaing dengan daerah lain.
berkelanjutan. yang ada di daerah dengan pusat. aman dan tangguh.
Bagian Hukum Tuban mandiri, maju, | Mewujudkan masyarakat yg setara, | Menciptakan lingkungan yg stabil dan | Pembangunan daerah yang
Setda Kab Tuban | sejahtera dan | berbudaya, aman dan harmonis. bebas dari ancaman sehingga | berkelanjutan sesuai dengan
berkelanjutan. memungkinkan individu dapat | karakteristik dan budaya masyarakat
berkembang dan berkontribusi positif | Tuban.
dalam pembangunan daerah.
STAI Ma'had Aly Al- | Meningkatkan Kesiapan | Optimalisasi Monev. Menguatkan komitmen dan integritas | Menyiapkan  SDM  dan  terus

Hikam Malang

Ekonomi Menghadapi Masa
Depan

SDM.

berkelanjutan diadakan Monev.




Instansi Visi Kabupaten/Kota di Implementasi 17 Tujuan Implementasi 17 Tujuan Inovasi dalam RPJPD
Provinsi Jawa Timur Pembangunan dalam RPJPN 2025- | Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Regulasi yang 2045 antara lain Hukum
Adaptif dan Taat Asas serta Tata Berkeadilan, Ketahanan Berdaya
Kelola yang Berintegritas, Gentar Kawasan, Keamanan
Tangkas dan Kolaboratif Nasional Tangguh, dan Demokrasi
Substansial
Universitas Belum membaca rumusan | Kerja keras unsur pemerintahan | Kerja keras unsur pemerintahan | Pemerintah daerah wajib
Wisnuwardhana RPJPD Kota Malang | daerah dan berkolaborasi dengan | daerah dan berkolaborasi dengan | memberikan ruang informasi dan
Malang maupun Jawa Timur 2025- | stakeholder internal daerah untuk | stakeholder internal daerah untuk | partisipasi publik daerah agar
2045 mewujudkan visi, misi, tujuan dan | mewujudkan visi, misi, tujuan dan | terbangun atmosfer dialog antara
sasaran yg telah ditetapkan. sasaran yang telah ditetapkan. | penyelenggara pemwrintahan daerah
Penguatan integritas dan | dan warga masyarakat daerh.
akuntabilitas semua unsur penegak
hukum di bawah social control yang
ketat dan transparan mekanisme dan
penanganannya.
LBH Perisai Supremasi Hukum benar- | Ikut berpartisipasi dalam | Ikut berpartisipasi dalam | Bentuk Organisasi/Lembaga yang
Keadilan Nusantara | benar ditegakkan mengimplementasikan mengimplementasikan RPJPD peduli penegakan Hukum
Malang

Bagian hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Tuban

Tuban maju, sejahtera dan
berkelanjutan

Penguatan SDM, pemahaman atas
hukum dan peraturan perundang-
undangan

Menciptakan kondisi daerah yang
aman, tentram dan terhindar dari
ancaman stabilitas keamanan

Pembangunan daerah
berkarakter dan berkelanjutan

yang

STIKI Malang

Visi yang dirumuskan dalam
Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Malang untuk
2025-2045 adalah
menjadikan Kota Malang
sebagai kota layak huni
yang berdaya saing global
dan berkelanjutan. Dengan

Mengimplementasikan tujuan
“Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas
serta Tata Kelola yang Berintegritas,
Tangkas, dan Kolaboratif” dalam
RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota

memerlukan pendekatan yang
sistematis dan koordinasi lintas
sektor.

Berikut beberapa langkah strategis

1. Dalam mengimplementasikan
tujuan pembangunan nasional
jangka panjang seperti yang
tercantum  dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2025-2045 ke
dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
di tingkat provinsi, kabupaten,

1. Penerapan Sistem "Data-Driven
Decision Making" (Pengambilan
Keputusan Berbasis Data)
Pendekatan ini mengedepankan
pemanfaatan data yang akurat
dan real-time sebagai dasar
dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan. Melalui
sistem data terpadu, pemerintah

orientasi untuk membangun | yang dapat dilakukan: dan kota, terdapat beberapa daerah dapat melakukan analisis
daya saing internasional, | 1. Pembentukan Kerangka Regulasi upaya strategis yang dapat yang lebih komprehensif terkait
Visi ini mendukung Adaptif dan Partisipatif dilakukan oleh pemerintah potensi dan tantangan lokal.




Inovasi dalam RPJPD

Instansi

Visi Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur

Implementasi 17 Tujuan Implementasi 17 Tujuan
Pembangunan dalam RPJPN 2025- | Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Regulasi yang 2045 antara lain Hukum
Adaptif dan Taat Asas serta Tata Berkeadilan, Ketahanan Berdaya
Kelola yang Berintegritas, Gentar Kawasan, Keamanan
Tangkas dan Kolaboratif Nasional Tangguh, dan Demokrasi

Substansial

pertumbuhan ekonomi
lokal, peningkatan kualitas
infrastruktur, serta
penyelesaian berbagai

tantangan seperti  banijir,
kemacetan, dan penataan
SDM.

RPJPD ini juga memberikan
arahan untuk memperkuat
sektor pendidikan dan
kesehatan, menciptakan
lapangan kerja, serta
menjaga stabilitas
lingkungan dan ketahanan
sosial budaya. Tujuan
utamanya adalah agar
pembangunan dapat
berlangsung secara merata
dan berkelanjutan,
memastikan  peningkatan
kualitas hidup penduduk
setempat serta menjamin
kesinambungan
pembangunan ke depan.

Di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota, perlu ada
pengembangan regulasi yang
dapat beradaptasi dengan
dinamika perubahan dan
kebutuhan masyarakat. Untuk
mewujudkan  ini, pemerintah
daerah bisa membentuk
kelompok kerja yang melibatkan
masyarakat, sektor swasta, dan
akademisi guna memastikan
regulasi yang dihasilkan sesuai
dengan konteks lokal,
mengurangi  hambatan, dan
memperkuat kepatuhan pada
prinsip-prinsip tata kelola yang
baik.

Penguatan Sistem Pengawasan
dan Akuntabilitas
Agar tata kelola berintegritas,
perlu ada pengawasan yang
transparan. Misalnya, pemerintah
daerah dapat memperkuat sistem
audit dan monitoring untuk
mencegah korupsi dan
meningkatkan akuntabilitas di
semua lini pemerintahan.
Pengawasan ini juga melibatkan

daerah. Berikut adalah beberapa
langkah yang dapat diambil,
berdasarkan kajian umum dari

praktik perencanaan
pembangunan daerah di
Indonesia:

Sinkronisasi Kebijakan Nasional
dan Daerah

Pemerintah daerah perlu
melakukan sinkronisasi kebijakan
dengan tujuan nasional yang
telah dirumuskan dalam RPJPN.
Dalam hal ini, daerah harus
merujuk pada panduan dari
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional
(Bappenas) agar arah kebijakan
di tingkat provinsi atau
kabupaten/kota selaras dengan
tujuan nasional, termasuk dalam
aspek  hukum berkeadilan,
ketahanan, keamanan, dan
demokrasi. Sumber; Undang-
Undang No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Penguatan Regulasi dan
Kelembagaan di Daerah

Keputusan yang didasarkan pada
data cenderung lebih efektif dan
dapat mempercepat pencapaian
tujuan pembangunan karena
dapat memetakan kebutuhan
spesifik setiap daerah. Sistem ini
juga meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas, terutama jika
masyarakat turut mendapatkan
akses terhadap informasi terkait

pembangunan.
Pengembangan "One Village,
One Innovation"

Inisiatif ini memperkuat ekonomi
lokal dengan mendorong desa
atau kelurahan untuk
mengembangkan produk atau
layanan unik berdasarkan potensi
dan sumber daya setempat.
Pendekatan ini bukan hanya
memperkuat daya saing ekonomi
desa tetapi juga memberdayakan
masyarakat untuk menciptakan
inovasi yang relevan dengan
karakteristik lokal, baik di sektor
pariwisata, pertanian, atau
industri kreatif. Melalui model ini,
setiap wilayah diharapkan




Instansi

Visi Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur

Implementasi 17 Tujuan

Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Regulasi yang
Adaptif dan Taat Asas serta Tata

Kelola yang Berintegritas,
Tangkas dan Kolaboratif

Implementasi 17 Tujuan

Pembangunan dalam RPJPN 2025-

2045 antara lain Hukum

Berkeadilan, Ketahanan Berdaya

Gentar Kawasan, Keamanan

Nasional Tangguh, dan Demokrasi

Substansial

Inovasi dalam RPJPD

masyarakat melalui  platform
pelaporan yang mudah diakses,
sehingga setiap keluhan atau
pelanggaran dapat
ditindaklanjuti.

Pengembangan SDM  yang
Berintegritas dan Berkompeten
Sumber daya manusia di tingkat
pemerintah daerah perlu
ditingkatkan melalui pelatihan
dan program sertifikasi di bidang
manajemen publik, hukum, dan
administrasi. SDM yang
kompeten dan berintegritas dapat
meningkatkan respons
pemerintah  daerah terhadap
kebutuhan  masyarakat dan
membuat tata kelola menjadi
lebih tangkas.

Meningkatkan Kolaborasi Antar-
Instansi

Untuk mencapai tata kelola
kolaboratif, penting untuk
memperkuat koordinasi antar
instansi  pemerintah  daerah,
seperti Bappeda, dinas-dinas
terkait, dan instansi pusat.
Membangun forum kolaborasi

Untuk mencapai tujuan "Hukum
Berkeadilan," pemerintah daerah
perlu memperkuat kelembagaan
hukum dan memperbaiki sistem
regulasi yang mendukung
penegakan hukum yang adil dan

transparan. Misalnya,
mengembangkan perangkat
hukum yang mendukung

kemudahan akses masyarakat
terhadap keadilan dan
mengurangi ketimpangan hukum
antar wilayah di daerah. Sumber:
Bappenas, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005-2025.

Meningkatkan Ketahanan dan
Keamanan Wilayah
Daerah perlu mengidentifikasi
potensi risiko yang dapat
mempengaruhi stabilitas
keamanan wilayah, baik terkait
bencana alam maupun ancaman
keamanan lainnya. Salah satu
upaya bisa dilakukan dengan
memperkuat ketahanan berdaya
gentar melalui penguatan sarana
dan prasarana strategis di

memiliki "identitas ekonomi" yang
khas, yang akan memperkaya
keragaman produk daerah dan
menciptakan lapangan kerja bagi
masyarakat setempat.
Implementasi "Smart Regional
Governance"

Sistem "Smart Regional
Governance" menggunakan
teknologi digital untuk
mempermudah proses
administrasi, transparansi
layanan publik, dan interaksi
pemerintah dengan masyarakat.
Inovasi ini mencakup aplikasi e-
governance yang memungkinkan
masyarakat untuk mengakses
informasi  publik, melaporkan
masalah lingkungan, mengurus
perizinan, atau memantau
perkembangan proyek
pembangunan secara online.
Sistem ini meningkatkan efisiensi
pelayanan, meminimalkan
birokrasi yang berbelit-belit, dan
memastikan bahwa warga terlibat
aktif dalam pengawasan dan
pengambilan keputusan daerah.
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Substansial
reguler dapat memastikan bahwa daerah, mengedukasi
kebijakan yang diambil selaras masyarakat tentang pentingnya
dengan tujuan RPJPN dan ketahanan nasional, serta

RPJPD serta menghindari
tumpang tindih kebijakan di
tingkat daerah.

5. Pemanfaatan Teknologi Digital
Mengadopsi  teknologi  digital
akan membantu menciptakan
tata kelola yang lebih efisien.
Misalnya, penggunaan aplikasi
untuk manajemen perizinan,
monitoring proyek, dan pelaporan
publik akan meningkatkan
keterbukaan dan mempermudah

akses masyarakat terhadap
layanan pemerintah.
Upaya ini akan membantu

memastikan bahwa setiap tujuan
dalam RPJPD di tingkat provinsi
maupun  kabupaten/kota  sejalan
dengan visi RPJPN 2025-2045. Hal
ini juga dapat meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah daerah dan
meningkatkan kualitas tata kelola
yang berkelanjutan.

meningkatkan kerja sama
dengan lembaga pertahanan dan
keamanan. Sumber: Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah.

Mendorong Demokrasi
Substansial di Daerah
Pemerintah daerah perlu
mendorong  partisipasi  aktif

masyarakat dalam proses
perencanaan dan pengambilan
keputusan daerah. Langkah ini
mencakup peningkatan
transparansi dan akuntabilitas
dalam penyusunan kebijakan
daerah serta pengembangan
forum komunikasi antara
pemerintah dan masyarakat.
Demokrasi  substansial juga
dapat diperkuat melalui
pembentukan lembaga konsultasi
publik yang inklusif  untuk
memastikan suara masyarakat




Instansi

Visi Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur

Implementasi 17 Tujuan
Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Regulasi yang
Adaptif dan Taat Asas serta Tata
Kelola yang Berintegritas,
Tangkas dan Kolaboratif

Implementasi 17 Tujuan
Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Hukum
Berkeadilan, Ketahanan Berdaya
Gentar Kawasan, Keamanan
Nasional Tangguh, dan Demokrasi
Substansial

Inovasi dalam RPJPD

tersampaikan  dengan  baik.
Sumber: Undang-Undang No. 23

Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

6. Peningkatan Kapasitas dan
Pemberdayaan Sumber Daya
Daerah
Upaya pembangunan jangka
panjang juga harus diiringi
dengan pengembangan

kapasitas sumber daya manusia
dan infrastruktur di daerah. Hal ini
mencakup pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi yang
berkelanjutan serta
meningkatkan daya saing daerah
sesuai dengan tujuan RPJPN
2025-2045. Sumber:
Kementerian Dalam  Negeri,
Rencana Strategis Daerah.

UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang

Upayakan
rakyat

kesejahteraan

Segera diimplementasikan

Segera diimplementasikan

Prinsip transparansi dan akuntabilitas
harus dilaksanakan

Bagian hukum
setda. Kabupaten
Ponorogo Jatim

Berpedoman pada RPJPN
2025-2045 terutama terkait

arah kebijakan
kewilayahan, arah
pembangunan, dan

kinerja/indikator yang

Disesuaikan dengan kondisi
pemerintah  daerah dan tidak
bertentangan dengan aturan
perundangan

Disesuaikan dengan kondisi
pemerintah  daerah dan tidak
bertentangan dengan aturan
perundangan

Inovasi yang mendukung kinerja
pemerintah daerah
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Provinsi Jawa Timur Pembangunan dalam RPJPN 2025- | Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Regulasi yang 2045 antara lain Hukum
Adaptif dan Taat Asas serta Tata Berkeadilan, Ketahanan Berdaya
Kelola yang Berintegritas, Gentar Kawasan, Keamanan
Tangkas dan Kolaboratif Nasional Tangguh, dan Demokrasi
Substansial
sesuai dengan
kewenangan, karakteristik,
inovasi dan pengembangan
daerah, memperhatikan
RPPLH dan KLHS
Universitas Kota Malang yang Berdaya | Untuk mengimplementasikan regulasi | Implementasi prinsip Hukum | Inovasi dalam merumuskan Rencana
Wisnuwardhana Saing Global, Sejahtera dan | yang adaptif dan taat asas, serta tata | Berkeadilan, Ketahanan Berdaya | Pembangunan Jangka Panjang
Malang Berkelanjutan.  Visi  ini | kelola yang berintegritas, tangkas, | Gentar Kawasan, Keamanan | Daerah (RPJPD) Provinsi dan
dijabarkan dalam tiga misi | dan kolaboratif dalam RPJPD | Nasional Tangguh, dan Demokrasi | Kabupaten/Kota sangat penting untuk
yakni mewujudkan sumber | (Rencana Pembangunan Jangka | Substansial dalam Rencana | memastikan bahwa pembangunan
daya manusia yang sehat, | Panjang Daerah) di  Provinsi, | Pembangunan Jangka Panjang | daerah dapat berjalan secara efektif
tangguh, berdaya saing, | Kabupaten/Kota, ada beberapa | Daerah (RPJPD) Provinsi, | dan berkelanjutan. Berikut beberapa
dan unggul, mewujudkan | langkah strategis yang dapat diambil: | Kabupaten/Kota dapat dilakukan | inovasi yang dapat diterapkan:
perekonomian daerah [1. Penyusunan Kebijakan yang | melalui beberapa langkah strategis:
berdaya saing global, Responsif: Melibatkan semua Partisipasi Masyarakat yang Aktif:

sejahtera yang berkeadilan

dan berkelanjutan; dan
mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang

berintegritas dan adaptif.

Berikut adalah penjabaran

tiga misi yang diinginkan:

1. Mewujudkan  Sumber
Daya Manusia yang

pemangku kepentingan dalam
proses penyusunan kebijakan
agar regulasi dapat menjawab
kebutuhan  masyarakat dan
perkembangan zaman. Hal ini
bisa dilakukan melalui forum
dialog dan konsultasi publik.

2. Penerapan Teknologi Informasi:
Memanfaatkan teknologi untuk

Integrasi Prinsip dalam Kebijakan:

Mengintegrasikan prinsip-prinsip
tersebut ke dalam dokumen RPJPD.
Hal ini dapat dilakukan dengan
menetapkan visi dan misi yang
mencerminkan komitmen terhadap
hukum vyang adil, ketahanan
kawasan, keamanan, dan demokrasi.

Menggunakan teknologi digital untuk
mengumpulkan masukan dari
masyarakat melalui platform online,

sehingga perencanaan
pembangunan lebih inklusif dan
mencerminkan kebutuhan warga.

Data dan Analisis Berbasis Bukti:
Memanfaatkan big data dan analisis

Sehat, Tangguh, meningkatkan transparansi dan | Peningkatan Kapasitas | data untuk mengidentifikasi tren,
Berdaya Saing, dan akuntabilitas. Sistem informasi | Kelembagaan: masalah, dan peluang dalam
Unggul yang baik akan memudahkan pembangunan. Ini dapat membantu
Misi ini bertujuan untuk akses data dan informasi bagi | Menguatkan  kapasitas lembaga | dalam pengambilan keputusan yang
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mengembangkan

kualitas sumber daya
manusia (SDM) melalui
peningkatan kesehatan,
pendidikan, dan
keterampilan. Upaya ini
mencakup program-
program kesehatan
untuk meningkatkan
akses dan kualitas
pelayanan kesehatan,
pelatihan keterampilan

untuk meningkatkan
daya saing di pasar
kerja, serta
pengembangan

karakter dan mentalitas
yang tangguh. Dengan
SDM yang sehat dan
terampil, diharapkan
dapat menghadapi
berbagai tantangan dan

bersaing di tingkat
nasional maupun
global.

Mewujudkan

Perekonomian Daerah
Berdaya Saing Global,

6. Penguatan

publik  serta mempermudah
monitoring dan evaluasi.

3. Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Manusia: Mengadakan
pelatihan bagi aparatur
pemerintah dan masyarakat agar
mereka memahami dan mampu
menerapkan prinsip-prinsip tata
kelola yang baik.

4. Kolaborasi Antar Lembaga:
Mendorong sinergi antara
pemerintah, swasta, dan
masyarakat sipil untuk mencapai
tujuan  pembangunan  yang
berkelanjutan. Misalnya,
membentuk tim kerja lintas

sektoral untuk mengatasi isu-isu
tertentu.

5. Monitoring dan Evaluasi yang

Berkelanjutan:
mekanisme

Menyusun
monitoring  dan
evaluasi yang efektif untuk
menilai pencapaian tujuan
RPJPD. Hal ini penting untuk
melakukan penyesuaian strategi
jika diperlukan.

Regulasi dan

Kebijakan: Melakukan review

pemerintah daerah dan instansi
terkait untuk melaksanakan kebijakan
yang mendukung prinsip-prinsip
tersebut, termasuk pelatihan dan
pengembangan sumber daya
manusia.
Partisipasi Masyarakat:
Mendorong partisipasi masyarakat
dalam proses perencanaan dan
pengambilan keputusan, serta
menyediakan saluran bagi aspirasi
masyarakat  untuk  memastikan
demokrasi substansial.
Penguatan Hukum dan Keamanan:

Mengembangkan sistem penegakan
hukum yang adil dan transparan,
serta meningkatkan kerjasama antara
lembaga keamanan untuk menjaga
stabilitas dan ketahanan kawasan.
Program Ketahanan Daerah:

Merancang program yang fokus pada
peningkatan ketahanan masyarakat
dan daerah dari berbagai ancaman,
baik itu sosial, ekonomi, maupun
lingkungan.

lebih tepat.
Pendekatan  Berbasis = Wilayah:
Mengembangkan  strategi  yang

spesifik untuk masing-masing wilayah
berdasarkan potensi lokal, termasuk
sumber daya alam, budaya, dan
ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan
relevansi dan efektivitas program
pembangunan.

Inovasi Keuangan: Menciptakan
model pembiayaan baru, seperti
kemitraan publik-swasta (PPP) atau
crowdfunding untuk proyek-proyek

yang mendukung pembangunan
lokal.

Pengembangan Teknologi Hijau:
Mengintegrasikan teknologi ramah
lingkungan dalam rencana
pembangunan untuk mendukung
keberlanjutan dan mengurangi

dampak negatif terhadap lingkungan.

Kolaborasi Antar-Sektor: Mendorong
kerjasama antara pemerintah, sektor
swasta, akademisi, dan organisasi
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Sejahtera yang regulasi  yang ada untuk | Monitoring dan Evaluasi: | masyarakat sipil dalam merumuskan
Berkeadilan dan memastikan bahwa mereka tetap dan melaksanakan RPJPD, agar
Berkelanjutan relevan dan adaptif terhadap | Membangun sistem pemantauan dan | solusi yang dihasilkan lebih holistik.
Misi ini fokus pada perubahan kondisi sosial, | evaluasi yang efektif untuk menilai

pengembangan ekonomi, dan lingkungan. pelaksanaan kebijakan dan | Monitoring dan Evaluasi Berbasis
ekonomi yang 7. Promosi Partisipasi  Publik: | dampaknya terhadap prinsip-prinsip | Teknologi: Mengimplementasikan
berkelanjutan dan Mendorong keterlibatan | yang telah ditetapkan. | sistem pemantauan dan evaluasi
inklusif. Hal ini masyarakat dalam perencanaan | Kolaborasi Multi-Stakeholder: | yang menggunakan teknologi untuk
melibatkan penciptaan dan  pelaksanaan  program, mengukur kemajuan dan dampak dari
peluang usaha yang sehingga mereka merasa | Mendorong kolaborasi antara | program-program pembangunan
merata, pengembangan memiliki dan berkontribusi dalam | pemerintah, masyarakat sipil, | secara real-time.
sektor-sektor unggulan, pembangunan daerah. akademisi, dan sektor swasta untuk

serta pemanfaatan | Dengan langkah-langkah tersebut, | menciptakan ekosistem yang | Inovasi dalam Pelayanan Publik:
sumber daya lokal | diharapkan implementasi RPJPD | mendukung keadilan, keamanan, dan | Mengembangkan aplikasi dan
secara optimal. | dapat berjalan dengan  baik, | demokrasi. layanan digital untuk mempermudah
Kebijakan yang | menciptakan tata kelola yang efektif, | Pendidikan dan Kesadaran Publik: | akses masyarakat terhadap layanan

mendukung inovasi dan

investasi, serta
kolaborasi antara
pemerintah, swasta,
dan masyarakat,
menjadi  kunci untuk
mencapai

perekonomian yang

berdaya saing global.
Selain itu, aspek
keadilan sosial dan
perlindungan

dan memberikan manfaat maksimal
bagi masyarakat.

Meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang hak dan kewajiban mereka

serta  pentingnya  prinsip-prinsip
tersebut melalui program pendidikan
dan kampanye publik.
Dengan langkah-langkah tersebut,
diharapkan prinsip Hukum
Berkeadilan, Ketahanan Berdaya
Gentar Kawasan, Keamanan

Nasional Tangguh, dan Demokrasi
Substansial dapat diimplementasikan

publik,  sehingga
efisiensi dan

meningkatkan
transparansi.

Dengan menerapkan inovasi-inovasi
ini, RPJPD tidak hanya akan menjadi
dokumen perencanaan, tetapi juga
alat strategis untuk menciptakan
perubahan positif dan mendukung
kemandirian daerah dalam
pembangunan.
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lingkungan harus
menjadi bagian integral
dari semua kebijakan
ekonomi.

Mewujudkan Tata
Kelola  Pemerintahan
yang Berintegritas dan
Adaptif

Misi ini menekankan
pentingnya tata kelola
pemerintahan yang
transparan, akuntabel,
dan responsif terhadap

perubahan. Ini
mencakup  reformasi
birokrasi, penguatan
sistem pelayanan
publik, serta
peningkatan partisipasi
masyarakat dalam
pengambilan

keputusan. Pemerintah
perlu mengadaptasi
kebijakan dan layanan
sesuai dengan
dinamika sosial dan
ekonomi, serta menjaga
integritas untuk

secara efektif dalam RPJPD di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota.
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Substansial
membangun
kepercayaan publik.
Dengan demikian,
pemerintahan yang baik
dapat menciptakan
lingkungan yang
kondusif untuk
pembangunan daerah.
Ketiga misi ini saling
berkaitan dan saling
mendukung, bertujuan
untuk menciptakan
masyarakat yang
sejahtera dan berdaya
saing dalam berbagai
aspek kehidupan.
Bakesbangpol Kota | Madani Breakdown  masing-masing  visi | Breakdown  masing-masing  visi | Perbaikan sistem dan mekanisme
Batu Berkelanjutan dalam petunjuk teknis dan SOP | dalam juknis dan SOP kemudian | birokrasi agar selaras dengan
Agro-Kreatif kemudian dievaluasi dievaluasi implementasi situasi di lapangan
Tentram dalam melayani masyarakat
Unggul
FISIP Universitas | Mensejahterakan Kepemimpinan yang bersih KKN dan | Membuat regulasi keberpihakan pada | Benar
Tribhuwana kehidupan dengan | inovatif dalam pelaksanaan problem | kerangka potensi dan
Tunggadewi ketahanan dan transformasi | solving pengembangan wilayah masing-
mewujudkan kedaulatan masing

politik, sinergitas ekonomi
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Substansial
dan berkepribadian dalam
budaya
STIE Kertanegara | Mewujudkan Inovasi kebijakan dan penguatan | Kolaborasi antara pemerintah, | lya
Malang kesinambungan kebijakan dengan kolaborasi antar | masyarakat serta sektor swasta
pembangunan lembaga
WCC DIAN Terwujudnya keadilan dan | Jujur dan tidak korupsi Mendorong APH memiliki integritas | Dengan PUG yg disusun secara
MUTIARA kesetaraan gender di setiap dan kapabilitas berorientasi pada | PPRG.
PARAHITA bidang. HAM, HAP dan HAA

Bagian hukum

Visi yang dirumuskan dalam

Untuk mengimplementasikan tujuan

Untuk mengimplementasikan tujuan

1. Penerapan Smart Governance

Rencana Pembangunan | "Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas | "Hukum Berkeadilan, Ketahanan Berbasis Data
Jangka Panjang Daerah | serta Tata Kelola yang Berintegritas, | Berdaya Gentar Kawasan, Memanfaatkan teknologi
(RPJPD) Kabupaten Blitar | Tangkas, dan Kolaboratif* dalam | Keamanan Nasional Tangguh, dan informasi dan big data untuk
untuk 20 tahun ke depan | RPJPD Kabupaten Blitar, beberapa | Demokrasi  Substansial"  dalam mendukung perumusan
adalah "Terwujudnya | upaya strategis yang dapat dilakukan | RPJPD Kabupaten Blitar, beberapa kebijakan yang berbasis bukti.
Kabupaten Blitar yang Maju, | meliputi: upaya strategis yang dapat dilakukan Melalui smart  governance,
Berdaya Saing, Mandiri, | 1. Penguatan Kapasitas | meliputi: pemerintah daerah dapat
dan Sejahtera Penyusunan Regulasi | 1. Penguatan Sistem Hukum yang melakukan analisis data yang
Berlandaskan Nilai-Nilai Meningkatkan kompetensi SDM Berkeadilan lebih akurat tentang kebutuhan,
Lokal". dalam penyusunan regulasi yang Reformasi Peraturan Daerah: tren, dan tantangan
responsif dan adaptif terhadap Mengharmonisasikan peraturan pembangunan, sehingga
Penjelasan Visi ini perubahan. Hal ini dilakukan daerah agar sesuai dengan kebijakan yang dirumuskan lebih
mencakup beberapa poin melalui  pelatihan, bimbingan prinsip keadilan bagi seluruh tepat sasaran dan efisien. Sistem
utama, antara lain: teknis, serta studi banding, lapisan masyarakat. Peraturan- ini juga memungkinkan
1. Maju sehingga regulasi yang peraturan  tersebut  disusun monitoring dan evaluasi
Artinya, Kabupaten Blitar dihasilkan lebih fleksibel dengan memperhatikan aspek kebijakan secara real-time.
mampu  mengembangkan menghadapi tantangan yang keadilan sosial dan | 2. Pengembangan Sistem "Blitar
potensi daerah secara dinamis dan tetap sesuai dengan keberagaman. Kreatif" untuk Mendorong
optimal, baik di bidang asas hukum. Ekonomi Kreatif Lokal
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ekonomi, sosial, maupun
lingkungan, sehingga terjadi
peningkatan kualitas hidup
masyarakat.

2. Berdaya Saing
Dengan memanfaatkan
sumber daya yang ada, baik
sumber daya manusia
maupun sumber daya alam,
Kabupaten Blitar
diharapkan mampu
bersaing dengan daerah

Evaluasi dan Harmonisasi
Peraturan Daerah
Melakukan kajian berkala untuk
mengidentifikasi dan

menyelaraskan peraturan daerah
yang sudah tidak relevan atau
tumpang tindih. Langkah ini
bertujuan agar regulasi dapat
berjalan lebih efektif dan efisien,
serta menghindari potensi konflik
antar aturan.

Penerapan Prinsip Tata Kelola

Peningkatan Akses Hukum untuk
Masyarakat: Membentuk layanan
bantuan hukum bagi masyarakat
kurang mampu, sehingga setiap
warga memiliki akses yang setara
terhadap layanan hukum.

Pendidikan Hukum untuk
Masyarakat: Mengadakan
sosialisasi dan pendidikan hukum
agar masyarakat lebih
memahami hak dan kewajiban
hukum mereka. Ini membantu

Menyediakan platform khusus
untuk  mengembangkan dan
mempromosikan produk ekonomi
kreatif lokal, seperti kerajinan,

kuliner, dan seni budaya.
Platform ini memfasilitasi
kolaborasi antara pelaku usaha
lokal, masyarakat, dan

pemerintah daerah, sekaligus
memudahkan pemasaran produk
daerah secara digital untuk
meningkatkan daya saing

lain, baik di tingkat regional yang Berintegritas meningkatkan kesadaran hukum ekonomi lokal.

maupun nasional. Membangun budaya kerja dan  meminimalkan  potensi Inovasi dalam Pelayanan Publik
3. Mandiri berintegritas dengan konflik. melalui One-Stop Service Center
Kabupaten Blitar memiliki menerapkan transparansi, Mengembangkan pusat layanan
kemandirian dalam akuntabilitas, dan Penguatan Ketahanan Berdaya terpadu yang mencakup berbagai
penyelenggaraan profesionalisme dalam setiap Gentar Kawasan layanan administrasi dan
pemerintahan dan proses pemerintahan, serta Pengembangan Infrastruktur perizinan dalam satu lokasi atau
pembangunan, sehingga mengembangkan sistem Strategis: Membangun aplikasi. Dengan sistem ini,
dapat mengurangi pengawasan internal yang kuat infrastruktur ~ strategis, seperti masyarakat dapat mengakses
ketergantungan kepada untuk mencegah praktik korupsi. jalan, jembatan, dan fasilitas layanan  pemerintah  secara
pihak luar, serta mampu Peningkatan Kolaborasi Antar pelayanan publik yang mudah dan cepat, tanpa harus
mewujudkan ketahanan Pemangku Kepentingan mendukung ketahanan wilayah mengunjungi berbagai instansi,
ekonomi yang tangguh. Mendorong kolaborasi antara dan kesiapsiagaan menghadapi sehingga  pelayanan  publik
4. Sejahtera pemerintah daerah, dunia usaha, bencana alam atau ancaman menjadi  lebih  efisien dan
Menjamin kesejahteraan akademisi, dan masyarakat lainnya. transparan.

masyarakat melalui dalam penyusunan dan
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pembangunan yang inklusif,

dimana masyarakat
merasakan manfaat
langsung dari hasil
pembangunan,  terutama

dalam aspek pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi.
5. Berlandaskan Nilai-Nilai
Lokal
Dalam setiap aspek
pembangunan, nilai-nilai
budaya dan kearifan lokal
selalu  dijunjung tinggi,
sebagai identitas yang unik
dan menjadi  kekuatan
sosial yang memperkuat
ikatan antarwarga.
Dengan visi ini, Kabupaten
Blitar diharapkan dapat
berkembang menjadi
daerah yang tidak hanya
maju dan modern, tetapi
juga sejahtera dengan tetap
berakar pada budaya lokal
yang luhur.

implementasi  kebijakan. Ini
termasuk pelibatan masyarakat
dalam proses perumusan
kebijakan melalui forum-forum
konsultasi  publik,  sehingga
regulasi yang dibuat dapat
diterima dan diimplementasikan
secara efektif.

Pemanfaatan Teknologi untuk
Tata Kelola Pemerintahan yang
Tangkas

Mengembangkan  sistem e-
government untuk mempercepat
proses pelayanan publik dan
penyusunan regulasi  yang
responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Sistem digitalisasi ini
juga dapat mendukung
pengawasan secara real-time
dan meningkatkan transparansi.
Penegakan Regulasi secara
Konsisten dan Adil
Memastikan penegakan regulasi
berjalan dengan konsisten, adil,
dan tanpa tebang pilih. Hal ini

Penguatan  Ekonomi  Lokal:
Mendorong ketahanan ekonomi
masyarakat melalui
pengembangan sektor-sektor
unggulan daerah (pertanian,
perikanan, UMKM) sehingga
daerah lebih mandiri dan tahan
terhadap tekanan eksternal.

Pemantauan dan Pengelolaan
Risiko: Meningkatkan
kesiapsiagaan melalui pemetaan
risiko di wilayah strategis dan
pembentukan mekanisme
respons cepat dalam
penanggulangan bencana.

Peningkatan Keamanan Nasional
yang Tangguh

Sinergi dengan Aparat
Keamanan: Membangun sinergi
dengan aparat keamanan (Polri
dan TNI) untuk menjaga
keamanan dan ketertiban
wilayah, terutama di daerah-
daerah yang dianggap rawan.

Program "Desa Mandiri Digital"
untuk Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Mengimplementasikan program
digitalisasi desa yang meliputi
akses internet, pelatihan digital
bagi masyarakat, dan
pengembangan aplikasi khusus
untuk mendukung pemasaran
produk-produk desa serta
layanan informasi desa. Inisiatif
ini bertujuan untuk
memberdayakan masyarakat
desa agar lebih mandiri secara
ekonomi  dan lebih  siap
menghadapi era digital.

Sistem Partisipasi Publik Online
dalam Perencanaan
Pembangunan (E-Musrenbang)
Mengembangkan platform online
untuk pelaksanaan musyawarah

perencanaan pembangunan
(musrenbang) yang
memungkinkan partisipasi

masyarakat secara lebih luas dan

penting untuk menjaga Pembentukan Forum Keamanan inklusif. Sistem ini
kredibilitas pemerintah daerah Masyarakat: Mendorong memungkinkan masyarakat dari
serta membangun kepercayaan partisipasi masyarakat dalam berbagai lapisan untuk
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masyarakat terhadap aturan yang
ditetapkan.

7. Peningkatan Pengawasan
Regulasi dan Tata Kelola
Berkelanjutan
Melakukan pengawasan yang
berkelanjutan  untuk  menilai
efektivitas pelaksanaan regulasi
dan tata kelola, serta
menindaklanjuti hasil evaluasi
dengan langkah perbaikan yang

sesuai.
Melalui upaya-upaya ini, RPJPD
Kabupaten Blitar dapat
mengakomodasi tujuan
pembangunan yang  mencakup

regulasi adaptif, tata  kelola
berintegritas, serta  pendekatan
kolaboratif dan tangkas, sehingga
pemerintahan berjalan lebih efisien
dan mampu menyesuaikan dengan
dinamika perubahan.

menjaga keamanan  melalui
forum-forum komunikasi dan
kerja sama antarwarga, seperti

Siskamling dan kelompok
pemuda.

Penerapan Teknologi
Pengawasan: Memanfaatkan

teknologi pengawasan (seperti
CCTV di tempat-tempat publik
dan sistem informasi keamanan)
untuk memperkuat deteksi dini

terhadap potensi gangguan
keamanan.

4. Penguatan Demokrasi
Substansial
Mendorong Partisipasi  Publik
dalam  Kebijakan: Membuka

akses masyarakat untuk terlibat
dalam proses perumusan
kebijakan melalui forum-forum
konsultasi publik, musrenbang,
dan diskusi terbuka. Ini penting
untuk memastikan kebijakan
daerah sejalan dengan aspirasi
masyarakat.

Meningkatkan Transparansi

Pemerintahan: Memastikan bahwa

menyampaikan ide dan usulan
pembangunan secara digital,
sehingga perencanaan
pembangunan menjadi lebih
aspiratif dan responsif.

Penerapan Ekonomi  Sirkular
dalam Pengelolaan Lingkungan
Mengintegrasikan konsep
ekonomi sirkular ke dalam
kebijakan pengelolaan
lingkungan, seperti pengelolaan
sampah berbasis Reduce,
Reuse, Recycle (3R) yang
melibatkan  masyarakat dan
sektor swasta. Hal ini dilakukan
untuk menciptakan lingkungan
yang lebih bersih dan
mengurangi ketergantungan
pada tempat pembuangan akhir
(TPA), sekaligus meningkatkan

kesadaran lingkungan
masyarakat.

Kolaborasi Daerah untuk Inovasi
Pembangunan Wilayah

Membentuk kemitraan dengan
daerah lain dalam satu kawasan
untuk inovasi pembangunan yang
berbasis keunggulan komparatif
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Substansial
seluruh informasi mengenai masing-masing daerah, seperti
kebijakan, anggaran, dan kerjasama dalam pariwisata,

pelaksanaan program pemerintah
mudah diakses oleh publik melalui
platform digital. Ini membantu
membangun  kepercayaan publik
terhadap pemerintah.

Pengawasan dan  Akuntabilitas
Pemerintah  Daerah: Mendorong
peran lembaga legislatif, media, dan
masyarakat sipil untuk mengawasi
kinerja pemerintah daerah, sehingga
kebijakan yang diambil lebih
bertanggung jawab dan sejalan
dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dengan upaya-upaya ini, RPJPD
Kabupaten Blitar diharapkan dapat
mendukung  pencapaian  tujuan
nasional dalam RPJPN 2025-2045,
khususnya dalam bidang hukum yang
berkeadilan, ketahanan wilayah,
keamanan nasional, dan demokrasi
yang lebih substansial, sehingga
pembangunan daerah dapat berjalan
harmonis, berkelanjutan, dan inklusif
bagi seluruh lapisan masyarakat.

pendidikan, dan pengembangan
sektor pertanian. Kolaborasi
lintas daerah ini diharapkan dapat
memaksimalkan potensi wilayah
secara bersama-sama, sekaligus
meningkatkan ketahanan
ekonomi dan daya saing daerah.
Pengembangan "Blitar Bersih"

sebagai Upaya Pengelolaan
Sumber Daya Air dan Sanitasi
Mengembangkan program

terpadu untuk pengelolaan air
dan sanitasi di seluruh wilayah
Kabupaten Blitar. Melalui inisiatif
ini, diharapkan dapat tercipta
akses air bersih dan sanitasi yang
lebih merata bagi masyarakat,
serta meningkatkan  kualitas
hidup dan kesehatan.
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FISIP UMM Pengembangan Pendidikan | Merancang dalam bentuk program | Merancang dalam bentuk program | Upaya partisipasi aktif masyarakat

menuju Indonesia Emas

dan kegiatan yang mengikutsertakan
stakeholder dan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan pada
tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

dan kegiatan yang mengikutsertakan
masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan pada tingkat provinsi
dan kabupaten/kota.

secara luas dalam pengambilan
kebijakan dan pelaksanaan
pembangunan daerah

Bappelitbangda
Kabupaten Lima
Puluh Kota

LIMA PULUH KOTA
MADANI, MAJU,
BERBUDAYA DAN
BERKELANJUTAN

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang

Kabupaten Malang Maju,
Sejahtera, Berdaya Saing
dan Berkelanjutan

Upaya mengimplementasikan tujuan
pembangunan RPJPN dalam hal
regulasi yang adaptif yaitu dengan
mendorong  kemajuan reformasi
birokrasi di bidang hukum melalui
identifikasi, pemetaan regulasi, re-

regulasi, dan deregulasi aturan,
penataan kelembagaan yang tepat
fungsi, percepatan digitalisasi
layanan  publik dalam rangka
peningkatan pelayanan publik serta
penguatan partisipasi masyarakat
dalam perencanaan,

pengendalian/pengawasan
pembangunan yang dilaksanakan
secara bertahap tiap tahunnya sesuai
arah kebijakan pada periode yang
telah ditentukan (2025-2045)

Peningkatan kualitas tata kelola
pemerintahan dan digitalisasi
pelayanan publik, serta optimalisasi
penanganan gangguan terhadap
ketahanan sosial budaya,
ketentraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat

Melalui penguatan daya saing
sumber daya manusia berkelanjutan
dan inovasi dalam pengelolaan
sumber daya alam, penguatan riset
dan inovasi dalam rangka
penyusunan kebijakan berbasis bukti
(evidence based policy), serta
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta inovasi dalam
peningkatan produktivitas ekonomi
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Swasta Mewujudkan negara | Dengan merangkul masyarakat dan | Harus dengan adanya transparansi | Rancangan atau rencana Yyang
sejahtera memberikan edukasi serta sosialisasi | atau keterbukaan yang berkeadilan di | sangat variasi dan sesuai dengan
yang tepat sasaran sehingga terdapat | dalam masyarakat aspirasi yang sesuai dengan nilai nilai
pemerataan pembangunan yang budaya dan kreatifitas serta
diwujudkan kemandirian yang proporsional
DEMA/BEM UIN Kurang tahu Netral Ikut menyukseskan dan ikut serta | Netral
Malang, dalam kegiatan yang diadakan.
Kementerian
Hubungan Luar
Bappeda BERBUDAYA LUHUR | Mengimplementasikan Tujuan | Untuk mengimplementasikan tujuan- | Dalam merumuskan RPJPD
Kabupaten Kediri Berbudaya Iluhur memiliki | Pembangunan dalam RPJPN 2025- | tujuan seperti Hukum Berkeadilan, | (Rencana Pembangunan Jangka
makna sifat moralitas tinggi, | 2045 di tingkat Provinsi, | Ketahanan Berdaya Gentar | Panjang Daerah) Provinsi,
etika yang baik, dan | Kabupaten/Kota memerlukan | Kawasan, @ Keamanan Nasional | Kabupaten/Kota, beberapa inovasi
tindakan yang baik dalam | beberapa langkah strategis. Berikut | Tangguh, dan Demokrasi Substansial | dapat ditawarkan sebagai bentuk
kehidupan sehari-hari, | beberapa upaya yang bisa dilakukan: | dalam RPJPD Provinsi, | komitmen terhadap kemandirian
sekaligus urgensi Kabupaten/Kota, beberapa langkah | inovasi dan  kreativitas  untuk
memelihara budaya dan | Penyusunan Rencana Aksi: | strategis dapat diambil: | memajukan pembangunan di daerah,
nilai-nilai  lokal. Visi ini antara lain:
diinterpretasikan ke dalam | Membuat rencana aksi spesifik untuk | Penguatan Sistem Hukum:
lingkup  birokrasi  yang | setiap tujuan pembangunan, dengan Smart Governance:
meliputi kepemimpinan, | menetapkan indikator keberhasilan | Mendirikan sistem peradilan yang
profesionalitas, dan | yang jelas. | transparan dan akuntabel, dengan | Mengimplementasikan teknologi
integritas. Ditujukan agar | Pelibatan Stakeholder: | menyediakan akses yang lebih baik | informasi dalam pengelolaan
Kabupaten Kediri bagi masyarakat untuk mendapatkan | pemerintahan untuk meningkatkan
berkeadilan melalui | Melibatkan berbagai pihak, termasuk | keadilan. transparansi, efisiensi, dan partisipasi

pembangunan tata kelola
pemerintahan yang baik
dengan menerapkan prinsip

pemerintah daerah, masyarakat, dan
sektor swasta dalam  proses
perencanaan dan  pelaksanaan.

Melaksanakan pelatihan bagi aparat
penegak hukum mengenai hak asasi
manusia dan prinsip-prinsip keadilan.

warga. Contohnya adalah
pengembangan aplikasi mobile untuk
pelayanan publik.
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transparansi dan | Peraturan dan Kebijakan: | Pengembangan Kebijakan | Pendekatan Berbasis Data:
akuntabilitas serta Keamanan:
pelaksanaan pelayanan | Mengembangkan regulasi  yang Menggunakan data dan analisis yang
publik terbaik yang efisien, | adaptif dan sesuai dengan asas | Merancang kebijakan keamanan | berbasis bukti untuk merumuskan

responsif, dan berkualitas.
Di  dalam masyarakat
karakter demikian juga
ditanamkan agar dapat
menjadi modal dasar dalam
mempertahankan warisan
budaya dan tradisi yang
unik, sehingga dapat
menjaga kekuatan identitas
daerah dan rasa
kebanggaan  masyarakat
Kabupaten Kediri melalui
pemantapan sense  of
belonging terhadap
identitas diri dan daerahnya.

hukum yang ada, serta mendukung

tata kelola yang Dberintegritas.
Penguatan Kapasitas:
Melakukan pelatihan dan
pengembangan  kapasitas = bagi
aparatur pemerintah dan masyarakat
untuk  mendukung implementasi
tujuan pembangunan.
Monitoring dan Evaluasi:

Mendirikan sistem monitoring dan
evaluasi yang dapat mengevaluasi
kemajuan dan efektivitas dari upaya
yang dilakukan, serta melakukan

berbasis komunitas yang melibatkan

masyarakat dalam mengidentifikasi
dan menyelesaikan masalah
keamanan.

Membangun kerjasama antar instansi
keamanan dan pemerintahan untuk

meningkatkan respons terhadap
ancaman yang ada.
Ketahanan Kawasan:

Mengembangkan program ketahanan
kawasan yang meliputi aspek sosial,

ekonomi, dan lingkungan untuk
mengurangi kerentanan terhadap
berbagai ancaman.

kebijakan dan program
pembangunan. Pengembangan
pusat data terintegrasi  untuk
memfasilitasi  pengumpulan  dan

analisis data dari berbagai sektor.
Inovasi Sosial:

Mendorong program inovasi sosial
yang melibatkan masyarakat dalam
mencari solusi atas isu-isu lokal,
seperti  program  pemberdayaan
komunitas atau koperasi berbasis
masyarakat.

Kolaborasi dengan Universitas dan
Peneliti:

Tidak hanya itu, nilai | penyesuaian jika diperlukan. | Meningkatkan kapasitas infrastruktur

spiritual dan agama yang | Kolaborasi Antar Sektor: | dan pengelolaan sumber daya alam | Membangun  kemitraan  dengan
menjadi basis dalam untuk memperkuat ketahanan lokal. | lembaga pendidikan tinggi dan
membentuk moral dan etika | Mendorong kolaborasi antar sektor | Promosi Demokrasi: | peneliti untuk memanfaatkan riset
di masyarakat juga | untuk memaksimalkan sumber daya dan teknologi baru dalam
termaktub dalam visi ini. | dan potensi yang ada dalam | Menggalakkan pendidikan politik dan | perencanaan  dan  pelaksanaan
Makna di dalamnya | mewujudkan tujuan pembangunan | keterlibatan = masyarakat  dalam | pembangunan.

mengarahkan pada | secara sinergis. | proses pengambilan  keputusan, | Program Inkubasi dan Akselerasi
toleransi antar agama dan | Penggunaan Teknologi: | misalnya melalui forum-forum diskusi | Usaha:
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Substansial
memberikan dasar yang publik.
kuat bagi kerukunan antar | Memanfaatkan teknologi informasi | Mendorong  transparansi  dalam | Membentuk program inkubasi untuk
warga. untuk meningkatkan transparansi dan | proses pemilihan dan pemerintahan | mendukung start-up dan usaha kecil
MAJU akuntabilitas dalam pengelolaan | serta memberikan ruang bagi | menengah (UKM) yang berfokus
Makna visi ini bertujuan | pembangunan. partisipasi masyarakat. | pada inovasi produk dan layanan
untuk kemajuan ekonomi | Sosialisasi dan Edukasi: | Dialog dan Mediasi: | dalam konteks lokal.

yang meningkat dan dapat
menjadi salah satu
barometer, bukan hanya di
dalam Provinsi Jawa Timur
semata,

melainkan secara nasional.
Pertumbuhan ekonomi
bersumber dari peningkatan
nilai

tambah sumber daya yang
dimiliki oleh  Kabupaten
Kediri, utamanya kualitas
sumber

daya manusia. Di samping
itu, struktur ekonomi dapat
bergeser menuju dominasi
sektor yang berbasis pada

kegiatan industri
manufaktur ~ dan  jasa.
Kabupaten Kediri
mengembangkan

masyarakat yang berdaya

Melakukan sosialisasi kepada publik

tentang pentingnya tujuan
pembangunan tersebut, serta
mengajak masyarakat untuk
berpartisipasi aktif dalam proses
pembangunan.

Dengan langkah-langkah ini,

diharapkan dapat tercapai tujuan
pembangunan yang berkelanjutan
dan memberikan dampak positif bagi
masyarakat di tingkat Provinsi,
Kabupaten, dan Kota.

Menyediakan platform untuk dialog
antar stakeholder untuk
menyelesaikan konflik dan mengatasi

perbedaan melalui mediasi yang
konstruktif.
Monitoring dan Evaluasi:

Melakukan penilaian berkala atas
kebutuhan dan isu-isu yang dihadapi
masyarakat, serta menyesuaikan
program  pembangunan  sesuai
dengan hasil evaluasi.
Peningkatan Kapasitas:

Mengadakan pelatihan dan
pengembangan kompetensi bagi
pegawai pemerintah dan pemangku
kepentingan untuk memfasilitasi
implementasi kebijakan yang lebih
baik.

Kampanye Kesadaran:

Pengembangan Energi Terbarukan:

Mendorong penggunaan sumber
energi terbarukan dalam rencana
pembangunan, seperti
pengembangan panel surya atau
biogas untuk meningkatkan
kemandirian energi daerah.
Keterlibatan =~ Masyarakat dalam
Perencanaan:

Menerapkan metode partisipatif yang
lebih inklusif melalui forum publik,
lokakarya, atau platform digital untuk

mendapatkan masukan dari
masyarakat dalam  merumuskan
rencana pembangunan.
Rencana Pembangunan
Berkelanjutan:

Menyusun rencana yang

memasukkan aspek keberlanjutan,
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saing unggul
diantaranya
melalui pembangunan
manusia  berbasis ilmu
pengetahuan dan teknologi
(IPTEK)

serta peningkatan kapasitas

diperoleh

untuk mewujudkan
masyarakat Kabupaten
Kediri yang

sejahtera merata. Visi ini
didukung dengan potensi
besar baik dalam sumber
daya

manusia maupun
perekonomian di Kabupaten
Kediri untuk menjadi pusat

pertumbuhan baru yang
didorong melalui
pertumbuhan ekonomi,
inovasi, dan

konektivitas antar wilayah.

Kabupaten Kediri yang
berdaya saing  unggul
memiliki

kemampuan untuk tetap

teguh dalam menghadapi
berbagai persoalan di masa

Melakukan kampanye dan sosialisasi
mengenai pentingnya hukum yang
berkeadilan, pertahanan yang kuat,
dan demokrasi yang substansial
kepada masyarakat agar mereka

lebih berpartisipasi.
Melalui langkah-langkah ini,
diharapkan tujuan-tujuan
pembangunan tersebut dapat

diimplementasikan secara efektif dan
memberikan dampak positif bagi
komunitas di tingkat Provinsi,
Kabupaten, dan Kota.

meliputi pengelolaan sumber daya

alam secara  bijaksana  dan
perlindungan  lingkungan, serta
mempertimbangkan dampak
perubahan iklim.
Sistem Inovasi Daerah:
Membangun ekosistem inovasi di

daerah yang mendukung kolaborasi
antara pemerintah, sektor swasta,
akademisi, dan masyarakat untuk
menciptakan solusi inovatif terhadap
tantangan pembangunan.
Fasilitas Kreatif dan Inovatif:

Mendirikan pusat inovasi atau ruang
kreatif yang menyediakan fasilitas

untuk pengembangan ide,
prototyping, dan kolaborasi antar
berbagai disiplin iimu.

Dengan menerapkan inovasi-inovasi
ini, diharapkan RPJPD di tingkat

Provinsi, Kabupaten/Kota dapat
menjadi lebih responsif dan adaptif
terhadap kebutuhan masyarakat

serta mampu mendorong kemajuan
yang berkelanjutan di daerah.
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depan dan selalu adaptif.
Guna mencapai cita-cita
tersebut, Kabupaten Kediri
200

berkomitmen untuk
memastikan bahwa setiap
warganya memiliki akses
yang setara
terhadap layanan
kesehatan, pendidikan, dan
pekerjaan yang layak, yang
akan

meningkatkan taraf hidup
masyarakat.
BERKELANJUTAN
Diartikan sebagai
transformasi ekonomi dan
lingkungan untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat

melalui penekanan
keberlanjutan dalam
pengembangan

infrastruktur dan ekonomi
dengan memperhatikan
perlindungan  lingkungan.
Kabupaten Kediri akan
mampu mengurangi
dampak negatif pada alam,
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menjaga ekosistem yang
penting, dan mengelola
sumber daya dengan
bijaksana. Komitmen ini
sejalan  dengan  Food-
Energy-Water-Ecosystem
(FEWE) Nexus approach
atau pendekatan Nexus

FEWE vyang menyoroti
saling ketergantungan
antara sumber daya

penting bagi masyarakat,
yakni air, energi, dan
ketahanan pangan serta
ekosistem (air, tanah, dan
lahan). Pendekatan Nexus

mengidentifikasi ~ respons
mutualisme yang
didasarkan pada
pemahaman terhadap
sinergi kebijakan atas air,
energi, dan

pertanian (pangan). Sinergi

ketiganya memungkinkan
terbentuknya kerangka
kerja

yang sesuai dan transparan
untuk menentukan trade-off
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dan arah yang tepat dalam

menjaga keberlanjutan

ekosistem.
Advokat LBH Untuk dapat | Demi terwujudnya tujuan | Dalam hal ini diperlukannya adanya | Melakukan pembangunan ekonomi
Masyarakat mempertimbangkan pembangunan dalam RPJPN maka | pemerataan dalam keadilan, maka | guna  mengembangkan  potensi
Indonesia permasalahan serta isu | transformasi tata kelola didasari | diperlukannya sosialisasi untuk dapat | kepada masyarakat

yang ada di Jawa Timur | dengan keterbukaan informasi | mengenal hukum yang berkeadilan

untuk dapat | kepada masyarakat. kepada masyarakat

mengembangkan  potensi

yang ada di jawa timur

BEM Universitas

Mewujudkan Sarana dan

Menjalani sesuai peraturan

Mengikut sertakan hal tersebut

Mewujudkan Sarana dan Prasarana

Wisnuwardhana Prasarana yang Berkualitas yang Berkualitas dan Ramah
Malang dan Ramah Lingkungan Lingkungan

BEM Universitas Mewujudkan Sesuai dengan peraturan Mengikutsertakan Mewujudkan Sarana dan Prasarana

Wisnuwardhana Kesinambungan yang Berkualitas dan Ramah
Malang Pembangunan Lingkungan

UMM Kalimantan Barat dalam 20 | Untuk mengimplementasikan tujuan | Hukum vyang berkeadilan, selalu | Integrasi informasi digital,

tahun kedepan harus | Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas | berkoordinasi dengan daerah terkait | transparansi untuk mengajak

berkembang, bergerak | serta Tata Kelola yang Berintegritas, | permasalahan keamanan pada setiap | masyarakat terlibat aktif dalam

terus mengikuti perubahan
dan dinamika global untuk
tampil menjadi unggul di
berbagai bidang baik
tangible maupun intangible
yang berbasis
pengetahuan, teknologi
tinggi dan inovasi.

Tangkas, dan Kolaboratif dalam
RPJPD Provinsi, Kabupaten/Kota,
perlu dilakukan penyusunan regulasi
yang responsif terhadap perubahan
kebutuhan dan dinamika sosial-
ekonomi, serta evaluasi regulasi
secara berkala agar tetap relevan.
Selain itu, peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah melalui

daerah untuk dapat dicari solusi
terbaiknya, Pemerintah Daerah harus
memastikan bahwa prinsip-prinsip
demokrasi yang melibatkan
partisipasi aktif masyarakat dalam
pengambilan keputusan diterapkan
dengan baik, melalui forum-forum
partisipatif dan transparansi dalam
proses perencanaan pembangunan

pembangunan suatu daerah
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pelatihan tata kelola yang baik dan
penerapan sistem pengawasan yang
ketat juga penting untuk menjaga
integritas dan transparansi.
Kolaborasi antar pemangku
kepentingan, baik pemerintah, sektor
swasta, maupun masyarakat, perlu
diperkuat melalui forum diskusi dan
kemitraan dalam perencanaan dan
pelaksanaan program. Penggunaan

teknologi informasi untuk
mempercepat pengambilan
keputusan dan memperbaiki

akuntabilitas juga sangat diperlukan.

Terakhir, evaluasi rutin terhadap
kebijakan dan  program  yang
diterapkan akan menjadi dasar
perbaikan  berkelanjutan  dalam
meningkatkan efektivitas tata kelola di
tingkat daerah.

Bagian Hukum Situbondo Berakhlak, | Mewujudkan transformasi layanan | Mewujudkan stabilitas wilayah dan | Meningkatkan daya saing daerah dari
Setda Kab. Sejahtera, Maju, dan | publik berdampak ketertiban umum segi kualitas pelayanan publik dan
Situbondo Berkelanjutan sektor ekonomi produktif
Universitas Inovasi pada teknologi | Memperkenalkan sistem digital dan | Meningkatkan kesadaran dan | Pengembangan laboratorium digital

Widyagama Malang | digital meningkatkan | teknologi untuk meningkatkan | partisipasi demokrasi dengan | dan fasilitas pendidikan berbasis
kualitas SDM efisiensi pelayanan publik, serta | mendorong transparansi  dalam | teknologi akan diperluas, terutama
mempercepat pengambilan | proses pengambilan keputusan, serta | untuk meningkatkan keterampilan

keputusan yang berbasis data. Dan

memperkuat lembaga demokrasi

yang relevan dengan dunia kerja.
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mendorong kolaborasi lintas sektor
antara pemerintah, masyarakat, dan
sektor swasta dalam merumuskan

daerah agar dapat menjalankan
fungsi-fungsi kontrol dan representasi
yang lebih baik.

dan melaksanakan kebijakan
pembangunan
DPRD Kabupaten | Sosial, Tata Kelola, | Menjembatani Pemerataan | Menjembatani Pemerataan | Menjembatani Pemerataan
Bondowoso Ekonomi Pembangunan, Sosial, Ekonomi, | Pembangunan, Sosial, Ekonomi, | Pembangunan, Sosial, Ekonomi,
Tata kelola Kabupaten Tata kelola Kabupaten Tata kelola Kabupaten
Sekretariat DPRD | Tuban inovatif, Mandiri, | Di draft RPJPD Kabupaten Tuban, | Hukum Berkeadilan, Ketahanan | Inovatif diartikan Tuban memiliki SDM
Kabupaten Tuban | Maju, Sejahtera dan | Misi ke 3 tersebut dituangkan dalam | Berdaya Gentar Kawasan, | berdaya saing vyaitu  unggul,
Berkelanjutan misi ke 3 yaitu mewujudkan tata | Keamanan Nasional Tangguh, dan | berkarakter, beradab serta didukung
kelola pemerintahan yang bersih dan | Demokrasi Substansial, yang masuk | tata kelola pemerintahan yang
pelayanan publik inovatif berbasis | dalam misi ke 4 tersebut menjadi | bermartabat dan profesional sesuai
digital kewenangan pusat dengan prinsip good governance
BNN Kota Batu BNN Merupakan instansi | Mengikuti Renstra dari Instansi Pusat | Mengikuti Renstra dari Instansi Pusat | Mengikuti Renstra dari Instansi Pusat

vertikal, jadi tidak menyusun
RPJPD

PBH PERADI Supremasi hukum, stabilitas | Sosialisasi program kerja dengan | Melaksanakan kebijakan sesuai | Melakukan analisa program kerja
MALANG dan ketangguhan diplomasi | baik dan mekanisme penegakan | dengan ketentuan yang ada guna mengakselerasi pelaksanaan
hukumnya harus jelas dan transparan program demi terwujudnya tujuan

pembangunan di daerah
LBH PAHAM Pembangunan yang | Melakukan pengawalan dan | Mengajukan implementasi melalui | RPJPD diwujudkan dalam bentuk
MALANG berkelanjutan pengawasan dalam pelaksanaan | lembaga legislatif (DPRD) program konkret yang bermanfaat

RPJPD yang diwakili oleh lembaga
legislatif (DPRD)

untuk jangka panjang

BNN Kota Batu

BNN
vertikal,
RPJPD

adalah instansi
tidak menyusun

Mengikuti dan melaksanakan renstra
dari pusat

Mengikuti dan melaksanakan renstra
dari pusat

Mengikuti dan melaksanakan renstra
dari pusat
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Substansial
Bappeda Kota Blitar | Visi RPJPD Kota Blitar 2025 | Tujuan pembangunan RPJPN 2025- | Tujuan pembangunan RPJPN 2025- | Inovasi yang ditawarkan dalam
- 2045 yaitu : | 2045 — Regulasi yang Adaptif dan | 2045 -  Hukum  Berkeadilan, | merumuskan RPJPD yaitu
‘KOTA CERDAS,, MAJU | Taat Asas serta Tata Kelola yang | Ketahanan Budaya Gentar Kawasan, | melaksanakan “Roadshow Jaring
DAN BERKELANJUTAN” | Berintegritas, Tangkas dan | Keamanan Nasional Tangguh, dan | Aspirasi Pembangunan  Jangka
“Cerdas’, dimaksudkan | Kolaboratif diimplementasikan pada | Demokrasi Substansial | Panjang 2025 - 2045 Kota Blitar”

Kota Blitar menjadi Kota
Cerdas yakni cerdas sosial,
cerdas ekonomi, cerdas
pemerintah daerah, cerdas
infrastruktur dan cerdas
lingkungan dalam bentuk

transformasi sosial,
transformasi ekonomi,
transformasi tata kelola
yang didukung dengan
ketahanan lingkungan.
“Inklusif”, yaitu
pembangunan Kota Blitar
dibangun atas dasar

kesetaraan dan keadilan
bagi seluruh masyarakat.
Kesetaraan dan keadilan
atas semua sektor
pembangunan pendidikan,
kesehatan, pelayanan
dasar, pelayanan umum
dan juga sektor ekonomi
yang meliputi kesempatan

RPJPD Kota Blitar Tahun 2025-2045
pada Arah Kebijakan Transformasi —
Arah Kebijakan Transformasi Tata
Kelola yang dijabarkan melalui (1)
penguatan tata kelola pemerintah
daerah dan peningkatan kualitas ASN
Kota Blitar menuju penyelenggaraan
pemerintah daerah Kota Blitar yang
profesional dan bebas korupsi, (2)
pengembangan karir ASN daerah

berbasis meritokrasi melalui
manajemen talenta, reward dan
punishment termasuk melalui
peningkatan/perbaikan

kesejahteraan ASN daerah

berdasarkan capaian kinerja serta (3)
peningkatan profesionalitas ASN,
penataan kelembagaan yang adaptif
dengan kebutuhan daerah,

diimplementasikan pada RPJPD Kota
Blitar Tahun 2025-2045 pada Arah

kebijakan Transformasi — Arah
Kebijakan Nyaman, Damai,
Berketahanan Sosial dan Budaya

yang dijabarkan dengan peningkatan
ketentraman dan ketertiban yang
mantap didukung tertib hukum dan
kehidupan demokrasi yang sehat dan
dinamis.

dengan maksud untuk menjaring
aspirasi dari berbagai elemen
masyarakat guna  mewujudkan
perencanaan pembangunan jangka
panjang daerah yang bisa menyentuh
seluruh elemen masyarakat.




Instansi

Visi Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur

Implementasi 17 Tujuan
Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Regulasi yang
Adaptif dan Taat Asas serta Tata
Kelola yang Berintegritas,
Tangkas dan Kolaboratif

Implementasi 17 Tujuan
Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Hukum
Berkeadilan, Ketahanan Berdaya
Gentar Kawasan, Keamanan
Nasional Tangguh, dan Demokrasi
Substansial

Inovasi dalam RPJPD

berusaha dan kesempatan
mendapatkan penghasilan.

“Maju”, yaitu selalu
bergerak terdepan dalam
setiap perkembangan,

meraih kondisi yang selalu
lebih baik dari waktu ke
waktu dengan pandangan

jauh ke depan.
“Berkelanjutan”, yaitu baik
dari sisi manajemen

pemerintahan maupun sisi
pengelolaan ruang. Dari sisi
manajemen pemerintahan
berkelanjutan dimaksudkan
adanya keberlanjutan
manajemen pemerintahan
daerah dalam 4 tahapan
suksesi, mengingat RPJPD
ini meliputi 4 tahapan
periodisasi. Sedangkan dari
sisi  pengelolaan  ruang

adalah pelaksanaan
pembangunan yang
berorientasi pada

keberlanjutan  lingkungan
hidup. Pembangunan yang
dilakukan dengan tetap
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Provinsi Jawa Timur Pembangunan dalam RPJPN 2025- | Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Regulasi yang 2045 antara lain Hukum
Adaptif dan Taat Asas serta Tata Berkeadilan, Ketahanan Berdaya
Kelola yang Berintegritas, Gentar Kawasan, Keamanan
Tangkas dan Kolaboratif Nasional Tangguh, dan Demokrasi
Substansial
menjaga kualitas
lingkungan hidup dengan
meminimalisir dampak
negatif terhadap lingkungan
hidup.
LBH LINGKAR Permasalahan banjir dan | Mampu memberikan pelayanan yang | Harus menjalin kerjasama dengan | Melakukan digitalisasi dan
TUJUH kemacetan lalu lintas, | terbaik kepada masyarakat tiap universitas, mengandung LBH | dokumentasi dalam setiap kegiatan
penataan  birokrasi dan dan juga Lembaga mengenai HAM yang dilakukan oleh pemerintah
SDM, desain infrastruktur sehingga masyarakat percaya
yang berkualitas, jaminan dengan kinerja pemerintah
pendidikan dan kesehatan
yang bermutu, serta
membangun sumber daya
yang unggul.
Partai Garuda Menjunjung tinggi moralitas | Menyetujui Mendukung Meningkatkan budaya lokal
bangsa
Fak. Syariah UIN Identik Visi RPJPN dengan | Visi Misi Tujuan (VMT) RPJPD | Integrasi prinsip keadilan dalam | Perencanaan partisipatif berbasis
Malang RPJPD turunan dari VMT RPJPN, yang | kebijakan hukum, pengembangan | teknologi digital, inovasi pembiayaan

ditindaklanjuti dengan penyesuaian

berdasarkan situasi dan kondisi
kabupaten/kota dalam
pelaksanaannya. Upaya
perancangan kebijakan yang
partisipatif, Harmonisasi dan

penyelarasan peraturan, penegakan
hukum yang tegas dan transparan,
penguatan tata kelola berintegritas,
pengembangan kapasitas aparat dan

ketahanan kawasan yang berdaya
gentar melalui ketahanan ekonomi
lokal, pembangunan infrastruktur dan
sistem mitigasi kebencanaan.
Berikutnya dikembangkan fasilitasi
partisipasi publik, edukasi politik dan

transparansi  kepemimpinan  dan
penguatan lembaga demokrasi di
daerah

berbasis kolaboratif, pembangunan
ekonomi kreatif dan berkelanjutan,
penyusunan indikator kinerja daerah
yang adaptif, pendidikan kapasitas
SDM, dan penataan manajemen data
terpadu
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Substansial

pembudayaan nilai-nilai

kepemimpinan
Universitas Negeri | Poin ke 7 Regulasi yang tidak tumpang tindih Produk  hukum  daerah  yang | Mendorong partisipasi dan

Malang mendukung iklim yang kondusif pemberdayaan masyarakat

Sekretariat DPRD | Tuban mandiri,maju, | Tatanan regulasi yang mudah | Kepastian hukum bagi masyarakat | Menggali potensi daerah, dan
Kabupaten Tuban | sejahtera dan berkelanjutan | diterapkan, dipahami, dan ditaati | dan  pelaku usaha, menjaga | kearifan lokal dalam inovasi dan

selaras dengan tata kelola | keamanan wilayah dengan memulai | kreatifitas untuk dijadikan sebagai

pemerintahan tanggap bersih dan
akuntabel

dengan menjaga keamanan wilayah
kabupaten, pendewasaan demokrasi
kepada masyarakat.

sumber peningkatan ekonomi
masyarakat dalam rangka
memajukan pembangunan di daerah

Badan
Perencanaan
Pembangunan
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah Kabupaten
Bondowoso

Bondowoso
Sejahtera,
Berkelanjutan

Unggul,

Maju dan

1. Peningkatan partisipasi
bermakna masyarakat dalam
penyusunan kebijakan,
pelaksanaan, dan pengawasan
Pembangunan

2. Penyederhanaan
peningkatan kualitas
untuk pelayanan publik.

3. Penataan kelembagaan dan
peningkatan kapasitas aparatur
yang adaptif dan sesuai dengan
kebutuhan daerah.

4. Penguatan tata kelola pemerintah
daerah dan peningkatan kualitas

dan
regulasi

ASN Kabupaten Bondowoso
menuju penyelenggaraan
Pemerintah Kabupaten

1. Penguatan keamanan dan
ketertiban untuk mengurangi
tingkat kriminalitas dan
mengoptimalkan penegakan
perda.

2. Peningkatan keamanan wilayah
dan penegakan hukum wilayah.

3. Penguatan peran Pemerintah
Kabupaten dalam mewujudkan
kehidupan demokrasi yang sehat.

4. Penguatan Integritas Partai
Politik.

5. Fasilitasi pengembangan pusat
pendidikan & pelatihan
militer/pangkalan
komposit/pangkalan/pos
militer/sarana &  prasarana
pertahanan lainnya di Daerah.

Peningkatan dan Pemerataan
Pendapatan Masyarakat,
Kesempatan Kerja, Lapangan
Berusaha, Akses dan Kualitas

Pelayanan Publik dan Daya Saing
Daerah.
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Bondowoso yang profesional dan
bebas korupsi.

5. Pengembangan karir ~ ASN
berbasis  meritokrasi  melalui
manajemen talenta, reward, dan
punishment, termasuk melalui
peningkatan/perbaikan
kesejahteraan ASN V - 67
berdasarkan capaian kinerja.

6. Produk hukum berkualitas dan
berintegritas.

7. Peningkatan akuntabilitas kinerja
Pemerintah Kabupaten
Bondowoso berdasarkan sasaran
prioritas Nasional dan Provinsi
Jawa Timur.

8. Digitalisasi pelayanan publik dan
peningkatan respon terhadap
laporan Masyarakat.

9. Percepatan digitalisasi pelayanan
publik dan pelaksanaan audit
SPBE untuk penguatan aspek
pemerintahan digital.

6. Pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi dalam pelaporan,
dan pengolahan data Trantibum
Linmas.

Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Kabupaten Ngawi Sebagai
Lumbung Pangan Nasional
yang Maju, Mandiri,
Sejahtera dan
Berkelanjutan

Peningkatan partisipasi bermakna
masyarakat sipil (dan masyarakat
adat, jika ada) dalam penyusunan
kebijakan, pelaksanaan, dan
pengawasan Pembangunan;

Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan yang Efektif, inovatif,
dan akuntabel berbasis Teknologi
Informasi

Dengan semangat inovasi yang kuat
dan dukungan semua pihak,
Kabupaten Ngawi siap menjelajahi
potensi dan peluang yang ada untuk
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mencapai kemajuan dan
kesejahteraan yang lebih baik
Lembaga Menyongsong Indonesia | Dengan patuh dan taat pada regulasi | Menjalankan sebagaimana regulasi | Memberdayakan  sumber  daya
Konsultasi dan Berkemajuan Berdasarkan | pemerintah serta mendorong | pemerintah provinsi untuk memajukan
Pelayanan Hukum | Keadilan yang Merata pemerintah untuk tetap transparans pendapatan daerah agar rakyat

Universitas dan akurat mendapatkan fasilitas yang merata,
Muhammadiyah karena pajak daerah dari rakyat dan
Malang kembali ke rakyat
Bappeda Tulungagung Maju, | Penataan kelembagaan dan | Penguatan peran pemerintah daerah | Penguatan proses bisnis UMKM
Kabupaten Sejahtera, Berkarakter dan | peningkatan  kapasitas aparatur | dalam mewujudkan kehidupan | melalui perluasan peran ekosistem

Tulungagung

Berkelanjutan

daerah yang adaptif dan sesuai
dengan kebutuhan Daerah,
Pencegahan dan pemberantasan
korupsi melalui Pengawasan dan
transparansi tata kelola, Percepatan
digitalisasi sektor pemerintahan dan
layanan publik serta peningkatan
keamanan data dan Pengembangan
karir  ASN daerah berbasis
meritokrasi  melalui  manajemen
talenta, reward, dan punishment

demokrasi yang sehat, Penguatan
keamanan dan ketertiban melalui
kewaspadaan masyarakat,
Penguatan pengarusutamaan gender
dan inklusi sosial dalam
pembangunan, Pembangunan Nilai
Sosial  Masyarakat, Penguatan
Toleransi Umat Beragama, Ras, dan
Suku, Pemeliharaan dan
Pemanfaatan Cagar Budaya,
Sertifikasi seniman, budayawan agar
mampu bersaing secara global dan
Sertifikasi SDM  pelaku/pengelola
wisata dalam rangka peningkatan
SDM yang profesional

digital disertai perluasan akses
pelaku usaha terhadap ruang inovasi,
kreasi, dan inkubator bisnis dan
Industrialisasi koperasi melalui
penguatan kemitraan usaha, proses
bisnis, dan kelembagaan, serta
adopsi teknologi dan inovasi.

Bappeda
Kabupaten
Tulungagung

Tulungagung Maju,
Sejahtera, Berkarakter dan
Berkelanjutan

Penataan kelembagaan dan
peningkatan  kapasitas  aparatur
daerah yang adaptif dan sesuai

Penguatan peran pemerintah daerah
dalam mewujudkan kehidupan
demokrasi yang sehat, Penguatan

Penguatan proses bisnis UMKM
melalui perluasan peran ekosistem
digital disertai perluasan akses
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dengan kebutuhan Daerah, | keamanan dan Kketertiban melalui | pelaku usaha terhadap ruang inovasi,
Pencegahan dan pemberantasan | kewaspadaan masyarakat, | kreasi, dan inkubator bisnis dan
korupsi melalui Pengawasan dan | Penguatan pengarusutamaan gender | Industrialisasi koperasi melalui
transparansi tata kelola, Percepatan | dan inklusi sosial dalam | penguatan kemitraan usaha, proses
digitalisasi sektor pemerintahan dan | pembangunan, Pembangunan Nilai | bisnis, dan kelembagaan, serta
layanan public serta peningkatan | Sosial Masyarakat, Penguatan | adopsi teknologi dan inovasi.
keamanan data dan Pengembangan | Toleransi Umat Beragama, Ras, dan
karir ASN daerah berbasis | Suku, Pemeliharaan dan
meritokrasi  melalui  manajemen | Pemanfaatan Cagar Budaya,
talenta, reward, dan punishment Sertifikasi seniman, budayawan agar
mampu bersaing secara global dan
Sertifikasi SDM  pelaku/pengelola
wisata dalam rangka peningkatan
SDM yang profesional
Bappeda Tulungagung Maju, | Penataan kelembagaan dan | Penguatan peran pemerintah daerah | Penguatan proses bisnis UMKM
Kabupaten Sejahtera, Berkarakter dan | peningkatan  kapasitas  aparatur | dalam mewujudkan kehidupan | melalui perluasan peran ekosistem

Tulungagung

Berkelanjutan

daerah yang adaptif dan sesuai
dengan kebutuhan Daerah,
Pencegahan dan pemberantasan
korupsi melalui pengawasan dan
transparansi tata kelola, Percepatan
digitalisasi sektor pemerintahan dan
layanan publik serta peningkatan
keamanan data dan Pengembangan
karir ASN daerah berbasis
meritokrasi  melalui  manajemen
talenta, reward, dan punishment

demokrasi yang sehat, Penguatan
keamanan dan ketertiban melalui
kewaspadaan masyarakat,
Penguatan pengarusutamaan gender
dan inklusi sosial dalam
pembangunan, Pembangunan Nilai
Sosial Masyarakat, Penguatan
Toleransi Umat Beragama, Ras, dan
Suku, Pemeliharaan dan
Pemanfaatan Cagar Budaya,
Sertifikasi seniman, budayawan agar
mampu bersaing secara global dan

digital disertai perluasan akses
pelaku usaha terhadap ruang inovasi,
kreasi, dan inkubator bisnis dan
Industrialisasi koperasi melalui
penguatan kemitraan usaha, proses
bisnis, dan kelembagaan, serta
adopsi teknologi dan inovasi
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Sertifikasi SDM pelaku/pengelola
wisata dalam rangka peningkatan
SDM yang profesional

Bagian Hukum
Setda Kota Batu

okrwnE

Madani
Berkelanjutan
Agro-Kreatif
Tenteram
Unggul

Dalam mengimplementasikan tujuan

pembangunan tersebut, RPJPD Kota

Batu disusun melalui pendekatan,

yaitu:

1. Pendekatan teknokratik, melalui
penggunaan pengetahuan teknis
dan keahlian yang didasarkan
pada data dan analisis teknis
untuk mencapai efisiensi dan
efektivitas dalam pembangunan.

2. Pendekatan partisipatif, melalui
pelibatan pendapat, kebutuhan,
dan aspirasi masyarakat untuk
mencapai pembangunan yang
lebih inklusif dan berkelanjutan.

3. Pendekatan politis, dengan
mempertimbangkan faktor-faktor
politik dalam proses
pembangunan, seperti pengaruh
kebijakan, kepentingan politik,
dan negosiasi kekuasaan.

4. Pendekatan atas-bawah dan
bawah atas, yaitu mengambil
kebijakan dari tingkat pusat atau
otoritas tertinggi dan

Dalam mengimplementasikan tujuan

pembangunan tersebut, RPJPD Kota

Batu disusun melalui pendekatan,

yaitu:

1. Pendekatan teknokratik, melalui
penggunaan pengetahuan teknis
dan keahlian yang didasarkan
pada data dan analisis teknis

untuk mencapai
efisiensi dan efektivitas dalam
pembangunan.

2. Pendekatan partisipatif, melalui
pelibatan pendapat, kebutuhan,
dan aspirasi masyarakat untuk

mencapai pembangunan yang
lebih inklusif dan
berkelanjutan.

3. Pendekatan politis, dengan

mempertimbangkan faktor-faktor
politik dalam proses
pembangunan, seperti pengaruh
kebijakan, kepentingan politik,
dan negosiasi kekuasaan.

4. Pendekatan atas-bawah dan
bawah atas, yaitu mengambil

Kreatif
kreatif

Pengembangan Ekonomi
Pengembangan  ekonomi
memiliki ~ potensi  besar  untuk
memberikan kontribusi pada
pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan
pembangunan berkelanjutan.
Ekonomi kreatif melibatkan berbagai
sektor yang menggabungkan
keahlian  kreatif dan kegiatan
ekonomi. Potensi pengembangan
ekonomi kreatif di Kota Batu akan
berpengaruh pada
penciptaan lapangan pekerjaan baru,

meningkatkan  pendapatan, dan
memberikan kontribusi pada
pertumbuhan ekonomi, katalisator

inovasi dan pengembangan teknologi
baru, pemberdayaan masyarakat
lokal.
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5. Pendekatan

Substansial
diimplementasikan ke Kota Batu kebijakan dari tingkat pusat atau
serta mengakomodir partisipasi otoritas tertinggi dan

dari tingkat
desa/kelurahan/kecamatan ke
tingkat Kota Batu.
holistik-tematik,
dengan mempertimbangkan
secara menyeluruh aspek aspek
yang ada dalam wilayah Kota
Batu dengan tetap memberikan
perhatian khusus pada tema
pembangunan atau isu strategis
yang menjadi prioritas.

6. Pendekatan integratif, dengan

menekankan pada integrasi
sektor-sektor

atau urusan-urusan yang
beragam dalam suatu proses

perencanaan.

7. Pendekatan spasial, dengan

menekankan pada organisasi
dan pengelolaan
ruang fisik atau geografis.

5. Pendekatan

diimplementasikan ke Kota Batu
serta mengakomodir partisipasi
dari tingkat
desa/kelurahan/kecamatan ke
tingkat Kota Batu.
holistik-tematik,
dengan mempertimbangkan
secara menyeluruh aspek-aspek
yang ada dalam wilayah Kota
Batu dengan tetap
memberikan perhatian khusus
pada tema pembangunan atau
isu strategis yang menjadi
prioritas.

6. Pendekatan integratif, dengan

menekankan pada integrasi
sektor-sektor

atau urusan-urusan yang
beragam dalam suatu proses

perencanaan.

7. Pendekatan spasial, dengan

menekankan pada organisasi
dan pengelolaan ruang fisik atau
geografis.
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ITN MALANG Mewujudkan Sinergi semua elemen. Kerjasama -

Kesinambungan
Pembangunan

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Gresik

GRESIK BERDAYA SAING,
SEJAHTERA, MAJU, DAN
BERKELANJUTAN

Mewujudkan sumber daya manusia
yang sehat, cerdas, berkarakter yang
didukung ketahanan sosial yang
mantap, Mewujudkan perekonomian
yang mandiri, inklusif, dan berdaya

saing, Mewujudkan pemerataan
pembangunan dan kemantapan
infrastruktur dasar dan wilayah yang
responsif dan berwawasan

lingkungan, Menciptakan tata kelola
pemerintahan dan pelayanan publik
yang bersih, akuntabel, dan adaptif

Mewujudkan sumber daya manusia
yang sehat, cerdas, berkarakter yang
didukung ketahanan sosial yang
mantap, Mewujudkan perekonomian
yang mandiri, inklusif, dan berdaya

saing, Mewujudkan pemerataan
pembangunan dan kemantapan
infrastruktur dasar dan wilayah yang
responsif dan berwawasan

lingkungan, Menciptakan tata kelola
pemerintahan dan pelayanan publik
yang bersih, akuntabel, dan adaptif

Mewujudkan sumber daya manusia
yang sehat, cerdas, berkarakter yang
didukung ketahanan sosial yang
mantap, Mewujudkan perekonomian
yang mandiri, inklusif, dan berdaya

saing, Mewujudkan pemerataan
pembangunan dan kemantapan
infrastruktur dasar dan wilayah yang
responsif dan berwawasan

lingkungan, Menciptakan tata kelola
pemerintahan dan pelayanan publik
yang bersih, akuntabel, dan adaptif

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Gresik

GRESIK BERDAYA SAING,
SEJAHTERA, MAJU, DAN
BERKELANJUTAN

Mewujudkan sumber daya manusia
yang sehat, cerdas, berkarakter yang
didukung ketahanan sosial yang
mantap, Mewujudkan perekonomian
yang mandiri, inklusif, dan berdaya

saing, Mewujudkan pemerataan
pembangunan dan kemantapan
infrastruktur dasar dan wilayah yang
responsif dan berwawasan

lingkungan, Menciptakan tata kelola
pemerintahan dan pelayanan publik
yang bersih, akuntabel, dan adaptif

Mewujudkan sumber daya manusia
yang sehat, cerdas, berkarakter yang
didukung ketahanan sosial yang
mantap, Mewujudkan perekonomian
yang mandiri, inklusif, dan berdaya

saing, Mewujudkan pemerataan
pembangunan dan kemantapan
infrastruktur dasar dan wilayah yang
responsif dan berwawasan

lingkungan, Menciptakan tata kelola
pemerintahan dan pelayanan publik
yang bersih, akuntabel, dan adaptif

Mewujudkan sumber daya manusia
yang sehat, cerdas, berkarakter yang
didukung ketahanan sosial yang
mantap, Mewujudkan perekonomian
yang mandiri, inklusif, dan berdaya

saing, Mewujudkan pemerataan
pembangunan dan kemantapan
infrastruktur dasar dan wilayah yang
responsif dan berwawasan

lingkungan, Menciptakan tata kelola
pemerintahan dan pelayanan publik
yang bersih, akuntabel, dan adaptif
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Substansial
Bagian Hukum Mojokerto Jaya 2045 Kota | - - -
Setda Kota yang Maju, Bermartabat
Mojokerto dan Berkelanjutan
Bappeda Kab. KABUPATEN MALANG | Diantaranya melalui penyederhanaan | Diantaranya  melalui  penguatan | Memperkuat riset/penelitian  untuk
Malang MAJU, SEJAHTERA, | dan peningkatan kualitas regulasi, | keamanan, ketentraman dan | menghasilkan inovasi yang
BERDAYA SAING DAN | penataan dan penguatan | ketertiban umum masyarakat, | implementatif dan berkelanjutan.
BERKELANJUTAN kelembagaan dan  peningkatan | penguatan kerukunan masyarakat
kapasitas aparatur daerah yang | antar etnis, agama dan golongan
adaptif dan sesuai dengan kebutuhan | serta meminimalisir segala potensi
Daerah. konflik yang terjadi, penguatan nilai
luhur kebudayaan lokal dalam sendi
kehidupan bermasyarakat dengan
berasaskan Pancasila.
Pemkab Trenggalek | “Kabupaten Trenggalek | Upaya mewujudkan tata kelola | Tujuan pembangunan dalam RPJPN | Visi Kabupaten Trenggalek Net-Zero
Net-Zero Carbon dengan | pemerintahan yang progresif, | tersebut telah selaras dengan 2 misi | Carbon adalah sebuah bentuk
Pendapatan Tinggi | kolaboratif dan melayani yang | dalam RPJPD yaitu dengan upaya | komitmen kemandirian inovasi dan
yang Berdaya Saing | merupakan salah satu misi yang | mewujudkan transformasi sosial | kreativitas dalam memajukan
Kolektif” dilaksanakan untuk mencapai visi | menuju sumber daya manusia yang | pembangunan di daerah yang
dalam RPJPD “berdaya saing” secara | berkualitas, berbudaya dan | diharapkan akan mampu
“kolektif”  dari  sisi  pelayanan | terlindungi serta mewujudkan tata | mewujudkan kesejahteraan
publik dan tata kelola pemerintahan, | kelola pemerintahan yang progresif, | masyarakat
maka Pemerintah Kabupaten | kolaboratif dan melayani
Trenggalek
harus membangun kelembagaan

dan/atau sistem tata kelola melalui
pembuatan sekaligus penegakan
regulasi atau kebijakan-kebijakan




Instansi

Visi Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur

Implementasi 17 Tujuan
Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Regulasi yang
Adaptif dan Taat Asas serta Tata
Kelola yang Berintegritas,
Tangkas dan Kolaboratif

Implementasi 17 Tujuan
Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Hukum
Berkeadilan, Ketahanan Berdaya
Gentar Kawasan, Keamanan
Nasional Tangguh, dan Demokrasi

Inovasi dalam RPJPD

Substansial
yang adaptif terhadap segala
perubahan zaman dan kebutuhan.
PMII Cabang Kota | Mengutip dari keterangan | Saya akan ikut andil dan | Mungkin saya akan memastikan | Sebagai kota yang termasuk dalam
Malang Wali Kota Malang dalam | berpartisipasi dalam memantau | dalam memantau agenda dan | kategori wilayah sentral pendidikan di
wawancaranya, RPJPD | kinerja pemerintahan untuk tetap | program pemerintah untuk | Jawa Timur, sepatutnya mahasiswa,
berfokus pada pemenuhan | pada konsistensi konsensus asas dan | menyesuaikan RPJPD pada RPJPN. | akademisi, cendekiawan lintas sektor
kebutuhan  primer  dan | norma RPJPD dan/atau RPJPN. Dilain sisi secara personal, saya akan | dan lintas ilmu dilibatkan dalam
pengembangan kota berusaha ikut andil dalam agenda | perumusan RPJPD. Kemudian tidak
menjadi metropolitan. acara untuk keberlangsungan RPJPD | hanya dengan kajian yang sosialis
Pengembangan ekonomi, tersebut, apabila mempunyai hak dan | dan populis melainkan perumusan
investasi, pembangunan wewenang. RPJPD harus komprehensif dan
berkelanjutan atas holistik dengan memakai sumber-
kesadaran akan sumber ilmiah.
keterbatasan sumber daya
alam, dampak perubahan
iklim, serta kebutuhan untuk
mengatasi masalah
ketidaksetaraan dan
kemiskinan, sampai
menunjang generasi emas
dalam visi Indonesia Emas
tahun 2045.
Universitas Mewujudkan pembangunan | - Dengan mewujudkan penegak | Masifikasi musrembang  secara
Muhammadiyah yang berkelanjutan hukum yang profesional struktural dan subtansial secara
Malang berkeadilan, demokratis
BNN Kabupaten Kabupaten Malang maju, | Melaksanakan transformasi sosial | Melaksanakan transformasi ekonomi | Melakukan  pemekaran  wilayah
Malang sejahtera, berdaya saing, | (pembangunan SDM berkualitas dan | (pembangunan ekonomi inklusif dan | Kabupaten Malang perlu dilakukan

dan berkelanjutan.

berbudaya maju).




Instansi

Visi Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur

Implementasi 17 Tujuan
Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Regulasi yang
Adaptif dan Taat Asas serta Tata
Kelola yang Berintegritas,
Tangkas dan Kolaboratif

Implementasi 17 Tujuan
Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Hukum
Berkeadilan, Ketahanan Berdaya
Gentar Kawasan, Keamanan
Nasional Tangguh, dan Demokrasi
Substansial

Inovasi dalam RPJPD

produktif yang berkelanjutan serta
ramah lingkungan).

mengingat geografis Malang memiliki
wilayah yang cukup luas

LKBH Pimpinan
Daerah 'Aisyiyah
Kota Malang

Terwujudnya Kota Malang

sebagai Kota Pendidikan
yang Berkualita,
Berbudaya, Berwawasan
Lingkungan Menuju

Masyarakat Sejahtera

Sebagai organisasi bantuan hukum
kami selalu berkolaborasi serta
bersinergi dengan instansi terkait baik
di tingkat Kota/Kabupaten maupun
Provinsi, kami melakukan diskusi
terkait regulasi baru dan/atau yang
sedang dijalankan dan  turut
mensosialisasikan regulasi yang ada
ke masyarakat melalui penyuluhan
ataupun pemberdayaan masyarakat

Kami memberikan bantuan hukum
kepada masyarakat tidak mampu
agar siapapun dapat merasakan
hukum yang berkeadilan secara
merata.

Kami siap memberikan sumbangsih
pemikiran dan tenaga jika dilibatkan
dalam penyusunan RPJPD sesuai
dengan  kebutuhan  pemerintah
daerah dan kompetensi yang kami
miliki sebagai organisasi bantuan
hukum

KAMMI Daerah

Malang
Badan Mojokerto Jaya 2045, Kota | Menuangkan dalam program- | Menuangkan dalam program- | Mengintegrasikan aplikasi pelayanan
Perencanaan yang Maju, Bermartabat | program pada perangkat daerah program pada perangkat daerah
Pembangunan, dan Berkelanjutan

Riset dan Inovasi
Daerah Kota

Mojokerto
Fakultas Hukum. Ekonomi masyarakat yg | Setiap kebijakan Pemerintah Daerah | Langkah  langkah yang perlu | -
Universitas berkualitas, taat hukum, | harus melibatkan partisipasi | dirumuskan dalam program dan
Wisnuwardhana stabilitas sosial dan | masyarakat, kalangan NGO, pihak | kegiatan:
Malang pembangunan yang merata | swasta dan perguruan tinggi, baik | 1. Penyusunan perda yang
serta berkesinambungan perencanaanya, pelaksanaannya, responsif.
dan pengawasannya. Sehingga ada | 2. Gelar budaya secara

good will untuk mewujudkan Good
Governance

berkesinambungan.




Instansi

Visi Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur

Implementasi 17 Tujuan
Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Regulasi yang
Adaptif dan Taat Asas serta Tata
Kelola yang Berintegritas,
Tangkas dan Kolaboratif

Implementasi 17 Tujuan
Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Hukum
Berkeadilan, Ketahanan Berdaya
Gentar Kawasan, Keamanan
Nasional Tangguh, dan Demokrasi

Inovasi dalam RPJPD

Substansial

3. peningkatan pemahaman
wawasan  kebangsaan dan
ketahanan nasional melalui
pendidikan formal, non formal
dan informal secara
berkelanjutan.

4. Pelatihan bela negara yang
berkesinambungan dan
berkelanjutan.

5. Para pemimpin wajib

memberikan ketauladanan dan
menjauhi abuse of power yang
menjurus koruptif.

Bagian Hukum
Setda Kota Batu

Menyesuaikan RPJPN 2025-2045, ke
dalam RPJPD Kota Batu,
menjadikannya dasar acuan dalam
penyusunan RPJPD Kota Batu

Memasukkan  unsur  penegakan
hukum dan program bantuan hukum
bagi masyarakat miskin yg buta
hukum serta menggalakkan
sosialisasi penegakan hukum kepada
masyarakat yang dituangkan dalam
RPJPD Kota Batu

Membuat program mengawal
pembangunan bersama masyarakat
melalui keterbukaan informasi publik
yang mandiri dan bertanggungjawab
(Informasi publik yang transparan,
setiap pelaksanaan pembangunan
dari tahap awal sampai akhir harus
sudah dapat dilihat oleh seluruh
masyarakat secara online dengan
mudah, sehingga diharapkan tidak

ada lagi penyelewengan-
penyelewengan anggaran karena
akan diawasi langsung oleh

masyarakat)




Instansi

Visi Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur

Implementasi 17 Tujuan
Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Regulasi yang
Adaptif dan Taat Asas serta Tata
Kelola yang Berintegritas,
Tangkas dan Kolaboratif

Implementasi 17 Tujuan
Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045 antara lain Hukum
Berkeadilan, Ketahanan Berdaya
Gentar Kawasan, Keamanan
Nasional Tangguh, dan Demokrasi
Substansial

Inovasi dalam RPJPD

Bappeda
Kabupaten Ngawi

Kabupaten Ngawi sebagai
lumbung pangan nasional
yang maju, mandiri,
sejahtera dan berkelanjutan

RPJPD kabupaten diselaraskan
dengan RPJPD provinsi dan pusat,
termasuk target indikator

Diselaraskan dengan prioritas
RPJPD Provinsi dan Nasional

Inovasi menyesuaikan permasalahan
dan isu strategis di daerah

Sumber: Diolah Penulis




Berikut adalah kesimpulan yang lebih rinci mengenai empat pertanyaan dalam

dokumen:

1. Implementasi 17 Tujuan Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 antara lain

Regulasi yang Adaptif dan Taat Asas serta Tata Kelola yang Berintegritas,
Tangkas dan Kolaboratif

Implementasi tujuan pembangunan nasional RPJPN Tahun 2025-2045 dalam

konteks daerah membutuhkan penyelarasan regulasi yang adaptif serta tata kelola

pemerintahan yang berintegritas. Strategi yang diterapkan melibatkan beberapa
langkah kunci, yaitu:

a. Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas melalui audit dan
monitoring, serta partisipasi masyarakat melalui platform pelaporan.

b. Pengembangan SDM pemerintah daerah melalui pelatihan di bidang hukum,
administrasi, dan tata kelola untuk memastikan kapasitas yang relevan dalam
pelayanan publik.

c. Kolaborasi lintas instansi di pemerintah daerah, seperti dinas terkait dan
Bappeda, dengan forum diskusi untuk mencegah tumpang tindih kebijakan
dan menyelaraskan tujuan pembangunan daerah dengan nasional.

d. Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi
tata kelola, seperti penggunaan aplikasi manajemen perizinan dan pelaporan
proyek.

. Implementasi 17 Tujuan Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 antara lain

Hukum Berkeadilan, Ketahanan Berdaya Gentar Kawasan, Keamanan

Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Agar daerah dapat berfungsi dengan prinsip hukum yang berkeadilan, ketahanan,
keamanan, dan demokrasi, berbagai strategi disarankan, antara lain:

a. Penguatan akses keadilan melalui penyusunan perangkat hukum yang
relevan dan pembentukan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang
membutuhkan.

b. Pengembangan ketahanan wilayah dan keamanan dengan mengidentifikasi
risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas daerah, meningkatkan kesiapan
infrastruktur dan sarana strategis, serta membangun kerja sama dengan
lembaga keamanan.

c. Mendorong demokrasi substansialdi daerah dengan meningkatkan
partisipasi publik dalam pengambilan keputusan melalui forum dialog,
konsultasi, dan musyawarah terbuka. Selain itu, transparansi pemerintah
dalam penyusunan kebijakan serta akses publik terhadap informasi dijaga
dengan platform digital dan media keterbukaan informasi.

d. Pemantauan serta penguatan kelembagaan hukum dengan pelatihan khusus

bagi penegak hukum dan aparatur daerah untuk memastikan pelayanan yang

berkeadilan.




3. Inovasi dalam Penyusunan RPJPD untuk Pembangunan Daerah:

Inovasi menjadi elemen kunci dalam penyusunan RPJPD, mencakup:

a.

Penggunaan data dan teknologi digital untuk pengambilan keputusan yang
berbasis bukti, dengan memanfaatkan analisis data mengenai potensi dan
tantangan daerah.

Pelibatan masyarakat secara aktif melalui platform online sehingga
perencanaan menjadi lebih inklusif, terutama melalui pelaksanaan e-
Musrenbang yang memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan turut
serta memberikan masukan dan gagasan pembangunan.

Kerja sama antara pemerintah dan lembaga pendidikan serta swasta untuk
integrasi riset dan inovasi dalam kebijakan lokal, misalnya dalam sektor
ekonomi, lingkungan, dan kesehatan.

Pendekatan ekonomi sirkular dalam kebijakan lingkungan untuk mengurangi
dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus menciptakan kesempatan
kerja, seperti melalui sistem 3R (reduce, reuse, recycle) dalam pengelolaan

limbah.

4. Misi Pembangunan Daerah yang Tangguh dan Berkelanjutan:

Misi pembangunan daerah diorientasikan untuk mencapai ketahanan dan

keberlanjutan dengan tujuan jangka panjang yang mencakup:

a.

Pengembangan ekonomi kreatif dan lokal dengan mendukung UMKM serta
sektor pariwisata, seni, dan budaya yang khas setiap daerah.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan meminimalisir
dampak kerusakan lingkungan melalui program-program yang mendukung
ekosistem lokal.

Integrasi layanan publik yang terhubung secara digital untuk memudahkan
masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan secara lebih efisien dan
transparan, termasuk dalam pengurusan izin dan layanan sosial.

Pengembangan kapasitas SDM daerah melalui pendidikan dan pelatihan yang

sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, dengan tujuan menciptakan masyarakat

yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

3.1.2 Konstruksi Perencanaan dan Arah Pembangunan Nasional Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
Disahkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 menjadikan undang-

undang ini sebagai acuan utama bagi arah pembangunan nasional selama 20 (dua
puluh) tahun ke depan. Ditetapkannya RPJPN 2025-2045 ini bertujuan untuk

memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, RPJPN 2025-2045




menentukan upaya transformatif untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan
masyarakat sebagai bentuk perwujudan cita bangsa Indonesia. Sebagaimana
termaktub dalam Pasal 4 UU Nomor 59 Tahun 2024, RPJPN 2025-2045 merupakan
penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana
tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang diwujudkan dalam bentuk
rumusan visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Visi Indonesia Emas 2045
merupakan bentuk perwujudan cita Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Visi Indonesia Emas
2045 dilaksanakan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan. Adapun Misi
Pembangunan tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan,
dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya RPJPN 2025-2045 ini menjadi sebuah
refleksi terhadap dua dekade pembangunan. Berbagai kebijakan strategis
dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Secara garis besar,
pembangunan merupakan proses upaya Yyang sistematik yang saling
berkesinambungan sehingga didapatkan kondisi yang dapat memberikan segala
alternatif yang absah bagi pemenuhan aspirasi masyarakat. Menjadi sebuah
keniscayaan bahwa pembangunan adalah proses memanusiakan manusia.'?
Sebab, terjadinya dinamika perubahan-perubahan yang berdampak pada seluruh
aspek kehidupan manusia akan selalu berhubungan pada usaha pembangunan yang
akan memberikan dampak perubahan yang tidak hanya terjadi kepada individu,
namun juga kepada seluruh tatanan kelompok masyarakat. Sejalan dengan UU
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam
rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada
hakikatnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia memiliki 5 (lima) tujuan
dan fungsi pokok, yakni sebagaimana berikut:

1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Daerah;

3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan;

4) Mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam perencanaan; dan

5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan
adil.'?2

Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam 5 (lima) sasaran visi yang
memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan.?® Kelima sasaran utama

tersebut adalah pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan

121 Mahadiansar, Khairul Ikhsan, | Gede Eko Putra Sri Sentanu, Aspariyana, 2020, Paradigma
Pengembangan Model Pembangunan Nasional di Indonesia, Jurnal llmu Administrasi: Media
Pengembangan lImu dan Praktek Administrasi, Vol. 17, No. 1, him. 78.

122 pid, him. 81.

123 | ampiran Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2025-2045




ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional
meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission. Berdasarkan evaluasi
terhadap dua dekade pembangunan ke belakang, Indonesia dapat dikatakan perlu
mengubah pendekatan pembangunan. Dalam konteks tersebut, reformasi yang
selama ini digaungkan di Indonesia perlu diiringi dengan proses transformasi secara
menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Apabila melihat secara historis, corak
pembangunan Indonesia selalu berubah mengikuti perkembangan dinamika zaman.
Tidak hanya itu, proses perubahan corak pembangunan di Indonesia selama ini erat
kaitannya dengan proses partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan selalu
dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan sebab tanpa keterlibatan
masyarakat di dalamnya, maka pembangunan akan dikooptasi oleh kepentingan elit
penguasa dan akan menghasilkan ketidakadilan sosial.’?*

Perencanaan pembangunan dapat dipahami sebagai sebuah arena kontestasi
dimana para pemangku kepentingan menunjukkan gagasan dan solusi atas
permasalahan yang ada. Selain pemilihan umum, perencanaan pembangunan juga
perlu dilihat sebagai proses yang krusial untuk pemenuhan hak politik, yang
merupakan pilar utama demokrasi. Dalam konteks perencanaan ini, tujuan, prioritas
serta program-program pembangunan ditetapkan dengan mempertimbangkan
ketersediaan sumber daya yang terbatas. Mekanisme atau kelembagaan yang
diterapkan dalam perencanaan pembangunan memainkan peran penting bagaimana
para pemangku kepentingan menentukan arah pembangunan serta penggunaan
sumber daya yang ada.

Transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang pembangunan sangat
penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didukung dengan
produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam RPJPN 2025-2045, fokus
utama transformasi meliputi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang
merupakan 3 (tiga) misi (agenda) pembangunan yang tercakup dalam kelompok
pertama, vyaitu kelompok transformasi. Dalam kaitannya dengan terminologi
pembangunan, pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi
ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju
arah yang ingin dicapai.

Deddy T. Tikson,'*® mengungkapkan bahwa transformasi dalam struktur
ekonomi dilihat dari peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor
industri dan jasa sehingga berberkontribusi terhadap meningkatnya pendapatan
nasional. Transformasi sosial dapat dilihat dari adanya distribusi kesejahteraan

melalui pemerataan dalam memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-

124 Ahmad Helmy Fuady, 2012, Perencanaan Pembangunan di Indonesia Pasca Orde Baru:
Refleksi tentang Penguatan Partisipasi Masyarakat, Masyarakat Indonesia, Vol. 38, No. 2, him. 376.

125 Drajat Tri Kartono, Hanif Nurcholis, 2016, Konsep dan Teori Pembangunan, dalam
Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, him. 8.
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ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan
partisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Transformasi budaya dapat
dilihat dari adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, atau dari
adanya pergeseran nilai atau budaya tradisional menjadi modern dan rasional.

Dalam rangka mencapai kesinambungan dalam pembangunan, kaidah
pelaksanaan tentu disusun untuk memastikan kolaborasi antara seluruh pemangku
kepentingan, yang kemudian dilengkapi pula dengan manajemen pembangunan
berbasis risiko. Mengingat keberagaman pemangku kepentingan, komunikasi publik
yang efektif akan sangat diperlukan. Delapan misi (agenda) pembangunan yang
termaktub dalam RPJPN 2025-2045 terdiri dari 3 (tiga) misi (agenda) transformasi, 2
(dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi yang
dijabarkan ke dalam 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan sebagai komitmen
Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (Sustainable
Development Goals) yang secara internasional akan dijadwalkan berakhir pada tahun
2023. Keberhasilan dari 17 (tujuh belas) arah pembangunan tersebut selanjutnya
diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama. Kerangka pikir RPJPN 2025-
2045 ini disebut dengan Strategi 8/17/45 (17 Agustus 1945) Berlandaskan Pancasila.

Berangkat dari visi Indonesia Emas 2045 yang telah disebutkan sebelumnya,
penelitian ini akan berfokus pada konstruksi perencanaan dan arah pembangunan
nasional pada misi (agenda) transformasi tata kelola dan landasan transformasi
supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia. Misi (agenda)
transformasi tata kelola, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran UU Nomor 59
Tahun 2024, adalah mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi
dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Selanjutnya pada misi (agenda)
landasan transformasi, memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan
kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum
dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di
tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
Sehubungan dengan misi untuk mencapai Indonesia Emas 2045, satu nilai
fundamental menjadi perhatian utama dalam mewujudkan visi tersebut adalah
Kedaulatan Rakyat. Nilai ini harus dijunjung tinggi dan dipandang sebagai tujuan
utama dimana segala manfaat, kemakmuran, dan keuntungan yang diperoleh
sepenuhnya dialokasikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebab,
kepentingan rakyat menjadi prioritas utama dalam seluruh aspek kehidupan
bernegara.

Guna mencapai visi Indonesia Emas 2045, pentahapan pembangunan
dilakukan dalam jangka panjang secara terukur dan konsisten. Pentahapan ini terbagi

menjadi 4 (empat) tahapan yang memiliki indikator capaian tertentu sebagaimana

dapat dilihat pada Tabel berikut.




Tabel 4
Pentahapan Implementasi RPJPN 2025-2045 di Bidang Transformasi Tata Kelola,

Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Tahapan Indikator Capaian Pentahapan Indikator Capaian Transformasi
Implementasi Tata Kelola, Supremasi Hukum,
Stabilitas, dan Kepemimpinan
Indonesia
Tahap ke-I Penguatan transformasi Transformasi tata kelola difokuskan

(2025-2029)

pada perbaikan kelembagaan yang

tepat  fungsi, penyempurnaan
fondasi penataan regulasi,
pembentukan dan  penguatan

lembaga tunggal pengelola regulasi,
peningkatan kualitas ASN berbasis
merit, kebijakan pembangunan
berbasis bukti, penerapan
manajemen risiko perencanaan dan
pengendalian pembangunan,
peningkatan  pelayanan  publik
berbasis teknologi informasi, serta
penguatan kapasitas masyarakat
sipil.

Supremasi hukum, stabilitas, dan
kepemimpinan Indonesia
difokuskan pada supremasi hukum
serta penguatan stabilitas politik,
dan keamanan nasional yang
mencakup pembaharuan substansi
hukum, pengembangan budaya
hukum dan transformasi
kelembagaan hukum yang
mengedepankan keseimbangan
antara kepastian, keadilan,
kemanfaatan, dan perdamaian
berlandaskan Pancasila,
transformasi tata kelola keamanan
dalam negeri, keamanan laut,
keamanan dan ketertiban
masyarakat, keamanan insani dan
keamanan siber sebagai pilar-pilar
keamanan nasional, lembaga
demokrasi yang kuat, akuntabel
berbasis digital, parlemen modern,
parpol yang berbasis nilai,
sedangkan  stabilitas  ekonomi
ditekankan untuk menjaga stabilitas
harga yang dapat menjaga daya beli

masyarakat dan  kepercayaan
investor, serta menjaga
keberlanjutan fiskal yang adaptif
untuk memenubhi kebutuhan
pembangunan dan menjaga
stabilitas sektor keuangan.
Selanjutnya, pengembangan
diplomasi yang tangguh dan
pertahanan berdaya gentar
kawasan difokuskan pada
penguatan infrastruktur diplomasi
dan kelembagaan,

mengkonsolidasikan kebijakan dan
langkah-langkah untuk memperkuat
sinergi diplomasi. pembangunan
kekuatan pertahanan berorientasi




Tahapan

Indikator Capaian Pentahapan
Implementasi

Indikator Capaian Transformasi
Tata Kelola, Supremasi Hukum,
Stabilitas, dan Kepemimpinan
Indonesia

kepulauan dan maritim yang
didukung industri pertahanan yang
sehat, kuat dan mandiri.

Tahap ke-II
(2030-2034)

Akselerasi transformasi

Transformasi tata kelola difokuskan
pada terwujudnya kelembagaan
yang kolaboratif, SDM ASN yang

sejahtera, proporsional, dan
berkompeten, penyederhanaan
regulasi berbasis teknologi

informasi, partai politik yang modern
dan mandiri, serta masyarakat sipil
yang partisipatif.

Supremasi hukum, stabilitas, dan
kepemimpinan Indonesia
difokuskan pada digitalisasi sistem
penegakan hukum yang modern
serta peningkatan kualitas SDM
penegakan hukum yang
berintegritas dan paradigma
aparatur penegak hukum pada

keadilan restoratif yang
mengakomodir korban, masyarakat
dan kepentingan bangsa,

penguatan kapasitas kelembagaan
keamanan nasional, partisipasi
masyarakat yang lebih bermakna
melalui penciptaan ruang publik
yang sehat, masyarakat yang
cerdas dan berkarakter Pancasila,
adaptifnya pengelolaan fiskal dah
moneter  terhadap  guncangan
perekonomian serta optimalnya
pengelolaan  sektor keuangan,
menguatnya diplomasi  proakiif,
pengembangan diplomasi yang
tangguh, konsolidasi kebijakan
sinergis serta infrastruktur dan
kelembagaan  diplomasi telah
bekerja secara efektif, serta
pengembangan postur pertahanan
yang bersifat lintas medan dengan
mengadopsi teknologi game
changer dan didukung oleh industri
pertahanan yang menjadi bagian
dari rantai pasok global.

Tahap ke-lll
(2035-2039)

Ekspansi global

Transformasi tata kelola ditekankan
pada terwujudnya kelembagaan
yang adaptif, SDM ASN vyang
kompetitif, —partai politik yang
modern dan mandiri, pembentukan
dan evaluasi regulasi berbasis
teknologi informasi, dan masyarakat
sipil yang mandiri.

Supremasi hukum, stabilitas, dan
kepemimpinan Indonesia pada
tahap ini difokuskan pada
pemantapan Indonesia sebagai
kekuatan di kawasan dan
pemantapan citra keamanan
nasional sebagai daya tarik global,




Tahapan

Indikator Capaian Pentahapan
Implementasi

Indikator Capaian Transformasi
Tata Kelola, Supremasi Hukum,
Stabilitas, dan Kepemimpinan
Indonesia

sistem pemberantasan korupsi yang
berkualitas dan mengoptimalkan
pemulihan aset dan pengembalian
keuangan negara, serta perbaikan
tata kelola melalui pendekatan
corruption impact assessment, serta
aktor negara dan non-negara yang
paham hukum, memiliki paradigma
restoratif dan berperspektif HAM,
kebebasan sipil dan kesetaraan
yang terjamin bagi semua warga
negara dalam kehidupan dan dalam
memperoleh, mengolah, dan
memanfaatkan sumber daya sosial,
politik, dan ekonomi, peningkatan
jumlah penerimaan negara dan
efektivitas belanja negara,
peningkatan peran sektor keuangan
dalam pembiayaan pembangunan,
penguatan diplomasi yang sinergis
didukung oleh infrastruktur dan
kelembagaan diplomasi yang andal
telah  mengantarkan  Indonesia
menjadi  global plager, serta
pemantapan postur pertahanan dan
tingkat kesiapan operasi menuju
pertahanan berdaya gentar
kawasan yang didukung oleh
industri pertahanan yang berdaya
saing global dalam 50 (lima puluh)
besar dunia.

Tahap ke-1V
(2040-2045)

Perwujudan Indonesia Emas

Transformasi tata kelola difokuskan
pada tercapainya regulasi dan tata
kelola yang berintegritas dan
adaptif.

Supremasi hukum, stabilitas, dan
kepemimpinan Indonesia
difokuskan untuk penegakan hukum
yang terpadu dan akuntabel
berkeadilan dan berkeadaban;
indonesia menuju zero corruption
dan terselamatkannya aset dan
keuangan negara; masyarakat
damai yang taat hukum dan aparat
penegak hukum yang berintegritas
dan memiliki paradigma restoratif
dengan berlandaskan hak asasi
manusia, menguatnya
kepemimpinan Indonesia di Asia-
Pasifik serta Indonesia yang aman
dan nyaman, terwujudnya
demokrasi substansial yang
mengemban amanat rakyat,
menguatnya pengelolaan fiskal,
moneter dan sektor keuangan untuk
menghadapi berbagai ancaman
VUCA  (Volatility, Uncertainty,
Complexity, Ambiguity) dan
berkontribusi pada pertumbuhan
ekonomi, serta berlanjutnya
penguatan diplomasi Indonesia




Tahapan

Indikator Capaian Pentahapan
Implementasi

Indikator Capaian Transformasi
Tata Kelola, Supremasi Hukum,
Stabilitas, dan Kepemimpinan
Indonesia

yang tangguh telah memantapkan

peran dan pengaruh Indonesia
sebagai global plager, serta
pertahanan berdaya gentar
kawasan.

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Lebih lanjut dijelaskan dalam dokumen RPJPN 2025-2045, RPJPN digunakan

sebagai pedoman yang memuat seluruh aspek pembangunan. Meskipun demikian,

dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat 20 (dua puluh) upaya

transformatif super prioritas (game changer) yang terbagi menjadi 13 (tiga) belas

upaya transformatif super prioritas (game changers) untuk transformasi Indonesia,

dan 7 (tujuh) upaya transformatif super prioritas (game changers) untuk landasan

transformasi. Adapun upaya transformatif super prioritas (game changers) untuk

transformasi tata kelola dan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan

kepemimpinan Indonesia dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 5

Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) untuk Transformasi Tata

Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Transformasi dan Landasan
Transformasi

Upaya Transformatif Super Prioritas
(Game Changers)

Transformasi Tata Kelola

1.

N

Transformasi manajemen ASN
(terutama sistem penggajian tunggal
dan pensiun), pemberantasan korupsi,
dan pembentukan lembaga pengelola
tunggal regulasi.

Penguatan tata kelola partai politik.

Supremasi  Hukum,
Kepemimpinan Indonesia

Stabilitas,

dan

4.

Transformasi Sistem Penuntutan
menuju Single Prosecution System dan

Transformasi  lembaga  Kejaksaan
sebagai Advocaat Generaal.
Transformasi industri pertahanan

menuju kemandirian melalui skema
inovatif untuk adopsi teknologi dan
penguatan value chain industri nasional.
Transformasi perencanaan dan fiskal:
perencanaan dan pengendalian
pembangunan berbasis risiko;
penerapan aturan fiskal adaptif;
reformasi APBN; serta transformasi
perencanaan dan fiskal.

Reformasi subsidi terutama energi
terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Ketiga transformasi: sosial, ekonomi, dan tata kelola, menjadi kunci penting

bagi pembangunan jangka panjang, di mana ketiganya saling terkait dan saling

mempengaruhi di dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebagaimana diketahui




bersama, pembangunan ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih khusus terkait dengan transformasi tata kelola, transformasi ini akan menjamin
terlaksananya transformasi sosial dan transformasi ekonomi sesuai dengan prinsip
kepemerintahan yang baik (good governance). Transformasi tata kelola akan
menciptakan pelayanan publik berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif.
Transformasi tata kelola juga dapat mengubah cara pemerintah berfungsi dan
berinteraksi dengan masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya dapat

mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Tabel 6
Transformasi Tata Kelola untuk Mencapai Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas
dan Adaptif
No. Isu Strategis Arah Kebijakan
1 Regulasi yang adaptif dan taat | (i) Penyederhanaan regulasi dan peningkatan
asas kualitas regulasi melalui penguatan

mekanisme pemantauan dan evaluasi
regulasi, serta penguatan kajian urgensi
regulasi dengan menggunakan metode
analisis dalam pembentukan regulasi.

(i) Peningkatan kualitas kelembagaan regulasi
dan tata kelola pembentukan regulasi
berbasis teknologi informasi  melalui
pembentukan lembaga tunggal pengelola
regulasi, penataan proses bisnis regulasi dan
pemanfaatan teknologi informasi secara
terpadu dalam setiap proses pembentukan
regulasi mulai dari perencanaan hingga
evaluasi pelaksanaan regulasi, serta
pembentukan basis data tunggal sebagai
referensi utama statistik regulasi.

2 Kelembagaan yang efektif (i) Penataan hubungan/restrukturisasi
kelembagaan dan kewenangan antar instansi
pemerintah (K/L/D) dan BUMN melalui
penggabungan, penguatan, pembubaran,
serta pembentukan lembaga berdasarkan
kebutuhan dan urgensi serta harmonisasi
kewenangan antara pemerintah pusat dan
daerah.

(i) Penataan, penguatan dan penghormatan
terhadap mekanisme check and balances
antar lembaga negara.

3 Proses bisnis yang adaptif (i) Pemetaan proses bisnis tematik berdasarkan
isu prioritas.

(i) Pengembangan sistem manajemen kinerja
pembangunan yang berdasarkan shared

outcomes.
4 Manajemen talenta Penguatan manajemen talenta ASN di seluruh
instansi pemerintah (K/L/D) melalui

pembangunan talent pool di seluruh K/LID
dengan pembangunan  sistem informasi
manajemen talenta dan satu data manajemen
talenta, penuntasan asesmen kompetensi,
penguatan manajemen kinerja dan
pengembangan  kompetensi ASN, serta
perbaikan kebijakan penghargaan bagi ASN.

5 Meritokrasi dan integritas (i) Penguatan sistem merit dalam manajemen
ASN melalui penerapan sistem penggajian
tunggal (single salary) dan sistem pensiun
untuk mendukung pelaksanaan mobilitas
talenta dan meningkatkan kesejahteraan




No.

Isu Strategis

Arah Kebijakan

ASN, peninjauan kewenangan kepala daerah
sebagai pejabat pembina kepegawaian, serta
penguatan  fungsi  pengawasan  atas
penerapan sistem merit.

(i) Penguatan upaya pencegahan korupsi
melalui pembatasan transaksi tunai terutama
dalam pemerintahan, penguatan sistem
pelaporan harta kekayaan ASN,
pemanfaatan teknologi informasi pada
berbagai sektor untuk mempersempit potensi
korupsi.

(iii) Penguatan sistem pendidikan antikorupsi
melalui redesain  kurikulum pendidikan
antikorupsi;

(iv) Penguatan pengawasan dan pencegahan
korupsi melalui penguatan dan independensi
lembaga pengawasan, serta peningkatan
kapasitas sumber daya manusia.

Manajemen ASN

mendukung

strategis

untuk

sektor/bidang

Penataan manajemen ASN sektor pelayanan
dasar melalui restrukturisasi kewenangan
pengelolaan guru serta tenaga medis dan tenaga
kesehatan untuk mewujudkan pemerataan
kualitas pelayanan.

Layanan

berkualitas dan inklusif

publik

yang

(i) Pengembangan portal dan/atau platform
pelayanan publik nasional.

(i) Penyediaan dan peningkatan kualitas
pelayanan publik pada pusat-pusat (hub)
pelayanan publik.

Pelayanan strategis
berkualitas

yang

Transformasi tata kelola, antara lain proses
bisnis, kelembagaan, dan regulasi bidang
strategis yang mencakup dan tidak terbatas pada
perencanaan dan penganggaran, pendidikan,
kesehatan, keamanan, postur diplomasi, hukum
dan HAM, agraria, perlindungan sosial, ekonomi,
energi, lingkungan hidup, riset dan inovasi,
harmonisasi hubungan pusat daerah,
manajemen risiko pembangunan, dan aparat
pengawas internal pemerintah.

Transformasi
pemerintahan

digital

(i) Transformasilayanan pemerintahan berbasis
digital melalui akselerasi pemanfaatan
aplikasi umum berbagi pakai, percepatan
pembangunan pusat data nasional,
percepatan penerapan satu data Indonesia,
serta peningkatan keamanan siber.

(i) Percepatan kesiapan  digital (digital
readiness) melalui penguatan talenta digital
ASN, peningkatan literasi digital masyarakat,
percepatan pembentukan regulasi yang
adaptif, dan pembentukan lembaga publik
pelaksana percepatan transformasi digital
pemerintahan.

10

Optimalisasi peran partai politik

Penguatan tata kelola partai politik melalui
penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem
rekrutmen, sistem kaderisasi yang optimal,
pengelolaan keuangan yang transparan dan
akuntabel, serta pendanaan negara yang
memadai.

11

Relasi

pemerintah

masyarakat sipil

dan

Penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi
bermakna (meaningful participation) masyarakat
sipil melalui penguatan kapasitas SDM,
kapasitas kelembagaan, dan lingkungan
pendukung masyarakat sipil. Selain itu,
diperlukan adanya pengarusutamaan terhadap
nilai-nilai keterbukaan pemerintah di seluruh
sektor pembangunan.

115




Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Untuk menjaga kesinambungan, keberlanjutan, serta ketercapaian kebijakan
menuju transformasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif, diperlukan indikator

utama mengukur keberhasilan sebagaimana dalam Tabel berikut.

Tabel 7
Transformasi Tata Kelola untuk Mencapai Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas
dan Adaptif
Arah (tujuan) Indikator Baseline | Sasaran
pembangunan 2025* 2045
24. Indeks Materi Hukum 0,51 0,71
Requlasi dan Tat 25. Indeks Sistem Pemerintahan 3,12 5,00
egktéﬁ; ?;:] ata Berbasis Elektronik
Berinte ri)tlas%an 26. Indeks Pelayanan Publik 3,68 5,00
Adgaptif 27. Anti Korupsi 74,52 96,98
Indeks Integritas Nasional
Indeks Persepsi Korupsi 38 60

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Supremasi hukum dan stabilitas nasional, bersamaan dengan kepemimpinan

Indonesia di tingkat internasional, adalah kunci untuk keberlangsungan

pembangunan. Kebijakan pembangunan dan sistem hukum dirancang bersama
dengan etika jabatan publik untuk memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara,
didukung infrastruktur yang meningkatkan demokrasi dan negara hukum sesuai
Pancasila dan UUD NRI 1945. Keberhasilan ini menjamin kepastian hukum,
pemerintahan yang responsif, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu,
diplomasi tangguh dan pertahanan berdaya gentar diperlukan untuk melindungi
kepentingan dan kedaulatan Indonesia di forum internasional, menciptakan
lingkungan yang aman dan stabil.
Tabel 8
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia untuk Mencapai

Indonesia yang Berdaulat, Aman, dan Damai serta Berpengaruh dan Memimpin dalam

Tatanan Dunia

No. Isu Strategis Arah Kebijakan

1 Hukum Berkeadilan, | Arah Kebijakan Hukum Berkeadilan

Keamanan Nasional Tangguh, | (i) percepatan pembaharuan substansi hukum

dan Demokrasi Substansial peninggalan kolonial;

(i) penerapan dan penegakan hukum yang
modern, efisien, terpadu, serta
mengedepankan pendekatan restoratif,
korektif dan rehabilitatif;

(i) Transformasi Sistem Penuntutan menuju
Single Prosecution System dan
Transformasi lembaga Kejaksaan sebagai
Advocaat Generaal;

(iv) pengawas institusi penegak hukum baik
internal  maupun  eksternal dengan
dukungan teknologi informasi  untuk
mencapai transparansi dan akuntabilitas;




No.

Isu Strategis

Arah Kebijakan

v)

(Vi)

(vii)

penguatan sistem pemulihan aset melalui
penerapan non-conviction based asset
forfeiture dan pemulihan aset;

penguatan sistem pemberantasan korupsi
menuju zero corruption melalui pembaruan
hukum materiil dan hukum formil tindak
pidana korupsi, penguatan kelembagaan,
dan dukungan teknologi informasi;
penguatan peran negara dalam
mewujudkan penghormatan, perlindungan,
dan pemenuhan HAM melalui penguatan
kelembagaan HAM dan pelaksanaan audit
HAM bagi K/L/D dan korporasi;

(viii) peningkatan internalisasi nilai-nilai HAM

(ix)

)

(xi)

melalui perluasan pendidikan HAM;
transformasi layanan akses keadilan yang
terjangkau dan  substansial melalui
perluasan akses layanan bantuan hukum;
pembangunan budaya hukum melalui
transformasi sistem penegakan
etika/perilaku serta redesain pendidikan
hukum; serta

pembangunan hukum yang mencakup
substansi, budaya, dan struktur termasuk
aparat penegak hukum dalam rangka
penegakan hukum berdasarkan Pancasila,
antara lain melalui mekanisme
penyelesaian sangketa di luar pengadilan
(Alternative Dispute Resolution) seperti
mediasi penal serta penerapan alternatif
pemidanaan dan pendekatan keadilan
restoratif yang bertumpu pada asas
keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.

Arah Kebijakan Keamanan Nasional

(i)

(ii)

(i)

(iv)

transformasi  kelembagaan keamanan,
keselamatan, dan penegakan hukum di
wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi
yang terintegrasi berdasarkan payung
hukum tunggal disertai dengan
pemanfaatan teknologi dalam
pelaksanaannya;

transformasi tata kelola dan kelembagaan
serta kapasitas dan kapabilitas, yang di
antaranya pada fungsi intelijen, dalam
melakukan Deteksi Dini, Pencegahan,
Penanggulangan dan Pemulihan dalam
menghadapi kompleksitas permasalahan
keamanan dalam negeri termasuk ancaman
terorisme;

transformasi keamanan dalam negeri
dengan pendekatan yang berbasis modal
sosial dan  kearifan lokal, serta
meningkatkan  peran negara dalam
menghadapi dampak kompleksitas
ancaman seperti perubahan iklim dan
bencana dengan pembangunan pusat
pelatihan misi kemanusiaan di indonesia
bagian barat dan timur;

reformasi sistem keamanan dan ketertiban
masyarakat yang adaptif, kolaboratif, dan
sinergi antara lembaga keamanan dan
penegakan hukum, masyarakat yang
partisipatif, dan industri jasa keamanan
nasional,




No.

Isu Strategis

Arah Kebijakan

v)

(Vi)

transformasi lembaga kepolisian menuju
organisasi sipil yang akuntabel, transparan,
dan terpercaya;

transformasi pelayanan kepolisian yang
berbasis digital satu platform nasional dan
pemenuhan jumlah polwan menjadi 30-40
persen untuk mendukung pelayanan
kepolisian yang humanis dan sensitif
gender;

(vii) transformasi tata kelola dan strategi

pencegahan, rehabilitasi, dan
pemberantasan narkoba dengan
keseimbangan pendekatan berbasis psiko-
sosiologis dan teknologi;

(viii) transformasi kelembagaan dan tata kelola

(ix)

perlindungan warga negara Indonesia di
luar negeri melalui ketersediaan akses
informasi dan pusat layanan yang responsif;
dan

penguatan keamanan siber antara lain
meliputi perlindungan warga negara di
ranah siber melalui pengaturan tata kelola
pertanggungjawaban pemilik sistem
elektronik serta transformasi tata kelola
keamanan siber yang proaktif,
‘preemptive”, dan terintegrasi di tingkat
individu, masyarakat, bangsa, dan negara,
dan kolaborasi identifikasi, proteksi, deteksi,
respons, dan pemulihan insiden siber
nasional.

Arah Kebijakan Demokrasi Substansial

(i)

(i)
(iii)

(iv)
v)

(Vi)

penguatan lembaga demokrasi melalui
perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu
seperti melakukan kodifikasi Undang-
Undang mengenai Pemilihan Umum dan
Undang-Undang mengenai  Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota, peran partai
politk yang akuntabel melalui revisi
Undang-Undang mengenai Partai Politik,
lembaga perwakilan yang responsif, serta
media dan pers yang berkualitas;
peningkatan kualitas kesetaraan dan
kebebasan dalam masyarakat;
pengarusutamaan internalisasi Pancasila
dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara;

Penguatan inklusivitas dan pencegahan
pemanfaatan politik identitas;

penguatan komunikasi publik yang merata,
adil, berdaulat, dan akuntabel untuk
meningkatkan kepercayaan dan partisipasi
masyarakat; serta

peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan,
diantaranya melalui  perluasan dan
perlindungan ruang sipil untuk memperkuat
keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam
advokasi, pemberdayaan, dan kontrol
sosial.

Stabilitas Ekonomi Makro

Arah Kebijakan Transformasi Perencanaan
dan Kebijakan Fiskal

@

perencanaan dan pengendalian
pembangunan berbasis risiko;




No.

Isu Strategis

Arah Kebijakan

(ii)

penerapan aturan fiskal (fiscal rules)
adaptif;

(i) reformasi sisi pendapatan, belanja, dan

pembiayaan APBN; dan

(iv) transformasi kelembagaan perencanaan

dan fiskal.

Arah Kebijakan Pendapatan Negara

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

akselerasi reformasi  kebijakan  dan
administrasi perpajakan sejalan dengan
perubahan struktur ekonomi yang lebih
produktif;

peningkatan basis pajak melalui penegakan
hukum dan kepatuhan wajib pajak, serta
mendorong sektor informal untuk menjadi
sektor formal;

penggalian sumber-sumber penerimaan
pajak baru (seperti sin tax, carbon tax) serta
dari sumber bukan pajak agar dapat
mengurangi ketergantungan pada Sumber
Daya Alam; dan

pemberian insentif fiskal yang tepat untuk
mendorong investasi serta pengembangan
sektor-sektor prioritas berbasis
kewilayahan.

Arah Kebijakan Belanja Negara

0

(ii)

(i)

(iv)

v)

penguatan jenis belanja produktif dan
bersifat countercyclical untuk percepatan
investasi  publik serta  pemerataan
penyediaan pelayanan publik;

pengaturan komposisi belanja negara
(termasuk belanja wajib/mandatory
spending, belanja K/L, non-K/L, dan transfer
ke daerah) dengan mengakomodir
perubahan demografi, percepatan
penurunan kemiskinan, penguatan sistem
pensiun yang adaptif, penguatan reformasi
birokrasi, peningkatan kualitas dan
kesejahteraan ASN, serta peningkatan
konvergensi antarwilayabh;

penguatan manajemen investasi publik
untuk memperbaiki kualitas dan kinerja
belanja termasuk yang mendukung proyek
prioritas nasional melalui desain
perencanaan, sinkronisasi perencanaan
dan penganggaran, implementasi, serta
pengawasan dan pengendalian belanja
negara;

reformasi subsidi terutama untuk
mendukung transisi energi menuju energi
baru  terbarukan dan peningkatan
pemanfaatan pupuk tepat sasaran; serta
peningkatan keselarasan kebijakan,
strategi, dan pelaksanaan proyek prioritas
dalam dokumen perencanaan nasional dan
daerah  melalui  optimalisasi  forum
sinkronisasi, dan pemanfaatan berbagi
pakai data dalam perencanaan, keuangan,
dan pembangunan pusat dan daerah.

Arah Kebijakan Dukungan Kebijakan Bank
Sentral

(i)

menjangkar inflasi dalam jangka panjang
pada kisaran 2,0 persen (yoy) untuk
mendukung sustainabilitas pertumbuhan
ekonomi tinggi;




No. Isu Strategis Arah Kebijakan

(i) implementasi paradigma baru kebijakan
acuan moneter;

(i) menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan
nilai fundamentalnya dan mengelola
kecukupan cadangan devisa;

(iv) mewujudkan sistem pembayaran yang
modern dan efisien, terintegrasi dengan
tatanan global, serta implementasi mata
uang digital bank sentral (central bank
digital currency);

(v) menjaga likuiditas dan stabilitas sistem
keuangan melalui bauran kebijakan
moneter, makroprudensial, dan sistem
pembayaran;

(vi) pengembangan instrumen moneter untuk
mendukung pendalaman pasar keuangan;

serta

(vii) secara langsung mendukung peningkatan
produktivitas ekonomi melalui
pengembangan berbagai instrumen

berbasis digitalisasi dan mendukung
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Arah Kebijakan Sektor Keuangan yang

Kondusif

() pendalaman sektor keuangan, utamanya
pengembangan diversifikasi produk,
instrumen keuangan dan penggunaannya,
penguatan kelembagaan regulasi dan pasar
yang lebih kompetitif, serta penguatan
sektor keuangan syariah dan integrasinya
dalam ekosistem ekonomi syariah;

(i) penguatan peran intermediasi sektor
keuangan utamanya peningkatan kualitas
dan kuantitas penyaluran kredit ke berbagai
wilayah dan sektor prioritas yang ditetapkan
oleh pemerintah, termasuk kepada UMKM
dan pendampingannya;

(i) penguatan basis sumber pendanaan sektor
keuangan non bank (dana pensiun,
asuransi, pasar modal, dan Sovereign
Wealth Fund) dan peranannya sebagai
sumber pembiayaan jangka panjang,

melalui ketersediaan keberagaman
portofolio investasi dan perbaikan tata
kelola;

(iv) inklusi keuangan yang meliputi: edukasi dan
literasi keuangan, pengembangan

infrastruktur keuangan, serta peningkatan
akses keuangan (terutama pada wilayah
dan kelompok masyarakat yang belum
terlayani jasa keuangan formal);

(v) penguatan inovasi dan pemanfaatan
digitalisasi keuangan; serta

(vi) perlindungan konsumen dan investor sektor
keuangan.

3 Ketangguhan Diplomasi dan | Arah Kebijakan Ketangguhan Diplomasi

Pertahanan Berdaya Gentar | (i) penguatan peran dan kepemimpinan

Kawasan Indonesia sebagai agenda setter di tingkat
regional, utamanya dalam menjadi effective
leader di ASEAN, dan global,

(i) pemantapan tata kelola kebijakan luar
negeri guna merespon dinamika geopolitik
dan geoekonomi, serta disrupsi teknologi
digital dan perubahan iklim;




No.

Isu Strategis

Arah Kebijakan

(iv)

v)

(i) penguatan kedaulatan, hak berdaulat, kerja

sama pertahanan dan keamanan guna
penguatan kapabilitas pertahanan negara,
serta menjaga stabilitas kawasan dan
perdamaian dunia;

pemajuan nilai, budaya, dan ideologi guna

peningkatan citra Indonesia di dunia
internasional; serta

penguatan kerja sama ekonomi dan
pembangunan internasional untuk
memperteguh  diplomasi dan  posisi

Indonesia di kawasan dan global.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Arah Kebijakan Pertahanan Berdaya Gentar
Kawasan

transformasi sistem pertahanan
berorientasi kepulauan dan maritim berdaya
gentar tinggi berbasis profesionalitas,
teknologi tinggi, operasi lintas medan, dan
diplomasi pertahanan guna merespons
ancaman peperangan mutakhir dan kimia,
biologi, radioaktif, nuklir, dan eksplosif serta
melaksanakan bantuan kemanusiaan dan
penanggulangan bencana;

transformasi industri pertahanan menuju
kemandirian melalui skema inovatif untuk
adopsi teknologi dan penguatan value chain
industri nasional;

pembangunan dan pengembangan industri
pertahanan yang sehat, mandiri dan
berdaya saing global, yang ditopang oleh
ekosistem industri pertahanan yang kuat
melalui transformasi tata kelola (good
corporate governance), terobosan skema
spending to invest, akuisisi industri
pertahanan luar negeri oleh BUMN atau

badan usaha milik swasta industri
pertahanan, serta kolaborasi pemilik
teknologi dan pemilik modal; dan

pembangunan sistem akuisisi beserta
pengawasannya yang memastikan

penggunaan alpalhankam produk industri
pertahanan nasional.

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Dalam rangka pencapaian supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan

Indonesia, beberapa indikator pengukur keberhasilan sebagaimana terdapat dalam

Tabel berikut.

Tabel 9

Indikator Capaian Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia dalam
RPJP Nasional Tahun 2025-2045

Arah (tujuan Indikator Baseline Sasaran
Pembangunan) 2025* 2045
Hukum 28. Indeks Pembangunan Hukum 0,69 0,89
Berkeadilan, 29. Proporsi penduduk yang merasa 67,5 80,0
Keamanan aman berjalan sendirian di area
Nasional tempat tinggalnya (%)
Tangguh, dan 30. Indeks Demokrasi Indonesia Sedang Tinggi
Demokrasi (60-80) (>80)
Substansial




31. Rasio Penerimaan Perpajakan | 10,70-11,20 18,0-20,0
terhadap PDB (%)
32. Tingkat Inflasi (%) 2,51 2,0£1
33. Pendalaman/Intermediasi Sektor
Keuangan
Stabilitas a) Aset Perbankan/_PDB (%) 66,9 200
Ekonomi Makro b) Aset Dana Pgn3|un/PDB (%) 8,0 60
c) Aset Asuransi/PDB (%)
d) Kapitalisasi Pasar 9,1 20
Modal/PDB (%) 57,8 120
e) Total Kredit/PDB (%)
37,8 80-90
34. Inklusi Keuangan (%) 91 98
Ketangguhan 35. Asia Power Index (Diplomatic 61,54 75,0-80,0
Diplomasi dan Influence)
Pertahanan 36. Asia Power Index (Military 16 45,0
Berdaya Gentar Capability
Kawasan

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan adanya partisipasi
seluruh pelaku pembangunan. RPJPN harus menjadi acuan oleh seluruh pelaku
pembangunan dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai
dengan perannya masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Dalam dokumen
RPJPN 2025-2045, kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan
pendanaan, kerangka pengendalian dan evaluasi, sistem insentif, mekanisme
perubahan, dan komunikasi publik. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman
(safeguarding) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPN 2025-2045
sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Dengan demikian, perlunya pelaksanaan
kaidah pelaksanaan agar terciptanya (a) perencanaan yang berkualitas, kesesuaian
pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan
dan pemanfaatannya secara optimal antara pemerintah pusat dan daerah; (b)
tercapainya sasaran pembangunan nasional, diperlukan pengendalian dan evaluasi
yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan
tata kelola data pembangunan; (c) meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan
secara luas dan partisipatif melalui sistem insentif sehingga dapat mempercepat
capaian sasaran pembangunan nasional; (d) meningkatkan kualitas kebijakan
melalui pemanfaatan data referensi yang sama; dan (e) mewujudkan sistem
pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif.

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion, maka diperoleh identifikasi
sebagai berikut:

a. Isu strategis yang ditekankan adalah persoalan hukum dan demokrasi

b. Kebutuhan kelembagaan dan regulasi di tingkat nasional dapat diadaptasi oleh
daerah berkenaan dengan isu-isu strategis yang dijabarkan dalam RPJPN 2025-
2045.

c. Pemetaan refleksi hukum di Indonesia dengan melihat pada kondisi hyper-

regulation (obesitas regulasi) yang terjadi dalam sistem peraturan perundang-
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undangan. Integrasi jumlah data dalam situs JDIHN kepemerintahan perlu
dilakukan untuk memetakan indikator regulasi bermasalah sehingga dapat
ditemukan solusi terhadap regulasi bermasalah tersebut.

d. Pemetaan refleksi demokrasi yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari teori
delapan tangga partisipasi oleh Sherry R. Arnstein. Partisipasi masyarakat
diperlukan baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi
pembangunan.

e. Kolaborasi diperlukan dalam pembangunan. Kolaborasi lima unsur atau disebut
dengan kolaborasi pentahelix yaitu melibatkan pemerintah sebagai regulator,
yakni merencanakan program dan kebijakan, menyusun arah kebijakan,
mengevaluasi kebijakan, dan merespon kebutuhan masyarakat; masyarakat
sebagai akselerator, yakni orang-orang dengan minat yang sama dan relevan
dengan program pembangunan dan ikut turut melaksanakan program
pembangunan; akademisi sebagai konseptor, yakni sumber pengetahuan dengan
konsep dan teori terbaru yang relevan dengan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan; pelaku usaha sebagai enabler, yakni mendorong perekonomian,
menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan media
sebagai expander, yakni mendukung penyebaran publikasi dan promosi terkait
perkembangan Pembangunan daerah.!?

Adapun capaian target Perencanaan dan Arah Pembangunan Nasional
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-
2045, pada segmentasi transformasi tata kelola supremasi hukum, stabilitas, dan
kepemimpinan Indonesia sebagai berikut:

Skema 4

Segmentasi Transformasi Tata Kelola Supremasi Hukum, Stabilitas, dan

Kepemimpinan Indonesia

Penataan

Regulasi dengan Navigasi

pendekatan
kemajuan
teknologi

Geopolitik
Global

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Target dari adanya RPJPN tahun 2025-2045 mula-mula diawali dengan
pembenahan sistematik hukum baik dari subtansi hukum dan sistem hukum yang
berlaku dengan pendekatan kemajuan teknologi. Hal ini sejalan dengan adagium
“Apabila hukum tegak maka ekonomi berjalan lancar; sebaliknya, meskipun ekonomi
lancar hukum belum tentu tegak”. Teknologi dan hukum tidak dapat dipisahkan

pasalnya kemajuan teknologi kini menengahi dan membantu proses penyusunan

126 1pnu Sam Widodo, disarikan dari Notulensi Focus Group Discussion yang diselenggarakan
oleh MPR RI bekerjasama dengan Universitas Brawijaya, Malang, 7 November 2024.
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regulasi yang mana dapat mencegah terjadinya disharmonisasi peraturan antara
peraturan yang lebih tinggi, sehingga nantinya teknologi menjadi alat bantu untuk
menciptakan regulasi yang harmonis. Tentu ketentuan yang harmonis tidak hanya
saja dapat dibantu oleh teknologi, namun koordinasi antar lembaga dan instansi serta
kecerdasan Sumber Daya Manusia (Drafter Peraturan Perundang-Undangan)
memiliki peranan yang sangat penting. target yang ada ini akan mencapai capaian
regulasi yang berkualitas. Harapanya dengan adanya regulasi yang berkualitas maka
peranan ekonomi baik dari sisi invetansi akan secara bertahap berkembang dan
tumbuh secara bertahap.

Selain target pembenahan penataan regulasi, maka negara memiliki target
untuk menciptakan kondisi negara yang aman, damai, tertib, dan tentram. Kondisi
yang diinginkan ini maka perlu ada penguatan baik internal negara maupun eksternal
negara. Rasa aman, damai, tertib, dan tentram secara internal dengan melindungan
segenap masyarakat untuk senatiasa dari Gerakan radikalisme, terorisme, serta
modus operandi yang sangat kompleks dengan penggunaan teknologi. Rasa aman,
damai, tertib, dan tentram secara eksternal dengan meningkatkan kualitas aparat
negara dalam hal ini yang turut menjaga keamanan bernegara, berbangsa, dan
bertanah air ialah lembaga TNI, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk
meningkatkan profesionalisme TNI. Target rasa aman, damai, tertib, dan tentram
turut didapatkan dengan penguatan kemanan laut, sebagaiaman yang kita ketahui
bahwasanya Negara Indonesia merupaka negara yang terdiri atas pulau-pulau yang
dihubungkan dengan lautan sebagai penghubung antar kepulauan. Adapun indikator
keberhasilan keamanan laut apabila tercapainya peningkatan kapasitas sistem
peringatan dini terpadu, peningkatan operasi keamanan laut, dan peningkatan
penyelesaian kasus keamanan laut.

Selanjutnya target yang perlu dicapai ialah keberhasilan demokrasi di
Indonesia. Keberhasilan ini sebagai tanda telah terlaksana nya kedaulatan rakyat,
yang mana otoritas tertinggi dalam kehidupan masyarakat, ialah dengan pemenuhan
hak-hak masyarakat, dari rakyat untuk rakyat. Rakyat juga turut memiliki ruang-ruang
tersendiri (partisipasi masyarakat) dalam proses bernegara, sehingga rakyat memiliki
turut andil yang besar dalam menentukan arah berbangsa. Indikator demokrasi yang
telah berjalan dengan baik ialah dengan meningkatnya kesadaran atas hak-hak
masyarakat dalam kehidupan, baik hak berpolitik, hak mendapatkan akses
kesehatan, hak kehidupan yang layak, hak perlindungan jaminan sosial, dan lain
sebagainya sebagaimana tertuang didalam konstitusi. Salah satu bentuk capaian
pada demokrasi ialah dengan berjalannya demokrasi dan teknologi secara
bersamaan sehingga menciptakan kehidupan yang saling bergantung sama lain
untuk melengkapi keberadaan demokrasi.

Kemudian target tersebut dilengkapi dengan keberhasilan Indonesia dalam

memiliki Navigasi Geopolitik Global yang mana apabila disederhanakan maka dapat




diterjemahkan “hubungan Indonesia dengan negara-negara indonesia” sebagaimana
kita ketahui bahwasanya yang memiliki nahkoda penuh dalam hal ini ialah pemimpin
bangsa untuk senantiasa memiliki hubungan diplomasi dengan negara-negara
sahabat di dunia. Hubungan diplomasi ini menjadi peranan penting sebagai capaian
Navigasi Geopolitik Global, hal ini dapat dilihat bagaimana negara Indonesia memiliki
keaktifan dalam kepemimpinan forum-forum global yang kemudian menciptakan
hubungan bilateral maupun hubungan multilateral dengan negara-negara sahabat,
yang mana senantiasa mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan
internasional atau global.

3.2 Pertimbangan atau Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
Pelaksanaan Hubungan Pusat-Daerah dalam Konteks Harmonisasi dan
Sinkronisasi RPJPN, RPJP Provinsi, Kabupaten/Kota di Bidang
Transformasi Tata Kelola Supremasi Hukum, Stabilitas, dan
Kepemimpinan Indonesia

3.2.1 Landasan Filosofis Hubungan Pusat-Daerah dalam Konteks
Perencanaan Pembangunan Nasional
Indonesia adalah negara yang bercorak multi etnik, agama, ras, dan multi

golongan. Sesanti Bhinneka Tunggal lka secara de facto mencerminkan

kemajemukan budaya bangsa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah negara yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke selain memiliki

sumber daya alam (natural resources) juga mempunyai sumber daya budaya (cultural

resources) yang beraneka ragam coraknya.'?’ Indonesia merupakan negara yang
kaya yang ditopang sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah
yang sewajarnya menjadi negara adidaya maka perlu arah, pedoman, dan dasar
dalam bernegara.

Pancasila tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam pembukaan UUD NRI

Tahun 1945 dan dalam batang tubuh namun menurut Pranarka konsepnya tetap ada

dan sesuai asas communis opinio doctorum bahwa dasar negara dan ideologi

nasional adalah Pancasila. Rumusan Pancasila yang dimuat dalam pembukaan
konstitusi UUD NRI Tahun 1945 telah menempatkannya dalam kedudukan yang
tersendiri dalam struktur kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep konstitusi
sendiri telah disepakati sebagai “the system of fundamental principles according to
which a nation, state, corporation, is govern, the document is embodying these

principles”. Secara umum dinyatakan bahwa konstitusi merupakan sistem yang berisi

127 Nyoman Nurjaya, Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam
Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum
Progresif |, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor llmu Hukum dan
Universitas Trisakti Jakarta, 15 Desember 2007, Semarang, him. 13.
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prinsip-prinsip mendasar yang mengatur suatu bangsa dan negara, dokumen yang
berisi prinsip-prinsip dasar.'?®

Indonesia sebagai negara yang dasar negaranya merupakan Pancasila,
mempunyai ideologi yang penting. Setiap bangsa dan negara ingin berdiri teguh dan
tidak terpengaruh oleh persoalan-persoalan serius dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Tak terkecuali di Indonesia. Jika suatu negara ingin berdiri kokoh dan
kokoh, maka harus mempunyai ideologi negara yang kuat. Tanpa hal ini, negara dan
negara akan menjadi rapuh. Di era modern ini, pentingnya Pancasila sebagai ideologi
bangsa dan negara Indonesia agak dilupakan oleh sebagian masyarakat Indonesia
dan digantikan oleh perkembangan teknologi yang sangat canggih. Pancasila
sebagai sebuah ideologi, harus mampu berperan dalam menjamin bahwa tujuan
negara Indonesia dapat tercapai. Indonesia adalah organisasi tertinggi bagi seluruh
rakyatnya, sehingga penyelenggaraannya harus dapat dirancang secara tepat.
Penyelenggaraan tersebut perlu untuk dilandasi ideologi bangsa. Pancasila sebagai
ideologi, merujuk pada kelima sila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Proses pelaksanaan ideologi Pancasila ini pun perlu untuk ditata
sedemikian rupa sehingga dapat terwujud dengan sempurna. Dijelaskan oleh
Driyarkara, pros-pelaksanaan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan
penggambaran gerak transformasi Pancasila formal sebagai kategori tematis (berupa
konsep, teori) sehingga menjadi kategori imperatif (berupa norma-norma) serta
kategori operatif (berupa praktik hidup). Dalam hal ini, akan terjadi proses
transformasi yang dapat berjalan tanpa masalah apabila tidak terjadi deviasi atau
penyimpangan.t?®

Dari nilai ideologi inilah kemudian perlu dilakukan operasionalisasi nilai-nilai
Pancasila sehingga dapat diejawantahkan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Operasionalisasi ini perlu untuk bisa diwujudkan dalam
usaha-usaha yang kreatif dan dinamis. Ini demi menjaga marwah Pancasila sebagai
ideologi yang bersifat futuralistik. Oleh karena itu, aktualisasi nilai dasar ideologi
Pancasila ini harus dapat membumi dalam kehidupan praksis dalam kehidupan
masyarakat dan kenegaraan secara dinamis.**°

Ideologi Pancasila yang dinamis akan memungkinkan adanya pembaruan
dalam aktualisasi nilai Pancasila. Pembaruan ini bukan berarti merubah nilai dasar
yang ada dalam Pancasila. Hakikat pembaharuan dalam Pancasila adalah adanya

upaya perbaikan pelaksanaan dari dalam dan melalui sistem yang ada.

128 Mochamad Isnaeni Ramdhan, 2009, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
sebagai Pengawal Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Legislasi, Vol. 6, No. 3, him. 527.

129 sywarno, P.J., 1993, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, him. 110-
111.

130 Wartoyo, 2020, Filsafat dan Ideologi Pancasila: Teori, Kajian, dan Isu Kontemporer, Unisri
Press, Surakarta, him. 7.




Pembaharuan ini lebih pada mengandaikan terjadinya dinamika internal dalam diri
Pancasila itu sendiri, bukan dengan mengubabh nilai dasarnya.'3!

Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan sadar sebagai bangsa
Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-
hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya
tinggi. Untuk itulah diharapkan dapat menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara,
menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan karakteristik Pancasila
sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan sublimasi dari pandangan hidup dan
nilai-nilai budaya yang menyatukan masyarakat yang beragam suku, ras, bahasa,
agama, pulau, menjadi bangsa yang satu, Indonesia. Dengan hal tersebut
dimaksudkan dapat mengartikulasikan sebagai Negara/bangsa yang merdeka, yaitu:
berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi, dan berkepribadian dalam hal
budaya. oleh karena itu pada era saat ini sangatlah penting untuk melakukan
revitalisasi terhadap Pancasila yang bertujuan guna mewujudkan kemandirian
bangsa.l®?

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Pancasila merupakan basis statis dan
dinamis. Ini menandakan bahwa Pancasila memiliki pijakan yang kuat sekaligus aktif.
Pancasila adalah cara pandang hidup bangsa Indonesia, mengantisipasi dan
menjawab berbagai persoalan bangsa yang sedang atau akan dihadapi. Atribut ini
tidak dapat diandalkan pada sains karena sains hanya dapat menjawab masalah di
lingkungannya sendiri; sains bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan tentang dirinya
sendiri. Pada gilirannya, sains membutuhkan filsafat untuk memberikan jawaban
sekaligus mengarahkan pertumbuhan. Pancasila, sebagai ideologi nasional, pada
hakekatnya adalah suatu sistem, dalam arti suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-
bagian yang saling berhubungan yang bekerja sama, terjalin, dan saling menguatkan
untuk suatu tujuan tertentu sebagai suatu pola yang mapan dan sistematis. Pancasila
juga dikenal sebagai “single plural entity” yang artinya tidak ada satu asas pun dalam
Pancasila yang dapat berdiri sendiri.!33

Menurut M. Isnaeni Ramdhan pengaturan materi UUD NRI Tahun 1945, juga
harus mengacu secara konsisten terhadap nilai-nilai Pancasila yang termaktub pada
alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Konsistensi penerapan nilai-nilai
Pancasila tersebut dalam batang tubuh konstitusi merupakan tuntutan konsistensi
penerapan norma secara sistemik, sehingga terdapat relasi fungsional antara nilai-
nilai Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945.13% Untuk menjaga

posisi Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara dan merupakan sumber hukum

131 i
Ibid.
132 zulfa, 2017, Filsafat Pancasila Sebagai Landasan Bernegara yang Demokratis, Jurnal
Bakaba, Vol. 6, No. 2, him. 30-38.

133 Cindy Amelia Putri Riyadi, dkk, 2022, Harkat dan Martabat Pancasila: Filosofi dan
Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 9, No. 3, him. 7.
134 Mochamad Isnaeni Ramdhan, Op. cit., him. 529.
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tertinggi, maka segala bentuk hukum dan perundang-undangan yang ada di
Indonesia baik UUD NRI Tahun 1945 ataupun undang-undang lainnya haruslah
merujuk pada Pancasila. Segala bentuk hukum yang tidak sejalan dengan Pancasila
apalagi bertentangan, maka harus dinyatakan batal demi hukum karena berlawanan
dengan norma dasar kita bernegara. Saat ini banyak hukum dan undang-undang
yang bertentangan dengan Pancasila karena itu harus segera direviu karena jelas-
jelas telah merugikan bangsa ini, merusak negara, dan menyengsarakan rakyat
Indonesia. Padahal jelas tujuan Pancasila adalah untuk menciptakan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.’® Dengan adanya pengamalan nilai nilai luhur
Pancasila, Indonesia berupaya untuk bisa mencapai tujuan negara sebagaimana
tertuang didalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia,
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam rangka penjabaran amanat UUD NRI 1945 untuk mewujudkan
kesejahteraan guna mencapai tujuan negara, diperlukan kebijakan Pembangunan
nasional yang terarah dan sistematis. Secara umum, pembangunan nasional di
Indonesia sendiri mempunyai tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil
dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pembangunan nasional
berarti mengupayakan kemajuan serta perkembangan kehidupan masyarakat
Indonesia dalam segala bidang, baik dari segi ekonomi, wilayah, maupun pendidikan
masyarakatnya. Terwujudnya pembangunan nasional mencerminkan kehidupan
masyarakat dari sebuah negara. Di mana dengan majunya pembangunan nasional,
maka kehidupan rakyat akan terjamin. Sedangkan dengan macetnya pembangunan
nasional, maka kehidupan rakyat akan mengalami kesulitan. Di sisi lain,
pembangunan nasional harus dilaksanakan secara berimbang dalam setiap bidang
maupun cakupan wilayahnya.

Pembangunan pastinya membutuhkan perencanaan karena kebutuhan
pembangunan mempunyai prioritas yang besar melihat besarnya Sumber Daya
Manusia yang membutuhkan pembangunan tersebut, demi terwujudnya
perkembangan pembangunan, berikut ini unsur-unsur perencanaan pembangunan di
antaranya yaitu:

1. Tujuan yang diinginkan

135 said Aqil Siroj, Menegakkan Kembali Pancasila, dalam Historisitas dan Spiritualitas
Pancasila, disampaikan dalam Refleksi Peringatan 67 Tahun Hari Lahir Pancasila, Fraksi PDIP MPR Rl,
him. 84-85.

136 Rizki Rahmawati, 2022, Repelita: Sejarah Pembangunan Nasional di Era Orde Baru, Jurnal
limiah Kebudayaan dan Kesejarahan, Vol. 9, No. 2, him. 37.
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Prioritas dan sasaran yang dikehendaki dalam bentuk mewujudkannya
Memiliki jangka waktu

Masalah-masalah yang akan dihadapi

Sumber daya manusia atau modal yang akan diperuntukan

Partisipasi masyarakat, organisasi maupun badan pelaksanaannya

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan

Guna mencapai sasaran pembangunan nasional, daerah perlu
memperhatikan dan mengacu pada sasaran pembangunan nasional maupun wilayah
pada dokumen perencanaan nasional, sehingga dalam menyusun perencanaan
Pembangunan Nasional, harus ada sinergi dan integrasi perencanaan yang dari
pemerintah pusat ke daerah dengan menitik beratkan pada potensi dan kemampuan
Daerah. Untuk menjamin amanat presiden ‘making delivered’, setiap daerah dapat
mendukung proyek prioritas nasional dan major project sesuai dengan tugas dan
kewenangannya agar pelaksanaannya memberikan manfaat yang besar bagi

masyarakat luas. Semua Pembangunan yang disusun dalam dokumen perencanaan

baik level Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib disusun dan
berlandaskan kepada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.




Skema 5
Harmonisasi Hubungan Pusat-Daerah Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan
Nasional Dengan Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Alinea ke-IV_Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945

Kemudian dari pada itu untuk
membentuk suatu Pemerintah Negara

Indonesia yang melindungi segenap

K‘,’\}l‘;rr‘]%nggaYang bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan

Kemanusiaan yang kese]ahteraan umum, mencerdas!(an
dil dan kehidupan bangsa, dan ikut
Beradab melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

In%%rr?g;lij;n abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan

Indonesia itu dalam suatu

Kerakyatan yang Undang+Undang Dasar Negara
Hikmabkab) areanaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
Dalam susunan Negara Republik Indonesia
Permus\,{g‘ﬁ’ﬁﬁtanlper yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang

Keadilan Sosial Bagi Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan
Sellugjh Rakyat Beradab, Persatuan Indonesia dan
ndonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta
dengan mewujudkan suatu Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

——

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,
yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota,
atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan
undang-undang.

Sumber: Bahan hukum sekunder, 2024

Indonesia sebagai sebuah negara besar dengan bercirikan kepulauan
memiliki visi besar untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.*®’ Visi besar ini sekaligus ditopang oleh
civic religion yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pemerintah melalui
dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana telah dicanangkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (RPJPN 2045)
berkomitmen untuk mengejar ketertinggalan di seluruh lini kehidupan berbangsa dan

bernegara. Dasar dari perencanaan pembangunan ini mengacu pada Alinea ke-4

137 visi bernegara Indonesia ini berlandaskan pada:
(i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan
budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim;
(i) perkembangan megatren global; dan
(iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya.
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Pembukaan UUD NRI 1945 yang mengamanatkan tujuan besar bernegara® dan
lima sila dasar negara yang disebut Pancasila.

Pancasila sebagai dasar filosofi (philosophische grondslag) yang melandasi
semangat perjuangan seluruh bangsa Indonesia termasuk pemerintah di dalamnya
harus selaras dengan cita-cita yang hendak diwujudkan Pancasila.’*®* Pemerintah
melalui RPJPN 2045 berupaya membangun Indonesia baik dari aspek politik, hukum,
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dengan melihat dinamika
perkembangan di dunia global menjadikan Pancasila sebagai tameng untuk
menyaring pembangunan agar sejalan dengan tujuan bernegara. Pancasila sebagai
sebuah konsep fundamental yang disepakati oleh bangsa dapat menjadi sebuah
modal pembangunan guna menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai sebuah konsep
yang komprehensif, Pancasila memiliki 5 (lima) dimensi yang dapat dijabarkan dan
menjadi landasan filosofi dalam merealisasikan rencana pembangunan, antara lain
dimensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Pertama, dimensi ketuhanan dalam pembangunan yang berdasarkan
Pancasila dimulai dengan fondasi spiritual yang kuat. Nilai ini menuntut bahwa
perencanaan pembangunan harus didasarkan pada prinsip moral dan etika yang
sejalan dengan ajaran agama. Ini dapat diartikan bahwa pembangunan nasional tidak
hanya mengejar kemajuan material, tetapi juga harus memperhatikan dimensi
spiritual dan nilai-nilai religius masyarakat. Pemerintah sebagai leading sector dalam
upaya pembangunan harus mengedepankan etika publik dan etika politik dalam
menyelenggarakan pemerintahan sehingga dapat terjalin  hubungan saling
mempercayai dan menguntungkan antara pemerintah dengan masyarakat sipil.

Pembangunan demokrasi yang ada di Indonesia merupakan demokrasi yang
dibangun di atas nilai transendental, sebagai implikasi dari corak sosial kebudayaan
masyarakat Indonesia yang religius, maka produktivitas dan kerja-kerja kemanusiaan
diorientasikan tidak hanya untuk kebaikan di dunia namun juga terdapat dimensi
pertanggungjawaban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.}*® Paradigma
pembangunan ini tidak dapat ditemukan di negara lain, misalnya seperti di negara-
negara Barat yang paradigma pembangunannya diorientasikan pada semangat
kompetisi pasar bebas dan pencarian keuntungan yang sebesar-besarnya.
Pembangunan dengan corak demikian pada realitanya justru akan memicu tingginya

kesenjangan akibat dari akumulasi sumber daya kekayaan yang hanya dapat dimiliki

138 Tujuan bernegara ini diungkapkan di dalam susunan kalimat Alinea ke-4 Pembukaan UUD
NRI 1945 sebagai berikut:
“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”

139 Alia Cahya Amala, dkk., 2022, Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Berbangsa Dan
Bernegara, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 1, him. 1-25.

140 Erni Yusnita Siregar, 2022, Paradigma Pembangunan Ekonomi Konvensional Dan
Pembangunan Ekonomi Islam, Islamic Business and Finance, Vol. 3, No. 2, him. 131.
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dan diakses oleh segelintir kelompok.'*! Paradigma pembangunan yang bernilai
transendental akan selalu berupaya mencari titik keseimbangan (equilibrium)
sehingga outcome dari pembangunan tersebut dapat dirasakan secara merata oleh
seluruh komponen pendukung bangsa.!4?

Sejalan dengan paradigma pembangunan yang berdimensi ketuhanan di atas,
perencanaan pembangunan dalam RPJPN 2045 tercermin dalam salah satu
kebijakan implementasi misi untuk memantapkan transformasi sosial budaya dan
ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat,
pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan
timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial
budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan,
serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber
daya alam. Pemantapan modal sosial kebudayaan difokuskan pada optimalisasi nilai
agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan
menggerakkan modal sosial dalam masyarakat.

Dalam konteks harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sinergitas pelaksanaan misi
transformasi sosial budaya dan ekologi yang mewujudkan nilai transendental
memerlukan kepemimpinan transformatif'*®* di tingkat pusat dan daerah melalui
kerjasama antara pemerintah dengan tokoh masyarakat lokal sebagai role model
sehingga masyarakat dapat mengoptimalkan jati diri dan karakter sebagai bangsa
yang produktif sekaligus religius.

Kedua, dimensi kemanusiaan dalam perencanaan pembangunan
mengindikasikan bahwa rencana pembangunan harus menghargai martabat manusia
serta hak asasi manusia, dan berusaha menciptakan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Aspek kemanusiaan ini menuntut bahwa
perencanaan pembangunan harus melibatkan kebijakan yang inklusif dan merata,
yang berfokus pada upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam nilai
kemanusiaan, perencanaan pembangunan difokuskan untuk meningkatkan kualitas
hidup manusia dan seluruh masyarakat Indonesia agar dapat terjamin keberlanjutan
peradaban suatu negara. Upaya pembangunan sebuah negara dapat

mempertahankan kualitas manusianya apabila dilandasi oleh sikap hormat terhadap

141 Husnul Isa Harahap, 2023, Neoliberalisme: Sebuah Konsep Pemerintahan Publik Swasta,
Langgas: Jurnal Studi Pembangunan, Vol. 2, No. 2, him. 57-61.

142 Nur Fadilah, 2022, Liberalisasi Dan Permasalahan Ekonomi: Sebuah Kritik Implementasi
Ekonomi Islam Terhadap Ekonomi Pasar Bebas, Salimiya: Jurnal Studi llmu Keagamaan Islam, Vol. 3,
No. 2, him. 61-76.

143 Konsep kepemimpinan transformatif merupakan sebuah proses pemimpin dan para
bawahannya selalu berusaha untuk mencapai tingkat moralitas serta motivasi yang lebih tinggi dari
sebelumnya. Kepemimpinan transformasional berasal dari kata “to transform” yang artinya
mentransformasikan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk yang berbeda, seperti
mentransformasikan visi menjadi sebuah realita, potensi yang menjadi aktual, laten yang menjadi
manifest dan lain-lain. Lihat dalam Nur’Aida Sofiah Sinaga, Delpi Aprilinda, dan Alim Putra Budiman,
2021, Konsep Kepemimpinan Transformasional, Cerdika: Jurnal llmiah Indonesia, Vol. 1, No. 7, him.
840-846.




manusia, mengakui kesederajatan kedudukan manusia, tidak memperlakukan
manusia sebagai obyek perencanaan, tidak pernah mengorbankan pihak yang satu
demi keuntungan pihak yang lain dan tidak membeli kemajuan dengan
menyengsarakan orang lain. Pembangunan hukum harus menghormati manusia
secara nyata yang berarti menjamin nilai-nilai asasi manusia.'#

Nilai kemanusiaan dalam perencanaan pembangunan beranjak dari pemikiran
dalam mewujudkan tatanan negara yang melindungi dan menjamin hak asasi yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.}*> Alam pikiran ini dikembangkan untuk
melindungi hak asasi manusia dari potensi kesewenang-wenangan negara yang
seharusnya ditujukan untuk menjamin keselamatan seluruh masyarakat. Dimensi
kemanusiaan menilai bahwa manusia memiliki seperangkat hak kodrati yang tidak
dicabut, dirampas, atau dikurangi baik oleh negara, badan hukum atau individu dan
keberadaannya adalah kekal dan melekat dalam diri manusia.4®

Lebih dalam lagi, nilai kemanusiaan dalam paradigma pembangunan bahkan
disinambungkan dengan nilai ‘keadaban’ yang pada dasarnya antitesis dari nilai
kemanusiaan. Pembangunan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan seolah-olah
kegiatan pembangunan diwujudkan untuk kebaikan umat manusia tanpa
memperdulikan keberadaan lingkungan hidup. Cara pandang nilai ‘kemanusiaan’
yang bersifat antroposentris selama ini telah menyisakan ekses negatif terhadap
kelestarian alam sehingga diperlukan cara pandang alternatif melalui perencanaan
pembangunan yang ‘beradab’ melalui pendekatan ekosentrisme, yaitu pemahaman
dalam menerapkan sebuah rencana pembangunan yang memerlukan sintesis
hubungan manusia dengan lingkungan.'*” Keberadaan manusia sebagai makhluk
dengan cara berpikir cogito ergo sum, tanpa disadari telah memulai pembentukan
polarisasi segalanya yang berada di dalam ini hanya untuk manusia. Krisis lingkungan
hidup yang dihadapi manusia modern merupakan akibat langsung dari pengelolaan
lingkungan yang hampa etik.14®

Bentuk implementasi dari paradigma demikian dapat dilihat dari sasaran
utama RPJPN 2045 salah satunya untuk menurunkan intensitas Gas Rumah Kaca
(GRK) menuju net zero emission. Arah prioritas pelaksanaan pembangunan
Indonesia kedepannya akan dilakukan secara berkelanjutan sekaligus ramah

lingkungan melalui misi transformasi ekonomi dalam kerangka ekonomi hijau.

144 Jimly Asshiddigie, 2015, Konstitusi Bernegara, Setara Press, Malang.

145 Ahmad Zaini, 2020, Negara Hukum, Demokrasi, Dan HAM, Al Qisthas: Jurnal Hukum dan
Politik, Vol. 11, No. 1, him. 13-48.

146 Miriam Budiardjo, op. cit, him. 108-111.

147 A. Sonny Keraf, 2010, Etika Lingkungan, Kompas, Jakarta, him. 1.

148 M vYasir, Yati Nurhayati, 2020, Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan
Arah Politik Hukum Lingkungan, Al ’Adl, Vol. 12, No. 1, him. 39-60.

133




Penerapan ini akan dilakukan melalui transisi energi konvensional yang bersumber
dari sumber daya alam hasil ekstraksi beralih kepada Energi Baru dan Terbarukan
(EBT).

Penerapan nilai ‘kemanusiaan’ yang ‘beradab’ dalam hal harmonisasi dan
sinkronisasi rencana pembangunan Pusat-Daerah melalui evaluasi kebijakan secara
berkala oleh pusat kepada daerah dalam mengawal agenda pembangunan prioritas
sambil tetap mengedepankan keanekaragaman modal alam dan sosial budaya
sehingga pemerintah daerah tetap memiliki keleluasaan untuk mengurus urusan
pemerintahan secara mandiri, otonom, dan bertanggung jawab berdasarkan asas
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Ketiga, dimensi persatuan dalam perencanaan pembangunan yang
berdasarkan Pancasila memainkan peran penting dalam menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa. Semenjak era penjajahan corak sosiologis bangsa Indonesia
dibentuk oleh berbagai masyarakat dari berbagai macam negeri. Berbagai bangsa
dari negeri barat dan timur silih berganti untuk melakukan aktivitas perdagangan dan
sosial yang akhirnya berdampak pada proses akulturasi dan asimilasi nilai-nilai yang
beragam.*® Sedangkan di sisi lain, keberagaman yang telah hingga saat ini
merupakan aset yang penting bagi kemajuan jika terus dipupuk persatuannya. Nilai
persatuan menekankan bahwa pembangunan harus memperkuat integrasi nasional
dan meminimalisir potensi konflik sosial dan politik yang bisa memecah belah bangsa.
Oleh karena itu, setiap rencana pembangunan harus mempertimbangkan
kepentingan nasional secara keseluruhan dan menghindari kebijakan yang bisa
menimbulkan perpecahan.*®

Dimensi persatuan dalam perencanaan pembangunan dalam konteks
harmonisasi dan sinkronisasi Pusat-Daerah adalah untuk meneguhkan konsepsi
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh wilayah Indonesia akan tunduk pada
satu sistem hukum nasional yang memastikan hak dan kewajiban yang sama bagi
setiap warga negara di seluruh negeri. Pemerintahan akan dijalankan secara terpusat
dengan satu pemerintahan nasional yang memegang kedaulatan dan otoritas
tertinggi, sambil tetap mengakomodasi desentralisasi dan otonomi daerah untuk
menjaga kohesi nasional. Indonesia merupakan negara besar yang bercirikan
kepulauan (archipelagic state) dengan tingkat keragaman suku, agama, ras, hingga
budaya yang tinggi sehingga perlu menjaga persatuan dan kesatuan sebagai sebuah
negara-bangsa (nation-state) melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas
nasional dan upaya-upaya konkret yang akan diwujudkan pemerintah melalui

pemerataan pembangunan dan akses masyarakat kepada sumber daya.

149 saortua Marbun, 2023, Membangun Dunia Yang Berani: Menegakkan Keberagaman Dan
Kemajemukan di Indonesia, Jurnal llmu Sosial dan limu Politik, Vol. 3, No. 1, him. 20-34.

150 pave David Tedjokusumo, Carissa Amanda Siswanto, dan Yuni Putri Dewantara, 2024,
Peran Pancasila Sebagai Alat Pemersatu Bangsa di Tengah Kemajemukan Indonesia, IURIS STUDIA:
Jurnal Kajian Hukum, Vol. 5, No. 2, him. 274-280.
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Keempat, dimensi kerakyatan menekankan prinsip demokrasi dalam
perencanaan pembangunan. Penerapan dimensi kerakyatan ini menuntut agar
perencanaan pembangunan dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif
masyarakat, melalui mekanisme musyawarah dan perwakilan yang adil. Ini berarti
bahwa pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah harus melibatkan
masukan dari masyarakat dan mempertimbangkan kebutuhan serta aspirasi mereka.
Misalnya, Perencanaan pembangunan dalam RPJPN 2045 menggunakan
pendekatan partisipatif yang artinya dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak
yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka
adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat
kepada negara.

Perencanaan pembangunan yang memenuhi dimensi kerakyatan dalam
RPJPN 2045 diupayakan melalui misi transformasi tata kelola yang berfokus pada
peningkatan akuntabilitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, penguatan
kapasitas masyarakat sipil, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital,
partai politik yang modern, mandiri dan berbasis nilai. Secara jangka panjang,
implementasi dimensi ini juga dapat diupayakan melalui misi supremasi hukum,
stabilitas, dan kepemimpinan yang mendorong partisipasi masyarakat yang lebih
bermakna melalui penciptaan ruang publik yang sehat agar terwujud masyarakat sipil
yang mandiri.

Harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan Pusat-Daerah
berdasarkan dimensi kerakyatan dilaksanakan melalui sistem pemerintahan yang
terdesentralisasi dengan adanya unsur pemerintahan daerah yang berwenang dalam
menjalankan urusan pemerintahan secara otonom. Format pengaturan pemerintahan
daerah dalam kerangka NKRI adalah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya.
Sistem desentralisasi dijamin keberlangsungannya dengan dengan adanya lembaga
negara yang demokratis, parlemen yang aspiratif serta tatanan sistem presidensial
yang kokoh dan efektif.

Penyusunan rencana pembangunan merupakan sebuah proses penting
terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dengan segala potensi
kekayaan alam dan sumber daya manusianya, pelaksanaan pemanfaatannya agar
dapat menguntungkan bagi sebesar-besar rakyat harus dikelola secara bijak.
Pemerintah daerah sebagai unsur pemerintahan di tingkat lokal. Konsekuensi
logisnya, tiap-tiap daerah otonom diberikan kewenangan dalam menyusun dan
membentuk rencana pembangunan jangka panjang mereka sendiri dan dengan tiap-
tiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda maka perencanaan pembangunan
tersebut harus mewakili dan mencerminkan sifat kedaerahan.

Kelima, dimensi keadilan mengharuskan tercapainya keadilan sosial sebagai

tujuan utama pembangunan nasional. Paradigma yang digunakan dalam

perencanaan pembangunan harus berfokus pada terciptanya pemerataan ekonomi,




sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan yang adil
adalah pembangunan yang berusaha mengurangi kesenjangan antara kelompok
masyarakat kaya dan miskin, antara pusat dan daerah, serta antara sektor-sektor
ekonomi. Dalam sejarah pergumulan pemikiran manusia, konsepsi filosofi keadilan
sosial selalu berubah dari zaman ke zaman.

Gagasan terkait keadilan sosial itu dapat ditelusuri sejak awal terjadinya
revolusi industri yang menghasilkan semangat liberalisme dan kebebasan berbasis
kompetisi pasar bebas. Liberalisme merupakan sebuah pandangan filosofis yang
didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai
politik yang utama. Liberalisme secara radikal mencita-citakan masyarakat yang
berciri kebebasan, perlakuan yang sama di depan hukum, pengakuan atas hak dan
kepemilikan properti secara individual, serta menolak pembatasan negara yang
dilakukan oleh kekuasaan agama. John Locke misalnya, yang menggali gagasan
keadilan yang secara implisit dijelaskan Locke dalam pemikirannya tentang
negara.’®* Menurut Locke, masyarakat sebagai manusia mengalami perkembangan
di tahap “keadaan alamiah” yang ditandai dengan keharmonisan. Dalam keadaan
sebagaimana yang dikemukakan Locke, setiap manusia bebas menentukan dirinya
dan menggunakan apa yang dimilikinya tanpa bergantung kepada kehendak orang
lain.’>2 Meski demikian, tiap-tiap individu tidak bisa bertindak semaunya sendiri.
Setiap manusia menurut akal sehatnya mewajibkan untuk memandang yang lain
setara dan sederajat.

Keadilan dalam perspektif yang lain juga disampaikan oleh aliran sosialisme-
komunisme yang menawarkan gagasan filosofi yang mendasarkan pemahamannya
pada kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan sumber daya melalui campur
tangan negara secara ketat di setiap bidang kehidupan bernegara. Pandangan ini
menganggap pentingnya intervensi negara dalam mengupayakan kesejahteraan dan
pemerataan kehidupan masyarakat melalui instrumen politik dan hukum. Berbeda
halnya dengan pandangan liberalisme yang justru menolak campur tangan negara
dalam kehidupan bernegara, karena menganggap pemerataan kekayaan akan lebih
efisien melalui mekanisme kompetisi pasar bebas (laissez-faire).

Perkembangan kedua aliran pemikiran tersebut dan pergumulannya di dalam
arena politik kekuasaan negara memunculkan paradigma politik hukum kenegaraan
yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat atau biasa disebut
filosofi negara kesejahteraan (welfare state). Ide dasar negara kesejahteraan bahwa
pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness of the
greatest number of their citizens untuk mengartikan istilah ‘utility’ (kegunaan) yang

menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip

151 Henry J. Schmandt, 2002, Filsafat Politik: Kajian Historis Dari Zaman Yunani Kuno Sampai
Zaman Modern, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, him. 336-345.

152 30hn Locke, 2002, Kuasa Itu Milik Rakyat: Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang
Lingkup, Dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil, Kanisius, Yogyakarta, him. 25.
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utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang
dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya,
sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Aksi-aksi pemerintah harus selalu
diarahkan untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang.*?

Penerapan sila kelima dalam perencanaan pembangunan dapat dilihat melalui
kebijakan redistribusi sumber daya yang adil, seperti pengalokasian anggaran
pembangunan yang lebih besar untuk daerah tertinggal, program subsidi untuk
masyarakat miskin, serta upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang merata.
Pemerintah harus memastikan bahwa hasil dari pembangunan nasional dapat
dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial,
ekonomi, atau geografis. Program pembangunan harus dirancang sedemikian rupa
sehingga mendorong kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks
harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan di tingkat Pusat-
Daerah, implementasi dimensi keadilan dilakukan seperti melalui kebijakan hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan untuk menciptakan
alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan yang
transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan pelayanan
publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

3.2.2 Landasan Sosiologis Hubungan Pusat-Daerah dalam Konteks

Perencanaan Pembangunan Nasional
3.2.2.1 Sejarah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Amandemen Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menjadi titik mula
perubahan sistem perencanaan pembangunan nasional yang semula menggunakan
GBHN menjadi rencana pembangunan yang disusun setiap dua puluh tahun yang
disebut RPJP, lima tahun yang disebut RPJM, dan satu tahun yang disebut RKP.
Namun, diskursus mengenai reeksistensi GBHN masih kerap muncul di permukaan
dan paling tidak disebabkan oleh dua hal, yaitu GBHN merupakan tradisi
ketatanegaraan Indonesia sebelum reformasi konstitusi serta perlu adanya haluan
negara atau pokok-pokok haluan negara tetapi tidak dalam bentuk GBHN.*** MPR
sebagai mantan lembaga tertinggi negara menjadi pihak yang rasa-rasanya masih
mempunyai keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN.

Pembahasan mengenai GBHN tidak akan bisa terpisahkan dari Pidato Ir
Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi

Kita”. Dalam pidatonya, Soekarno menekankan pentingnya keberadaan MPR yang

153 Agus Riwanto, 2018, Politik Hukum Negara Kesejahteraan Pasca Reformasi, Oase
Pustaka, Sukoharjo, him. 10.

154 Novendri M. Nggilu, Abdul Hamid Tome, & Ahmad, 2020, Urgensi, Bentuk Hukum dan
Penegakannya, serta Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara, Badan Pengkajian MPR RI, Jakarta, him.
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berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen berwenang
menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Pidato tersebut menjadi
Manifesto Politik Republik Indonesia dan diperkuat legitimasinya dengan
ditetapkannya Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar
daripada Haluan Negara. Berdasarkan landasan menimbang penetapan presiden
tersebut, Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1956 telah menjelaskan
persoalan-persoalan pokok dan program umum daripada Revolusi Indonesia.

Karakteristik GBHN pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno adalah
selalu berdasarkan atas pandangan politik Soekarno terhadap kondisi dan
perkembangan politik pada masa itu.>® Seperti GBHN yang termuat dalam Ketetapan
MPR Nomor [I/MPRS/1963 tentang Pedoman Pelaksanaan GBHN dan Haluan
Pembangunan mengacu kepada pidato Presiden Soekarno yang berjudul “Revolusi,
Sosialisme Indonesia-Pimpinan Nasional” serta “Tahun Kemenangan”. Akan tetapi,
GBHN yang terbentuk pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno tidak sejalan
dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 karena MPR belum terbentuk
pada masa itu. Selain itu, demokrasi terpimpin ala Soekarno pun mengakibatkan
belum optimalnya implikasi pembangunan terhadap ekonomi dan kesejahteraan
rakyat.

Pemerintahan orde baru menyusun berbagai strategi rencana pembangunan
untuk memulihkan kondisi ekonomi yang sudah cukup terpuruk. Pemerintah orde
baru menggunakan GBHN sebagai dasar hukum untuk proses pembangunan
Indonesia sehingga dikenal trilogi pembangunan yang terdiri atas pemerataan
pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.'*® Presiden Soeharto
menugaskan Bappenas untuk membuat rencana pemulihan ekonomi yang disusun
melalui tahapan lima tahunan atau yang dikenal sebagai Rencana Pembangunan
Lima Tahun (Repelita). Repelita merupakan penjabaran lebih lanjut dari GBHN yang
dihasilkan oleh MPR yang bersidang setiap lima tahun sekali. Repelita
menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program pembangunan. Pembangunan
nasional lebih berorientasi pembangunan ekonomi yang bertujuan menciptakan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga hukum ditempatkan sebagai instrumental
untuk memfasilitasi pembangunan bukan dalam pengertian hukum sebagai law is a
tool of social engineering.®’

Jatuhnya Presiden Soekarno pada tahun 1998 menyebabkan perubahan

susunan lembaga negara dan dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar
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1945.1%8 MPR berada pada kedudukan yang setara dengan presiden, DPR, DPD,
DPD, MA, BPK, dan MK karena tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Hal
tersebut berdampak kepada kewenangan yang dimiliki oleh MPR, yaitu tidak lagi
berwenang merancang GBHN serta tidak dapat memilih presiden dan wakil presiden.
Presiden berhak menentukan arah dan perencanaan dalam melaksanakan
pembangunan nasional dan ditetapkan bersama DPR karena disahkan
menggunakan undang-undang. Pasca reformasi tidak dikenal lagi istilah GBHN dan
beralih menggunakan istilah RPJPN. Secara definisi, RPJPN merupakan penjabaran
dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan
arah pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPN akan dijabarkan lebih lanjut melalui
RPJMN dan RPJMN dijabarkan kembali melalui RKP atau Rencana Pembangunan
Tahunan Nasional yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN). Tahapan penyusunan RPJPN
diawali dengan kajian pendahuluan dan menyusun Rancangan RPJPN yang
dilakukan oleh menteri. Dokumen rancangan itu dijadikan sebagai bahan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) yang
dilaksanakan di tujuh wilayah Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-
Nusa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Setelah itu, Rancangan Akhir RPJPN dibahas
di DPR dan ditetapkan menggunakan undang-undang.°

Pasca reformasi dokumen perencanaan yang termuat dalam RPJPN dianggap
lebih demokratis karena terdapat partisipasi dari berbagai pihak selama proses
penyusunannya. Sedangkan penyusunan dokumen perencanaan pada masa orde
baru yang dilaksanakan oleh MPR bersifat sentralistik atau terpusat pada kekuasaan
yang ada di ibu kota sehingga menyebabkan beberapa kegagalan membangkitkan
potensi daerah.®® Saat ini, walaupun terdapat penerapan sistem otonomi daerah,
pemerintah daerah tidak dapat menyusun dan melaksanakan kebijakan yang
bertentangan dengan kepentingan nasional. Ada banyak hal yang mendasari hal
tersebut, salah satunya adalah penyusunan RPJPD yang wajib mengacu dan
mempedomani RPJPN. Dalam beberapa kesempatan, hal ini menyebabkan program
pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat tidak sejalan dengan
aspirasi, potensi, dan kebutuhan masyarakat daerah.

Untuk memahami hal tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memperkenalkan lima
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pendekatan yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan
nasional, yaitu pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif,
pendekatan atas-bawah, dan pendekatan bawah-atas. Pendekatan bawah-atas tidak
bisa diartikan sebagai pendekatan yang semata-mata mengutamakan atau
mengakomodir kepentingan pemerintah daerah. Penyusunan RPJPN tetap
mengedepankan kepentingan nasional dan tujuan negara. Namun, bentuk
menghargai eksistensi pemerintah daerah adalah dengan mengadakan musyawarah
perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan, dan desa. Hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan akan
dituangkan dalam dokumen Rancangan Akhir RPJPN yang nantinya akan digunakan

sebagai pedoman penyusunan RPJP Daerah.

3.2.2.2Implikasi Desain Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
terhadap Isu dan Potensi di Provinsi Jawa Timur
Pembangunan nasional berarti peningkatan taraf hidup, peningkatan barang

dan jasa, peningkatan kesadaran, dan penghargaan terhadap hakikat hidup dan
kondisinya.'®! Salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah,
antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
Dari tujuan tersebut dapat dilihat bahwa RPJPN dijadikan sebagai titik sentral
daripada dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam rangka memastikan
keselarasan RPJPD Provinsi dengan RPJPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional melakukan fasilitasi, koordinasi, dan asistensi terhadap Pemerintah Daerah
Provinsi. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024
tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan
RPJPN Tahun 2025-2045, gubernur/Ketua DPRD Provinsi melakukan langkah-
langkah sebagai berikut:
a. mengikuti periode Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045;
b. berpedoman pada Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045; dan
c. memastikan keselarasan muatan RPJP Daerah Provinsi dengan menjaga jumlah

sasaran visi, misi pembangunan, arah pembangunan, dan indikator utama

pembangunan:

1. visi, 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan, dan 17 (tujuh

belas) arah pembangunan; dan

2. 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan,

161 Maraizu Elechi, 2020, Philosophy and national development: A Critical Analysis, Journal of
Applied Philosophy, Vol. 18, No. 4, him. 77.




sebagaimana termuat dalam Rancangan Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-
2045.

d. memastikan keselarasan muatan RPJP Daerah Provinsi Tahun 2025-2045
dengan arah kebijakan kewilayahan dan sarana prasarana dalam Rancangan
Akhir RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

e. Ketentuan pada huruf ¢ angka 1), angka 2), dan huruf d dapat disesuaikan
dengan karakteristik masing-masing daerah, yang diuraikan dalam:

1. Buku | tentang Pedoman Penyelarasan Muatan RPJP Daerah Tahun 2025-
2045 dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045; dan

2. Buku Il tentang Sistematika Penulisan RPJPD 2025-2045 dan Arah
Kebijakan Provinsi.

sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat

Edaran Bersama ini.

Atas dasar materi muatan surat edaran di atas, tercermin bahwa salah satu
pendekatan dalam penyusunan RPJP Daerah Provinsi adalah pendekatan atas-
bawah (top-down). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan pendekatan atas-bawah
sebagai perencanaan yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Artinya
adalah penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah pusat
terlebin dahulu lalu hasil perencanaan yang disusun oleh pemerintah dijadikan
sebagai pedoman bagi pemerintah provinsi dalam melakukan hal yang serupa.
Pemerintah provinsi wajib menjaga keharmonisan antara RPJPN dan RPJPD
Provinsi dengan cara menjaga jumlah visi, misi pembangunan, arah pembangunan,
dan indikator utama. Gubernur mempunyai tugas melakukan koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota.62

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa pemerintah pusat dan pemerintah
daerah mempunyai hubungan yang begitu rigid. Pemerintah pusat dan/atau
pemerintah daerah tidak bisa melakukan perencanaan pembangunan dengan
menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan karena akan menimbulkan efek domino
terhadap perencanaan pembangunan daerah-daerah lainnya. Pada proses
penyusunan RPJPN Kkali ini terdapat tantangan yang serius karena dilaksanakan di
tengah proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagaimana yang telah
terjadi, tensi politik pada Pemilu tahun 2024 begitu tinggi. Selain itu, proses
penyusunan RPJPD juga menghadapi tantangan yang tak kalah serius, yaitu
beberapa daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah yang mempunyai wewenang
yang terbatas dan tidak mempunyai legitimasi yang kuat dari rakyat ataupun DPRD.

RPJPN diundangkan pada 13 September 2024 dan RPJP Provinsi Jawa Timur

diundangkan empat hari setelahnya, yaitu pada 17 September 2024. Berdasarkan

162 pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional




ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penyusunan RPJP
Provinsi Jawa Timur mempedomani dan mengacu RPJPN. Sebab RPJPD
diundangkan menggunakan peraturan daerah maka juga harus melalui proses
evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan harmonisasi dari Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, RPJP Provinsi Jawa Timur adalah sama
dengan produk peraturan perundang-undangan lainnya yang melalui proses
pengawasan pemerintah pusat yang diwakili oleh kementerian terkait. Dalam RPJPN
2025-2045, Provinsi Jawa Timur disebutkan beberapa kali dalam beberapa bagian,
yaitu:
Tabel 10
Provinsi Jawa Timur dalam RPJPN Tahun 2025-2045

No Substansi Konteks

1 | Penataan Destinasi Pariwisata Prioritas | Paragraf di samping adalah bagian dari
(DPP) dengan menggalakkan investasi | refleksi dua dekade pembangunan.
dalam infrastruktur  pariwisata dan | Wisata Bromo Tengger Semeru di Jawa
mempromosikan 10 Destinasi Pariwisata | Timur menjadi salah satu destinasi
Prioritas sebagai destinasi wisata baru | pariwisata prioritas di Indonesia.
(Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di | Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun
NTB, Labuan Bajo di NTT, Bromo Tengger | 2011, Bromo merupakan daya tarik
Semeru di Jawa Timur, Kepulauan Seribu | wisata alam yang berbasis potensi
di Daerah Khusus Jakarta, Danau Toba di | keanekaragaman dan keunikan
Sumatera Utara, Wakatobi di Sulawesi | lingkungan alam di wilayah daratan.
Utara, Tanjung Lesung di Banten, Morotai
di Maluku Utara, dan Tanjung Kelayang di
Kepulauan Bangka Belitung). (halaman
14)

2 | Beberapa indikator kesejahteraan | Paragraf di samping adalah bagian dari
masyarakat masih menunjukkan kinerja di | potret pembangunan wilayah Jawa
bawah nasional, antara lain tingkat | tahun 2022. Alasan menggunakan data
pengangguran terbuka di Banten, Daerah | tahun 2022 adalah karena penyusunan
Khusus Jakarta dan Jawa Barat, | RPJPN dilaksanakan sejak tahun 2023.
persentase penduduk miskin di Jawa | Paragraf di samping menyoroti kondisi
Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, | kesejahteraan masyarakat yang di
angka partisipasi murni SMA di Banten, | bawah rata-rata nasional, salah satunya
Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat dan | persentase penduduk miskin di Jawa
Jawa Tengah, dan angka RLS Provinsi | Timur.

Jawa Tengah dan Jawa Timur. (halaman
167)

3 | Pada Tahun 2022, beberapa provinsi | Paragraf di samping adalah bagian dari
dengan tingkat kemiskinan di atas rata- | isu dan potensi kewilayahan pada
rata nasional adalah Provinsi Jawa Timur | bidang sosial. Tingkat kemiskinan di
(10,49%), Provinsi Jawa Tengah | Provinsi Jawa Timur berada di atas
(10,98%), dan Provinsi DI Yogyakarta | rata-rata nasional. Gubernur Jawa
(11,49%). Tingginya tingkat kemiskinan | Timur, Khofifah, menyatakan bahwa
disebabkan oleh kurangnya pengelolaan | faktor utama yang menyebabkan
potensi wilayah khususnya di selatan | peningkatan kemiskinan adalah
Wilayah Jawa, produktivitas UMKM | kenaikan harga bahan bakar minyak.63
terpusat di wilayah perkotaan, belum | Faktor-faktor lainnya adalah inflasi dan
sesuainya kualifikasi tenaga kerja dengan | kondisi ketenagakerjaan.%

kebutuhan dunia usaha dan industri, dan

163 Runik Sri Astuti, 2023, Mencermati Anomali Kemiskinan di Jawa Timur, diakses dari laman
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/01/30/mencermati-anomali-kemiskinan-di-brang-wetan.
Diakses pada tanggal 1 November 2024.

164 binas Komunfikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, 2023, BPS Jatim Catat Faktor yang
Pengaruhi  Tingkat Kemiskinan Jatim di  September 2022, diakses dari laman
https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bps-jatim-catat-faktor-yang-pengaruhi-tingkat-kemiskinan-jatim-di-
september-2022. Diakses pada tanggal 1 November 2024.
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No

Substansi

Konteks

belum meratanya akses masyarakat
terhadap layanan dasar. (halaman 171)

Sementara itu, pelayanan
ketenagalistrikan Wilayah Jawa
didominasi oleh rumah tangga dan industri
dengan tingkat konsumsi listrik per kapita
yang relatif baik. Reserve margin per
wilayah di sistem interkoneksi Jawa-Bali
memiliki nilai yang cukup bervariasi di
mana wilayah Jawa Tengah dan Jawa
Timur memiliki angka reserve margin yang
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan
wilayah lainnya. Kondisi  tersebut
disebabkan beban puncak yang berbeda-
beda pada masing-masing wilayah.
(halaman 172)

Paragraf di samping adalah bagian dari
isu dan potensi kewilayahan pada

bidang sarana prasarana.
Cadangan/reserve margin listrik
disebabkan karena tingginya

pertumbuhan kapasitas terpasang listrik
yang tidak berbanding lurus dengan
pertumbuhan penggunaan listrik.1%®
Berdasarkan penelitian dari Pusat
Analisis Anggaran dan Akuntabilitas
Keuangan Negara, faktor-faktor yang
menyebabkan over supply listrik antara
lain penetapan target pertumbuhan
kebutuhan listrik, penurunan tingkat
konsumsi  masyarakat, = maraknya
penggunaan PLTS independen, adanya
skema take or pay dalam perjanjian jual
beli listrik PLN, dan penambahan
jumlah PLTU oleh pemerintah.

Wilayah Jawa juga memiliki sumber energi
primer dalam pengembangan energi
bersih (clean energy berupa sumber
energi surya, panas bumi, air, dan bayu
masing-masing dengan potensi kapasitas
sekitar 640,27 GW, 7,90 GW, 0,58 GW,
dan 39,05 GW. Beberapa proyek
pembangkit listrik tenaga bayu sudah
mulai dikembangkan di beberapa provinsi
di Wilayah Jawa, seperti di Jawa Timur
dan Jawa Barat. Wilayah Jawa juga
menghasilkan listrik dari beberapa PLTA
seperti PLTA Saguling dan PLTA Cirata.
(halaman 172)

Paragraf di samping adalah bagian dari
isu dan potensi kewilayahan pada
bidang sarana prasarana. Proyek
pembangunan  Pembangkit  Listrik
Tenaga Bayu (PLTB) di Jawa Timur
akan dilaksanakan di Kabupaten Kediri
dan Kabupaten Malang. Dalam suatu
penelitian dinyatakan bahwa
pembangunan PLTB di Kabupaten
Kediri masih perlu dilakukan evaluasi
sedangkan di Kabupaten Malang
dinyatakan sudah cukup layak.'®

Pengembangan kawasan strategis
pertanian mendukung kemandirian
menuju kedaulatan pangan di Citarum-
Cimanuk-Cisanggarung,  Jratunseluna,
Citanduy-Serayu, Bengawan Solo-
Brantas, dan Tapal Kuda Jawa Timur,
yang terintegrasi dengan pusat riset dan
inovasi pertanian guna meningkatkan nilai
komoditas pertanian dan menurunkan
biaya benih. (halaman 260)

Paragraf di samping adalah bagian dari
arah kebijakan transformasi ekonomi.
Dalam RPJPN Tahun 2025-2045
wilayah Jawa diarahkan sebagai koridor
“Industri Berbasis Inovasi, Riset, dan
Teknologi”. Pengembangan kawasan
pertanian adalah satu kesatuan sistem
yang terpadu mulai dari pengadaan
input produksi usaha tani sampai
dengan pemasaran hasil produk-produk
pertanian ke tangan konsumen akhir.¢”

Pengembangan pelabuhan simpul utama
untuk mendukung pengembangan
kawasan ekonomi diantaranya
pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok
(Jakarta) dan penyelesaian Pelabuhan
Patimban (Jawa Barat) secara terpadu,
serta Pelabuhan Tanjung Perak (Jawa
Timur) menjadi pelabuhan bertaraf global
(global port), serta penguatan pelabuhan
lainnya sebagai major port atau

Paragraf di samping adalah bagian dari
agenda kewilayahan dan sarana
prasarana. Pengembangan pelabuhan
simpul  utama  bertujuan  untuk
mendukung pengembangan kawasan
ekonomi dengan cara
mengembangkannya menjadi
pelabuhan bertaraf global. Pelabuhan
Tanjung Perak berfungsi sebagai
pengumpul dan distributor barang dari

165 pysat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 2023, Analisis Ringkas Cepat
Oversupply Perusahaan Listrik Negara, Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, him. 1.
166 Achmad Yahya Chasanuddin, 2021, Studi Kelayakan Injeksi Pembangkit Listrik Tenaga
Bayu di Kabupaten Kediri dan Malang Jawa Timur, Skripsi, Universitas Brawijaya Fakultas Teknik,
Malang, him. 92.
167 Teguh Prasetyo dan Cahyati Setiani, Prosiding Seminar Nasional Kesiapan Sumber Daya
Pertanian dan Inovasi Spesifik Lokasi Memasuki Era Industri 4.0, diselenggarakan pada tanggal 9
Oktober 2019, Semarang, him. 175.




No Substansi Konteks
pelabuhan logistik utama  seperti | dan ke Kawasan Timur Indonesia
Pelabuhan Tanjung Emas (Jawa Tengah); | karena letaknya yang strategis dan
(halaman 265) didukung oleh hinterland yang potensial
maka Tanjung Perak menjadi Pusat
Pelayaran Interinsulair Kawasan Timur
Indonesia.6®
8 | Optimalisasi dan pengembangan bandara | Paragraf di samping adalah bagian dari

utama dimulai dengan Soekarno-Hatta di
Banten, Kertajati di Jawa Barat,
Yogyakarta International Airport di DIY,
Ahmad Yani di Semarang, dan Juanda di
Jawa Timur, serta integrasi dengan
pengembangan wilayah termasuk aerocity
serta pengembangan bandara kargo;
(halaman 266)

agenda kewilayahan dan sarana
prasarana. Bandara Juanda di Jawa
Timur menjadi pilot project program
penataan ekosistem logistik nasional
yang bertujuan untuk meningkatkan
kinerja logistik nasional, memperbaiki
iklim investasi, serta meningkatkan
daya saing perekonomian nasional.'®®

Sumber: Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2025-2045

Penjelasan dalam tabel di atas harus dilihat secara sistematis sebagai isu
kewilayahan Provinsi Jawa Timur serta sikap pemerintah terhadap berbagai isu dan
potensi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur mempunyai
destinasi pariwisata prioritas, yaitu Bromo Tengger Semeru yang berada di wilayah
Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten
Lumajang. Salah satu permasalahan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur adalah
mengenai cadangan daya listrik yang jauh lebih tinggi (oversupply) jika dibandingkan
dengan wilayah lainnya.

Dari hasil refleksi dua dekade pembangunan melalui pelaksanaan RPJPN
Tahun 2005-2025, terdapat satu hal yang terlihat kontra dengan kondisi di Provinsi
Jawa Timur. Dalam hasil refleksi dua dekade tersebut, dinyatakan bahwa kondisi
kemiskinan dan ketimpangan secara nasional bergerak menuju ke arah yang positif.
Namun, kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi Jawa Timur masih di atas
rata-rata nasional seperti yang terlihat pada grafik di bawah. Provinsi Jawa Timur
adalah daerah yang menempati urutan kedua dengan jumlah penduduk terbanyak di
Indonesia. Berdasarkan persentase dengan jumlah penduduk, Provinsi Jawa Timur

mempunyai penduduk miskin terbanyak yaitu sejumlah 3,98 juta penduduk.’®

168 Tempo, 2023, 5 Pelabuhan Utama di Indonesia, Begini Profil Pelabuhan Tanjung Priok
hingga Pelabuhan Belawan, diakses dari laman https://www.tempo.co/ekonomi/5-pelabuhan-utama-di-
indonesia-begini-profil-pelabuhan-tanjung-priok-hingga-pelabuhan-belawan-106008. Diakses pada
tanggal 1 November 2024.

169 |ndoAviationPlus, 2023, Angkasa Pura | Realisasikan Program Logistik Nasional di Bandara
Juanda Surabaya, diakses dari laman https://indoaviation.asia/angkasa-pura-i-realisasikan-program-
logistik-nasional-di-bandara-juanda-surabaya/. Diakses pada tanggal 1 November 2024.

170 NN Indonesia, 2024, Daftar 15 Provinsi dengan Penduduk Miskin Terbanyak, Jatim
Tertinggi, diakses dari laman https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240701161042-532-

1116298/daftar-15-provinsi-dengan-penduduk-miskin-terbanyak-jatim-tertinggi. Diakses pada tanggal 1
November 2024.
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Grafik 1

Perbandingan Garis Kemiskinan Nasional dan Provinsi Jawa Timur (dalam persen)
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Sumber: BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat
visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
Kewajiban untuk menyelaraskan antara visi nasional dengan visi daerah masih
memungkinkan karena visi dan misi bersifat umum. Secara definitif, visi adalah
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir
perencanaan.'’* Sedangkan misi dan arah pembangunan nasional dengan misi dan
arah pembangunan daerah tidak bisa disamakan atau diselaraskan begitu saja
karena setiap daerah mempunyai karakteristik dan potensinya masing-masing,
misalnya daerah yang terletak di Pulau Jawa yang dekat dengan Ibu Kota pasti
mempunyai pendekatan yang berbeda dengan daerah yang terletak di ujung timur
dan ujung barat Indonesia.

Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 pun
tidak terlihat penjelasan mengenai penyelarasan antara misi dan arah pembangunan
nasional dengan misi dan arah pembangunan daerah. Namun, telaah terhadap visi
RPJPN Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Daerah Tahun 2025-2045 telah termuat
dalam Bab V yang berjudul Visi dan Misi Daerah. Pada bagian itu dinyatakan bahwa
lima sasaran utama visi RPJPN menjadi acuan dalam perumusan sasaran dan target

pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dari

71 pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional




penjelasan ini terlihat adanya permasalahan dalam desain penyusunan RPJPN
terhadap RPJP Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.

Sebagai implikasi dari dokumen perencanaan pembangunan yang disahkan
menggunakan peraturan daerah, RPJP Provinsi Jawa Timur harus melalui tahap
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dilakukan oleh
Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri pasti memastikan bahwa
materi muatan yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang selaras dengan peraturan
perundang-undangan di atasnya, salah satunya adalah Undang-Undang tentang
RPJPN. Apabila dalam rancangan peraturan daerah tersebut terdapat materi muatan
yang bertentangan atau berpotensi menghambat terwujudnya tujuan negara maka
pemerintah daerah harus melakukan revisi terhadap rancangan peraturan daerah
tersebut. Pada akhirnya, kepentingan nasional dan tujuan negara menjadi yang

paling utama dari pada kebutuhan dan potensi daerah.

3.2.2.3Masa Transisi Pilkada Serentak, Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, dan Modal yang Berharga bagi Penjabat Kepala Daerah

Keputusan pemerintah menerapkan Pilkada secara serentak menimbulkan
efek bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pilkada serentak di Indonesia
diselenggarakan atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI1/2013
yang mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1)
dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada putusannya Mahkamah
Konstitusi berpendapat bahwa pemilihan presiden dan pemilihan anggota lembaga
perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) diselenggarakan secara serentak sesuai dengan
penafsiran Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.172

Penyelenggaraan pemilihan secara serentak dianggap lebih efisien karena
pembiayaan penyelenggaraan lebih menghemat uang negara yang berasal dari
pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi
lainnya. Pengeluaran atau belanja negara dapat dialihkan kepada hal-hal yang
bermanfaat bagi masyarakat secara umum sebagaimana diamanatkan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dari aspek sosiologis,
penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan anggota lembaga perwakilan
dapat mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan

horizontal di masyarakat. Pemilihan yang dilaksanakan secara serentak mempunyai

172 Titin Purwaningsih dan S. N. Wijayanti, 2017, Concurrent Election in Indonesian Politics:
Opportunities and Challenges of Political Perspective, Journal of Asian Review of Public Affairs and
Policy, Vol. 2, No. 1, him. 27.




tujuan mewujudkan kedaulatan rakyat serta mensinkronkan tata kelola
pemerintahan.1’

Proposal penyelenggaraan pemilihan secara serentak tidak terhenti pada
lingkup pemilihan presiden dan pemilihan anggota lembaga perwakilan tetapi terus
berlanjut pada pemilihan kepala daerah. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang
Dasar NRI Tahun 1945, Indonesia adalah negara yang terbagi atas provinsi dan
provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Setiap daerah mempunyai pemerintahan
daerah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah. Permasalahannya adalah daerah-
daerah tersebut tidak terbentuk dalam waktu yang bersamaan. Hal itu menyebabkan
waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah di setiap daerah berbeda-beda.
Pemilihan kepala daerah secara langsung atau dipilih oleh rakyat pertama kali
dilaksanakan pada 1 Juni 2005 dan terus berlanjut hingga sampai saat ini.1’*

Melalui Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
pemerintah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan setiap lima
tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun, Pilkada serentak
tidak dapat langsung diimplementasikan karena masa jabatan masing-masing kepala
daerah berakhir di waktu yang berbeda-beda. Pemerintah mengeluarkan kebijakan
masa transisi melalui undang-undang tersebut beserta perubahannya yang berarti
Pilkada akan dilaksanakan dalam empat gelombang, yaitu pada tahun 2015, 2018,
dan 2020.1"° Hingga pada akhirnya Pilkada dapat diselenggarakan secara serentak
yang diikuti oleh seluruh daerah di Indonesia pada November 2024.

Dalam kurun waktu sembilan tahun (2015-2024) ada banyak kejadian yang
berkorelasi dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penunjukkan penjabat
kepala daerah sebagai pejabat yang mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dan
wakil kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala
daerah melalui Pilkada di daerah yang ia pimpin. Persoalan utama dari hal ini adalah
penjabat kepala daerah ditunjuk secara sepihak oleh pemerintah pusat walaupun
gubernur dan DPRD dapat mengajukan usulan. Proses penunjukkan penjabat kepala
daerah dilaksanakan secara tertutup sehingga masyarakat tidak mengetahui alasan
dipilihnya pejabat tertentu yang mayoritas berasal dari lembaga/instansi di tingkat
pusat. Selain itu, penjabat kepala daerah dianggap sebagai perpanjangan tangan
presiden atau pejabat di pemerintah pusat sehingga penunjukannya sangat politis

dan tidak mengutamakan kebutuhan dan ciri khas daerah sama sekali.

173 Gotfridus Goriz Seran, 2019, Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak
Nasional, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 3, him. 673.

174 Tjahjo Kumolo, 2015, Politik Hukum Pilkada Serentak, Penerbit Ecpose, Jakarta, him. 52.

175 pasal 201 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang




Salah satu daerah yang terdampak dari hal tersebut adalah Aceh. Hasil
pemungutan suara pemilihan presiden di Aceh menunjukkan bahwa Pasangan Anies
Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh suara terbanyak dengan perolehan
2.369.534 suara atau 74% dari total suara sah yang di mana jumlah tersebut adalah
tiga kali limpat perolehan suara Pasangan Prabowo dan Gibran (pemenangan Pemilu
tahun 2024). Pasca kejadian itu, Achmad Marzuki yang menjabat sebagai Penjabat
Kepala Daerah Provinsi Aceh dicopot karena komunikasi politik dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh buruk dan sekretaris daerah tidak berjalan secara tidak
harmonis.'’® Dosen Ilimu Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Rustam Effendi,
menyatakan bahwa selama dua tahun kepemimpinan Achmad Marzuki tidak ada
perkembangan yang positif di Provinsi Aceh, seperti angka kemiskinan dan
pengangguran yang masih tinggi.

Kondisi daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih secara
langsung oleh rakyat dengan daerah yang dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk oleh
pemerintah pusat tentu berbeda. Banyak pihak dan masyarakat yang mengkritisi
landasan penunjukkan penjabat kepala daerah tertentu dan berujung kepada krisis
legitimasi. Krisis legitimasi menurut Jurgen Habermas adalah turunnya kepercayaan
kepada lembaga negara yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.*’” Namun,
pemerintah pusat seolah-olah tidak menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang
serius dan terus berkilah dengan alasan bahwa penjabat kepala daerah dapat diganti
apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Pertentangan dari masyarakat
adalah kejadian yang nyata, seperti yang terjadi pada pelantikan Penjabat Bupati
Barito Selatan dan Penjabat Bupati Kotawaringin Barat.'"®

Kedua, durasi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah
tidaklah sebentar dan ini berdampak kepada kinerja pemerintah daerah dalam
melaksanakan pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang penting. Walaupun
secara posisi berada pada kedudukan yang sama dengan kepala daerah definitif,
penjabat kepala daerah tidak mempunyai kebebasan dalam kondisi-kondisi tertentu.
Pada saat penjabat kepala daerah ingin melakukan mutasi ASN, membatalkan
perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan
perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya,
membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan

pejabat sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan

176 Zulkarnaini, 2024, Achmad Marzuki Dicopot dari Penjabat Gubernur Aceh, diakses dari
laman https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/03/13/achmad-marzuki-dicopot-dari-penjabat-
gubernur-aceh. Diakses pada tanggal 4 November 2024.

177 Ahmad Abrori, 2016, Refleksi Teori Kritis Jurgen Habermas atas Konsensus Simbolik Perda
Syariah, Jurnal Ahkam, Vol. XVI, No. 1, him. 79.

178 pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 2023, Kisruh Penetapan Pj. Bupati Barsel dan
Kobar, Penolakan Masyarakat Kalteng Makin Kencang terhadap Pejabat Droping Pusat, diakses dari
laman https://kalteng.go.id/berita/read/3038/kisruh-penetapan-pj-bupati-barsel-dan-kobar-penolakan-
masyarakat-kalteng-makin-kencang-terhadap-pejabat-droping-pusat. Diakses pada tanggal 4
November 2024.
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penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya,
penjabat kepala daerah wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.*’®

Dari pengaturan diatas dapat dilihat bahwa relasi antara penjabat kepala
daerah dengan pemerintah pusat begitu kuat. Bahkan untuk urusan yang berkaitan
dengan kewenangan penjabat kepala daerah ketika hendak mengeluarkan kebijakan
tertentu harus mendapat izin tertulis dari menteri. Dalam kasus penjabat kepala
daerah ini, perwakilan pemerintah pusat bisa sampai pada tingkat kabupaten dan kota
yang sebelumnya hanya sampai pada tingkat provinsi. Secara normatif gubernur
sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah yang dapat melakukan fungsi
pembinaan, fungsi koordinasi, dan fungsi pengawasan terhadap kabupaten dan
kota.!8 Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023
tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, penjabat kepala
daerah langsung di bawah pengawasan menteri.

Kewenangan yang dimiliki dan relasi yang kuat dengan pemerintah pusat
menjadi modal yang berharga bagi penjabat kepala daerah untuk dapat mewujudkan
kepentingan-kepentingannya. Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang
berlaku, ASN vyang diangkat menjadi penjabat kepala daerah tidak perlu
menanggalkan atau berhenti dari jabatan struktural ASN-nya. Oleh sebab itu,
penjabat kepala daerah mempunyai hak dan kewajiban yang ganda, yaitu tunduk
kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Respon dari
Kementerian Dalam Negeri terhadap hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak
mempermasalahkan dan menganggap keadaan bukanlah sesuatu yang harus
dipersoalkan. Sebenarnya tidak aneh apabila hal ini terjadi karena ada banyak
penjabat kepala daerah yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, salah satunya
Akmal Malik selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang berkesempatan menjadi
penjabat kepala daerah di dua provinsi yang berbeda secara berturut-turut.

Penjabat kepala daerah adalah jabatan yang serupa tapi tidak sama dengan
kepala daerah. Keduanya berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan
daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Model birokrasi yang akan dihadapi oleh penjabat kepala daerah dalam
menjalankan roda pemerintahan daerah sama dengan yang dihadapi oleh kepala
daerah yang dipilih melalui pemilihan secara langsung. Penjabat kepala daerah harus
dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan ASN di lingkungan pemerintahan
daerah dan anggota DPRD. Misalnya ketika hendak melanjutkan pembahasan

rancangan peraturan daerah, penjabat kepala daerah harus berkoordinasi anggota

179 pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota

180 Eko Noer Kristiyanto, 2012, Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan
Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, No. 3,
him. 408.




DPRD.!® Selain itu, dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan dari pemerintah
daerah, penjabat kepala daerah harus berkoordinasi dengan organisasi perangkat
daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang tertentu.

Apabila penjabat kepala daerah tidak dapat menciptakan hubungan yang
harmonis dengan dua komponen tersebut maka penjabat kepala daerah tidak dapat
perform  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  daerah.  Laporan
pertanggungjawaban yang dibuat oleh penjabat kepala daerah akan berisi rentetan
kegagalan dan terdapat kemungkinan ia tidak mendapat kesempatan lagi untuk
melanjutkan jabatan penjabat kepala daerahnya. Sebaliknya, penjabat kepala daerah
yang dapat membangun hubungan yang baik dengan pejabat di pemerintah pusat,
organisasi perangkat daerah, dan anggota DPRD berpotensi memperoleh
keuntungan dan kesempatan yang barangkali tidak ia rencanakan sebelumnya,
seperti masuk ke dalam radar survei elektabilitas calon kepala daerah atau bahkan
mendapat tawaran dari partai politik untuk maju sebagai calon kepala daerah.

Secara normatif tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
melarang seorang penjabat kepala daerah mengikuti kontestasi Pilkada. Mengikuti
kontestasi Pilkada adalah hak bagi setiap warga negara sebagaimana Pasal 25 huruf
b Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia.'®? Namun, jika ASN hendak mengikuti
kontestasi Pilkada dan telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah maka ia wajib
menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagaimana amanat Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 serta Pasal 56 dan Pasal 59 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Mahkamah
Konstitusi berpendapat bahwa kewajiban mundur dari jabatan struktural ASN
bukanlah pelanggaran atau pembatasan hak asasi manusia tetapi sebagai
konsekuensi hukum atas pilihannya untuk menjadi peserta Pilkada yang merupakan
pemilihan jabatan politik.

Tabel 11
Penjabat Kepala Daerah yang Menjadi Peserta Pilkada Tahun 2024

Nama Instansi Asal Daerah Partai Pendukung
Wahyu Hidayat Sekretaris Penjabat Walikota | Gerindra, Golkar, Nasdem,
Daerah Malang Partai Buruh, Partai
Kabupaten Garuda, PKS, Partai Bulan
Malang Bintang, PSI, Perindo, dan
PPP
Bambang Sekretaris Penjabat Bupati PKS, PAN, PPP, PDIP,
Soekwanto Daerah Bondowoso Partai Demokrat, PBB,
Kabupaten dan Partai Gelora
Bondowoso
Hergunadi Sekretaris Penjabat Bupati PAN, Partai Demokrat,
Daerah Magetan dan Perindo
Kabupaten
Magetan

8l Marten Bunga, 2019, Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal dalam
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49, No. 4, him. 825.

182 Thomas M. Franck, 1992, The Emerging Right to Democratic Governance, The American
Journal of International Law, Vol. 86, No. 46, him. 64.
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Nama Instansi Asal Daerah Partai Pendukung
Mohammad Rum Kepala Dinas Penjabat Walikota Gerindra, PDIP, Golkar,
PUPR Provinsi Bima Nasdem, Hanura, dan
Nusa Tenggara Perindo
Barat
Ratu Dewa Sekretaris Penjabat Walikota Gerindra, PDIP, dan
Daerah Kota Palembang Golkar
Palembang

Sumber: Diolah Penulis, 2024

Sebenarnya fenomena ASN mengikuti kontestasi Pilkada ataupun menjadi
kepala daerah bukanlah hal yang baru. Secara normatif pun tidak ada larangan bagi
ASN untuk menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah serta kepala
daerah atau wakil kepala daerah selama memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Hal yang baru adalah
seorang penjabat kepala daerah yang mempunyai tugas menjalankan urusan
pemerintahan daerah dan bertanggung jawab langsung kepada menteri
mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah bukan
hanya soal memenuhi persyaratan administratif saja. Terdapat konsekuensi-
konsekuensi lain yang harus ditanggung bagi seseorang yang mencalonkan diri
sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Peraturan perundang-
undangan mengatur bahwa menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah
dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur independen dan jalur partai politik. Tidak
ada yang lebih mudah atau lebih sulit dari dua jalur tersebut karena masing-masing
mempunyai tantangan dan hambatan. Selain itu, ongkos politik yang begitu mahal
juga harus ditanggung oleh mereka yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah
atau wakil kepala daerah. Kondisi tersebut memicu terjadinya pragmatisme politik
dalam proses pencalonan Pilkada karena ibaratnya tidak akan ada orang yang bisa
mencapai tujuannya ketika tidak mempunyai modal untuk membeli bahan bakar.&

Dengan kata lain, penjabat kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai
calon kepala daerah atau wakil kepala daerah seperti suatu anomali karena pada
buktinya tidak semua penjabat kepala daerah maju sebagai peserta Pilkada dan
mereka bukanlah kader partai politik. Pada tabel di atas terlihat bahwa semua
penjabat kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah maju
melalui jalur partai politik. Dengan adanya fakta ini bisa dikatakan bahwa penjabat
kepala daerah di lima kabupaten/kota mampu menggalang dukungan dari partai

politik yang eksis di daerahnya. Kemungkinan lainnya adalah selama kepemimpinan

183 Endah Eko Yuliati, 2019, Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon
Tunggal Dalam Pilkada, Jurnal Transformative, Vol. 5, No. 1, him. 26.
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yang kurang dari satu tahun, mereka menjadi pejabat yang populer dan dikenal oleh
masyarakat sehingga namanya masuk radar survei calon kepala daerah.
Grafik 2
Persepsi Stakeholder terhadap 8 Misi (Agenda) Pembangunan dalam RPJPN 2025-
2045
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Sumber: Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan data yang dihimpun dalam penyerapan aspirasi oleh stakeholder
hasil analisis terhadap data yang diperoleh dari responden yang terdiri dari lintas
instansi (Akademisi, Birokrasi Pemerintahan Daerah, Ormas dan LSM, Organisasi
Kepemudaan dan Media), ditemukan variasi tingkat persetujuan terhadap 8 Misi
(Agenda) Pembangunan yang tercantum dalam RPJPN 2025-2045. Mayoritas
responden, yakni 34 orang (49.3%), menyatakan persetujuannya terhadap agenda
pembangunan tersebut. Sementara itu, 21 responden (30.4%) memberikan respon
sangat setuju, mengindikasikan dukungan yang kuat terhadap visi pembangunan
yang dicanangkan. Sejumlah 8 responden (11.6%) mengambil posisi netral dalam
menanggapi agenda tersebut. Di sisi lain, terdapat minoritas responden yang
menunjukkan ketidaksetujuan, dengan masing-masing 3 orang (4.3%) menyatakan
tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap misi pembangunan yang dirumuskan
dalam RPJPN 2025-2045. Secara konseptual responden memandang bahwa cita-
cita ideal RPJPN merupakan bentuk komitmen Negara untuk menghadirkan
Indonesia Emas 2045. Pada visi Indonesia Emas 2045,

a. Mewujudkan Transformasi Sosial, Indonesia memiliki agenda untuk meningkatkan
kualitas kehidupan manusia pada seluruh kehidupan dan juga menciptakan
masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif. Kendati demikian transformasi
sosial antara cita dan realita dihadapkan dengan berbagai dimensi konflik sosial
hal ini ditandai dengan masifnya penguasaan sektor agraria, kelautan dan sumber
daya alam.

b. Mewujudkan Transformasi Ekonomi, Pada poin ini, Indonesia berambisi untuk
meningkatkan produktivitas melalui peningkatan IPTEK, inovasi, dan ekonomi

produktif pada sektor-sektor berikut ini; manufaktur, ekonomi dan keuangan
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syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif,
UMKM dan koperasi, tenaga kerja, blue economy, pertanian, pariwisata, ekonomi
kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN. Selain pada aspek-aspek
di atas, Pemerintah juga berfokus pada penerapan ekonomi hijau, transformasi
digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan
sebagai pusat pertumbuhan. Dari berbagai aspek isu strategis yang dicanangkan
oleh Pemerintah tentu masih didapati inkonsistensi salah satunya ditandai dengan
semakin tingginya angka pengangguran PHK di sektor swasta. Tentu hal ini akan
menjadi tantangan di dalam pengembangan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola, Indonesia melalui RPJPN 2025-2045
menargetkan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang bisa
menghasilkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
Diakomodasinya metode omnibus law di dalam praktik politik legislasi dianggap
sebagai bentuk kemunduran kualitas regulasi.

. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia,
Indonesia memiliki tujuan untuk memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum
dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di
tingkat global, dan juga membangun kekuatan pertahanan berdya gentar
kawasan. Cita- cita ini dihadapkan pada realitas mengenai melemahnya
penegakan hukum dan etika. Citra buruk aparat penegak hukum baik di tingkat
kepolisian, kejaksaan, peradilan berimplikasi pada tantangan akan budaya
korupsi dan terjebak dalam skema mafia hukum yang justru meruntuhkan wibawa
penegakan hukum di Indonesia.

. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, melalui Indonesia Emas
2045, Indonesia juga berfokus untuk memantapkan ketangguhan individu,
keluarga, masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal sosial
budaya, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi
berbagai bencana, perubahan dan guncangan. Merosotnya kualitas lingkungan
hidup dan ancaman bencana baik bencana alam maupun bencana non alam
seperti halnya pandemi covid-19 yang telah melanda Indonesia dan berbagai
Negara patut diantisipasi untuk mewujudkan ketahanan ekonomi.

. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan,
Indonesia juga memiliki fokus untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas
pembangunan melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara
umum dan penterjemahan agenda transformasi dan landasan transformasi.
Sentralisasi pembangunan di Pulau Jawa harus dilakukan pendistribusian
anggaran dan SDM untuk memastikan agar wilayah diluar jawa juga bisa mengejar
ketertinggalan.

. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, oin

ini menjadi salah satu faktor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung




pemenuhan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, supremasi
hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya
dan ekologi.
h. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Aspek ini diwujudkan melalui kaidah
pelaksanaan yang efektif, serta pembiayaan pembangunan.
Grafik 3
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dalam RPJPN 2025-2045

@ Sangat Tidak Setuju
@ Tidak Setuju
Netral
@ Setuju
@ Sangat Setuju

g

Sumber: Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan analisis data yang dihimpun dari responden yang berasal dari
beragam instansi, terungkap variasi tingkat pemahaman terhadap 8 Misi (Agenda)
Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045. Mayoritas signifikan, yaitu 42 responden
(60.9%), menyatakan setuju bahwa agenda pembangunan tersebut mudah dipahami.
Selanjutnya, 12 responden (17.4%) yang menyatakan sangat setuju dengan tingkat
keterpahaman agenda tersebut. Sementara itu, 8 responden (11.6%) memilih untuk
bersikap netral dalam menilai kemudahan pemahaman agenda pembangunan. Di sisi
lain, terdapat sejumlah kecil responden yang mengindikasikan kesulitan dalam
memahami agenda tersebut, dengan rincian 5 orang (7.2%) menyatakan tidak setuju

dan 2 orang (2.9%) sangat tidak setuju terhadap pernyataan bahwa agenda

pembangunan mudah dipahami.




Grafik 4
Persepsi Stakeholder tentang Optimisme terhadap Terwujudnya 8 Misi (Agenda)
Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045
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Grafik di atas yang diperoleh dari responden lintas instansi menunjukkan
variasi pandangan terkait kemungkinan perwujudan 8 Misi (Agenda) Pembangunan
dalam RPJPN 2025-2045. Mayoritas responden, yaitu 40 orang (58%), menyatakan
optimisme mereka dengan menyetujui bahwa agenda pembangunan tersebut dapat
direalisasikan. Penguatan perspektif positif ini didukung oleh 14 responden (20.3%)
yang menyatakan sangat setuju terhadap kemungkinan perwujudan agenda
pembangunan. Sementara itu, 13 responden (18.8%) mengambil posisi netral dalam
menilai prospek implementasi agenda tersebut. Di sisi lain, hanya terdapat minoritas
kecil, yakni 2 responden (2.9%), yang mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap
kemungkinan perwujudan agenda pembangunan yang dicanangkan. Distribusi
respon ini mengindikasikan adanya tingkat kepercayaan yang cukup tinggi di
kalangan responden terhadap implementasi agenda pembangunan dalam RPJPN
2025-2045.

Grafik 5
Persepsi Stakeholder tentang Harapan terhadap terwujudnya 8 Misi (Agenda)
Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045
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Grafik di atas menunjukkan distribusi respon yang signifikan terkait
kesesuaian 8 Misi (Agenda) Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 dengan
harapan pemangku kepentingan. Dari total 69 responden yang berpartisipasi dalam
survei, mayoritas responden yakni 62,3% (43 orang) menyatakan persetujuan
mereka. Lebih lanjut, 18,8% (13 orang) memberikan respon sangat setuju,
mengindikasikan tingkat dukungan yang kuat terhadap agenda pembangunan
tersebut. Sementara itu, 11,6% (8 orang) memilih untuk bersikap netral. Di sisi lain,
terdapat sejumlah kecil responden yang menunjukkan ketidaksetujuan, dengan 5,8%
(4 orang) menyatakan tidak setuju dan 1,4% (1 orang) menyatakan sangat tidak
setuju. Data ini mengindikasikan adanya penerimaan yang cukup tinggi terhadap arah

pembangunan yang direncanakan dalam RPJPN 2025-2045.

3.2.3 Landasan Yuridis Hubungan Pusat-Daerah dalam Konteks Perencanaan

Pembangunan Nasional

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan
pembangunan di Indonesia merupakan aspek krusial yang menentukan keberhasilan
pembangunan nasional secara menyeluruh. Sebagai negara dengan sistem
desentralisasi, Indonesia membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah
untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
serta pelayanan publik. Pemerintah pusat, yang dipimpin oleh presiden, memiliki
kewenangan dalam berbagai bidang strategis seperti politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional. Fungsi utamanya meliputi Fungsi
Layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata tanpa
diskriminasi, Fungsi Pengaturan untuk menyediakan infrastruktur ekonomi, barang
dan jasa kolektif, menjaga kompetisi yang sehat, serta memastikan akses minimal
setiap individu terhadap barang dan jasa, dan Fungsi Pemberdayaan
untuk memfasilitasi dan memotivasi masyarakat untuk menemukan solusi atas
permasalahan yang dihadapi.

Sedangkan pemerintah daerah, yang mencakup provinsi, kabupaten, dan
kota, bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, kecuali urusan yang ditentukan menjadi kewenangan pemerintah
pusat. fungsi utamanya meliputi fungsi layanan untuk memberikan pelayanan publik
yang efisien dan efektif kepada masyarakat setempat, fungsi Pengaturan untuk
menyusun dan menerapkan kebijakan daerah yang selaras dengan kebijakan
nasional, dan fungsi pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan potensi
masyarakat daerah melalui berbagai program pembangunan. Hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah bersifat vertikal dan horizontal. Secara vertikal,
pemerintah pusat memberikan arahan, bimbingan, dan pengawasan kepada

pemerintah daerah. Sementara itu, secara horizontal, terdapat koordinasi dan

kerjasama antar daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang lebih




luas. Pemerintah pusat memiliki peran dalam perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan nasional secara makro, sedangkan pemerintah daerah
berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-
masing.!84

Sinkronisasi antara rencana pembangunan pusat dan daerah sangat penting
untuk memastikan keterpaduan dan efisiensi dalam pelaksanaan program-program
pembangunan. Tanpa sinkronisasi yang baik, terdapat risiko terjadinya tumpang
tindih atau ketidaksesuaian antara kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh
kedua tingkat pemerintahan. Hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan
pembangunan nasional. Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya sinkronisasi
dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan
program-program pembangunan. Beliau menyatakan bahwa meskipun telah memiliki
rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan, hamun yang belum sinkron
adalah antara rencana besar yang dimiliki. Oleh sebab itu, sinkronisasi menjadi kunci
keberhasilan pembangunan.8

Untuk meningkatkan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam
perencanaan pembangunan, diperlukan koordinasi yang lebih baik melalui forum-
forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas)
dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), komunikasi
yang efektif antara kementerian/lembaga di tingkat pusat dengan pemerintah daerah
untuk memastikan pemahaman dan pelaksanaan kebijakan yang selaras dan
penyelarasan kebijakan dengan memastikan bahwa kebijakan dan program
pembangunan daerah mendukung tujuan dan sasaran pembangunan nasional.18
Hubungan yang harmonis dan sinkron antara pemerintah pusat dan daerah dalam
perencanaan pembangunan merupakan faktor kunci dalam mencapai keberhasilan
pembangunan nasional. Dengan memahami peran dan fungsi masing-masing serta
pentingnya koordinasi dan sinkronisasi, diharapkan dapat tercipta pembangunan
yang lebih terarah, efisien, dan efektif, sehingga memberikan manfaat yang maksimal
bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks perencanaan
pembangunan merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan. Dua
pendekatan utama yang sering digunakan untuk memahami dinamika ini adalah
perencanaan top-down (dari atas ke bawah) dan bottom-up (dari bawah ke atas).

Perencanaan Top-Down Pendekatan top-down dalam perencanaan pembangunan

184 patarai, 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar), IPDN Repository.

185 Buka Musrenbangnas 2024, Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program
Pembangunan, diakses dari laman website
https://setneg.go.id/baca/index/buka_musrenbangnas_2024_presiden_jokowi_tekankan_pentingnya_si
nkronisasi_program_pembangunan diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.

186 Musrenbangnas 2024, Presiden Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program
Pembangunan, diakses dari laman website
https://mediaindonesia.com/ekonomi/669289/musrenbangnas-2024-presiden-tekankan-pentingnya-
sinkronisasi-program-pembangunan diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.
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melibatkan penetapan kebijakan dan rencana strategis oleh pemerintah pusat yang
kemudian diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Model ini memastikan
konsistensi dan keselarasan antara tujuan nasional dan regional.

Dalam konteks Indonesia, perencanaan top-down tercermin dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang
menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun rencana pembangunan mereka.
Perencanaan Bottom-Up Sebaliknya, perencanaan bottom-up menekankan
pentingnya partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam merumuskan
kebijakan pembangunan. Proses ini dimulai dari tingkat bawah dengan
mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi lokal yang kemudian disampaikan ke tingkat
atas untuk diformulasikan menjadi kebijakan. Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) adalah contoh konkret dari pendekatan ini, di mana
masyarakat dan pemangku kepentingan lokal berpartisipasi langsung dalam
penyusunan rencana pembangunan daerah.

Sinkronisasi antara Top-Down dan Bottom-Up untuk mencapai pembangunan
yang efektif dan efisien, diperlukan sinkronisasi antara pendekatan top-down dan
bottom-up. Hal ini memastikan bahwa kebijakan nasional selaras dengan kebutuhan
dan kondisi lokal. Salah satu tantangan utama dalam perencanaan pembangunan
adalah memastikan bahwa pendekatan top-down dan bottom-up dapat berjalan
secara harmonis. Perbedaan kepentingan dan prioritas antara pusat dan daerah
sering menjadi hambatan dalam proses perencanaan. Untuk mengatasinya,
diperlukan komunikasi yang efektif dan mekanisme koordinasi yang jelas antara
kedua tingkat pemerintahan. Selain itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah
dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan juga menjadi kunci keberhasilan
integrasi kedua pendekatan ini.

Interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses
perencanaan pembangunan di Indonesia merupakan aspek krusial untuk mencapai
tujuan pembangunan nasional secara efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis
dan sinkron antara kedua entitas ini memastikan bahwa kebijakan dan program
pembangunan dapat terlaksana dengan baik di seluruh wilayah. Kerangka hukum
dan kebijakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diatur oleh
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa perencanaan
pembangunan harus dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan
daerah. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi antar fungsi pemerintahan serta antara pusat dan daerah.

Mekanisme interaksi pusat dan daerah yang pertama dengan perencanaan
terpadu pemerintah pusat dan daerah harus menyusun rencana pembangunan yang

saling mendukung dan terkoordinasi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)




harus selaras untuk mencapai visi dan misi pembangunan yang sama.'®’ Kedua,
koordinasi dan sinkronisasi melalui forum seperti Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), pemerintah pusat dan daerah dapat
berkoordinasi untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan. Presiden
Joko Widodo menegaskan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antara
pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan.
Ketiga, pembagian kewenangan dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah
memiliki kewenangan untuk mengatur perencanaan pembangunan daerahnya secara
mandiri. Namun, perencanaan tersebut harus berpedoman pada kebijakan dan
rencana pembangunan yang telah disusun oleh pemerintah pusat.'® Keempat,
penganggaran dan pembiayaan dalam sinkronisasi antara perencanaan dan
penganggaran sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas
penggunaan sumber daya. Kebijakan perencanaan pembangunan dan
penganggaran daerah harus saling mendukung dan terintegrasi.

Meskipun kerangka hukum dan mekanisme interaksi telah ditetapkan, masih
terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan, antara lain ketidaksesuaian
prioritas pada perbedaan prioritas antara pemerintah pusat dan daerah dapat
menyebabkan ketidaksinkronan dalam pelaksanaan program pembangunan,
keterbatasan sumber daya dalam perbedaan kapasitas dan sumber daya antara
pusat dan daerah dapat menghambat efektivitas perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan, birokrasi dan koordinasi dalam struktur birokrasi yang kompleks dan
kurangnya koordinasi antar instansi dapat memperlambat proses perencanaan dan
implementasi kebijakan. Upaya Peningkatan Interaksi Untuk mengatasi tantangan
tersebut, diperlukan upaya peningkatan interaksi antara pemerintah pusat dan
daerah, di antaranya peningkatan kapasitas daerah melalui program Penghargaan
Pembangunan Daerah (PPD) Bappenas mendorong pemerintah daerah untuk
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.®

Selain itu, dapat melalui pengembangan sistem informasi bersama
pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi
antara pusat dan daerah dalam perencanaan dan penganggaran dan terakhir melalui
reformasi birokrasi dalam penyederhanaan struktur birokrasi dan prosedur
perencanaan serta penganggaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

interaksi pusat dan daerah. Interaksi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah

187 Sepakat Tingkatkan Keselarasan RPJPD Dengan RPJPN 2025-2045, Bappenas-
Kemendagri  Selenggarakan  Training Of  Trainers, diakses dari laman  website
https://www.bappenas.go.id/berita/sepakat-tingkatkan-keselarasan-rpjpd-dengan-rpjpn-2025-2045-
bappenas-kemendagri-selenggarakan-training-of-trainers-PtSaM diakses pada tanggal 24 Oktober 2024

188 Andi Akhmad Muliawan, Dian Agung Wicaksono, 2013, Relasi Perencanaan Pembangunan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN), Universitas Gadjah Mada.

189 Bappenas, Bappenas Dorong Sinergi Perencanaan Pusat-Daerah melalui PPD 2023,
diakses dari laman  website  https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-dorong-sinergi-
perencanaan-pusat-daerah-melalui-ppd-2023-PrvHV diakses pada tanggal 24 Oktober 2024
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dalam perencanaan pembangunan merupakan kunci keberhasilan pembangunan
nasional. Diperlukan kerangka hukum yang jelas, mekanisme koordinasi yang efektif,
serta upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan sinergi antara kedua

entitas ini.

4.2.3.1Kebijakan dan Perencanaan dalam Penyelenggaraan Tugas

Administrasi Negara

Di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi negara, pemerintah
banyak mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti
beleidslijnen (garis-garis kebijakan), het beleid (kebijakan), voorschriften (peraturan-
peraturan), richelier (pedoman-pedoman), regelingen (petunjuk-petunjuk), circulares
(surat edaran), resoluties (resolusi-resolusi), anschrijvingen (instruksi), beleidsnot's
(nota kebijakan), reglemen (peraturan menteri), beschikkingen (keputusan-
keputusan), dan bekendmakingen (pengumuman-pengumuman). Menurut Philip M.
Hadjon, peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata
usaha negara yang bertujuan "untuk mengatur".'®® Peraturan kebijakan hanya
berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas pemerintahan, dan
oleh karena itu, peraturan ini disebut pula dengan istilah pseudo-wetgeving
(perundang-undangan semu) atau spiegelsrecht (hukum bayangan/cermin).

Secara praktis, kewenangan diskresioner administrasi negara yang kemudian
melahirkan peraturan kebijakan mengandung dua aspek pokok: pertama, kebebasan
menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan
dasar wewenangnya. Aspek pertama ini lazim dikenal dengan kebebasan menilai
yang bersifat objektif. Kedua, kebebasan untuk menentukan sendiri cara bagaimana
dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi negara itu dilaksanakan. Aspek
kedua ini dikenal dengan kebebasan menilai yang bersifat subjektif. Kewenangan
bebas untuk menafsirkan secara mandiri dari pemerintah inilah yang melahirkan
peraturan kebijakan.

Peraturan kebijakan diartikan sebagai suatu keputusan, dengan isi aturan
tertulis yang mengikat umum, yang memberikan aturan umum mengenai
pertimbangan kepentingan, penetapan fakta-fakta, atau penjelasan peraturan tertulis
dalam penggunaan suatu wewenang organ pemerintahan. Peraturan kebijakan juga
mengandung ketentuan umum sebagai elemen penentuan konsep. Perbedaan utama
peraturan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan adalah bahwa
pembuatan aturan umum-peraturan kebijakan ini tanpa kewenangan pembuatan

peraturan perundang-undangan.®!

190 phjlip M. Hadjon, et. al., 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta, him 134.

191 Philip M. Hadjon, 1998, Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi.
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, him. 152.
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Peraturan kebijakan secara esensial berkenaan dengan: pertama, een
bestuursorgaan dengan  kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan
pemerintahan; kedua, een bestuursbevoegdheid yang tidak terikat secara tegas;
ketiga, algemene regels yang digunakan dalam pelaksanaan kewenangan.%
Dengan demikian, tujuan pembangunan yang merata dan berkelanjutan dapat
tercapai. Pembangunan yang merata dan berkelanjutan adalah salah satu tujuan
utama negara yang diatur dalam berbagai perundang-undangan Indonesia. Tujuan
ini berupaya memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan,
dapat menikmati hasil pembangunan secara setara dan bahwa sumber daya alam
dan ekonomi dikelola dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan untuk
generasi mendatang. Di Indonesia regulasi mendukung tercapainya pembangunan
merata dan berkelanjutan baik Pusat-Daerah diantaranya seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945193

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah®®*

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)%®

4. Regulasi Terkait Perencanaan Lainnya yang Mendukung Proses Perencanaan®®

192 4 van Kreveld, 1983, Beleidsregel in het Recht, Kluwer, Deventer, him. 9-10.

193 pasal 28H ayat (2) menjamin kesejahteraan yang layak bagi semua warga negara, yang
berarti pembangunan harus dilakukan secara merata dan inklusif. UUD 1945 juga menekankan bahwa
negara bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum (Pasal 34), mengembangkan
ekonomi nasional yang berdasar atas prinsip kebersamaan, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup
(Pasal 33). Prinsip-prinsip dasar dalam UUD 1945 ini menggarisbawahi bahwa pembangunan tidak
hanya harus bersifat merata tetapi juga berkelanjutan, dengan memperhatikan keadilan sosial dan
perlindungan lingkungan sebagai elemen utama.

194 YU ini menekankan pentingnya desentralisasi dalam pembangunan, di mana pemerintah
daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan
di wilayahnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan dapat merespons kebutuhan lokal
yang spesifik dan dapat dilakukan secara lebih merata di seluruh daerah, termasuk daerah tertinggal
atau terpencil. Pasal 274 mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan
daerah yang berwawasan lingkungan, sehingga pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek
ekonomi tetapi juga pada pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, sesuai dengan prinsip
pembangunan berkelanjutan. UU ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
dan pengambilan keputusan pembangunan, yang berkontribusi pada pencapaian pembangunan yang
adil dan inklusif.

195 YU ini mengatur bahwa seluruh perencanaan pembangunan di Indonesia harus dilakukan
secara terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari
pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat dan sektor swasta. Sistem perencanaan yang terintegrasi
ini memastikan bahwa kebijakan pembangunan nasional sejalan dengan kebutuhan di tingkat lokal,
sehingga menciptakan pembangunan yang merata. Pasal 2 dan 3 menegaskan bahwa pembangunan
nasional bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata, dengan memperhatikan aspek
sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan inti dari konsep pembangunan berkelanjutan. SPPN
juga mengedepankan prinsip pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, yang mencakup
perencanaan yang responsif terhadap perubahan iklim, pemanfaatan sumber daya yang efisien, serta
perlindungan terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati.

196 Diantaranya; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional memperkuat keterkaitan antara
rencana pembangunan dan alokasi anggaran, memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan
mendapat dukungan finansial yang memadai. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menegaskan komitmen
Indonesia terhadap pencapaian SDGs, yang berisi 17 tujuan, termasuk pengentasan kemiskinan,
pendidikan inklusif, dan aksi terhadap perubahan iklim. Pelaksanaan regulasi ini mendukung integrasi
target-target berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memastikan bahwa
aspek lingkungan menjadi bagian integral dari proses perencanaan pembangunan. UU ini mendesak
perlunya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam setiap proyek pembangunan,
sehingga dapat mengurangi risiko kerusakan lingkungan yang berdampak negatif pada keberlanjutan.
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Lebih lanjut, berikut adalah kerangka hukum yang mengatur hubungan pusat

dan daerah:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur berbagai aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara, termasuk mengenai otonomi daerah dan pembagian
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pasal-pasal yang secara
khusus mengatur hal tersebut adalah Pasal 18, 18A, dan 18B. Pasal 18 UUD
NRI 1945 Pasal 18 mengatur tentang pembagian wilayah Indonesia dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun bunyi Pasal 18 ayat (1) setelah
amandemen bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,
yang diatur dengan undang-undang. Pasal tersebut menegaskan bahwa
Indonesia sebagai negara kesatuan terbagi menjadi provinsi, yang selanjutnya
dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap tingkat wilayah tersebut memiliki
pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Kemudian dilanjutkan
dengan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi,
daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ayat tersebut
menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintahan
daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pasal
tersebut memastikan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki badan legislatif
yang anggotanya dipilih secara demokratis.

Tidak hanya itu, ayat (4) menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan
Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
dan kota dipilih secara demokratis. Ayat ini menegaskan bahwa kepala daerah
dipilih melalui proses demokratis, memastikan legitimasi kepemimpinan di tingkat
daerah. Bahwa ayat (5) menyebutkan pemerintahan daerah menjalankan
otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang
ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Ayat tersebut memberikan
keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi, kecuali
untuk urusan yang secara khusus ditetapkan oleh undang-undang sebagai
kewenangan pemerintah pusat. Dilanjutkan dengan ayat (6) yang menyebutkan
bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Ayat tersebut memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk membuat




peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Terakhir pada ayat (7) menyebutkan bahwa susunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Ayat
tersebut menegaskan bahwa detail mengenai struktur dan tata cara
pemerintahan daerah akan diatur lebih lanjut melalui undang-undang.

Pasal 18A UUD NRI 1945 mengatur hubungan kewenangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta aspek keuangan dan
pemanfaatan sumber daya alam bahwa hubungan wewenang antara pemerintah
pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara
provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ayat tersebut menekankan
bahwa hubungan kewenangan antara pusat dan daerah harus diatur dengan
undang-undang yang mempertimbangkan kekhususan dan keragaman masing-
masing daerah. Dilanjutkan dengan ayat (2) yang menyebutkan bahwa
hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur
dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Ayat
tersebut memastikan bahwa hubungan keuangan dan pemanfaatan sumber
daya antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras sesuai
dengan undang-undang.

Pasal 18B UUD NRI 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta kesatuan
masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (1) menyebutkan bahwa negara
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat tersebut
mengakui keberadaan daerah-daerah dengan status khusus atau istimewa yang
diatur oleh undang-undang. Dilanjutkan dengan ayat (2) yang menyebutkan
bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Ayat tersebut menegaskan
pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat dan
hak-hak tradisional mereka, selama masih hidup dan sesuai dengan prinsip
NKRI. Pembahasan mengenai otonomi daerah dan pembagian kewenangan
ketentuan dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD NRI 1945 menjadi dasar hukum
bagi pelaksanaan otonomi daerah dan pembagian kewenangan antara
pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Pasal 18 menekankan struktur

pemerintahan daerah dan asas otonomi yang luas, kecuali untuk urusan yang

ditentukan sebagai kewenangan pemerintah pusat. Pasal 18A mengatur




hubungan kewenangan dan keuangan antara pusat dan daerah, memastikan
adanya koordinasi yang adil dan selaras.
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
merupakan kerangka hukum utama yang mengatur hubungan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. UU ini bertujuan untuk memperjelas
pembagian urusan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, dan
meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
UU Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan secara jelas hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup aspek politik, administratif, dan
keuangan. Hubungan ini dirancang untuk memastikan sinergi dan koordinasi
yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mencegah tumpang
tindih kewenangan antara kedua tingkat pemerintahan. Salah satu aspek penting
dari UU ini adalah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan
daerah.

Urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga kategori utama, pertama urusan
pemerintahan absolut dimana urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
pemerintah pusat, seperti pertahanan, keamanan, dan urusan luar negeri.
Kedua, urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan
daerah, yang mencakup urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib terkait dengan
pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sedangkan urusan pilihan
mencakup bidang seperti pariwisata dan pertanian. Ketiga, urusan pemerintahan
umum yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam rangka menjaga
kesatuan dan keutuhan negara, seperti kebijakan fiskal dan moneter. Pembagian
urusan ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara kewenangan
pusat dan daerah, serta memastikan bahwa setiap tingkat pemerintahan dapat
menjalankan fungsinya secara efektif sesuai dengan kapasitas dan tanggung
jawabnya.

C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan kerangka hukum yang mengatur
tata cara perencanaan pembangunan di Indonesia. Undang-Undang ini bertujuan
untuk memastikan bahwa pembangunan nasional dan daerah terlaksana secara
efektif, efisien, dan terarah melalui perencanaan yang sistematis. SPPN
bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daera, menjamin keterkaitan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan

pengawasan, mengoptimalkan partisipasi dan peran masyarakat dalam




perencanaan, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, dan adil.

Asas yang mendasari SPPN meliputi asas kesatuan, asas koordinasi,
asas integrasi, asas partisipasi, asas transparansi dan asas akuntabilitas. SPPN
mencakup perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara
dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Tahapan perencanaan dalam SPPN
meliputi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang
menjadi dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi,
dan arah pembangunan nasional atau daerah. Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang menjadi penjabaran dari RPJP
untuk periode 5 tahun, yang berisi sasaran dan target pembangunan secara
kuantitatif dan kualitatif. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang
menjadi rencana pembangunan tahunan yang memuat prioritas pembangunan
nasional, kerangka ekonomi makro, dan program kementerian/lembaga. SPPN
berperan sebagai kerangka acuan dalam penyusunan rencana pembangunan di
berbagai tingkat pemerintahan. Dengan adanya SPPN, diharapkan tercipta
keselarasan dan konsistensi antara perencanaan di tingkat pusat dan daerah,
serta antar sektor.®’

Selain itu, SPPN mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses
perencanaan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan lebih sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi rakyat. SPPN menekankan pentingnya koordinasi antara
pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana
pembangunan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
menyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan
daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan.
Untuk memperkuat koordinasi ini, SPPN mengatur mekanisme konsultasi dan
sinkronisasi antara pusat dan daerah, termasuk melalui forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara
berjenjang dari tingkat desa hingga nasional.

Meskipun SPPN telah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk
perencanaan pembangunan, tantangan dalam implementasinya masih ada,
antara lain kurangnya koordinasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan,
dan keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Untuk mengatasi

tantangan ini, diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan

197 Pengadaan, Perencanaan Pembangunan: Definisi, Tujuan, Jenis, dan Tahapannya, diakses
dari laman website https://www.pengadaan.web.id/2019/11/perencanaan-pembangunan.html| diakses
pada tanggal 24 Oktober 2024.
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koordinasi, dan fasilitasi partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam
perencanaan pembangunan.
D. Regulasi Terkait Perencanaan Lainnya yang Mendukung Proses
Perencanaan
Di dalam ilmu Hukum Administrasi Negara, Freies Ermessen tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan umum. Freies Ermessen ini diberikan hanya
kepada pemerintah atau administrasi negara baik untuk melakukan tindakan-
tindakan biasa maupun tindakan hukum. Ketika Freies Ermessen ini diwujudkan
dalam instrumen yuridis yang tertulis, jadilah ia sebagai peraturan kebijakan.
Sebagai sesuatu yang lahir dari freies Ermessen dan yang hanya diberikan
kepada pemerintah atau administrasi negara, kewenangan pembuatan peraturan
kebijakan itu inheren pada pemerintahan (inherent aan het bestuur).'*®
Regulasi perencanaan pembangunan di Indonesia mencakup berbagai
peraturan yang mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran
pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berikut adalah
penjabaran mendetail mengenai regulasi terkait perencanaan lainnya, termasuk
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang
berjangka waktu 20 tahun. Penyusunan RPJPN diatur oleh Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. RPJPN 2025-2045, disusun untuk mewujudkan Indonesia Emas
2045.1%
2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka
waktu 5 tahun. Penyusunan RPJMD harus selaras dengan RPJPN dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD
berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD.?*° Bagan berikut
menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dan RPJPD serta

keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah

198 W.H.R. Wade, Op.Cit., him. 314, lihat juga Roger Douglas and Melinda Jones, 1999,
Administrative Law, Commentary & Materials, Third Edition, The Federation Press, Australia, him. 271-
272.

199 Bappenas, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045,
diakses dari laman  website  https://www.bappenas.go.id/id/berita/rancangan-akhir-rencana-
pembangunan-jangka-panjang-nasional-2025-2045-YohFL diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.

200 pspPR UGM, 2023, Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, diakses dari laman website https://psppr.ugm.ac.id/2023/03/10/penyusunan-dokumen-rencana-
pembangunan-jangka-menengah-daerah/ diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.

166



https://www.bappenas.go.id/id/berita/rancangan-akhir-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-2025-2045-YohFL
https://www.bappenas.go.id/id/berita/rancangan-akhir-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-2025-2045-YohFL
https://psppr.ugm.ac.id/2023/03/10/penyusunan-dokumen-rencana-pembangunan-jangka-menengah-daerah/
https://psppr.ugm.ac.id/2023/03/10/penyusunan-dokumen-rencana-pembangunan-jangka-menengah-daerah/

3)

pusat. Dengan keterkaitan tersebut diharapkan akan tercipta sinkronisasi
antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.
Skema 6

Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pusat-Daerah

RPIM RKP
RPJP Daecrah [ e — — APBD
- Dacrah Dacrah RATED -
g
dn Program g dn Program — Renja —y RKA- Rincian
Kepala Kepala SKPD SKPD APBD
Daerah Daerah

Visi Misi Visi Misi

Sumber: Bahan hukum sekunder, 2024

Penyusunan RPIJMD Kabupaten/Kota harus mengacu pada RPJPD
Kabupaten/Kota serta mempertimbangkan RPJM Nasional dan RPJM
Provinsi. Selanjutnya, RPJMD Kabupaten/Kota diuraikan ke dalam Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi panduan teknis
operasional untuk menentukan kebijakan pembangunan, lengkap dengan
program dan kegiatan yang akan dijalankan dalam lima tahun. RPJMD ini
kemudian diterjemahkan menjadi rencana tahunan daerah atau RKPD, yang
menjadi rujukan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja SKPD.
Renja ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA yang
kemudian dirangkum menjadi RAPBD, dan setelah itu dijadikan APBD serta
DPA Perangkat Daerah sebagai dokumen pelaksanaan anggaran. Dengan
demikian, RPJMD adalah perwujudan dari rencana jangka panjang dan
menjadi dasar bagi rencana jangka pendek hingga ke tahap penganggaran.
Penyusunan RPJMD juga harus mempertimbangkan RTRW, yang
memberikan pedoman terkait struktur dan pola ruang untuk memastikan
kebijakan dalam RPJMD tidak menyimpang dari RTRW Provinsi dan
Kabupaten/Kota. Selain itu, RPJMD juga harus mempertimbangkan KLHS
untuk memastikan adanya keseimbangan antara kebijakan pembangunan
dan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola
potensi dampak lingkungan di Kabupaten/Kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun

berdasarkan RKPD dan mengacu pada RPJMD. Proses penyusunan APBD




diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional. APBD harus disusun secara transparan dan akuntabel, serta

selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.?%!
Gambar 3

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

RPJMD KUA-PPAS

RPJPD RKPD

Sumber: Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah 2024

Regulasi Terkait Perencanaan Lainnya Selain RPJPN, RPJMD, dan

APBD, terdapat regulasi lain yang mendukung proses perencanaan

pembangunan, antara lain:

1)

2)

3)

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional untuk
jangka menengah.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerangka Regulasi dalam Perencanaan
Pembangunan Nasional

Mengatur kerangka regulasi yang memfasilitasi perencanaan pembangunan
nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional.

Pembagian kewenangan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia
diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menetapkan peran dan
tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah. Kerangka hukum ini dirancang
untuk memastikan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan
nasional dan regional. Berikut kerangka hukum pembagian kewenangan:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

201 pJKP Kementerian Keuangan, Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah,
diakses dari laman website https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747 diakses pada tanggal 24 Oktober
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Undang-undang ini mengatur mekanisme perencanaan pembangunan melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkat
pemerintahan, memastikan partisipasi publik dan koordinasi antar sektor.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan Nasional
Peraturan ini menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan
pembangunan dan penganggaran untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam
pelaksanaan program pemerintah.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang ini memperjelas pembagian urusan pemerintahan antara pusat
dan daerah, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan, guna menghindari
tumpang tindih kewenangan dan meningkatkan koordinasi.

Meskipun kerangka hukum telah ditetapkan, dalam praktiknya masih terdapat
ketidakjelasan dan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal ini sering disebabkan oleh setiap kementerian atau lembaga memiliki
kecenderungan untuk mempertahankan kewenangan masing-masing, yang dapat
menyebabkan konflik dan tumpang tindih dalam perencanaan serta pelaksanaan
pembangunan.?°? Selain itu, dapat dilihat dari minimnya komunikasi dan koordinasi
antara berbagai tingkat pemerintahan mengakibatkan ketidaksesuaian dalam
implementasi kebijakan dan program pembangunan.2®® Peraturan yang tumpang
tindih pun dapat menjadi penyebab tumpang tindih kewenangan. Banyaknya
peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih menimbulkan
kebingungan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab antar instansi
pemerintah.?%4

Ketidakjelasan dan tumpang tindih kewenangan dalam perencanaan
pembangunan dapat menyebabkan Inefisiensi dalam penggunaan sumber daya yang
tidak optimal akibat duplikasi tugas dan fungsi, proses pengambilan keputusan yang
lambat karena harus melalui berbagai tingkat birokrasi yang tidak terkoordinasi
dengan baik, ketidaksesuaian kebijakan pada implementasi kebijakan yang tidak
selaras antara pusat dan daerah, mengakibatkan hasil yang tidak maksimal. Untuk
mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan koordinasi dengan memperkuat
komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui mekanisme konsultasi dan
koordinasi yang lebih efektif, reformasi regulasi dengan meninjau dan

menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghilangkan

202 Hykum Online, Menata Regulasi: Antara Ego Sektoral dan Tumpang Tindih Peraturan,
diakses dari laman website https://www.hukumonline.com/berita/a/menata-regulasi--antara-ego-
sektoral-dan-tumpang-tindih-peraturan-1t5bh98b66ff10a7 diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.

203 Made Dewi Wahyuni dkk, 2024, Implementasi Kebijakan Desentralisasi Dalam
Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Cakrawarti, VVol. 7, No. 02.

204 VOA Indonesia, UU di Indonesia: Terlalu Banyak, Tumpang Tindih dan Tidak Sinkron,
diakses dari laman website https://www.voaindonesia.com/a/uu-di-indonesia-terlalu-banyak-tumpang-
tindih-dan-tidak-sinkron/5763310.htm| diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.
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tumpang tindih dan ketidakjelasan, penguatan kelembagaan dengan memperjelas
peran dan tanggung jawab masing-masing instansi pemerintah dalam perencanaan
pembangunan melalui pembentukan lembaga yang khusus menangani koordinasi
antar sektor.

Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah
pusat dan daerah merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional yang efektif
dan efisien. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus diselaraskan
untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh
Indonesia. Pentingnya sinkronisasi RPJMN dan RPJMD yang pertama yaitu
konsistensi kebijakan, bahwa sinkronisasi memastikan bahwa kebijakan dan program
pembangunan di tingkat pusat dan daerah saling mendukung dan tidak bertentangan,
sehingga tercipta konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan.?®® Kedua, efisiensi
sumber daya, dengan menyelaraskan rencana pembangunan, penggunaan sumber
daya dapat dioptimalkan, menghindari duplikasi, dan memastikan alokasi yang tepat
sesuai prioritas nasional dan daerah.?% Ketiga, pencapaian sasaran nasional melalui
keselarasan antara RPJMN dan RPJMD memfasilitasi pencapaian sasaran

pembangunan nasional, seperti yang tertuang dalam Visi Indonesia Emas 2045.207

4.2.3.2 Tinjauan Terbatas: Kebijakan dan Het-Plan (Perencanaan) di Indonesia

Ciri-ciri peraturan kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya dapat
dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan guna mengetahui kesamaan-
kesamaan dan perbedaan-perbedaannya. J.H. van Kreveld menyebutkan ciri-ciri
peraturan kebijakan sebagai berikut:

1. De regelis direct noch indirect, gebasserd op geen bepaling in de formele wet of
grondwet die uitdrukkelijk een bevoegdheid tot regeling geeft, dengan kata
lain, de regel heeft geen uitdrukkelijke grondslag dalam undang-undang.2

2. De regel memberikan petunjuk secara umum, tanpa pernyataan individu
mengenai bagaimana instansi pemerintahan melaksanakan kewenangan
terhadap setiap individu warga negara yang berada dalam situasi yang
dirumuskan dalam peraturan tersebut.?%®

Bagir Manan juga menyebutkan ciri-ciri peraturan kebijakan sebagai berikut:

205 Kompasiana, Pentingnya sinkronisasi rencana pembangunan nasional dan daerah, diakses
dari laman website
https://www.kompasiana.com/safirahfirliani/636122234addee153f55cha2/pentingnya-sinkronisasi-
rancangan-pembangunan-nasional-dan-daerah diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.

206 Investor, Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pusat-Daerah, diakses dari laman website
https://investor.id/opini/203422/sinkronisasi-kebijakan-pembangunan-pusatdaerah diakses pada
tanggal 24 Oktober 2024.

207 Antara News, Bappenas: Harmoni pusat-daerah penting untuk sinkronisasi pembangunan,
diakses dari laman website https://www.antaranews.com/berita/3945423/bappenas-harmoni-pusat-
daerah-penting-untuk-sinkronisasi-pembangunan, diakses pada tanggal 24 Oktober 2024.

208 4 van Kreveld, 1983, Beleidsregel in het Recht, Kluwer, Deventer, him. 9-10.

209 Bagir Manan, 1994, Peraturan Kebijaksanaan, Jakarta, him. 16-17.
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Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Asas-
asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak
dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan.

Peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara wetmatigheid, karena memang tidak
ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan
kebijakan tersebut.

Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan
pada doelmatigheid dan karena itu batu ujinya adalah asas-asas umum
pemerintahan yang baik.

Dalam praktik, peraturan kebijakan diberi format dalam berbagai bentuk, yakni
keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan dapat
dijumpai dalam bentuk peraturan.?*®

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, tampak ada beberapa persamaan antara

peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan. A. Hamid S. Attamimi

menyebutkan unsur-unsur persamaannya sebagai berikut:

1.

Aturan yang berlaku umum: Peraturan perundang-undangan dan peraturan
kebijakan mempunyai adresat atau subjek norma dan pengaturan perilaku yang
sama, yaitu bersifat umum dan abstrak.

Peraturan yang berlaku "ke luar": Keduanya berlaku 'ke luar' dan ditujukan kepada
masyarakat umum.?!t

Kewenangan pengaturan yang bersifat umum/publik: Keduanya ditetapkan oleh
lembaga atau pejabat yang mempunyai kewenangan umum untuk itu.2*2

Di samping terdapat kesamaan, ada pula beberapa perbedaan antara

peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan. A. Hamid S. Attamimi

menyebutkan perbedaan-perbedaannya sebagai berikut:

1.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan fungsi negara,
sedangkan pembentukan peraturan kebijakan ada pada pemerintah dalam arti
sempit (eksekutif).

Materi muatan peraturan perundang-undangan berbeda dengan materi muatan
peraturan kebijakan, di mana peraturan kebijakan mengandung materi muatan
yang berkaitan dengan kewenangan membuat keputusan-keputusan dalam
arti beschikkingen, kewenangan bertindak dalam bidang hukum privat, dan
kewenangan membuat rencana-rencana.?

Sedangkan materi muatan peraturan perundang-undangan mengatur tata

kehidupan masyarakat yang jauh lebih mendasar, seperti mengadakan suruhan dan

larangan untuk berbuat atau tidak berbuat, yang apabila perlu disertai dengan sanksi

pidana dan sanksi pemaksa.

210 A Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-undangan Indonesia. Makalah pada Pidato Upacara
Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum Ul Jakarta, 25 April 1992, him. 12-13

211 pid.

212 |pid.




Sanksi dalam peraturan perundang-undangan dan pada peraturan
kebijakan: Sanksi pidana dan sanksi pemaksa yang jelas mengurangi dan membatasi
hak-hak asasi warga negara dan penduduk hanya dapat dituangkan dalam undang-
undang yang pembentukannya harus dilakukan dengan persetujuan rakyat atau
dengan persetujuan wakil-wakilnya. Peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah lainnya hanya dapat mencantumkan sanksi pidana bagi pelanggaran
ketentuannya apabila hal itu secara tegas diatribusikan oleh undang-undang.
Peraturan kebijakan hanya dapat mencantumkan sanksi administratif bagi
pelanggaran ketentuan-ketentuannya.

Mengenai kekuatan mengikat dari peraturan kebijakan ini, di antara para pakar
hukum tidak terdapat kesamaan pendapat. Menurut Bagir Manan, peraturan
kebijakan sebagai "peraturan" yang bukan peraturan perundang-undangan tidak
langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum. Peraturan
kebijakan pada dasarnya ditujukan kepada administrasi negara. Jadi, yang pertama-
tama melaksanakan ketentuan yang termuat dalam peraturan kebijakan adalah
badan atau pejabat administrasi negara. Meskipun demikian, ketentuan tersebut
secara tidak langsung akan dapat mengenai masyarakat umum.

Menurut Hamid Attamimi, peraturan kebijakan mengikat secara umum, karena
masyarakat yang terkena peraturan itu tidak dapat berbuat lain kecuali mengikutinya.
Menurut Marcus Lukman, kekuatan mengikat peraturan kebijakan ini tergantung
jenisnya. Peraturan kebijakan intra-legal dan kontra-legal yang pembentukannya
berdasarkan kebebasan mempertimbangkan intra-legal, menjadi bagian integral dari
tata hierarki peraturan perundang-undangan. Kekuatan mengikatnya juga setingkat
peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan kebijakan ekstra-legal dan
kontra-legal yang pembentukannya berdasarkan kebebasan mempertimbangkan
ekstra-legal tidak memiliki kekuatan mengikat setingkat peraturan perundang-
undangan.

Fungsi dan penormaan peraturan kebijakan, sebenarnya penyelenggaraan
urusan pemerintahan dalam suatu negara hukum itu bersendikan pada peraturan
perundang-undangan sesuai dengan prinsip yang dianut dalam suatu negara hukum,
yaitu asas legalitas. Namun, karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum
tertulis itu mengandung kekurangan dan kelemahan, keberadaan peraturan kebijakan
menempati posisi penting, terutama dalam negara hukum modern. Menurut Marcus
Lukman, peraturan kebijakan dapat difungsikan secara tepat guna dan berdaya guna
sebagai berikut:

1. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan yang melengkapi,
menyempurnakan, dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada
peraturan perundang-undangan.

2. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi keadaan vakum

peraturan perundang-undangan.




3. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan bagi kepentingan-
kepentingan yang belum terakomodasi secara patut, layak, benar, dan adil dalam
peraturan perundang-undangan.

4. Tepat guna dan berdaya guna sebagai sarana pengaturan untuk mengatasi
kondisi peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman.

5. Tepat guna dan berdaya guna bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
administrasi di bidang pemerintahan dan pembangunan yang bersifat cepat
berubah atau memerlukan pembaharuan sesuai dengan situasi dan kondisi yang
dihadapi.

Sebagaimana pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan,
pembuatan dan penerapan peraturan kebijakan juga harus memperhatikan beberapa
persyaratan. Menurut Indroharto, pembuatan peraturan kebijakan harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang
diskresioner.

Tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar.
Harus dipersiapkan dengan cermat; semua kepentingan, keadaan-keadaan, serta
alternatif-alternatif yang ada perlu dipertimbangkan.

4. Isidari kebijakan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan
kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena peraturan tersebut.

5. Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan mengenai kebijakan yang akan
ditempuh harus jelas.

6. Harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak-hak yang telah
diperoleh dari warga masyarakat yang terkena harus dihormati, dan harapan-
harapan warga yang pantas telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.

Sedangkan dalam penerapan atau penggunaan peraturan kebijakan harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Harus sesuai dan serasi dengan tujuan undang-undang yang memberikan
beoordelingsvrijheid (ruang kebebasan bertindak).

2. Serasi dengan asas-asas hukum umum yang berlaku, seperti:

a) Asas perlakuan yang sama menurut hukum.

b) Asas kepatutan dan kewajaran.

c) Asas keseimbangan.

d) Asas pemenuhan kebutuhan dan harapan.

e) Asas kelayakan mempertimbangkan segala sesuatu yang relevan dengan
kepentingan publik dan warga masyarakat.

3. Serasi dan tepat guna dengan tujuan yang hendak dicapai.

Peraturan kebijakan sesuai dengan kemunculannya berasal dari kewenangan

pembuatan peraturan perundang-undangan (wetgevende bevoegdheid), karena itu

tidak dapat diuji dengan mendasarkan pada aspek rechtmatigheid. Berdasarkan




Hukum Administrasi Negara, pengujian peraturan kebijakan adalah dari aspek
doelmatigheid dengan menggunakan asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB),
khususnya asas larangan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir)
dan asas larangan sewenang-wenang (willekeur). Dengan kata lain, kebijakan
pemerintah akan dikategorikan sebagai kebijakan yang menyimpang jika di dalamnya
ada unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur sewenang-wenang.

Ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas spesialitas
(specialiteit beginsel). Asas spesialitas ini mengandung arti bahwa wewenang itu
diberikan kepada organ pemerintahan dengan tujuan tertentu. Menyimpang dari
tujuan diberikannya wewenang akan dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.
Adapun unsur sewenang-wenang diuji dengan asas rasionalitas atau kepantasan
(redelijk). Suatu peraturan kebijakan dikategorikan mengandung unsur willekeur jika
peraturan kebijakan itu nyata-nyata tidak masuk akal atau tidak beralasan (kennelijk
onredelijk).

Ketika membahas pengertian pemerintahan pada bab pertama, disebutkan
bahwa istilah pemerintahan memiliki dua arti, yaitu fungsi pemerintahan atau kegiatan
memerintah dan organisasi pemerintahan atau kumpulan jabatan pemerintahan
(complex van bestuurs organ). Sebagai organisasi, pemerintahan memiliki tujuan
yang hendak dicapai, yang tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya,
terutama dalam hal kegiatan yang akan diimplementasikan dalam rangka mencapai
tujuan, yakni dituangkan dalam bentuk rencana-rencana.

Dapat dikatakan bahwa rencana merupakan bagian tak terelakkan dalam
suatu organisasi sebagai tahap awal untuk pencapaian tujuan. Ada yang mengatakan
bahwa menjalankan (pemerintahan) adalah merencanakan (kegiatan pemerintahan),
“besturen is plannen,” dan “besturen is vanouds plannen maken, voorzien.” Negara
merupakan suatu organisasi yang memiliki tujuan. Bagi negara Indonesia, tujuan
negara itu tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, yang
mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut
konsepsi welfare state. Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan
kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan
yang hendak dicapai juga harus menjadikan hukum yang berlaku sebagai aturan
kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Salah satu fungsi hukum,
menurut Sjachran Basan, adalah direktif, yaitu sebagai pengarah dalam membangun
untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan
bernegara.

Pemerintahan yang merupakan bagian dari organisasi negara menjalankan
kegiatannya dalam rangka mencapai tujuan negara, dengan menjadikan Hukum
Administrasi Negara sebagai aturan kegiatan pemerintahan dan memfungsikannya

sebagai pengarah pencapaian tujuan, yang sebelumnya dituangkan dalam bentuk

rencana-rencana. Pernyataan demikian juga memberikan batasan bahwa rencana




yang dimaksud di sini adalah rencana dalam perspektif hukum administrasi negara
atau rencana yang dibuat oleh administrasi negara, sebagai salah satu instrumen
pemerintahan.

Berdasarkan Hukum Administrasi Negara, rencana merupakan bagian dari
tindakan hukum pemerintahan,?®® suatu tindakan yang dimaksudkan untuk
menimbulkan akibat-akibat hukum.

"Het plan is een geheel van samenghangende matregelen van de overheid,
waardoor de verwerkelking van een bepaalde seordende toestand wordt
nagestreefd. Dit geheel is in de vorm van een administratiefrechtelijke
rechtshandeling vervat, die als rechtshandeling administratiefrechtelijke
rechtsgevolgen doet ontstaan"?!* (rencana adalah keseluruhan tindakan
pemerintah yang berkesinambungan, yang mengupayakan terwujudnya suatu
keadaan tertentu yang teratur. Keseluruhan itu disusun dalam format tindakan
hukum administrasi, sebagai tindakan yang menimbulkan akibat-akibat
hukum).

Meskipun demikian, tidak semua rencana memiliki akibat hukum langsung
bagi warga negara. Sebagai bagian dari tindakan hukum pemerintahan, yang pasti
adalah bahwa perencanaan itu memiliki relevansi hukum. Dalam ABAR disebutkan
bahwa rencana pengembangan universitas atau sekolah tinggi tidak memiliki
kekuatan (hukum) yang mengikat bagi organ-organ universitas atau sekolah tinggi
(atau bagi subjek hukum lainnya), tetapi anggaran universitas atau sekolah tinggi
yang bertentangan dengan rencana pengembangannya tidak mungkin dapat
disetujui. Demikian juga, rencana pengembangan wilayah tidak memiliki akibat
hukum (heft geen rechtsgevolgen), baik bagi organ-organ pemerintahan maupun bagi
warga negara, tetapi rencana peruntukan (bestemmingsplan) yang bertentangan
dengan rencana pengembangan wilayah tidak mungkin disetujui.?*

Menurut P. de Haan dan kawan-kawan,

"Het begrip overheiasplanning in ruime zin gedefinieerd als systematische en

gecoordineerde  voorbereiding,  vaststelling en  uitvoering  van

beleidsbeslissingen op basis van een programma van doelinden en
middelen"?!® (konsep perencanaan rechisgevolgen baik bagi pemerintah atau
administrasi negara maupun warga negara).?’

Di samping pembagian tersebut, perencanaan juga dibagi berdasarkan waktu,
tempat, bidang hukum, sifat, metode, dan sarana. Berdasarkan waktu (naar tijd),
perencanaan dibedakan dalam rencana jangka panjang, menengah, dan pendek.
Berdasarkan tempat (naar plaats), perencanaan terdapat pada tingkat pemerintahan

pusat, provinsi, dan kabupaten, ataupun rencana-rencana sektoral. Rencana tata

213 Orde in Regelgeving, 1985, Eindrapport van de Commissie Wetgevingsvraagstukken,
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, him. 28.

214 A D. Belinfante, Belinfante, 1983, Beginselen van Nederlandse Staatsrecht. Samsom
Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, him. 78.

215 ABAR, Op. Cit., him. 75.

216 p_de Haan, et al., De Haan, P., et. al. 1986, Bestuursrecht in de Sociale Rechsstaat. Deel
1, Kluwer-Deventer, him. 241.

217 3 B.M. ten Berge, Ten Berge, 1995, J.B.J.M. Bescherming Tegen Overheid. W.E.J. Tjeenk
Willink, Zwolle, him. 250-253.




ruang, ekonomi, sosial, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya adalah contoh-contoh

perencanaan berdasarkan bidang hukum (naar rechtsgebied). Perencanaan

berdasarkan sifatnya (naar aard) terdiri dari perencanaan sektoral (sectorplanning),
perencanaan berdasarkan bidangnya (facetplanning), dan perencanaan integral

(integraleplanning). Berdasarkan metodenya, rencana dibedakan antara

perencanaan akhir dan perencanaan proses (eind (toestand)-planning en

procesplanning). Berdasarkan sarananya, pelaksanaan rencana memerlukan
instrumen yuridis, finansial, dan organisasi.?!®
Perencanaan merupakan bagian inheren dalam setiap bentuk organisasi.

Dengan kata lain, setiap organisasi pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, yang

sebelumnya dirumuskan dalam bentuk rencana-rencana. Dalam perspektif Hukum

Administrasi Negara, J.B.M. ten Berge mengemukakan unsur-unsur rencana sebagai

berikut:

a) Schriftelike (tertulis);

b) Besluit of handeling, inhoudende een keuze (keputusan atau tindakan),
terkandung pilihan;

c) Door een bestuursorgaan (oleh organ pemerintahan);

d) Van op de toekomst gerichte (ditujukan untuk waktu yang akan datang);

e) Planelementen (vaak te nemen besluiten of te verrichten handelingen), unsur-
unsur rencana (sering kali berbentuk tindakan-tindakan atau keputusan-
keputusan);

f) Van een ongelijksoortig karakter (memiliki sifat yang tidak sejenis, beragam);

g) In een onderlinge (vaak programmatische) samenhang (keterkaitan, sering kali
secara programatis);

h) Al dan niet voor een bepaalde duur (untuk jangka waktu tertentu).2*®

4.2.3.3 Kebijakan Perencanaan di Indonesia (Sebuah Kritik)

Perencanaan pembangunan di Indonesia merupakan proses yang kompleks
yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Setiap entitas
memiliki peran dan fungsi spesifik yang saling mendukung dalam upaya mencapai
tujuan pembangunan nasional. DPRD sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah
memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan, antara lain:

a. Pembuatan dan Penetapan Peraturan Daerah
DPRD berwenang untuk membuat dan menetapkan Perda yang menjadi dasar
hukum bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Proses ini melibatkan

pembahasan dan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah.

218 |bid., him. 254-257.
219 HD. van Wijk/Willem Konijnenbelt, 1987, met de Teksten van de Officiele Aanwijzingen
inzake Regelgeving. Koninklijke Vermande bv, Lelystad,.him. 291-293.
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b. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan

DPRD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan
daerah untuk memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan.
Hal ini mencakup penilaian efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta
pencapaian sasaran pembangunan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

DPRD bersama pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD yang
mencerminkan prioritas pembangunan daerah. APBD berfungsi sebagai
pedoman dalam perencanaan besaran penerimaan dan pengeluaran berbagai
sektor yang difokuskan pada upaya pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan.

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

DPRD memfasilitasi aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan melalui berbagai forum, seperti Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), guna memastikan pembangunan
yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah, yang terdiri dari eksekutif dan legislatif, memiliki peran

krusial dalam perencanaan pembangunan:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pemerintah daerah bertanggung jawab menyusun rencana pembangunan
jangka panjang, menengah, dan tahunan yang selaras dengan kebijakan
nasional serta potensi dan kebutuhan daerah.

Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan

Pemerintah daerah melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai
rencana yang telah ditetapkan serta melakukan pengendalian untuk memastikan
pencapaian tujuan pembangunan.

Pengelolaan Sumber Daya Daerah

Pemerintah daerah mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya
secara efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Penyediaan Layanan Publik

Pemerintah daerah menyediakan berbagai layanan publik, seperti pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur, yang merupakan bagian integral dari pembangunan
daerah.

Secara garis besar, dalam kerangka Hukum Perencanaan seminimal mungkin

perlu memperhatikan aspek legal/substance sebagai beriktu:

1. Schriftelijke Presentatie (Gambaran Tertulis)

Dalam Hukum Administrasi Negara, rencana digunakan untuk mempresentasikan
aspek-aspek kegiatan masyarakat yang tidak sejenis atau beragam, kebijakan,

keputusan-keputusan, dan sebagainya secara berkesinambungan. Rencana

terutama ditujukan untuk mengkomunikasikan satu kegiatan dengan kegiatan




lainnya, yang disajikan secara tertulis sehingga dapat dibaca. Rencana dapat
dilihat sebagai gambaran tertulis dari rencana.

Besluit of Handeling (Keputusan atau Tindakan)

Penentuan suatu rencana dilukiskan sebagai suatu keputusan atau suatu
tindakan. Rencana sebagai suatu keputusan didasarkan pada undang-undang
dan didasarkan pada wewenang yang diberikan untuk itu. Oleh karena itu,
susunan perencanaan ini biasanya berbentuk keputusan (besluit), sedangkan
rencana yang berupa informasi program kerja hanyalah berbentuk penyampaian
informasi mengenai perkembangan di masa mendatang.

Bestuurorgaan (Organ Pemerintahan)

Sebenarnya rencana itu dapat dibuat oleh pihak swasta, organisasi swasta, organ
kehakiman, pembuat undang-undang, dan sebagainya. Bagi Hukum Administrasi
Negara, perhatian hanya ditujukan pada perencanaan yang dibuat oleh organ
pemerintahan. Rencana merupakan suatu tindakan hukum pemerintahan yang
bersifat sepihak (eenzijdige) berdasarkan peraturan perundang-undangan
tertentu, yang memberikan kewenangan untuk itu.

Op de Toekomst Gericht (Ditujukan pada Masa yang Akan Datang)

Dalam hal ini unsur rencana hanya dibicarakan pada kegiatan yang ditujukan
pada masa yang akan datang. Perencanaan dibuat berdasarkan pandangan
masa depan dari tindakan pemerintahan. Perencanaan dijelaskan sebagai
persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi dari keputusan-
keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja dari tujuan-tujuan
dan cara-cara pelaksanaannya.

Planelementen (Elemen-elemen Rencana)

Pada suatu rencana, sesuai dengan kategori rencana seperti rencana informatif,
indikatif, atau operasional, biasanya di dalamnya terkandung informasi, rencana
kebijakan yang akan ditempuh terutama dalam bentuk peraturan kebijakan atau
persetujuan kebijakan, pedoman-pedoman, peraturan umum, keputusan konkret
yang berlaku umum, keputusan-keputusan, dan perjanjian-perjanjian.
Ongelijksoortig Karakter (Memiliki Sifat yang Tidak Sejenis, Beragam)
Berdasarkan ketentuan peraturan umum diatur mengenai peristiwa-peristiwa atau
kejadian yang sama dengan akibat hukum yang sama (setiap orang yang telah
memenuhi persyaratan tertentu, akan mendapatkan akibat hukum tertentu),
sedangkan pada rencana dihimpun berbagai peristiwa atau keadaan yang tidak
sama.

Samenhang (Keterkaitan)

Sifat yang paling banyak dari rencana adalah keterkaitan. Rencana-rencana
menghimpun antara berbagai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang

tidak sejenis, misalnya pada penataan ruang bagi masyarakat, yang di dalamnya

terhimpun berbagai pembuatan keputusan dan tindakan-tindakan yang




berkenaan dengan tata ruang. Keterkaitan ini terutama berkenaan dengan
penataan ruang bersama, keterpaduan berbagai komponen, persesuaian tujuan,
dan sebagainya.

8. Al dan Niet voor een Bepaalde Duur (Untuk Waktu Tertentu)
Kebanyakan rencana memiliki waktu terbatas. Biasanya ditentukan berdasarkan
periode tertentu seperti rencana tahunan, lima tahunan, dan sebagainya. Jarang
ada rencana yang tidak memiliki batasan waktu. Kalaupun peraturan perundang-
undangan tidak menentukan batas waktu, organ pemerintahan berwenang untuk
menentukan suatu rencana berdasarkan periode tertentu.?°

H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt menyebutkan bahwa perencanaan adalah
bentuk tertentu mengenai pembentukan kebijakan, dinyatakan dalam bentuk tindakan
timbal balik dengan hukum. Dengan kata lain, perencanaan adalah proses kebijakan.
Proses perencanaan dan perwujudan rencana merupakan bagian dari hukum, dan
oleh karena itu tunduk pada norma-norma hukum.??! Di kalangan sarjana tidak
terdapat kesamaan pendapat tentang sifat hukum (rechtskarakter) rencana.

Menurut Indroharto, dalam literatur mula-mula cenderung adanya dua
pendapat yang berbeda, yang pertama mengatakan bahwa rencana itu merupakan
suatu algemeen verbindende regeling (peraturan umum yang bersifat mengikat), dan
yang lain mengatakan bahwa rencana itu suatu beschikking.??> Munculnya
perbedaan pendapat itu disebabkan oleh kenyataan bahwa perencanaan dibuat oleh
hampir semua organisasi atau lembaga yang terdapat dalam suatu negara, tidak
hanya dibuat oleh administrasi negara, yang dengan sendirinya melahirkan bentuk
hukum yang beragam. Di samping itu, ada perencanaan yang berkenaan langsung
dengan tindakan organ pemerintahan terhadap warga negara atau memiliki akibat
hukum bagi warga negara dan ada pula perencanaan yang hanya mengatur
hubungan antar organ pemerintahan.

Hubungan antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat diatur
dalam kerangka otonomi daerah yang bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam
pembangunan nasional:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan
Kebijakan dan rencana pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan
nasional. Pemerintah pusat memberikan arahan dan supervisi untuk memastikan
konsistensi dan integrasi antara pembangunan daerah dan nasional.

2. Pembagian Kewenangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur

pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana

220 |ndroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Buku |, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, him. 209.

221 EA M. Stroink dan J.G. Steenbeek, Stroink, F.A.M., en J.G. Steenbeek. 1985, Inleiding in
het Staats-en Admi-nistratief Recht. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, him. 106.

222 Bandingkan dengan Orde in Regelgeving, Orde in Regelgeving, 1985, Eindrapport van de
Commissie Wetgevingsvraagstukken. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, him. 29.
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pemerintah pusat menangani urusan yang bersifat nasional, sedangkan
pemerintah daerah mengurus urusan yang bersifat lokal.

Fungsi Pengawasan

Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan lembaga melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah untuk memastikan
akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan
pembangunan.

Hubungan Keuangan

Pemerintah pusat memberikan transfer keuangan kepada daerah melalui
berbagai skema, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
(DAK), yang digunakan untuk mendanai pembangunan dan layanan publik di
daerah.

Dalam konteks desentralisasi, hubungan yang harmonis dan sinergis antara

DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat sangat penting untuk mencapai

pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Tabel 12
Peran dan Fungsi DPRD serta Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan
Aspek Peran DPRD Peran Pemerintah Daerah
Perencanaan a) Membuat dan menetapkan |a) Menyusun rencana
Perda sebagai dasar pembangunan jangka
hukum pembangunan panjang, menengah, dan
daerah. tahunan.

b) Menyusun dan menetapkan |b) Menyelaraskan rencana
APBD bersama pemerintah pembangunan dengan
daerah. kebijakan nasional.

Pelaksanaan a) Melakukan pengawasan a) Melaksanakan program dan
terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan
pembangunan daerah. sesuai rencana.

b) Mengevaluasi kinerja b) Mengelola sumber daya
pembangunan dan daerah untuk mendukung
penggunaan anggaran. pembangunan.

Pengawasan a) Mengawasi implementasi a) Melakukan pengendalian dan
kebijakan dan program evaluasi terhadap
pembangunan daerah. pelaksanaan pembangunan.

b) Menilai efektivitas dan b) Menyediakan layanan publik
efisiensi penggunaan yang berkualitas.
anggaran.

Hubungan dengan |a) Menyelaraskan kebijakan a) Memastikan konsistensi
Pemerintah Pusat dan peraturan daerah antara kebijakan daerah dan
dengan kebijakan nasional. nasional.

b) Berkoordinasi dengan b) Melakukan konsultasi dan
pemerintah pusat dalam koordinasi dengan
pelaksanaan pemerintah pusat untuk
pembangunan. sinkronisasi program.

Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah, 2024

Hubungan yuridis antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks

perencanaan pembangunan nasional di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan

perundang-undangan yang membentuk kerangka kerja sistem perencanaan

pembangunan nasional. Berikut adalah penjabaran mendetail mengenai landasan

yuridis tersebut:




b)

d)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

Undang-undang ini menetapkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN) sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan

tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di

tingkat pusat dan daerah.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mendefinisikan ruang lingkup perencanaan

pembangunan nasional yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Nasional dan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Nasional dan Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan

Nasional dan Daerah.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus

memperhatikan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara

pusat dan daerah.

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang ini mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah,
termasuk dalam hal perencanaan pembangunan.??® Pasal 9 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa
pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan nasional
yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah
daerah berwenang menyusun dan menetapkan rencana pembangunan
daerahnya sendiri, namun harus selaras dengan kebijakan nasional yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-undang ini mengatur penataan ruang yang menjadi dasar dalam
perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pasal 7
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang menyatakan bahwa penataan ruang wilayah nasional ditetapkan oleh
pemerintah pusat, sedangkan penataan ruang wilayah provinsi dan
kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing dengan
memperhatikan rencana tata ruang nasional. Pasal 9 Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menekankan pentingnya koordinasi

223 Allan Fatchan Gani Wardhana & Ni'matul Huda, 2022, Relasi Kewenangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penataan Kawasan Metropolitan Jabodetabek-Punjur, Jurnal
Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 29, No 3.




antara pemerintah pusat dan daerah dalam penataan ruang untuk
menghindari konflik kepentingan dan tumpang tindih kewenangan.
3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
Peraturan Presiden ini menetapkan RPJM Nasional untuk periode 2020-2024
yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun
rencana pembangunan masing-masing. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor
18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 menyatakan bahwa RPJM Nasional berfungsi sebagai
pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam
menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Pasal 3 Peraturan
Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menegaskan bahwa RPJM Nasional
harus disinkronkan dengan rencana pembangunan daerah agar tercipta
sinergi dan konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Peraturan ini mengatur tata cara penyelenggaraan penataan ruang yang
menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan
pembangunan. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan bahwa penyelenggaraan
penataan ruang harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan
nasional dan daerah, serta mendorong partisipasi masyarakat. Pasal
5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus
berkoordinasi dalam penyusunan rencana tata ruang untuk memastikan
kesesuaian dan konsistensi antara rencana nasional dan daerah.
Berdasarkan landasan yuridis di atas, hubungan antara pemerintah pusat dan
daerah dalam perencanaan pembangunan nasional dapat digambarkan bahwa
Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan rencana pembangunan nasional yang
menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Hal ini mencakup penetapan RPJP Nasional,
RPJM Nasional, dan kebijakan penataan ruang nasional. Sedangkan Pemerintah
Daerah menyusun dan menetapkan rencana pembangunan daerah yang selaras
dengan kebijakan dan rencana nasional. Pemerintah daerah memiliki kewenangan
untuk mengatur perencanaan pembangunan daerahnya secara mandiri, namun
harus berpedoman pada perencanaan pembangunan yang telah disusun oleh
pemerintah pusat. Landasan yuridis yang mengatur hubungan antara pemerintah
pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan nasional di Indonesia telah

diatur secara komprehensif melalui berbagai undang-undang dan peraturan.

Meskipun demikian, tantangan dalam koordinasi, sinkronisasi, dan partisipasi




masyarakat masih perlu diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif
dan efisien.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045
dirancang sebagai strategi pembangunan komprehensif yang bertujuan mewujudkan
Indonesia Emas 2045—sebuah visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara
maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Namun, dalam konteks agenda tinjauan
pembangunan berkelanjutan, ada kelemahan signifikan terkait penyusunan RPJPN
ini, terutama karena tidak didasarkan pada evaluasi menyeluruh dari RPJPN 2005-
2025.22% Evaluasi berkala adalah prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan.
Proses evaluasi ini mencakup penilaian atas capaian target pembangunan,
identifikasi kelemahan kebijakan sebelumnya, dan penyesuaian kebijakan dengan
tren dan tantangan baru, seperti perubahan iklim, urbanisasi, transformasi digital, dan
ketimpangan sosial. Tanpa adanya evaluasi menyeluruh, RPJPN 2025-2045 berisiko
tidak responsif terhadap kondisi riil dan kurang berkelanjutan. Evaluasi yang kuat
seharusnya menjadi dasar untuk memastikan bahwa perencanaan jangka panjang
baru dapat merespons tantangan pembangunan yang ada.

Ketiadaan laporan evaluasi yang menyeluruh dari RPJPN 2005-2025 menjadi
salah satu alasan mengapa RPJPN 2025-2045 tidak memenuhi agenda tinjauan
pembangunan berkelanjutan. Hal ini tampak dari beberapa aspek. Pertama, evaluasi
yang tidak menyeluruh dan terintegrasi menciptakan potensi pengulangan kesalahan
masa lalu atau penerapan kebijakan yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan terkini.
Kedua, kurangnya penyesuaian yang memadai mengakibatkan rencana strategis ini
cenderung menjadi kebijakan makro yang top-down tanpa adaptasi yang efektif di

tingkat daerah, sehingga rentan terhadap ketidaksesuaian antara tujuan nasional dan

224 Rja Casmi Arrsa dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh MPR RI
bekerjasama dengan Universitas Brawijaya mengemukakan bahwa Apabila RPJPN 2005-2025
dibandingkan dengan RPJPN 2025-2045, supremasi hukum dan demokratisasi menjadi satu paket.
Namun faktanya, kondisi supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia justru mengalami kelemahan.
Beberapa faktor yang mengakibatkan supremasi hukum Indonesia melemah, yakni banyaknya kasus
korupsi yang terjadi, adanya intervensi kekuasaan politik, melemahnya penegakan hukum, dan
kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum. Dalam konteks pembangunan di daerah, upaya
pengembangan daerah diperlukan dengan memetakan potensi dan lokalistik daerahnya masing-masing
untuk menjawab tantangan dan daya saing daerah. Selanjutnya Anwar Cengkeng dari Universitas
Widyagama mengemukakan bahwa RPJP sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan selama 20
tahun dan wajib ditaati oleh Presiden. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-
2045 semestinya tidak hanya menjadi naskah teknokratis semata, namun juga harus diimplementasikan
dan dijadikan acuan dalam visi-misi Presiden ataupun Kepala Daerah. Visi Indonesia Emas 2045 dalam
RPJPN 2025-2045 adalah suatu pandangan yang menekankan Indonesia untuk menjadi negara yang
maju, adil, makmur, dan berkelanjutan pada tahun 2045, tepat pada usia 100 tahun kemerdekaannya.
Kemudian pernyataan tersebut disambung oleh Himawan Estu Bagijo bahwa secara proses teknokratik
perencanaan, RPJPN sebagai acuan dalam menyusun RPJMD, sehingga semestinya pada praktiknya
maka RPJMD tidak ada yang menyimpang dari RPJPD secara substantif. Dengan memperhatikan alur
proses teknokratik perencanaan, frasa “diacu”, “dipedomani”, “dijabarkan”, seharusnya menjadi jaminan
sinkronisasi materi muatan RPJP, RPJM Pusat-Daerah. Dalam konteks problematika harmonisasi, pada
tingkat nasional, harmonisasi dilakukan pada antar kekuasaan (legislatif-eksekutif-judisial). Pada tingkat
daerah, harmonisasi dilakukan antar provinsi yang berbatasan. Serta harmonisasi antar kabupaten/kota
yang berdampingan. Desentralisasi telah mengalami metamorfosa yang luar biasa. Desentralisasi pada
awalnya dianggap sebagai proses demokratisasi daerah. Selain itu, desentralisasi juga sebagai
pembangunan. Dalam konteks saat ini, desentralisasi sebagai cerminan good governance.Panduan
substansi pembangunan bidang hukum berbasis pada strategi nasional, RPJPN, RPJMN, RKP,
Propemperda dalam RPJPD Provinsi, Kabupaten/Kota.
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kebutuhan lokal. Ketiga, kurangnya evaluasi menyeluruh menghambat keselarasan
RPJPN 2025-2045 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tanpa
tinjauan mendalam, sulit untuk memastikan bahwa rencana jangka panjang ini benar-
benar sesuai dengan target SDGs, termasuk pengentasan kemiskinan, akses
kesehatan dan pendidikan yang merata, serta mitigasi perubahan iklim.

Dalam hal implikasi hukum dan tata kelola, RPJPN adalah dokumen strategis
dengan kekuatan hukum, yang diatur oleh UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketiadaan evaluasi menyeluruh atas
pelaksanaan RPJPN sebelumnya melemahkan prinsip akuntabilitas dan transparansi
dalam perencanaan pembangunan nasional. Hal ini juga merusak partisipasi publik,
karena masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk memahami dasar
perencanaan dan kebijakan jangka panjang yang diambil. Akibatnya, sulit bagi publik
untuk menilai apakah perencanaan ini responsif terhadap kebutuhan mereka dan
akuntabel dalam pencapaiannya.

Tanpa evaluasi yang mendalam dari RPJPN sebelumnya, penyusunan
RPJPN 2025-2045 menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah
adaptabilitas kebijakan yang terbatas, penguatan kapasitas daerah yang tertunda,
dan potensi ketidakadilan antardaerah yang semakin tajam. Agenda pembangunan
berkelanjutan menuntut respons kebijakan yang cepat dan tepat terhadap
perkembangan baru, termasuk transformasi digital, pandemi, dan perubahan
geopolitik yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial. Tanpa refleksi
mendalam dari pengalaman pembangunan dua dekade sebelumnya, RPJPN baru ini
berisiko tidak mencerminkan kebutuhan yang riil di tingkat nasional maupun daerah.

Untuk memastikan bahwa RPJPN 2025-2045 lebih selaras dengan agenda
pembangunan berkelanjutan, ada beberapa rekomendasi yang dapat
dipertimbangkan. Pertama, pemerintah perlu menyusun laporan evaluasi akhir
RPJPN 2005-2025 yang komprehensif dan transparan sebelum menetapkan strategi
akhir RPJPN baru. Kedua, integrasi yang lebih kuat dari target SDGs dalam rencana
strategis baru harus menjadi prioritas, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk
pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Ketiga, penguatan kapasitas
evaluasi di tingkat daerah melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan perlu
dilakukan agar evaluasi kebijakan lebih akurat dan adaptif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa RPJPN 2025-2045, dalam
kondisinya saat ini, belum sepenuhnya memenuhi prinsip dan agenda pembangunan
berkelanjutan. Tanpa evaluasi mendalam dan transparansi yang memadai, RPJPN
2025-2045 dapat terjebak dalam pola perencanaan yang kurang responsif, tidak
akuntabel, dan tidak adil. Oleh karena itu, evaluasi yang komprehensif, integrasi
kebijakan yang lebih baik, serta penguatan kapasitas daerah sangat penting untuk

memastikan keberhasilan visi Indonesia Emas 2045 dan pencapaian pembangunan

berkelanjutan.




Mengenai kekurangan RPJPN 2025-2045 dalam memenuhi agenda tinjauan
pembangunan berkelanjutan terkait erat dengan tabel tentang Karakteristik Wilayah,
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Demografi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Timur. Data dalam tabel tersebut dapat memberikan gambaran konkret tentang
ketimpangan wilayah dan kemampuan fiskal yang bervariasi di daerah, yang
menunjukkan perlunya penyesuaian kebijakan pembangunan yang lebih responsif
dan terukur di tingkat lokal. Tanpa evaluasi menyeluruh dari RPJPN sebelumnya,
perencanaan jangka panjang baru cenderung tidak mampu mengakomodasi
perbedaan karakteristik dan kebutuhan spesifik dari masing-masing daerah di Jawa
Timur, seperti akses terhadap layanan publik, kapasitas PAD, serta tantangan
demografi, yang merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan.
Berikut tabel Karakteristik Wilayah, Pendapatan Asli Daerah, dan Demografi
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur:

Tabel 13

Karakteristik Wilayah, Pendapatan Asli Daerah, dan Demografi Kabupaten dan Kota di

Provinsi Jawa Timur

Nama Luas Pendapatan Asli Daerah Jumiah
No Kabupaten/ Wilayah P (Rp) Penduduk
Kota (km2) P (iwa)
1 Kabupaten 1.389,87 198.715.000.000 597.400
Pacitan
2 Kabupaten 1.371,78 310.000.000.000 949,32
Ponorogo
3 Kabupaten 1.261,40 279.727.000.000 751.079
Trenggalek
4 Kabupaten 1.055,65 719.586.273.720 1.115.633
Tulungagung
5 Kabupaten 1.588,79 22.745.288.476 1.253.550
Blitar
6 Kabupaten 1.523,92 635.919.505,39 1.688.468
Kediri
7 Kabupaten 3.534,86 838.000.000.0089 2.703.176
Malang
8 Kabupaten 1.790,90 375.000.000.008 1.147.264
Lumajang
9 Kabupaten 3.293,34 764.000.000.036 2.605.922
Jember
10 Kabupaten 5.782,50 3.374.000.000.000 1.790.000
Banyuwangi
11 Kabupaten 1.560,10 189.000.000.000 781.417
Bondowoso
12 Kabupaten 1.638,50 252.000.000.000 684,34
Situbondo
13 Kabupaten 1.696,17 317.806.509.649 1.190.000
Probolinggo
14 Kabupaten 1.474,015 4.950.000.000 1.637.682
Pasuruan
15 Kabupaten 714,24 1.935.040.000.000 2.103.401
Sidoarjo




Nama Luas . Jumlah
No Kabupaten/ Wilayah Pendapatez; A)s“ Daerah Penduduk
Kota (km2) P (iwa)
16 Kabupaten 969,4 243.600.000.000 1.141.516
Mojokerto
17 Kabupaten 1.159,50 522.181.436.105 1.376.547
Jombang
18 Kabupaten 122.433 402.455.177,76 1.148.611
Nganjuk
19 Kabupaten 1.037,58 302.800.000.000 747.589
Madiun
20 Kabupaten 688,85 20.300.000.000. 681.700
Magetan
21 Kabupaten 1.298,58 307.493.099.590 870.057
Ngawi
2o | Kabupaten 2.307,06 872.835.579.904 1.370.000
Bojonegoro
23 Kabupaten 1,905 303.705.935.158 1.258.368
Tuban
24 Kabupaten 1.752,21 3.577.000.000 1.386.941
Lamongan
g5 | Kabupaten 1.191,25 1.191.800.000.000 1.310.000
Gresik
26 Kabupaten 1.301,03 2.402.577.508.826 1.020.000
Bangkalan
27 Kabupaten 1.228,25 343.726.580.016 988.360
Sampang
pg |  Kabupaten 792,30 219.671.437.717 90.212
Pamekasan
29 |  Kabupaten 2.084,02 247.070.000.000 1.142.210
Sumenep
30 | Kota Kedir 63.4 319.295.000.000 289.418
31 Kota Blitar 32 187.300.000.000 159.781
32 | Kota Malang 252.1 545.300.000.000 874.660
33 | Kota Probolinggo | 56,667 198.177.764.901 243.200
34 | Kota Pasuruan 36,58 969.040.000.000 212.466
35 | Kota Mojokerto 16.46 243.600.000.000 141.630
36 | Kota Madiun 33,23 115.000.000.000 201.460
37 | Kota Surabaya 374.8 10.700.000.000.000 3.009.286
38 Kota Batu 199,09 209.222.925.379 214.654

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Timur adalah
salah satu wilayah terpadat dan terluas di Indonesia, dengan 38 kabupaten dan kota
yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Sebagai
provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur memiliki
peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga setiap
kabupaten dan kota memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan
provinsi. Luas wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur bervariasi, mulai dari
daerah yang luas seperti Kabupaten Malang (3.530,65 km?) hingga kota kecil seperti

Kota Mojokerto (38,86 km?2). Jumlah penduduk pun sangat bervariasi, di mana Kota

Surabaya sebagai ibu kota provinsi mencatatkan populasi tertinggi dengan lebih dari




2,8 juta jiwa, sementara daerah lain seperti Kota Mojokerto dan Kota Madiun memiliki
populasi sekitar 130.000 dan 170.000 jiwa.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam
menentukan kapasitas fiskal dan kemampuan daerah untuk menjalankan otonomi
daerah. Meskipun data spesifik PAD tidak tersedia untuk semua kabupaten dan kota,
beberapa daerah yang lebih maju seperti Kota Surabaya dan Kota Malang diketahui
memiliki PAD yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya, mencerminkan
perbedaan potensi ekonomi dan kapasitas pengelolaan sumber daya di setiap
wilayah.

Berdasarkan data mengenai kabupaten dan kota di Jawa Timur, terdapat
variasi dalam hal luas wilayah, pendapatan asli daerah (PAD), dan jumlah penduduk.
Analisis lebih lanjut akan difokuskan pada masing-masing daerah terkait dengan
jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah
disahkan sebelum tahun 2024. Setiap daerah memiliki karakteristik dan prioritas
pembangunan yang berbeda, yang berdampak pada arah dan durasi kebijakan
jangka panjang yang disusun. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menelusuri
bagaimana masing-masing kabupaten/kota menyusun RPJPD-nya, mengidentifikasi
kesesuaian jangka waktu tersebut dengan potensi dan kebutuhan pembangunan di
daerah, serta mengevaluasi apakah durasi RPJPD tersebut cukup untuk mendukung
pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Urgensi dari analisis terhadap seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur
terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah
disahkan sebelum tahun 2024. RPJPD yang berlaku dari tahun 2005 hingga 2025
menjadi kerangka kerja bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas
pembangunan, alokasi sumber daya, dan pencapaian visi jangka panjang. Dalam hal
ini, RPJPD berfungsi sebagai panduan strategis yang mencakup pengembangan
sektor ekonomi, infrastruktur, pelayanan publik, serta kesejahteraan sosial dan
budaya di masing-masing daerah. Pentingnya pemahaman mendalam mengenai
potensi dan tantangan setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur menjadi kunci dalam
memastikan keberhasilan implementasi RPJPD yang terintegrasi dan selaras dengan
kebutuhan lokal. Pemahaman tentang luas wilayah, jumlah penduduk, dan kapasitas
PAD akan memungkinkan perencanaan yang lebih akurat dan efisien dalam
mengoptimalkan pembangunan di setiap wilayah. Di tengah desentralisasi yang
semakin berkembang, analisis ini juga membantu dalam mengidentifikasi
kesenjangan yang ada serta peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
lebih merata dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemetaan karakteristik setiap kabupaten dan kota di Jawa
Timur tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendasar bagi proses

perencanaan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Melalui evaluasi dan

penyesuaian terhadap RPJPD yang ada, diharapkan setiap kabupaten dan kota




dapat berkontribusi lebih maksimal dalam mencapai tujuan pembangunan nasional

yang inklusif dan seimbang. Berikut tabel yang berisi Kabupaten, ldentifikasi, Tanggal
Pengesahan RPJP, Visi dan Misi RPJM Tahun Tersebut, Visi dan Misi RPJM Terakhir
kota dan kabupaten di Jawa Timur.




Tabel 14

Harmonisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur

No

Kabupaten

Dasar Hukum
RPJMD 5 tahun
terakhir

Jangka Tahun
RPJMD

Tahun Pengesahan
RPJP (Sebelum
2024) di Daerah

Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJPN 2005-2025

Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJPN 2025-2045

Kabupaten Pacitan

Perda 10/2021

2021 - 2026

2011

Tidak ada data.

Visi:

Masyarakat pacitan sejahtera dan
bahagia

Misi:

1. Mewujudkan Percepatan
Pemerataan Pembangunan
Infrastruktur, Pembangunan
Wilayah Perbatasan dan
Meningkatkan Kualitas
Lingkungan Hidup

2.  Mewujudkan
Pembangunan dan
Peningkatan Daya Saing
SDM yang Kukuh Berpijak
pada Nilai-Nilai Budaya
Bangsa

3. Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi dari
Sektor Wisata dan Agraris
yang Didukung oleh Sektor
Unggulan Lainnya

4. menciptakan birokrasi
pemerintah yang inovatif,
profesional dan melayani

Kabupaten
Ponorogo

Perda 2/2021

2021 - 2026

2010

Tidak ada data.

Tidak ada data.

Kabupaten
Trenggalek

Perda 5/2021

2021-2026

2010

Tidak ada data.




1. mewujudkan
keterjangkauan akses
pembangunan
sumberdaya manusia yang
berkualitas, inklusif, dan
berdaya saing.

2. Mendorong Penguatan
Ekonomi Kerakyatan Yang
Berbasis Kearifan Lokal
dan Potensi Daerah

3. Pengentasan Kemiskinan
dan Perlindungan Sosial
Dalam Mewujudkan
Ketentraman, Rasa Aman,
Serta Ketertiban
Masyarakat

4. Membangun Infrastruktur
Wilayah Pinggiran Yang
Berkualitas Dalam
Mewujudkan Pemerataan
Pembangunan

5. Mewujudkan Pemerintahan
Yang Akuntabel,
Profesional, dan
Transparan yang

No Kabupaten Dasar Hukum Jangka Tahun | Tahun Pengesahan | Visi dan Misi RPJM berdasarkan | Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJMD 5 tahun RPJMD RPJP (Sebelum RPJPN 2005-2025 RPJPN 2025-2045
terakhir 2024) di Daerah
4 Kabupaten Perda 6/2019 2018-2023 2008 Visi: Tidak ada data.
Tulungagung Terwujudnya masyarakat

tulungagung yang sejahtera,
mandiri, berdaya saing dan
berakhlak.
Misi:




No Kabupaten Dasar Hukum Jangka Tahun | Tahun Pengesahan | Visi dan Misi RPJM berdasarkan | Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJMD 5 tahun RPJMD RPJP (Sebelum RPJPN 2005-2025 RPJPN 2025-2045
terakhir 2024) di Daerah
Berorientasi pada
Kepuasan Masyarakat
5 Kabupaten Blitar Perda 4/2016 2016-2021 2008 Tidak ada data
6 Kabupaten Kediri Perda 10/2010 2011-2015 2014 Tidak ada data
7 Kabupaten Malang Perda 3/2021 2021-2026 2008 Visi: Tidak ada data

Terwujudnya Kabupaten Malang
yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri,
Sejahtera dan  Berkepribadian
dengan Semangat Gotong Royong
berdasarkan  Pancasila dalam
Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang Bhineka Tunggal
Ika

Misi:

1. mewujudkan
kesejahteraan rakyat,
membangun sumber daya
manusia unggul

2. mewujudkan iklim
kehidupan demokratis,
tertib, dan agamis
berlandaskan falsafah
pancasila

3. mewujudkan inovasi
pelayanan publik dan
pembangunan kemandirian
desa

4. mewujudkan keluarga
bahagia, mandiri dan
sejahtera

5. memperluas pemanfaatan
potensial lingkungan




No

Kabupaten

Dasar Hukum
RPJMD 5 tahun
terakhir

Jangka Tahun
RPJIJMD

Tahun Pengesahan
RPJP (Sebelum
2024) di Daerah

Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJPN 2005-2025

Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJPN 2025-2045

hidup, pariwisata, seni
budaya, industri kreatif dan
investasi pembangunan
berkelanjutan

Kabupaten
Lumajang

Perda 1/2019

2018-2023

Tidak ada data

Visi:  Terwujudnya Masyarakat
Lumajang yang Berdaya Saing,
Makmur, dan Bermartabat

Misi:

1. Mewujudkan
perekonomian daerah
berkelanjutan yang
berbasis pada pertanian,
usaha mikro, dan
pariwisata

2. Pemenuhan kebutuhan
dasar untuk mewujudkan
masyarakat yang lebih
sejahtera dan mandiri

3. Reformasi birokrasi yang
efektif, profesional,
akuntabel, dan transparan
untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik,
benar, dan bersih (good
and clean governance)

Tidak ada data

Kabupaten Jember

Perda 3/2021

2021-2026

2015

Tidak ada data

Tidak ada data

Kabupaten
Banyuwangi

Perda 2/2021

2021-2026

2011

Visi:

Terwujudnya Banyuwangi
semakin  maju,
berkah

Misi:

yang
sejahtera dan

Tidak ada data




No

Kabupaten

Dasar Hukum
RPJMD 5 tahun
terakhir

Jangka Tahun
RPJIJMD

Tahun Pengesahan
RPJP (Sebelum
2024) di Daerah

Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJPN 2005-2025

Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJPN 2025-2045

1. Meningkatkan
Pertumbuhan dan
Ketahanan Ekonomi Lokal
Berbasis Pertanian,
Perikanan, UMKM, dan
Pariwisata Fokus pada
Keberdayaan Keluarga
untuk Membuka Lapangan
Kerja dan Mengurangi
Kemiskinan;

2. Membangun SDM Unggul,
Sehat Jasmani-Rohani,
Produktif dan Berkarakter
melalui Peningkatan Akses
serta Kualitas Pelayanan
Pendidikan, Kesehatan,
dan Kebutuhan Dasar
Lainnya;

3. Mewujudkan Masyarakat
Berkarakter yang
Memegang Teguh Nilai-
nilai Keagamaan, Menjaga
Keluhuran Adat Istiadat,
serta Menguatkan Gotong
Royong dan Kerukunan
dalam Harmoni
Kebhinekaan;

4. Mempercepat
Pembangunan Infrastruktur
Ekonomi dan Sosial yang
Semakin Merata dengan




No

Kabupaten

Dasar Hukum
RPJMD 5 tahun
terakhir

Jangka Tahun
RPJIJMD

Tahun Pengesahan
RPJP (Sebelum
2024) di Daerah

Visi dan Misi RPJM berdasarkan

RPJPN 2005-2025

Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJPN 2025-2045

Memperhatikan Daya
Dukung Lingkungan;
Memantapkan Tatakelola
Pemerintahan yang
Tangkas dan Dinamis
melalui Transformasi
Digital untuk Mewujudkan
Birokrasi Produktif dan
Kemudahan Berusaha.

11

Kabupaten
Bondowoso

Perda 1/2019

2018-2023

2010

Visi:

Membawa Bondowoso MELESAT
dalam Bingkai Iman dan Takwa"

(Mandiri

Ekonomi, Lestari,

Sejahtera, Adil dan Terdepan)

Misi:
1. Membangun Kemandirian

Ekonomi Bondowoso
dengan Memperkuat
Sektor Pertanian,
Perkebunan, Peternakan
serta Sektor lainnya
dengan Menggerakkan
Ekonomi Kerakyatan
maupun Lapangan Kerja
Melestarikan Lingkungan
Agar Budaya Guna Tinggi
Sebagai Keuntungan
Kompetitif Bondowoso,
dan digunakan sebalik-
baiknya untuk
Kesejahteraan Bersama

Tidak ada data




No Kabupaten Dasar Hukum Jangka Tahun | Tahun Pengesahan | Visi dan Misi RPJM berdasarkan | Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJMD 5 tahun RPJMD RPJP (Sebelum RPJPN 2005-2025 RPJPN 2025-2045
terakhir 2024) di Daerah
3. Meningkatkan
Kesejahteraan Melalui
Kebijakan Sosial di Tingkat
Kabupaten yang Sinergi
dengan Kebijakan Provinsi
maupun Nasional
4. Menghadirkan
Pemerintahan yang
Demokratis melalui
Kepemimpinan yang Jujur,
Adil, Amanah, Partisipatif,
dan Inovatif
5. Mewujudkan Bondowoso
yang terdepan,
Bermartabat dan
Berkarakter Unggul dan
Kompetitif
12 | Kabupaten Perda 3/2021 2021-2026 2012 Tidak ada data
Situbondo
13 | Kabupaten Perda 6/2019 2018-2023 2008 Tidak ada data
Probolinggo
14 | Kabupaten Perda 1/2019 2018-2023 2008 Tidak ada data
Pasuruan
15 | Kabupaten Sidoarjo | Perda 2/2021 2021-2026 2006 Tidak ada data
16 | Kabupaten Perda 9/2021 2021-2026 2008 Visi: Tidak ada data
Mojokerto Terwujudnya Kota Mojokerto yang

Maju, Mandiri, Sejahtera, Bersih,

Asri, dan Berbudaya.

Misi:
1. Mewujudkan masyarakat

Kota Mojokerto yang adil

dan sejahtera




No

Kabupaten

Dasar Hukum
RPJMD 5 tahun
terakhir

Jangka Tahun
RPJIJMD

Tahun Pengesahan
RPJP (Sebelum
2024) di Daerah

Visi dan Misi RPJM berdasarkan

RPJPN 2005-2025

Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJPN 2025-2045

Mewujudkan masyarakat
Kota Mojokerto yang maju
dan mandiri melalui
pendidikan, kesehatan,
dan pengembangan
teknologi

Mewujudkan Kota
Mojokerto menjadi pusat
pertumbuhan regional
Mewujudkan tata
pemerintahan yang baik
dan bersih (good and
clean governance)
Mewujudkan Kota
Mojokerto yang asri dan
lestari

Mewujudkan masyarakat
Kota Mojokerto berbudaya
dan bertagwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.

17

Kabupaten
Jombang

Perda 1/2019

2018-2023

2009

Tidak ada data

18

Kabupaten Nganjuk

Perda 2/2019

2018-2023

2008

Tidak ada data

19

Kabupaten Madiun

Perda 1/2019

2018-2023

2008

Tidak ada data

20

Kabupaten Magetan

Perda 1/2019

2018-2023

2009

Tidak ada data

21

Kabupaten Ngawi

Perda 6/2016

2016-2021

2012

Tidak ada data

22

Kabupaten
Bojonegoro

Perda 2/2019

2018-2023

2013

Visi:

Terwujudnya Pondasi
Sebagai

Energi

Bojonegoro
Lumbung Pangan Dan
yang Produktif, Berdaya

Saing, Adil, Sejahtera , Bahagia
dan Berkelanjutan

Tidak ada data




No

Kabupaten

Dasar Hukum
RPJMD 5 tahun
terakhir

Jangka Tahun
RPJIJMD

Tahun Pengesahan
RPJP (Sebelum
2024) di Daerah

Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJPN 2005-2025

Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJPN 2025-2045

Misi:

1. Meningkatkan
Pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas,
seimbang dan
berkelanjutan melalui
peningkatan industri
pangan dan energi;

2. Mewujudkan masyarakat
yang produktif, mandiri dan
sejahtera untuk menunjang
pembangunan
berkelanjutan

3. Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik
dan bersih melalui
peningkatan pelayanan
yang profesional

23

Kabupaten Tuban

Perda 24/2016

2016-2021

2014

Tidak ada data

24

Kabupaten
Lamongan

Perda 10/2021

2021-2026

2012

Visi:

Terwujudnya Kejayaan Lamongan
Yang Berkeadilan

Misi:

1. Mewujudkan kemandirian
ekonomi daerah melalui
optimalisasi potensi
unggulan daerah

2. Mencetak SDM unggul,
berdaya saing dan
berakhlak yang responsif
terhadap perubahan
zaman

Tidak ada data




No

Kabupaten

Dasar Hukum
RPJMD 5 tahun
terakhir

Jangka Tahun
RPJIJMD

Tahun Pengesahan
RPJP (Sebelum
2024) di Daerah

Visi dan Misi RPJM berdasarkan

RPJPN 2005-2025

Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJPN 2025-2045

Membangun infrastruktur
handal dan berkeadilan
yang berwawasan
lingkungan

Mewujudkan kehidupan
bermasyarakat yang
sejahtera religius-
berbudaya, aktif dalam
pembangunan, serta
lingkungan yang aman dan
tentram

Menghadirkan tata kelola
pemerintahan yang
dinamis, serta memberikan
pelayanan publik yang
berkualitas sebagai upaya
optimalisasi reformasi
birokrasi

25

Kabupaten Gresik

Perda 2/2021

2021-2026

2009

Visi:

Terwujudnya Gresik yang agamis,
adil, sejahtera dan berkehidupan
yang berkualitas

Misi:

1.

Meningkatnya perilaku
masyarakat yang sejuk,
santun dan saling
menghormati dengan
landasan nilai-nilai agama
sebagai cerminan Gresik
sebagai Kota Wali dan
Kota Santri

Tidak ada data




No

Kabupaten

Dasar Hukum
RPJMD 5 tahun
terakhir

Jangka Tahun
RPJIJMD

Tahun Pengesahan
RPJP (Sebelum
2024) di Daerah

Visi dan Misi RPJM berdasarkan

RPJPN 2005-2025

Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJPN 2025-2045

5.

Terwujudnya pelayanan
yang adil dan merata
kepada masyarakat
dengan mengedepankan
prinsip kebersamaan,
profesionalitas, kejujuran,
dan akuntabilitas
Meningkatnya
pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi
masyarakat dengan
memaksimalkan potensi
daerah,penguatan
ekonomi lokal, konsep
ekonomi kerakyatan
menuju pembangunan
yang berwawasan
lingkungan dan
berorientasi pada
kompetisi global
Meningkatnya kualitas
hidup melalui peningkatan
derajat kesehatan dan
pendidikan masyarakat
serta

pemenuhan kebutuhan
dasar lainnya.

26

Kabupaten
Bangkalan

Perda 1/2019

2018-2023

2010

Visi:

Bangkalan

Sebagai Kabupaten

Industri, Perdagangan, Dan Jasa
Yang Tangguh Menuju Terciptanya
Masyarakat Madani.

Tidak ada data




No

Kabupaten

Dasar Hukum

RPJMD 5 tahun
terakhir

Jangka Tahun
RPJIJMD

Tahun Pengesahan
RPJP (Sebelum
2024) di Daerah

Visi dan Misi RPJM berdasarkan

RPJPN 2005-2025

Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJPN 2025-2045

Misi:

1.

2.

4,

Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia.
Mewujudkan Pertumbuhan
Ekonomi Yang Berkeadilan
dan Berkelanjutan.
Membangun Sarana
Prasarana Wilayah
Penunjang Yang
Berkelanjutan Bagi
Terciptanya Iklim Investasi
Yang Mendorong
Pembangunan Daerah.
Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik

27

Kabupaten
Sampang

Perda 7/2019

2019-2024

2006

Visi:

Sampang hebat bermartabat

Misi:

1.

Mewujudkan sumber daya
manusia yang berkualitas
dan berdaya saing
mewujudkan kemandirian
ekonomi daerah dan
perdesaan melalui
pengembangan agribisnis,
pariwisata dan ekonomi
kreatif

meningkatkan
pembangunan infrastruktur
yang berkualitas dan
berkelanjutan

Tidak ada data




No Kabupaten Dasar Hukum Jangka Tahun | Tahun Pengesahan | Visi dan Misi RPJM berdasarkan | Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJMD 5 tahun RPJMD RPJP (Sebelum RPJPN 2005-2025 RPJPN 2025-2045
terakhir 2024) di Daerah
4. mewujudkan harmonisasi

kehidupan masyarakat

yang waspada, tanggap,

tertib, damai dan bersatu.
28 | Kabupaten Perda 9/2019 2018-2023 2013 Visi: Tidak ada data

Pamekasan Pamekasan Sejahtera  Melalui

Pembangunan dari Bawah, Merata
dan Berkelanjutan Berdasarkan
Nilai-Nilai Agama

Misi:

1. Penguatan kualitas
Sumber Daya Manusia

2. Perekonomian Inklusif
yang Bertumpu pada
Sektor Pertanian dan
Didukung Percepatan
Pembangunan Sektor
Industri Manufaktur
Perdagangan dan Sektor
Potensial Lainnya.

3. Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan dan
Pelayanan Publik.

4. Pemenuhan Kualitas
Infrastruktur dasar yang
Merata dan Berkelanjutan

5. Pengelolaan Potensi
Sosial, Budaya,
Keagamaan, Kepemudaan
dan Perempuan untuk
Mewujudkan Masyarakat




No

Kabupaten

Dasar Hukum
RPJMD 5 tahun
terakhir

Jangka Tahun
RPJIJMD

Tahun Pengesahan
RPJP (Sebelum
2024) di Daerah

Visi dan Misi RPJM berdasarkan

RPJPN 2005-2025

Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJPN 2025-2045

yang Harmonis serta
Sejahtera.
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Kabupaten
Sumenep

Perda 2/2021

2021-2026

2011

Tidak ada data

30

Kota Kediri

Perda 11/2019

2020-2024

2013

Tidak ada data

31

Kota Blitar

Perda 4/2021

2021-2026

2010

Tidak ada data

32

Kota Malang

Perda 1/2019

2018-2023

2010

Visi:

Kota Malang bermartabat

Misi:

1. Menjamin akses dan

kualitas pendidikan,
kesehatan dan layanan
dasar lainnya bagi semua
warga

mewujudkan kota produktif
dan berdaya saing
berbasis ekonomi kreatif,
keberlanjutan dan
keterpaduan

mewujudkan kota yang
rukun dan toleran
berasaskan keberagaman
dan keberpihakan
terhadap masyarakat
rentan dan gender
memastikan kepuasan
masyarakat atas layanan
pemerintah yang tertib
hukum profesional dan
akuntabel

Tidak ada data

33

Kota Probolinggo

Perda 3/2021

2019-2024

2013

Visi:

Tidak ada data




No

Kabupaten

Dasar Hukum
RPJMD 5 tahun
terakhir

Jangka Tahun
RPJIJMD

Tahun Pengesahan
RPJP (Sebelum
2024) di Daerah

Visi dan Misi RPJM berdasarkan

RPJPN 2005-2025

Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJPN 2025-2045

Terwujudnya masyarakat kota
probolinggo yang aman, demokratis
adil dan sejahtera

Misi:

1.

mewujudkan trikarsa bina
praja, yaitu tiga kehendak
masyarakat kota
probolinggo yang
melestarikan ciri khas kota
bayuangga (angin, anggur
dan mangga), membangun
citra kota industri
perdagangan, pendidikan
dan transportasi dan
membudayakan motto kota
bestari(bersih, sehat, tertib,
aman, rapi dan indah)
mewujudkan peningkatan
penghayatan dan
pengalaman nilai-nilai
agama dan harmonisasi
antar kelompok
masyarakat

mewujudkan peningkatan
aksesibilitas serta kualitas
dan kesehatan
mewujudkan penanggulan
kemiskinan, perbaikan
iklim ketenagakerjaan dan
memacu kewirausahaan
mewujudkan peningkatan
pertumbuhan ekonomi




No

Kabupaten

Dasar Hukum
RPJMD 5 tahun
terakhir

Jangka Tahun
RPJIJMD

Tahun Pengesahan
RPJP (Sebelum
2024) di Daerah

Visi dan Misi RPJM berdasarkan

RPJPN 2005-2025

Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJPN 2025-2045

yang berkualitas dan
percepatan pembangunan
infrastruktur

mewujudkan optimalisasi
pengelolaan sumber daya
alam dan fungsi
lingkungan hidup
mewujudkan ketentraman
dan ketertiban, supremasi
hukum dan hak asasi
manusia

mewujudkan revitalisasi
proses desentralisasi dan
otonomi daerah melalui
reformasi birokrasi dan
peningkatan pelayanan
publik

34

Kota Pasuruan

Perda 4/2021

2021-2026

2010

Visi:

Pasuruan Kota Madinah maju
ekonominya, indah kotanya,
harmonis warganya.

Misi:

1.

mempercepat
pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
berbasis potensi lokal
untuk membuka lapangan
kerja dan pengurangan
kemiskinan

membangun kota yang
indah dan nyaman melalui

Tidak ada data




No

Kabupaten

Dasar Hukum
RPJMD 5 tahun
terakhir

Jangka Tahun
RPJIJMD

Tahun Pengesahan
RPJP (Sebelum
2024) di Daerah

Visi dan Misi RPJM berdasarkan

RPJPN 2005-2025

Visi dan Misi RPJM berdasarkan
RPJPN 2025-2045

konektivitas infrastruktur
ekonomi dan sosial
berkelanjutan
memantapkan kehidupan
masyarakat multikultural
yang harmonis dengan
modal sosial yang tangguh
serta jaminan akses
pendidikan dan kesehatan
yang merata

transformasi layanan
publik yang mudah dan
cepat melalui digitalisasi
manajemen dan birokrasi
yang adaptif

35

Kota Mojokerto

Perda 10/2019

2018-2023

2009

Tidak ada data

36

Kota Madiun

Perda 6/2021

2021-2026

2009

Visi:

Terwujudnya Pemerintahan Bersih

Berwibawa Menuju

Masyarakat

Sejahtera

Misi:

1. Mewujudkan pemerintahan

yang baik (good
governance)
Meningkatkan kualitas
hidup masyarakat Kota
Madiun

Mewujudkan
pembangunan yang
berwawasan lingkungan

Tidak ada datanya




Visi dan Misi RPJM berdasarkan

Visi dan Misi RPJM berdasarkan

No Kabupaten Dasar Hukum Jangka Tahun | Tahun Pengesahan
RPJMD 5 tahun RPJMD RPJP (Sebelum RPJPN 2005-2025 RPJPN 2025-2045
terakhir 2024) di Daerah
4. Mewujudkan kemandirian

ekonomi dan memeratakan
tingkat kesejahteraan
masyarakat Kota Madiun

37 | Kota Surabaya Perda 10/2016 2016-2021 2012 Tidak ada data

38 | Kota Batu Perda 3/2018 2017-2022 2012 Tidak ada data

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, diolah, 2024




Tabel 15

Harmonisasi Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur

pd
o

Kabupaten

Dasar Hukum

Jangka Tahun RIPPARDA

Jangka Tahun RTRW/RDTR

RIPPARDA Di Provinsi Jawa Timur Di Pemerintah Pusat
1 Kabupaten Pacitan Proses Penyusunan
2 Kabupaten Ponorogo Tidak ada data
3 Kabupaten Trenggalek Perda 26/2016 2017-2031 Tidak ada data
4 Kabupaten Tulungagung Perda 2/2017 2017-2027 Tidak ada data
5 Kabupaten Blitar Proses Penyusunan
6 Kabupaten Kediri Perda 2/2020 2019-2034 Tidak ada data
7 Kabupaten Malang Perda 9/2022 2022-2037 Tidak ada data
8 Kabupaten Lumajang Perda 5/2018 2018-2033 Tidak ada data
9 Kabupaten Jember Proses Penyusunan
10 Kabupaten Banyuwangi |
11 Kabupaten Bondowoso Perda 3/2019 2019-2034 Tidak ada data
12 Kabupaten Situbondo Perda 5/2019 2019-2034 Tidak ada data
13 Kabupaten Probolinggo Perdda 4/2020 2019-2034 Tidak ada data
14 Kabupaten Pasuruan Perda 6/2016 2016-2025 Tidak ada data
15 Kabupaten Sidoarjo Perda 6/2014 2014-2025 Tidak ada data
16 Kabupaten Mojokerto Perda 8/2019 2018-2023 Tidak ada data
17 Kabupaten Jombang Tidak ada data
18 Kabupaten Nganjuk Tidak ada data
19 Kabupaten Madiun Perda 6/2021 2020-2035 Tidak ada data
20 Kabupaten Magetan Perda 8/2016 2015-2025 Tidak ada data
21 Kabupaten Ngawi Perda 9/2020 2020-2025 Tidak ada data
22 Kabupaten Bojonegoro Perda 4/2020 2019-2025 Tidak ada data
23 Kabupaten Tuban Proses Penyusunan
24 Kabupaten Lamongan Perda 17/2019 2019-2033 Tidak ada data
25 Kabupaten Gresik Perda 16/2013 2013-2025 Tidak ada data
26 Kabupaten Bangkalan Tidak ada data
27 Kabupaten Sampang Tidak ada data
28 Kabupaten Pamekasan Proses Penyusunan

Jangka Tahun RTRW/RDTR




Dasar Hukum Jangka Tahun RTRW/RDTR | Jangka Tahun RTRW/RDTR
No Kabupaten RIPPARDA Jangka Tahun RIPPARDA D?Provinsi Jawa Timur gi Pemerintah Pusat
29 Kabupaten Sumenep Perda 4/2018 2018-2025 Tidak ada data
30 Kota Kediri Proses Penyusunan
31 Kota Blitar Proses Penyusunan
32 Kota Malang Perda 34/2014 2013-2025 Tidak ada data
33 Kota Probolinggo Perda 3/2024 2024-2034 Tidak ada data
34 Kota Pasuruan Tidak ada data
35 Kota Mojokerto Perda 8/2019 2018-2033 Tidak ada data
36 Kota Madiun Perda 6/2021 2020-2035 Tidak ada data
37 Kota Surabaya Tidak ada data
38 Kota Batu Proses Penyusunan

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, diolah, 2024




Tabel 16

Harmonisasi Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur

Jangka Tahun RTRW/RDTR

Jangka Tahun RTRW/RDTR

No Kabupaten Dasar Hukum RIPIK Jangka Tahun RIPIK Di Provinsi Jawa Timur Di Pemerintah Pusat
1 Kabupaten Pacitan Proses Penyusunan
2 Kabupaten Ponorogo Tidak ada data
3 Kabupaten Trenggalek Tidak ada data
4 Kabupaten Tulungagung Tidak ada data
5 Kabupaten Blitar Proses Penyusunan
6 Kabupaten Kediri Tidak ada data
7 Kabupaten Malang Tidak ada data
8 Kabupaten Lumajang Tidak ada data
9 Kabupaten Jember Tidak ada data
10 Kabupaten Banyuwangi Tidak ada data
11 Kabupaten Bondowoso Tidak ada data
12 Kabupaten Situbondo Tidak ada data
13 Kabupaten Probolinggo Tidak ada data
14 Kabupaten Pasuruan Tidak ada data
15 Kabupaten Sidoarjo Proses Penyusunan
16 Kabupaten Mojokerto Perda 2/2021 2020-2024 | Tidak ada ada
17 Kabupaten Jombang Tidak ada ada
18 Kabupaten Nganjuk Perda 6/2020 2020-2020 | Tidak ada ada
19 Kabupaten Madiun Tidak ada ada
20 Kabupaten Magetan Tidak ada ada
21 Kabupaten Ngawi Tidak ada ada
22 Kabupaten Bojonegoro Tidak ada ada
23 Kabupaten Tuban Perda 2/2023 2023-2043 | Tidak ada ada
24 Kabupaten Lamongan Tidak ada ada
25 Kabupaten Gresik Perda 2/2024 2024-2044 | Tidak ada ada
26 Kabupaten Bangkalan Tidak ada ada
27 Kabupaten Sampang Perda 9/2023 2023-2043 | Tidak ada ada

209




Jangka Tahun RTRW/RDTR

Jangka Tahun RTRW/RDTR

No Kabupaten Dasar Hukum RIPIK Jangka Tahun RIPIK Di Provinsi Jawa Timur Di Pemerintah Pusat
28 Kabupaten Pamekasan Tidak ada ada

29 Kabupaten Sumenep Tidak ada ada

30 Kota Kediri Perda 18/2019 | 2019-2039 | Tidak ada ada
31 Kota Blitar Tidak ada ada

32 Kota Malang Tidak ada ada

33 Kota Probolinggo Perda 4/2024 | 2023-2043 | Tidak ada ada
34 Kota Pasuruan Tidak ada ada

35 Kota Mojokerto Perda 11/2019 | 2018-2038 | Tidak ada ada
36 Kota Madiun Tidak ada ada

37 Kota Surabaya Tidak ada ada

38 Kota Batu Tidak ada ada

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, diolah, 2024




Tabel 17

Harmonisasi Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Daerah (RTRW) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur

pd
o

Kabupaten

Dasar Hukum

Jangka Tahun RTRW/RDTR

Jangka Tahun RTRW/RDTR

Jangka Tahun RTRW/RDTR

RTRW/RDTR Di Provinsi Jawa Timur Di Pemerintah Pusat

1 Kabupaten Pacitan Tidak ada data

2 Kabupaten Ponorogo Perda 1/2012 2012-2032 Tidak tercantum
3 Kabupaten Trenggalek Perda 15/2012 2012-2032 Tidak tercantum
4 Kabupaten Tulungagung Perda 4/2023 2023-2043 Tidak tercantum
5 Kabupaten Blitar Perda 5/2023 2011-2031 Tidak tercantum
6 Kabupaten Kediri Perda 14/2011 2010-2030 Tidak tercantum
7 Kabupaten Malang Perda 3/2010 2010-2030 Tidak tercantum
8 Kabupaten Lumajang Perda 4/2023 2023-2043 Tidak tercantum
9 Kabupaten Jember Perda 1/2015 2015-2035 Tidak tercantum
10 Kabupaten Banyuwangi Perda 2/2024 2024-2044 5-20 tahun | 5-20 tahun
11 Kabupaten Bondowoso Perda 3/2024 2024-2044 Tidak tercantum
12 Kabupaten Situbondo Perda 9/2023 2011-2031 Tidak tercantum
13 Kabupaten Probolinggo Perda 3/2011 2010-2029 Tidak tercantum
14 Kabupaten Pasuruan Perda 12/2010 2009-2029 Tidak tercantum
15 Kabupaten Sidoarjo Perda 4/2024 2024-2044 Tidak tercantum
16 Kabupaten Mojokerto Perda 9/2012 2012-2032 Tidak tercantum
17 Kabupaten Jombang Perda 10/2021 2021-2041 Tidak tercantum
18 Kabupaten Nganjuk Perda 1/2011 2010-2030 Tidak tercantum
19 Kabupaten Madiun Perda 4/2023 2023-2043 Tidak tercantum
20 Kabupaten Magetan Perda 33/2021 2021-2041 Tidak tercantum
21 Kabupaten Ngawi Perda 10/2011 2010-2030 Tidak tercantum
22 Kabupaten Bojonegoro Perda 5/2021 2021-2041 Tidak tercantum
23 Kabupaten Tuban Perda 17/2020 2020-2040 Tidak tercantum
24 Kabupaten Lamongan Perda 3/2021 2020-2039 Tidak tercantum
25 Kabupaten Gresik Perda 8/2011 2010-2030 Tidak Tecantum
26 Kabupaten Bangkalan Perda 10/2009 2009-2029 Tidak Tecantum
27 Kabupaten Sampang Perda 4/2020 2019-2039 Tidak Tecantum




No

Kabupaten

Dasar Hukum

Jangka Tahun RTRW/RDTR

Jangka Tahun RTRW/RDTR

Jangka Tahun RTRW/RDTR

RTRW/RDTR Di Provinsi Jawa Timur Di Pemerintah Pusat
28 Kabupaten Pamekasan Perda 16/2012 2012-2032 Tidak Tecantum
29 Kabupaten Sumenep Perda 12/2013 2013-2033 Tidak Tecantum
30 Kota Kediri Perda 8/2021 2021-2041 Tidak Tecantum
31 Kota Blitar Perda 27/2018 2011-2030 Tidak Tecantum
32 Kota Malang Perda 6/2022 2022-2042 Tidak Tecantum | 5 tahun
33 Kota Probolinggo Perda 1/2020 2020-2040 Tidak Tecantum
34 Kota Pasuruan Perda 1/2022 2021-2041 Tidak Tecantum
35 Kota Mojokerto Perda 2/2019 2019-2039 Tidak Tecantum
36 Kota Madiun Perda 6/2011 2010-2039 Tidak Tecantum
37 Kota Surabaya Perda 12/2014 2014-2034 Tidak Tecantum
38 Kota Batu Perda 7/2011 2010-2030 Tidak Tecantum

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, diolah, 2024




Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, Provinsi Jawa Timur memiliki
38 kabupaten dan kota dengan beragam karakteristik, mulai dari luas wilayah, jumlah
penduduk, hingga potensi pendapatan asli daerah (PAD). Kabupaten dengan wilayah
terluas adalah Kabupaten Malang (3.530,65 km?2), sementara wilayah terkecil
dipegang oleh Kota Mojokerto (38,86 km?2). Sebagian besar kabupaten dan kota
memiliki RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yang telah
disahkan sebelum tahun 2024 dan berlaku dari tahun 2005 hingga 2025, sebagai
panduan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang di daerah masing-
masing. Dalam hal jumlah penduduk, Kota Surabaya mencatat populasi tertinggi,
yaitu sekitar 2,8 juta jiwa, menjadikannya pusat ekonomi dan pemerintahan utama di
provinsi ini. Di sisi lain, daerah dengan populasi yang lebih rendah seperti Kota
Madiun dan Kota Mojokerto memiliki jumlah penduduk sekitar 170.000 dan 130.000
jiwa. Kota-kota besar seperti Surabaya dan Malang cenderung memiliki PAD yang
lebih tinggi dibandingkan kabupaten-kabupaten lain, karena aktivitas ekonomi yang
lebih berkembang dan sumber daya yang lebih beragam. Dengan adanya RPJPD
yang disusun, setiap kabupaten dan kota diharapkan mampu menjalankan
pembangunan yang terencana dan berkelanjutan, sesuai dengan visi jangka panjang
provinsi. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah diharapkan dapat lebih mendorong
kemandirian ekonomi serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa
Timur.

Di tahun 2024 merupakan momen pertama kali semua daerah secara serentak
menyusun Dokumen Perencanaan sepanjang 20 (Dua Puluh) tahun, berbeda dengan
Dokumen Perencanaan di Tahun 2004 yang pengesahannya secara serentak di
tahun 2009 s/d 2011. Di tahun 2024 masih terdapat beberapa dokumen perencanaan
yang sudah berjalan dan berpotensi Overlay, seperti Rencana Induk Pariwisata
Daerah (RIPPARDA), Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Daerah (RTRW), dan

Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK).

3.3 Sasaran yang akan Diwujudkan, Ruang Lingkup Pengaturan, Jangkauan
dan Arah Pelaksanaan Hubungan Pusat-Daerah dalam Konteks
Harmonisasi Dan Sinkronisasi RPJPN, RPJP Provinsi, Kabupaten/Kota
di Bidang Transformasi Tata Kelola Supremasi Hukum, Stabilitas, dan
Kepemimpinan Indonesia

3.3.1 Harmonisasi-Disharmonisasi Perencanaan Pembangunan Nasional
dalam RPJPN
Dokumen perencanaan pembangunan nasional telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan perencanaan

pembangunan dengan maksud menjamin tercapainya tujuan negara, serta

memberikan pedoman dalam sistem perencanaan pembangunan secara nasional.




Berdasarkan ketentuan undang-undang a quo, rencana pembangunan terdiri atas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana pembangunan
tersebut berisikan arah kebijakan pembangunan yang kemudian menjadi acuan bagi
pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Konsistensi dan
sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan tentu diperlukan untuk
memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan telah sesuai dengan
perencanaannya. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan
pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat,
pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah. Apabila perencanaan
pembangunan nasional terintegrasi secara baik dengan perencanaan pembangunan
di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka hal ini akan membuat perencanaan
pembangunan terjadi konsistensi antara satu sama lain, saling bersinergi, dan
memberikan output dan outcome yang lebih efisien dan efektif, sebagaimana
diharapkan oleh UU SPPN.2%®

Harmonisasi berasal dari kata “harmony” dalam Bahasa Inggris, yang berarti
keselarasan, kecocokan, keserasian. Sebagai negara Hukum, Indonesia harus
memastikan bahwa setiap perencanaan pembangunan dilengkapi dengan produk
hukum yang mendukung pelaksanaan pembangunan secara selaras atau harmonis
dan berkepastian hukum. Hal ini penting agar proses pembangunan dapat berjalan
tanpa menghadapi masalah yang dapat mengakibatkan ketidak disiplinan dalam
penerapan regulasi yang saling terkait.??® Dalam konteks konstruksi normatif, RPJPN
memberikan peluang bagi daerah untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan berbagai
potensi serta keunggulan lokal. Dengan demikian, RPJPN tidak hanya berfungsi
sebagai dokumen perencanaan yang bersifat umum, tetapi juga sebagai kerangka
acuan yang mendorong sinergi antara kebijakan pembangunan daerah dan visi
pembangunan nasional.

Harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan nasional yang tertuang
dalam RPJPN sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rencana
pembangunan di daerah dapat berkontribusi pada tujuan nasional yang lebih besar.
Dalam hal ini, RPJPN berfungsi sebagai “rencana induk” yang mencakup berbagai
aspek yang tertuang dalam tujuan yang diamanatkan oleh konstitusi,??” mulai dari
ekonomi, sosial, hingga lingkungan, sehingga setiap daerah diharapkan dapat

menyusun rencana pembangunan yang sejalan dengan kebijakan tersebut.

225 Ari Purwadi, 2013, Harmonisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Antara Pusat dan
Daerah Era Otonomi Daerah, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 2, him. 87-88.

226 Anggita Yudanti & Wicipto Setiadi, 2022, Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia
dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi dengan Perencanaan Pembangunan Daerah, Volkgeist:
Jurnal llmu Hukum dan Konstitusi, Vol. V, No. 1, him. 28.

227 pymas Yulia Putri Kusumaningtyas,2018, Problematika Model Perencanaan Pembangunan
Nasional Pasca-Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal
Ummul Qura, Vol XI, No. 1, him. 10.




Harmonisasi ini mencakup integrasi kebijakan dan program dari berbagai sektor,
sehingga setiap inisiatif yang diambil oleh pemerintah daerah tidak hanya
memperhatikan kebutuhan lokal tetapi juga selaras dengan strategi nasional. Dengan
demikian, daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana pembangunan
yang mendukung pencapaian tujuan RPJPN, seperti pengurangan kemiskinan,
peningkatan kualitas pendidikan, dan pengembangan infrastruktur yang
berkelanjutan.

Lebih lanjut, RPJPN sejatinya mendorong penggunaan data dan analisis yang
mendalam untuk merumuskan kebijakan yang relevan dan berbasis bukti. Sinergi dan
kolaborasi menjadi formula dalam menentukan peran masing-masing pelaku di
dalamnya secara jelas. Visi, misi, dan gagasan yang tertuang dalam RPJPN
didasarkan pada data dan bukti (evidence) yang akan memberikan informasi prioritas
dalam jangka panjang, menengah, dan pendek untuk menemu kenali capaian dan
tingkat kemajuan dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan.?® Hal ini juga
memungkinkan setiap daerah untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan yang
tepat, sekaligus memastikan bahwa alokasi sumber daya dilakukan secara efisien
dan efektif. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta keseimbangan antara
pembangunan yang berfokus pada keunggulan daerah dan kepentingan nasional.
Dalam keseluruhan proses ini, menjadi hal yang penting bagi Pemerintah Pusat untuk
terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, sehingga proses
harmonisasi tidak hanya berjalan secara teori tetapi juga dalam praktik. Dengan
demikian, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan
untuk mengintegrasikan berbagai potensi daerah ke dalam kerangka kerja yang lebih
luas yang ditetapkan oleh RPJPN.

Istilah "sistem” dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
mengindikasikan adanya keterpaduan (integrasi) dalam keseluruhan proses
perencanaan pembangunan nasional. Keterpaduan ini menekankan pada pentingnya
koherensi kebijakan, yakni keselarasan antara kebijakan pemerintah dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Keterpaduan ini
meliputi integrasi kebijakan antara di berbagai sektor dan level pemerintahan. Selain
itu, keterpaduan pemerintahan juga penting untuk meminimalisir potensi konflik
kebijakan antar sektor atau antar level pemerintahan yang dapat menjadi
penghambat dalam mencapai tujuan pembangunan. Pendekatan ini menekankan
pada pengembangan kebijakan yang terintegrasi dengan melibatkan semua sektor

dan level pemerintahan yang terkait dalam proses perumusan kebijakan, sehingga

228 Ridwan Saifuddin, Irma Nurachmi, Decky Ferdiansyah, 2022, Kualitas Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Inovasi Pembangunan
— Jurnal Kelitbangan, Vol. 10, No.3, him. 310.




mendorong adanya kerja sama dan koordinasi antara pemerintah dalam
merumuskan kebijakan.??®

Relevansi antara keterpaduan kebijakan dengan sistem perencanaan
pembangunan nasional dilihat dari keduanya yang sama-sama bertujuan untuk
memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan yang dirumuskan
dan dilaksanakan bersifat integrasi dan saling mendukung untuk mencapai tujuan
pembangunan nasional yang holistik dan berkelanjutan.?*® Adapun keterpaduan
kebijakan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dapat diwujudkan
melalui beberapa cara, yaitu:?3!

a. Memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan pembangunan nasional terintegrasi dan
mencakup semua aspek pembangunan yang relevan, seperti aspek ekonomi,
sosial, dan lingkungan.

b. Menggunakan pendekatan intersektoral atau multidisiplin dalam perumusan
kebijakan dan program pembangunan.

c. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar sektor dan level pemerintahan
yang terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program
pembangunan.

d. Menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam
perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan.

e. Menerapkan evaluasi kinerja yang holistik dan berkelanjutan dalam memonitor
dan mengevaluasi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

f.  Menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam siklus perencanaan
pembangunan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Koherensi memiliki peran yang penting dalam konteks perencanaan
pembangunan. Apabila koherensi ini tidak diperhatikan dalam proses perencanaan,

maka perencanaan akan mengulang kegagalan perencanaan pembangunan di

periode sebelumnya.?®? Dalam kaitannya terhadap dokumen SPPN, RPJPN, dan

RPJMN secara konteks perencanaan pembangunan nasional, maka ketiga dokumen

tersebut harus saling melengkapi, di mana SPPN menyediakan kerangka kerja

umum, RPJPN menetapkan visi jangka panjang, dan RPJMN merincikan langkah-
langkah strategis dalam jangka menengah. Harmonisasi di antara dokumen-dokumen
ini membantu menjamin bahwa kebijakan dan program yang dirumuskan di berbagai

tingkatan pemerintahan saling mendukung dan terarah. Melihat secara historis,

229 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Rl Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023,
Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, BPHN, Jakarta, him. 12.

230 Voyer, M. Farmery, AK. Kajlich, L. Vachette, A. Quirk, G., 2020, Asessing policy coherence
and coordination in the sustainable development of a Blue Economy. A case study from Timor Leste.
Ocean & Coastal Management. Vol. 192.

231 Op.Cit., him. 13-14.

232 Badan Keahlian DPR RI bekerjasama dengan Universitas La Tansa Mashiro, Prosiding
Focus Group Discussion “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 Dalam
Perspektif Pembangunan Daerah”, Lebak, diselenggarakan pada tanggal 28 November 2023, him. 68.
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analisis kegagalan dan kesalahan pembangunan sebelumnya menjadi kunci untuk
mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan. Pengalaman dari
pelaksanaan RPJMN periode sebelumnya, misalnya, menunjukkan perlunya
perhatian terhadap keterpaduan dan kolaborasi antara sektor-sektor yang berbeda.
Dengan mengkaji kembali hasil-hasil pembangunan yang tidak optimal, pemerintah
dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan terintegrasi.
Sebagaimana dalam Penjelasan Umum UU SPPN, Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dalam UU SPPN mencakup 5 (lima) pendekatan dalam
seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4)
atas-bawah (top-down); dan (5) bawah-atas (bottom-up). Menjadi konsekuensi logis
apabila rencana pembangunan merupakan penjabaran dari agenda-agenda
pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke
dalam rencana pembangunan jangka menengah. Hal ini mengingat pendekatan yang
digunakan dalam rangkaian perencanaan pembangunan nasional terdapat
pendekatan politik. Hal tersebut juga akan memberikan beban besar terhadap
penyelarasan pembangunan manakala pembangunan justru terkonsentrasi di level
pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) dalam perencanaan
yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Sebab, bisa saja terjadi
inkonsistensi orientasi pembangunan akibat pendekatan politik guna mendapatkan
aspirasi dan menciptakan rasa memiliki sebagaimana konsekuensi atas perencanaan
dengan pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan stakeholders
terhadap pembangunan. Inkonsistensi ini dapat dilihat pasca Peraturan Presiden
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014 di mana format agenda pembangunannya tidak mengikatkan diri
dengan format nomenklatur yang tercantum dalam Skala Prioritas RPJM pada

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.
Tabel 18
Inkonsistensi Perencanaan Pembangunan Antara RPJPN dan RPJMN
Periode | Skala Prioritas Indikator Capaian Perpres Eksisting dan
RPJM Agenda Pembangunan
RPJIM Aman dan tertanganinya berbagai | Perpres Nomor 7 Tahun
ke-1 Damai kerawanan dan  tercapainya | 2005 tentang
(2005 — landasan pembangunan | Pembangunan Jangka
2009) kemampuan pertahanan nasional, | Menengah Nasional

serta meningkatnya keamanan | Tahun 2004 — 2009.
dalam negeri termasuk keamanan | Agenda Pembangunan:

sosial sehingga peranan | (1) Menciptakan
Indonesia dalam menciptakan Indonesia yang
perdamaian dunia  semakin Aman dan Damai
meningkat. 2 Mewujudkan

Adil dan meningkatnya  keadilan  dan Indonesia yang Adil

Demokratis penegakan hukum; terciptanya dan Demokratis

landasan hukum untuk | 3) Meningkatkan
memperkuat kelembagaan Kesejahteraan
demokrasi; meningkatnya Rakyat Indonesia

kesetaraan gender di berbagai




Periode

RPJM

Skala Prioritas

Indikator Capaian

Perpres Eksisting dan
Agenda Pembangunan

bidang pembangunan; terciptanya
landasan bagi upaya penegakan
supremasi hukum dan penegakan
hak-hak asasi manusia yang
bersumber pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
dan tertatanya sistem hukum
nasional.

Tingkat
Kesejahteraan
Rakyat
Meningkat

menurunnya angka pengangguran
dan jumlah penduduk miskin
sejalan dengan pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas;
berkurangnya kesenjangan antar
wilayah, termasuk meningkatnya
pengelolaan pulau-pulau  kecil
terdepan; meningkatnya kualitas
sumber daya manusia, termasuk
sumber daya manusia di bidang
kelautan yang didukung oleh
pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi; dan membaiknya
pengelolaan sumber daya alam
dan mutu lingkungan hidup.

RPJIM
ke-2
(2010 -
2014)

peningkatan
kualitas
sumber daya
manusia
termasuk
pengembangan
kemampuan
ilmu dan
teknologi serta
penguatan
daya saing
perekonomian.

pembangunan pertanian dan
peningkatan pembangunan
kelautan dan sumber daya alam
lainnya sesuai potensi daerah
secara terpadu serta
meningkatnya pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi;
percepatan pembangunan
infrastruktur dengan lebih
meningkatkan kerja sama antara
pemerintah dan dunia usaha;
peningkatan kualitas dan relevansi
pendidikan; serta penataan
kelembagaan ekonomi  yang
mendorong prakarsa masyarakat
dalam kegiatan perekonomian.
Kondisi itu  didukung oleh
pengembangan jaringan
infrastruktur transportasi, serta
pos dan telematika; peningkatan
pemanfaatan energi terbarukan,
khususnya bio energi, panas
bumi, tenaga air, tenaga angin,
dan tenaga surya untuk
kelistrikan; serta pengembangan
sumber daya air dan
pengembangan perumahan dan
permukiman. Bersamaan dengan
itu, industri kelautan yang meliputi
perhubungan laut, industri
maritim, perikanan, wisata bahari,
energi dan sumber daya mineral
dikembangkan secara sinergi,
optimal, dan berkelanjutan.

Perpres Nomor 5 Tahun

2010
Pembangunan
Menengah

tentang
Jangka
Nasional

Tahun 2010 — 2014.
Agenda Pembangunan:

@

@

®

4

®)

Pembangunan
Ekonomi
Peningkatan
Kesejahteraan
Rakyat
Perbaikan
Kelola
Pemerintahan
Penegakan
Demokrasi
Penegakkan Hukum
Dan Pemberantasan
Korupsi Agenda
Pembangunan Yang
Inklusif Dan
Berkeadilan

dan

Tata

Pilar

RPJM
ke-3
(2015 -
2019)

pencapaian
daya saing
kompetitif
perekonomian
berlandaskan
keunggulan

terpadunya industri manufaktur
dengan pertanian, kelautan dan
sumber daya alam lainnya secara
berkelanjutan; terpenuhinya
ketersediaan infrastruktur yang
didukung oleh mantapnya Kkerja

Perpres Nomor 2 Tahun

2015
Pembangunan
Menengah

tentang
Jangka
Nasional

Tahun 2015 — 2019.
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Periode

RPJM

Skala Prioritas

Indikator Capaian

Perpres Eksisting dan
Agenda Pembangunan

sumber daya
alam dan
sumber daya
manusia
berkualitas
serta
kemampuan
ilmu dan
teknologi yang
terus
meningkat.

sama pemerintah dan dunia
usaha, makin selarasnya
pembangunan pendidikan, ilmu

pengetahuan dan teknologi dan
industri  serta  terlaksananya
penataan kelembagaan ekonomi
untuk mendorong peningkatan
efisiensi, produktivitas,
penguasaan dan  penerapan
teknologi oleh masyarakat dalam
kegiatan perekonomian.

Agenda Pembangunan
(Nawacita):

@

@)

®

4

(®)

(6)

@)

®)

©)

Menghadirkan
kembali negara
untuk melindungi
segenap bangsa
dan memberikan
rasa aman kepada
seluruh warga
negara.

Membuat
Pemerintah selalu
hadir dengan
membangun tata
kelola pemerintahan
yang bersih, efektif,
demokratis, dan
terpercaya.
Membangun
Indonesia dari
pinggiran dengan
memperkuat
daerah-daerah dan
desa dalam
kerangka negara
kesatuan.
Memperkuat
kehadiran negara
dalam melakukan
reformasi sistem
dan penegakan
hukum yang bebas
korupsi,
bermartabat, dan
terpercaya.
Meningkatkan
kualitas hidup
manusia dan
masyarakat
Indonesia.
Meningkatkan
produktivitas rakyat
dan daya saing di
pasar Internasional
sehingga bangsa
Indonesia bisa maju
dan bangkit
bersama bangsa-
bangsa Asia
lainnya.
Mewujudkan
kemandirian
ekonomi dengan
menggerakkan
sektor- sektor
strategis ekonomi
domestik.
Melakukan revolusi
karakter bangsa.
Memperteguh
kebhinekaan dan
memperkuat
restorasi sosial
Indonesia.




Periode | Skala Prioritas Indikator Capaian Perpres Eksisting dan
RPJM Agenda Pembangunan
RPJM terbangunnya | daya saing perekonomian yang | Perpres  Nomor 18

ke-4 struktur kompetitif dan berkembangnya | Tahun 2020 tentang

(2020 — | perekonomian | keterpaduan antara industri, | Pembangunan Jangka
2024) yang kokoh pertanian, kelautan dan sumber | Menengah Nasional

berlandaskan | daya alam, dan sektor jasa. | Tahun 2020-2024
keunggulan Lembaga dan pranata ekonomi | Agenda Pembangunan:
kompetitif di telah tersusun, tertata, serta | (1) Memperkuat
berbagai berfungsi dengan baik. Kondisi itu Ketahanan Ekonomi
wilayah yang | didukung oleh keterkaitan antara untuk Pertumbuhan
didukung oleh | pelayanan pendidikan, dan yang Berkualitas
SDM kemampuan Iptek yang makin dan Berkeadilan
berkualitas dan | maju sehingga mendorong | (2) Mengembangkan
berdaya saing. | perekonomian yang efisien dan Wilayah untuk
produktivitas yang tinggi; serta Mengurangi
berkembangnya  usaha  dan Kesenjangan dan
investasi dari perusahaan- Menjamin
perusahaan Indonesia di luar Pemerataan
negeri termasuk di zona ekonomi | (3) Meningkatkan
eksklusif dan lautan bebas dalam Sumber Daya
rangka peningkatan Manusia yang
perekonomian nasional. Sejalan Berkualitas dan
dengan itu, pertumbuhan ekonomi Berdaya Saing
yang semakin berkualitas dan | (4) Revolusi Mental dan
berkesinambungan dapat dicapai Pembangunan
sehingga pendapatan per kapita Kebudayaan
pada tahun 2025 mencapai | (5) Memperkuat
kesejahteraan setara dengan Infrastruktur  untuk
negara-negara berpendapatan Mendukung
menengah dengan tingkat Pengembangan
pengangguran terbuka dan jumlah Ekonomi dan
penduduk miskin yang makin Pelayanan Dasar
rendah. Kondisi maju dan | (6§ Membangun
sejahtera makin terwujud dengan Lingkungan Hidup,
terselenggaranya jaringan Meningkatkan
transportasi pos dan telematika Ketahanan
yang andal bagi seluruh Bencana, dan
masyarakat yang menjangkau Perubahan Iklim
seluruh wilayah NKRI; tercapainya | (77 Memperkuat
elektrifikasi perdesaan dan Stabilitas
elektrifikasi rumah tangga; serta Polhukhankam dan
terpenuhinya kebutuhan hunian Transformasi
yang dilengkapi dengan prasarana Pelayanan Publik.
dan sarana pendukung bagi
seluruh masyarakat yang
didukung oleh sistem pembiayaan
perumahan jangka panjang dan
berkelanjutan, efisien, dan
akuntabel sehingga terwujud kota
tanpa permukiman kumuh.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2024

Dalam konteks politik Indonesia menjelang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden pada tahun 2014, calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf
Kalla (JK) pada saat itu berisi agenda strategis yang dinamakan Nawacita yang
digunakan sebagai acuan RPJMN 2015-2019. Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla

yang kemudian mengejawantahkan agenda strategis melalui Nawacita

mengidentifikasikan adanya kesenjangan antara Nawacita dan RPJPN, baik pada




tingkat strategi maupun indikator.?*® Di sisi lain, apabila membandingkan antara
Nawacita dan RPJMN, ditemukan adanya diskrepansi/kesenjangan yang serius,
dimana perancang RPJMN gagal dalam memahami tujuan yang dicita-citakan
Jokowi-JK dalam Nawacita.?**

Inkonsistensi ini kemudian mencerminkan adanya ketidakharmonisan dalam
proses perencanaan pembangunan di Indonesia. Ketidakharmonisan ini berimplikasi
signifikan terhadap efektivitas implementasi pembangunan nasional. Ketika agenda
pembangunan tidak selaras dengan nomenklatur yang diatur dalam RPJMN, hal ini
dapat menyebabkan kebingungan di tingkat pemerintahan daerah serta menghambat
alokasi sumber daya yang optimal. Akibatnya, beberapa program yang seharusnya
menjadi prioritas nasional dapat terabaikan, dan pengambilan keputusan menjadi
kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Lebih jauh lagi, inkonsistensi ini
mengganggu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ketika RPIJMN tidak terikat
pada skala prioritas yang jelas dari RPJPN, masing-masing daerah mungkin
mengembangkan rencana yang tidak sejalan dengan tujuan nasional. Hal ini
berpotensi menimbulkan  ketidakselarasan dalam pelaksanaan program
pembangunan, serta meningkatkan risiko terjadinya konflik kepentingan antara
kebijakan pusat dan daerah. Pengalaman pasca penerapan Peraturan Presiden
tersebut menunjukkan perlunya evaluasi dan revisi terhadap kerangka perencanaan
yang ada. Untuk mencegah terulangnya masalah yang sama di masa depan, penting
bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa RPJPN dan RPJMN selalu
terintegrasi dan koheren satu sama lain. Hal ini mengingat bahwa konsistensi antara
RPJPN dengan dokumen perencanaan turunannya dapat terwujud dengan melihat
bahwa arah (tujuan) pembangunan dan indikator dalam RPJP Nasional menjadi
pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional
dalam RPJMN, dan menjadi pedoman bagi RPJPD untuk menentukan sasaran, arah
kebijakan, dan indikator pembangunan.?®

Menilik pada konsep rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029,%¢
khususnya transformasi tata kelola, maka terdapat kebutuhan kelembagaan dan

regulasi transformasi tata kelola yang disajikan dalam Tabel berikut.

233 Sugianto, (tanpa tahun), Problematika Penegakan Hukum dan Nawacita Jokowi-JK dalam
Perspektif Hukum Tata Negara di Indonesia,
https://repository.syekhnurjati.ac.id/3253/1/Makalah%20Nawacita%20%20Desa%20sugianto%20KAH
Ml.pdf diakses pada 24 Oktober 2024, him. 8.

234 SETARA Institute, 2016, “Evaluasi 2 Tahun Kepemimpinan Jokowi Bidang Hukum dan Hak
Asasi Manusia (HAM)’, diakses dari laman website https://setara-institute.org/evaluasi-2-tahun-
kepemimpinan-jokowi-bidang-hukum-dan-hak-asasi-manusia-ham/ diakses pada 24 Oktober 2024.

235 | ampiran Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045

236 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, 2023, Konsep Rancangan Teknokrat RPJMN Tahun 2025-2029, diakses dari laman website
https://private-rpjmn.bappenas.go.id/repository/files/shares/FIX-
Bahan%20Website/Bahan%20FKP%20Rancangan%20Teknokratik%20RPJMN%202025%20-
%202029_FINAL.pdf diakses pada 25 Oktober 2024.
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https://private-rpjmn.bappenas.go.id/repository/files/shares/FIX-Bahan%20Website/Bahan%20FKP%20Rancangan%20Teknokratik%20RPJMN%202025%20-%202029_FINAL.pdf

Tabel 19

Kebutuhan Kelembagaan dan Regulasi Transformasi Tata Kelola

Kerangka Kebutuhan

Regulasi 1. Revisi Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai
Politik

2. Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

3. Revisi UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Kelembagaan 1. Pembentukan pengembangan dan operasionalisasi Lembaga
tunggal Pengelola Regulasi;

2. Penataan Kelembagaan Penerimaan Negara;

3. Pengintegrasian Kelembagaan Manajemen ASN;

4. Pengintegrasian Kelembagaan Perencanaan dan
Penganggaran;

5. Pembentukan Kelembagaan yang mengatur peran dan fungsi
operator pengelolaan sampah di Kota/Kabupaten

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional, 2024

RPJMN 2025-2029 disusun dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif,
dan Spasial (THIS) untuk mengoptimalkan peran non state actors dalam pelaksanaan
pembangunan.?®” Mengingat RPJMN 2025-2029 merupakan tahapan pertama
pembangunan dari pelaksanaan RPJPN 2025-2045, maka RPJMN ini menjadi
pondasi penting dalam mencapai sasaran dan target capaian RPJPN 2025-2045,
menuju Visi Indonesia Emas 2045. Ketiga kebutuhan dalam kerangka regulasi
tersebut berkaca pada permasalahan-permasalahan yang terjadi selama
penyelenggaraannya:

Pertama, permasalahan yang dihadapi oleh partai politik sebagai salah satu
pilar demokrasi yang memiliki peran dan fungsi rekrutmen kepemimpinan nasional
dan penyaluran aspirasi masyarakat antara lain kaderisasi akibat dari pendanaan
negara yang belum memadai. Hal ini berimplikasi pada kemandirian dan modernisasi
partai politik. Selain itu, pada transformasi tata kelola, dijelaskan bahwa arah
kebijakan untuk optimalisasi peran partai politik adalah penguatan tata kelola partai
politik melalui penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem rekrutmen, sistem
kaderisasi yang optimal, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta
pendanaan negara yang memadai. Revisi UU Partai Politik ini akan mengakomodasi
pula pengaturan mengenai peran partai politik yang akuntabel dan kaderisasi yang
efektif.

Kedua, permasalahan dalam mewujudkan proses pembentukan peraturan
perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis diharapkan
dapat diselesaikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Teknologi dan

informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan

237 Bappenas, 2023, “Bappenas Kumpulkan Masukan untuk RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025
Lebih Berkualitas”, diakses dari laman website https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-
kumpulkan-masukan-untuk-rpjmn-2025-2029-dan-rkp-2025-lebih-berkualitas-FA85W diakses pada 25
Oktober 2024.
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peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan
berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal,
mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua
proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis
dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

Ketiga, permasalahan dalam upaya pemberantasan korupsi yang masih
mencerminkan tingkat korupsi relatif masih tinggi. Dalam konteks ASN, terdapat 371
kasus korupsi yang melibatkan ASN dan pejabat dari lingkungan eksekutif, atau
sekitar 38,1 persen dari total 1165 kasus korupsi sepanjang tahun 2003-2022.2%8
Revisi UU Pemberantasan Tipikor akan mengakomodasi pengaturan terkait upaya
pencegahan korupsi melalui pembatasan transaksi tunai terutama dalam
pemerintahan, penguatan sistem pelaporan harta kekayaan ASN, pemanfaatan
teknologi informasi pada berbagai sektor untuk mempersempit potensi korupsi, dan
penguatan sistem pendidikan antikorupsi melalui redesain kurikulum pendidikan
antikorupsi.

Kemudian dari aspek kerangka kelembagaan, kebutuhan terhadap
transformasi tata kelola kelembagaan didasarkan pada permasalahan-permasalahan
berikut:

Pertama, pembentukan pengembangan dan operasionalisasi lembaga
tunggal pengelola regulasi. Permasalahan obesitas hukum dan persoalan kualitas
regulasi yang masih rendah ditandai dengan adanya ketidakharmonisan antar
peraturan, adanya overlapping, dan banyaknya regulasi yang tidak efektif.?*° Tidak
hanya itu, permasalahan regulasi di Indonesia berada di seputar persoalan konflik
materi muatan, inkonsisten, multitafsir, dan tidak operasional.?®® Oleh karena itu,
diperlukan adanya penataan kelembagaan yang diimplementasikan melalui
pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi. Lembaga tunggal pengelola
regulasi tersebut akan mengambil peran untuk menyederhanakan aturan,
memastikan harmonisasi regulasi, dan menyelesaikan tumpang tindih peraturan.
Sejatinya, lembaga tunggal pengelola regulasi ini telah muncul dalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Dalam
Pasal 99A Undang-Undang a quo, lembaga tunggal pengelola regulasi disebut
dengan “kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan”. Diskursus mengenai

238 | ampiran Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

239 M Dani Pratama Huzaini, 2017, “Akui Kualitas Produk Legislasi Rendah, Pemerintah Fokus
Harmonisasi Regulasi”, diakses dari laman website https://www.hukumonline.com/berita/a/akui-kualitas-
produk-legislasi-rendah--pemerintah-fokus-harmonisasi-regulasi-It59f13bb6e2702/ diakses pada 25
Oktober 2024.

240 Rilo Pambudi S., Oksep Adhayanto, Pery Rahendra Sucipta, 2021, Lembaga Tunggal
Pengelola Regulasi: Dasar Pemikiran dan Tawaran Implementasinya dalam Ketatanegaraan Indonesia,
VelJ, Vol. 7, No. 2, him. 433.
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lembaga ini telah menimbulkan diskusi substansial terutama di kalangan akademisi
hukum, khususnya mengenai konstruksi kelembagaannya, baik dari segi tipe,
kewenangan, maupun struktur kelembagaannya.

Kedua, penataan kelembagaan penerimaan Negara. Berangkat dari
permasalahan kelembagaan dan tata kelola perpajakan, perlu adanya upaya untuk
mewujudkan reformasi pajak. Permasalahan mengenai rendahnya kepatuhan wajib
pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak di Indonesia
masih tergolong rendah. Misalnya, pada 2023, dari total 19,4 juta wajib pajak yang
berkewajiban melapor SPT, hanya 17,1 juta orang telah menunaikan
kewajibannya.?** Rendahnya rasio kepatuhan ini pada dasarnya tidak lepas dari
akibat sistem perpajakan yang diterapkan pemerintah saat ini, yaitu sistem self
assessment. Selain karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, aspek
fundamental penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak adalah persoalan
rendahnya kemampuan otoritas pajak dalam memungut pajak, sehingga diperlukan
reformasi kelembagaan perpajakan yang kuat, otoritatif, bersih, akuntabel, dan
didukung dengan regulasi dan sumber daya manusia yang memadai, otonom,
terpisah dari Kementerian Keuangan dan di bawah Presiden langsung. Adapun
Pemerintahan baru pada 2024, berencana mendirikan Badan Penerimaan Negara
(BPN) dengan memisahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai
(serta kemungkinan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) pada
Kementerian Keuangan ke dalam BPN.

Ketiga, pengintegrasian kelembagaan manajemen ASN. Tahun 2024 ini,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
sedang berfokus pada digitalisasi manajemen ASN yang nantinya berupa platform
digital manajemen ASN dengan mengakomodasinya dalam Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP).2*? Platform ini akan menjadi kanal utama untuk seluruh layanan
ASN dengan tujuan untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan
manajemen ASN. Namun, permasalahan yang dihadapi dalam digitalisasi
pemerintahan ini adalah tantangan terkait dengan tata kelola, keamanan siber,
keterpaduan data dan informasi, serta rendahnya literasi digital.

Keempat, pengintegrasian kelembagaan perencanaan dan penganggaran.
Selama ini, terdapat diskursus mengenai redesain sistem perencanaan dan
penganggaran, Yyakni wacana yang menyerukan untuk mengintegrasikan
kewenangan perencanaan pembangunan (pada Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional/Bappenas) dan kewenangan penganggaran (pada Kementerian Keuangan)

241 Dwi Aditya Putra, 2024, “Di Balik Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan”,
diakses dari laman website https://tirto.id/di-balik-rendahnya-kepatuhan-wajib-pajak-lapor-spt-tahunan-
gW94+#google_vignette diakses pada 25 Oktober 2024.

242 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), 2024,
Akselerasi Platform Digital Masuk dalam Pembahasan RPP Manajemen ASN, diakses dari laman
website https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/akselerasi-platform-digital-masuk-dalam-
pembahasan-rpp-manajemen-asn diakses pada 25 Oktober 2024.
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dalam satu kelembagaan tersendiri. Rezim pembangunan yang selama ini mengacu
pada UU SPPN dan rezim penganggaran yang selama ini mengacu pada UU Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dianggap saling terkait sebagai sebuah
kesatuan perencanaan dan penganggaran. Berangkat dari permasalahan bahwa
kedua institusi ini terkadang mengalami kendala dalam koordinasi (working in silo)
sebagai lembaga terpisah yang berada di dua kementerian berbeda dengan struktur
berbeda, maka diterbitkannya PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dipandang sebagai solusi
karena menyangkut dua institusi yang berbeda (namun beririsan kewenangannya).24?

Kelima, pembentukan kelembagaan yang mengatur peran dan fungsi operator
pengelolaan sampah di Kota/Kabupaten. Kewenangan bidang persampahan selama
ini dilaksanakan oleh dua urusan yaitu, urusan pemerintahan bidang Pekerjaan
Umum (PU) dan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup (LH). Kewenangan
juga dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang mana
urusan pemerintahan bidang PU menangani pengembangan sistem pengelolaan
persampahan dalam daerah Kabupaten/Kota, sedangkan urusan bidang LH
menangani pengelolaan sampabh; penerbitan izin pendaurulangan
sampah/pengelolaan sampah; pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah
yang diselenggarakan oleh swasta; serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan
sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Berangkat dari permasalahan
bahwa semakin kompleksnya pelayanan, maka diperlukan suatu organisasi yang
lebih memadai dan untuk menjamin terlaksananya pola pelaksanaan dan
pengawasan yang baik.?** Dengan demikian, perlu adanya pemisahan peran antara
operator dan regulator dalam kelembagaan pengelolaan persampahan suatu daerah
sebab selama ini lembaga atau instansi pengelolaan sampah di daerah masih
menyatukan peran regulator dan operator dalam konteks pengelolaan sampah.
Operator yang difokuskan dalam konteks ini adalah pelaksanaan pelayanan publik
yang melakukan perencanaan dan implementasi kegiatan sesuai arahan dari
regulator. Pemisahan ini bertujuan untuk membedakan fungsi yang dapat mencegah
konflik kepentingan di antara pelaksana pelayanan publik di masa mendatang.
Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk mekanisme check and balance yang
menjamin kelancaran proses pelayanan publik dan memaksimalkan manfaat bagi

masyarakat.?®

243 Jrwan Suliantoro, 2024, Menelaah Lembaga Perencanaan dan Penganggaran di Berbagai
Negara, Jurnal Manajemen Keuangan Publik, Vol. 8, No. 1, him. 57.

244 sri Nurhayati Qodriyatun, 2015, Bentuk Lembaga yang Ideal dalam Pengelolaan Sampah
di Daerah (Studi Di Kota Malang Dan Kabupaten Gianyar), Aspirasi, Vol. 6, No. 1, him. 17.

245 Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2023, “Kemendagri Lakukan
Penguatan = Kelembagaan Pengelolaan Sampah di Daerah”, diakses dari laman
https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1196/kemendagri_lakukan_penguatan_kelembag
aan_pengelolaan_sampah_di_daerah diakses pada 25 Oktober 2024.
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Salah satu upaya pengharmonisasian RPJMN, vyaitu dengan melakukan
harmonisasi secara vertikal, dalam hal ini beberapa Undang-Undang yang memiliki
permasalahan selama pelaksanaannya atau ketika belum terbentuknya Undang-
Undang yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam masyarakat. Urgensitas dari
pembentukan undang-undang ini tidak lain adalah merupakan dasar hukum bagi
pelaksanaan hukum di Indonesia.

Sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan harmonisasi yaitu dengan
melakukan perubahan. Upaya perubahan yang dilakukan sebagai Langkah tindak
lanjut dari RPIMN, tertuang dalam rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029. Salah
satu upaya transformative yang disasar untuk mewujudkan cita Indonesia Emas yaitu
supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia. Terdapat 6 isu strategis
pada Upaya transformatif yaitu stabilitas makro, politik luar negeri, keamanan,
pertahanan, hukum, dan demokrasi.

Dalam rangka melakukan transformasi di bidang supremasi hukum, stabilitas
dan kepemimpinan Indonesia, dilakukan pengembangan pada isu strategis.
Pengembangan isu strategis yang ada saat ini, lebih kepada revisi peraturan
perundang-undangan dan pengembangan isu yang relevan. Isu strategis supremasi
hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia pada bidang stabilitas makro terdiri
dari Risiko climate action; Deglobalisasi; Krisis lapangan pekerjaan; Krisis utang,
Konfrontasi geoekonomi; Asset bubble burst; Inflasi masih tinggi; tingkat suku bunga
higher for longer; tensi geopolitik; disrupsi rantai pasok; perlambatan ekonomi China,
AS dan Eropa, serta divergensi ekonomi global; transisi demografi; perubahan iklim;
potensi pandemi ke depan; digitalisasi; rendahnya penerimaan perpajakan; masih
terbatasnya belanja negara, serta imbal hasil obligasi yang tinggi. Selanjutnya pada
bidang politik luar negeri, isu strategis yang ada yaitu Dinamika geopolitik dan
geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri,
beberapa di antaranya seperti konflik intra dan antar negara; disrupsi rantai pasok
global dan tren global economic decoupling; belum terselesaikannya perundingan
batas wilayah; serta belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi
Indonesia. Isu strategis pada bidang keamanan vyaitu Insurgensi; konflik internal
termasuk konflik sosial; serangan terorisme; pelanggaran batas wilayah dan
kejahatan transnasional; disrupsi teknologi; pelanggaran hukum di wilayah perairan
dan wilayah yurisdiksi; serta perlindungan IIVN dari serangan siber. Isu strategis
selanjutnya di bidang pertahanan yaitu Dampak konflik hegemoni; perubahan tipologi
perang yang semakin kompleks dan syarat penggunaan senjata Chemical, Biological,
Radioactive, Nuclear and High Yield Explosive (CBRNE) termasuk respon negara-
negara di dunia untuk memperkuat industri pertahanannya. Pada bidang hukum, isu
strategis terdiri dari Praktik penegakan hukum yang belum terpadu, efisien, dan

berlandaskan HAM; Rendahnya ketaatan hukum masyarakat sebagai akibat dari

minimnya literasi dan pemberdayaan; Keterbatasan akses terhadap keadilan; dan




Kelembagaan penegak hukum yang belum professional. Pada bidang demokrasi, isu
strategis yang diangkat yaitu Demokrasi masih prosedural dengan ciri: (1) Kapasitas
dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; (2) Belum terjaminnya kebebasan dan
kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; (3) informasi dan komunikasi publik belum
merata; (4) Permasalahan politik electoral seperti, politik uang, politisasi isu SARA,;
(5) Fungsi-fungsi asasi parlemen belum terlaksana secara optimal; (6) nilai-nilai
Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi.

Pertama, pada isu strategis di bidang hukum, terfokus pada undang-undang,
terdapat beberapa undang-undang yang direncanakan dilakukan revisi, diantaranya
UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, RUU tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak, UU terkait Ratifikasi Instrumen HAM Internasional UU terkait Perlindungan
Kelompok Rentan dan Perwujudan Kesetaraan bagi semua, UU terkait Perlindungan
Pembela HAM, UU terkait Tata Cara Pelaksanaan Pidana, UU Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, RUU tentang
Jaminan Benda Bergerak, RUU tentang Badan Usaha, dan UU Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan
Undang-undang kejaksaan memiliki beberapa permasalahan, diantaranya yaitu
terkait dengan pengaturan kewenangan. Walaupun usia undang-undang
kejaksaan ini terbilang cukup baru, namun tidak terlepas dari polemik.
Kekhawatiran terbesar yang menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi
revisi undang-undang kejaksaan yaitu kewenangan Kejaksaan yang dinilai over
power.

2. UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-undang peradilan tata usaha negara menjadi landasan hukum bagi
pelaksanaan hukum acara tata usaha negara. Undang-undang yang terlahir pada
tahun 1986 ini sudah melewati beberapa periode. Seiring perkembangan jaman,
undang-undang ini sudah tidak relevan lagi dengan permasalahan-permasalahan
eksisting. Sehingga revisi pada undang-undang yang sudah tua, menjadi sangat
dianjurkan. Selain itu, permasalahan lain seperti perluasan kewenangan absolut
peradilan tata usaha negara, hukum acara khusus bagi sengketa tata usaha
negara khusus, administrasi perkara dan persidangan elektronik di peradilan tata
usaha negara, permasalahan kewajiban menempuh upaya administratif sebelum
mengajukan gugatan, dan permasalahan teknis dalam UU Nomor 5 Tahun 1986
dan perubahannya

3. RUU tentang Hukum Acara Pidana
Pemberlakuan KUHP 2023 memiliki pengaruh besar pada KUHAP. Sebagai

hukum pidana materiil, tentunya wajib selaras dengan hukum pidana formil dalam




hal ini KUHAP. Penyesuaian antara KUHP dan KUHAP sebagai salah satu
Langkah melakukan sinkronisasi dalam hukum acara pidana. Beberapa hal yang
menjadi penyesuaian akibat adanya KUHP 2023 yaitu penghapusan pemisahan
kejahatan dan pelanggaran, bentuk putusan baru (Termasuk pemaafan hakim
(rechterlijk pardon)) dan tindakan tanpa penjatuhan pidana bagi penyandang
disabilitas (Penyesuaian Pidana Denda dan Kerja Sosial: Pengenalan mekanisme
baru untuk pelaksanaan pidana denda dan pidana kerja sosial).

UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

UU Bantuan Hukum berkorelasi kuat dengan perundang-undangan lain semisal
KUHAP dan terutama UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bantuan
hukum saat ini diatur hanya diberikan kepada bagi orang tidak mampu atau orang
miskin. Padahal, seharusnya setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan
hukum gratis. Sehingga korban perkosaan dan kelompok rentan, misalnya, layak
mendapatkan bantuan hukum karena posisinya yang lemah. Selain itu, UU
bantuan hukum juga berkaitan dengan peran pemerintah daerah. Pemerintah
Daerah juga ikut berperan memikul tanggung jawab itu karena Pemerintah
Daerah wajib bertanggung jawab terhadap warga miskin di Daerahnya. Termasuk
terkait dengan warga miskin yang memiliki hak untuk mengakses bantuan hukum
yang ada di Daerah.

UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Di Indonesia, Mahkamah Agung menaungi 4 lingkungan badan peradilan yaitu
peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan peradilan
agama. Untuk Pengadilan Pajak, tidak termasuk dalam naungan ke empat
peradilan ini, sehingga menimbulkan konflik terkait dengan Lembaga yang
menaungi.

UU terkait Ratifikasi Instrumen HAM Internasional

Indonesia termasuk dalam salah satu anggota negara dalam Perserikatan
Bangsa-Bangsa Selanjutnya, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998
menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-
Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai instrumen
internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (Lampiran IB angka 2).
Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On
Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak
Ekonomi, Sosial Dan Budaya) yang merupakan bagian dari bentuk pengakuan
Indonesia terhadap hak ekonomi sosial dan budaya. Namun Indonesia belum

melakukan ratifikasi terhadap instrumen HAM Internasional sebagaimana

diamanatkan Ketetapan MPR dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.




7. UU terkait Perlindungan Kelompok Rentan dan Perwujudan Kesetaraan bagi
semua
Kerentanan merupakan sebuah kondisi universal yang melekat pada setiap orang
karena adanya faktor ketimpangan. Selama ini, Undang-Undang (UU) yang
mengakui kelompok rentan hanya terpaku pada identitas kelompok saja. Padahal
terdapat kelompok masyarakat yang menghadapi kerentanan tertentu, di
antaranya anak-anak, pengangguran, gelandangan, pekerja seks, penduduk asli,
agama minoritas, pecandu narkotika dan lainnya. Kelompok rentan adalah
kelompok yang rentan terhadap paksaan atau pengaruh yang tidak seharusnya,
termasuk anak-anak, perempuan hamil, disabilitas dan orang yang tidak
beruntung secara ekonomi dan pendidikan.?*® Namun sayangnya selama ini
pengaturan tentang kelompok rentan hanya diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU
HAM?#’ yang mana belum mengatur secara lebih jauh tentang perlindungan
terhadap kelompok rentan. Sehingga pada kondisi eksisting, perlindungan
terhadap kelompok rentan hanya berdasarkan pengaturan secara umum pada
pasal 5 ayat (3) UU HAM.

8. UU terkait Perlindungan Pembela HAM
Isu diskriminasi dan penindasan terhadap pembela HAM, masih menjadi
permasalahan yang sering terjadi. Upaya perlindungan pembela HAM oleh
negara, seringkali masih dipertanyakan kesungguhannya. Selama ini para
pembela HAM menggunakan pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai acuan dan Standar Norma dan
Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM yang diharapkan dapat menjadi satu
rujukan bersama yang bersifat operasional. Padahal keperluan perlindungan
terhadap pembelaan HAM tidak hanya terjadi pada lingkup lingkungan hidup,
sehingga permasalahan perlindungan terhadap pembela HAM perlu diatur secara
umum, agar bisa mencakup keseluruhan.

9. UU terkait Tata Cara Pelaksanaan Pidana
KUHP 2023 telah diundangkan, meskipun baru berlaku pada tahun 2026,
sehingga saat ini masih berlaku KUHP 1946. Sejak KUHP 1946 berlaku,
peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pidana,
belum diatur. Pada kondisi eksisting, yang memiliki tata cara pelaksanaan pidana
berada pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan hukum pidana
formil dari UU Perlindungan Anak. Namun tata cara pelaksanaan pidana secara

umum, belum diatur.

248 Risalah Kebijakan, 2024, Urgensi Pembentukan Kebijakan yang Memberi Perlindungan dan
Pemulihan terhadap Korban Diskriminasi di Indonesia, diakses pada laman website “Risalah-Kebijakan-
Urgensi-Pembentukan-Kebijakan-Yang-Memberi-Perlindungan-Dan-Pemulihan-Terhadap-Korban-
Diskriminasi-Di-Indonesia.Pdf,” https:/fijrs.or.id/wp-content/uploads/2024/08/Risalah-Kebijakan-
Urgensi-Pembentukan-Kebijakan-yang-Memberi-Perlindungan-dan-Pemulihan-Terhadap-Korban-
Diskriminasi-di-Indonesia.pdf. Diakses pada 27 Oktober 2024

247 “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh
perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”
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10.

11.

12.

13.

UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

UU ini berlaku sejak tahun 2004. Namun, terdapat permasalahan pada pasal 6
ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6). Melalui putusan MK
menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224 ayat (6)
sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan bertentangan dengan UUD
Tahun 1945. Menyatakan Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasannya dan Pasal 224
ayat (6) sepanjang menyangkut kata “ayat (3)” UU Kepailitan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Selain itu, syarat pengajuan pailit yang dinilai masih
terlalu longgar dan tidak bersifat fixed dan perlunya instrumen uji pailit (insolvency
test) sebagaimana yang dianut oleh beberapa negara seperti USA, Jepang, dan
Inggris. Perbaikan ini hendaknya dituangkan dalam rencana perubahan atau
penggantian UU Kepailitan dalam Program Legislasi Nasional untuk kumulatif
terbuka maupun menjadi skala prioritas tahunan.

RUU tentang Jaminan Benda Bergerak

Pengaturan hukum mengenai Jaminan telah diatur dalam beberapa peraturan
antara lain Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU
Resi Gudang, KUHPerdata, Peraturan Presiden No. 8 tahun 2007, Indonesia
mengesahkan Convention on International Interests in Mobile Equipment dan
Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on
Matters Specific to Aircraft Equipment dan Undang-Undang No. 17 tahun 2008
tentang Pelayaran. Dengan pertimbangan agar tercipta integrasi, kepastian
hukum dan pemanfaatan jaminan secara optimal oleh masyarakat sehingga dapat
berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional serta
pelayanan jaminan yang lebih cepat, mudah, dan lebih memberikan kepastian
hukum maka dipandang perlu membentuk Rancangan Undang-Undang tentang
Jaminan atas Benda Bergerak.

RUU tentang Badan Usaha

Selama ini, pengaturan mengenai badan usaha secara parsial sudah dilakukan
pembaharuan, khususnya untuk pengaturan Perseroan Terbatas (PT).
Sedangkan untuk bentuk Persekutuan Perdata, Firma, dan CV masih mengacu
pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlik Wetboek) dan Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel). Pengaturan
tersebut dalam perkembangannya banyak menyebabkan munculnya berbagai
penafsiran, sehingga baik pemilik dan pihak yang memiliki kepentingan dengan
Persekutuan Perdata, Firma, dan CV, belum mendapat perlindungan dan
kepastian hukum sebagaimana seharusnya.

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa




Usia Undang-Undang No0.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa telah melewati dua dekade. Keberlakuan UU tersebut
dirasa sudah tak relevan dengan kondisi perkembangan dinamika hukum
arbitrase internasional. Karena itu, dorongan agar dilakukan revisi terus menguat
dari kalangan praktisi arbitrase (arbiter). Namun, hal ini perlu juga melihat situasi
dan perkembangan isu revisi UU Arbitrase ini di parlemen. Permasalahan lain
terjadi pada pemeriksaan pada ranah arbitrase. Pemeriksaan lisan diperbolehkan
berdasarkan kesepakatan para pihak. Kalau tidak hadir pun tidak ada persoalan
karena konsepnya tertulis sehingga tidak ada putusan gugur, tetapi dalam UU
Nomor 30 Tahun 1999 masih dimungkinkan ada putusan gugur.

Kedua, pada bidang keamanan terdapat 2 (dua) kebutuhan kelembagaan
yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan
Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, serta Pembentukan
Dewan Keamanan Nasional. Saat ini, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan PP
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan
Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
Dalam penanganan maritime enforcement law, banyak aktor yang tergolong instansi
teknis, seperti BNPP, BNN, KLHK, Imigrasi, dan lain-lain. Sedangkan selaku instansi
terkait ialah Bakamla, TNI AL, KKP, KPLP, Bea Cukai, dan Polair. Terkait dengan
Dewan Keamanan Nasional (DKN), pembentukan DKN ini sudah masuk dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sejatinya,
pendirian DKN ini merupakan agenda lama yang sudah dibahas sebelum masa
pemerintahan Joko Widodo. Sehingga, agenda lama ini sudah sewajarnya untuk
segera dilaksanakan.

Ketiga, pada bidang demokrasi, terdapat 3 kebutuhan kelembagaan yaitu
Pembentukan Rancangan Kodifikasi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran dan Revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

Keempat, pada bidang stabilitas makro, terdapat 6 kebutuhan kelembagaan
yaitu Revisi PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar
Negeri Dan Penerimaan Hibah, Regulasi Badan Pengelola Administrasi Perpajakan
Independen (Kemenkeu), Regulasi Macro-Development Council untuk penyelarasan
MTFF dan MTEF (Bappenas, Kemenkeu), Regulasi Penguatan kelembagaan
pengelola keuangan negara seperti negara maju (pemisahan fungsi treasury,
revenue, dan planning-budgeting), Naskah Akademik Fiscal Rules Adaptif, dan
Regulasi Penguatan tata kelola Sovereign Wealth Fund terintegrasi untuk mencakup
tujuan stabilisasi ekonomi.

Kelima, pada bidang politik luar negeri, terdapat 2 kebutuhan kelembagaan

yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
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37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional. Dalam kajian teoretis diuraikan hal-hal mengenai kajian. Dalam kajian
teoretis diuraikan hal-hal mengenai kajian. Dalam kajian teoretis diuraikan hal-hal
mengenai kajian hubungan luar negeri, negara sebagai subjek hukum internasional
dan mengenai konsep diplomasi. Adapun, dalam praktik empiris diuraikan mengenai
beberapa permasalahan yang timbul dan perlu diatur mengenai keterkaitan dengan
negara ketiga, status, kewenangan, tanggung jawab, dan perlindungan WNI,
diplomasi multi-track yang perlu diatur lebih jelas lagi karena tuntutan perkembangan
zaman saat ini, pentingnya peran diplomasi parlemen, pelaksanaan kerjasama
internasional oleh pemerintah daerah dengan adanya PP Nomor 28 Tahun 2018
tentang Kerjasama Daerah, Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan
Hukum Indonesia (BHI) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri dianggap belum cukup memadai, belum adanya
pengaturan secara terperinci mengenai keikutsertaan Indonesia dalam organisasi
internasional, serta mengenai aparatur hubungan luar negeri. Beberapa ketentuan
mengenai hubungan luar negeri dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri harus menyesuaikan dengan perkembangan
kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Khususnya terkait
perkembangan peraturan perundang-undangan  terkait lainnya  yang
bersinggungan/bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Negeri misalnya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan
Keenam, pada bidang pertahanan, terdapat 1 kebutuhan kelembagaan yaitu
Kelembagaan Spend To Invest untuk pengadaan Alutsista luar negeri. Berdasarkan
website Kementerian Pertahanan?8, kebijakan badan sarana pertahanan di bidang
pengadaan yaitu:
1. Pengadaan Alutsista dan suku cadang serta pengadaan materiil khusus untuk
pasukan khusus TNI secara terbatas dengan cara seksama dan mengutamakan

hasil industri dalam negeri dengan melibatkan BUMNIS.

248 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2024, Kebijakan Badan Sarana Pertahanan,
diakses dari laman, https://www.kemhan.go.id/baranahan/kebijakan-baranahan, diakses tanggal 27
Oktober 2024.
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2. Pengadaan luar negeri diupayakan dengan cara langsung dari produsen atau G-
to-G dan diupayakan adanya proses alih teknologi.

3. Pengadaan barang / jasa ini diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan
prinsip persaingan sehat, transparan, akuntabel, teknis dan biaya serta sesuai
dengan standar militer atau standar lain dengan Standar Militer Indonesia (SMI)
dan dengan mencantumkan kode NSN (National Stock Number / Nomor Sediaan
Nasional).

4. Pengadaan Alutsista dan peralatan lain diprioritaskan untuk mengisi kekuatan
pokok minimal sesuai spesifikasi teknis dan persyaratan operasional yang telah
ditetapkan.

3.3.2 Sinkronisasi-Asinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dalam

RPJPN

Perencanaan pembangunan nasional merupakan instrumen vital dalam
mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945. Dengan diberlakukannya UU Nomor 59 Tahun 2024, Indonesia
memasuki era baru dalam tata kelola perencanaan pembangunan yang lebih
terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Sinkronisasi dalam konteks
perencanaan pembangunan nasional menjadi aspek penting yang perlu mendapat
perhatian khusus, mengingat kompleksitas hubungan pusat-daerah dalam sistem
desentralisasi Indonesia. Dalam konteks perencanaan pembangunan, ihwal
sinkronisasi merujuk pada upaya penyelarasan berbagai dokumen perencanaan baik
secara vertikal maupun horizontal yang secara normatif telah diatur dalam Pasal 263
ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU
a gquo mengamanatkan adanya keterpaduan perencanaan pembangunan antara
pusat dan daerah guna menciptakan keselarasan dalam pencapaian tujuan
pembangunan nasional yang berkelanjutan. Secara vertikal mencakup keselarasan
antara dokumen perencanaan pusat (RPJPN) dengan dokumen perencanaan daerah
(RPJP Provinsi dan Kabupaten/Kota), sedangkan secara horizontal meliputi
keselarasan antar sektor dan antar wilayah pada tingkat yang sama.

Telaah sinkronisasi dan asinkronisasi terhadap dokumen perencanaan
pembangunan tersebut menjadi penting untuk memastikan penyelenggaraan
pembangunan di tiap tingkat pemerintahan berjalan sesuai arah kebijakan nasional
yang ditetapkan. Konstruksi pembahasan dalam sub bab ini akan mengurai 2 (dua)
dari 8 (delapan) Misi Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 yakni transformasi tata
kelola serta supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia. Berdasarkan
laporan Bappenas,?® isu strategis bidang transformasi tata kelola yang saat ini

berkembang di Indonesia meliputi integritas partai politik, sistem penggajian tunggal

249 Kementerian PPN/Bappenas, 2023, Konsep Rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2025-
2029, him. 1-136.




kualitas regulasi, sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan, transformasi
dan digitalisasi pelayanan publik, manajemen talenta, dan integrasi proses bisnis.
Lebih lanjut pada bidang supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia,
isu strategis yang mengemuka antara lain stabilitas makro, politik luar negeri,
keamanan, pertahanan, hukum, dan demokrasi.

Bidang Pertama, Transformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia
menghadapi tantangan yang kompleks dalam upaya menciptakan sistem yang lebih
efektif, efisien, dan berintegritas.?*® Berbagai isu strategis yang saling berkaitan satu
sama lain memerlukan pendekatan holistik untuk mencapai hasil yang optimal.
Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai bentuk sinkronisasi dan
asinkronisasi yang perlu dicermati dan diatasi. Integritas partai politik sebagai salah
satu pilar demokrasi memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek transformasi
tata kelola lainnya. Ketika berbicara tentang sistem anti korupsi dan akuntabilitas
pembangunan, tidak bisa dipungkiri bahwa partai politik memainkan peran kunci.
Para pejabat publik yang berasal dari partai politik seringkali menjadi aktor utama
dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Sinkronisasi yang baik antara upaya penguatan integritas partai politik dengan
sistem anti korupsi akan menciptakan efek positif yang saling menguatkan. Misalnya,
ketika partai politik memiliki sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis merit,?*
hal ini akan mendukung terciptanya kepemimpinan yang berintegritas dalam
lembaga-lembaga publik. Namun, realitas menunjukkan adanya asinkronisasi antara
upaya pemberantasan korupsi dengan praktik politik di lapangan. Tingginya biaya
politik dan keterbatasan pendanaan partai dari negara menciptakan celah bagi
praktik-praktik transaksional yang berpotensi melemahkan sistem anti korupsi.?*
Situasi ini diperparah dengan belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas
keuangan partai politik,?>® yang pada gilirannya mempersulit upaya pencegahan dan
penindakan korupsi secara komprehensif.

Berbicara tentang sistem penggajian tunggal, terdapat celah sinkronisasi
melalui upaya reformasi birokrasi dan peningkatan integritas aparatur negara. Sistem
penggajian yang terstandarisasi dan berkeadilan menjadi instrumen penting dalam
mencegah praktik-praktik koruptif dan meningkatkan profesionalisme aparatur. Ketika
dipadukan dengan manajemen talenta yang efektif, sistem ini dapat mendorong

terciptanya birokrasi yang lebih kompeten dan berintegritas. Namun, implementasi

250 Muhammad, F., Arsyad, R. A. S., & Notodipuro, T. S., 2024, Analisis Keterkaitan Penegakan
Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola
Instansi Pemerintahan Yang Bersih, Jurnal limiah Wahana Pendidikan, Vol. 10 No. 14, him. 500-512.

251 Badan Kepegawaian Negara, 2018, Dikotomi Sistem Merit dan Politisasi Birokrasi dalam
Pengangkatan Jabatan ASN, Civil Apparatus Policy Brief, him. 1-4.
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sistem penggajian tunggal juga menghadapi tantangan asinkronisasi dengan kondisi
di lapangan. Perbedaan beban kerja, risiko, dan tanggung jawab antar instansi
seringkali tidak terakomodasi dengan baik dalam sistem yang seragam. Selain itu,
disparitas kemampuan keuangan antara pusat dan daerah?> juga dapat menciptakan
kesenjangan dalam implementasi sistem ini. Diperlukan harmonisasi yang lebih baik
antara kebijakan penggajian dengan realitas kebutuhan dan kapasitas berbagai
instansi pemerintah.

Kualitas regulasi menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi keberhasilan
berbagai inisiatif transformasi tata kelola. Sinkronisasi antara berbagai produk hukum,
mulai dari tingkat pusat hingga daerah, sangat diperlukan untuk menciptakan
kerangka regulasi yang koheren dan mendukung. Namun, masih terdapat banyak
tumpang tindih dan inkonsistensi dalam regulasi yang ada, menciptakan asinkronisasi
yang menghambat efektivitas implementasi berbagai program reformasi. Penguatan
sinkronisasi regulasi dan tata kelola perlu diarahkan pada pembentukan sistem yang
lebih responsif dan berkelanjutan. Ini mencakup pengembangan mekanisme early
warning system untuk mengidentifikasi potensi asinkronisasi, penguatan platform
kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk
mendukung proses harmonisasi dan modernisasi tata kelola.?*® Transformasi menuju
regulasi dan tata kelola yang lebih berintegritas dan adaptif juga memerlukan
perubahan pola pikir mindset dan budaya kerja. Nilai-nilai integritas, profesionalisme,
dan inovasi perlu ditanamkan secara sistematis dalam sistem birokrasi. Pada saat
yang sama, kapasitas adaptif perlu diperkuat melalui pengembangan sistem
pembelajaran organisasi yang berkelanjutan

Transformasi dan digitalisasi pelayanan publik membuka peluang besar untuk
meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan. Ketika
disinergikan dengan manajemen talenta dan integrasi proses bisnis, digitalisasi dapat
menjadi katalis perubahan yang signifikan. Sistem elektronik yang terintegrasi
memungkinkan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, sekaligus mengurangi
potensi penyimpangan dalam pelayanan publik. Namun, asinkronisasi dalam
implementasi digitalisasi masih menjadi tantangan serius. Kesenjangan infrastruktur
teknologi informasi antar daerah,?*® perbedaan kapasitas sumber daya manusia,

serta resistensi terhadap perubahan menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi.

254 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022, SOSIALISASI Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
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Selain itu, belum terintegrasinya berbagai sistem informasi antar instansi
menciptakan inefisiensi dan mengurangi efektivitas pelayanan publik.

Manajemen talenta sebagai salah satu isu strategis memiliki potensi
sinkronisasi yang kuat dengan berbagai aspek transformasi tata kelola lainnya.
Sistem pengelolaan talenta yang baik dapat mendukung peningkatan kualitas
layanan publik, penguatan sistem anti korupsi, dan optimalisasi proses bisnis
pemerintahan. Ketika dipadukan dengan digitalisasi, manajemen talenta dapat
menjadi lebih efektif dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan menempatkan
SDM terbaik pada posisi yang tepat. Namun, implementasi manajemen talenta juga
menghadapi berbagai bentuk asinkronisasi. Perbedaan sistem kepegawaian antara
pusat dan daerah, keterbatasan mobilitas pegawai, serta belum terstandarnya sistem
penilaian kinerja menjadi kendala dalam menciptakan pool talenta yang berkualitas.
Diperlukan harmonisasi kebijakan dan sistem yang lebih baik untuk mengoptimalkan
pengelolaan talenta di sektor publik.

Integrasi proses bisnis menjadi aspek penting yang dapat menjembatani
berbagai inisiatif transformasi tata kelola. Ketika proses bisnis terintegrasi dengan
baik, berbagai program reformasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sinkronisasi
antara proses bisnis dengan sistem anti korupsi, pelayanan publik, dan manajemen
talenta dapat menciptakan ekosistem tata kelola yang lebih responsif dan akuntabel.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyaknya asinkronisasi dalam
integrasi proses bisnis. Ego sektoral, perbedaan platform teknologi, serta resistensi
terhadap perubahan menjadi hambatan yang perlu diatasi. Diperlukan kepemimpinan
yang kuat dan komitmen bersama untuk menciptakan proses bisnis yang benar-benar
terintegrasi dan mendukung transformasi tata kelola secara keseluruhan.

Dinamika hubungan pusat-daerah menjadi dimensi penting yang mewarnai
kompleksitas transformasi tata kelola di Indonesia. Sebagai negara kesatuan dengan
sistem desentralisasi, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam menyelaraskan
berbagai kebijakan dan program reformasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Desentralisasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade telah menciptakan
landscape politik dan administratif yang kompleks, di mana keberhasilan transformasi
tata kelola sangat bergantung pada harmonisasi kebijakan dan implementasi di
berbagai tingkatan pemerintahan. Dalam konteks integritas partai politik, hubungan
pusat-daerah memunculkan dinamika tersendiri. Struktur partai politik yang
berjenjang dari pusat hingga daerah seringkali menghadapi tantangan dalam

menyelaraskan kepentingan dan kebijakan. Di satu sisi, desentralisasi memberikan

ruang bagi daerah untuk mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan konteks




lokal. Namun di sisi lain, perbedaan kapasitas dan sumber daya antar daerah dapat
menciptakan kesenjangan dalam implementasi standar tata kelola partai yang baik.?*’

Implementasi sistem penggajian tunggal juga harus mempertimbangkan
realitas disparitas ekonomi dan kemampuan fiskal antar daerah. Perbedaan biaya
hidup dan kapasitas keuangan daerah menciptakan tantangan dalam menerapkan
standar penggajian yang seragam. Beberapa daerah dengan PAD tinggi mampu
memberikan tunjangan tambahan yang signifikan, sementara daerah lain
menghadapi keterbatasan anggaran untuk memenuhi standar minimal. Situasi ini
memerlukan mekanisme penyeimbang yang dapat mengakomodasi kebutuhan
spesifik daerah tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan standardisasi.

Kualitas regulasi dalam konteks hubungan pusat-daerah juga menghadapi
tantangan tersendiri. Meski secara hierarkis telah jelas bahwa peraturan daerah tidak
boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam praktiknya masih
banyak ditemukan perda yang tidak sinkron dengan kebijakan pusat. Proses
harmonisasi regulasi memerlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara
pusat dan daerah, termasuk dalam tahap perencanaan hingga evaluasi regulasi.
Pemetaan karakteristik setiap daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga
mendasar bagi proses perencanaan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Melalui evaluasi dan penyesuaian terhadap RPJPD yang ada, diharapkan setiap
daerah berkontribusi lebih maksimal dalam mencapai tujuan pembangunan nasional
yang inklusif dan seimbang.

Transformasi dan digitalisasi pelayanan publik juga harus mempertimbangkan
kesenjangan infrastruktur dan kapasitas digital antar daerah. Beberapa daerah telah
mampu mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis digital yang maju,
sementara daerah lain masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur dasar.
Diperlukan strategi yang dapat mempercepat pemerataan infrastruktur digital sambil
tetap mendorong inovasi di daerah-daerah yang sudah lebih maju. Dalam konteks
manajemen talenta, hubungan pusat-daerah menciptakan tantangan dalam mobilitas
dan pengembangan SDM aparatur. Sistem kepegawaian yang terfragmentasi antara
pusat dan daerah seringkali menghambat optimalisasi penempatan talenta sesuai
kebutuhan. Beberapa daerah menghadapi kesulitan dalam menarik dan
mempertahankan talenta terbaik, sementara daerah lain memiliki surplus SDM
berkualitas. Diperlukan sistem manajemen talenta nasional yang dapat memfasilitasi
mobilitas dan pengembangan kompetensi secara lebih merata.

Sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan juga perlu
mempertimbangkan kompleksitas hubungan pusat-daerah. Perbedaan kapasitas

pengawasan dan penegakan hukum antar daerah dapat menciptakan celah bagi
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237



https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/10/15/benahi-tata-kelola-parpol-agar-pilkada-lebih-berkualitas
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/10/15/benahi-tata-kelola-parpol-agar-pilkada-lebih-berkualitas

praktik-praktik  koruptif. Diperlukan penguatan koordinasi antara lembaga
pengawasan di tingkat pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur
pengawasan di daerah. Integrasi proses bisnis dalam konteks hubungan pusat-
daerah menghadapi tantangan dalam standardisasi dan interoperabilitas sistem.
Meski sudah ada upaya untuk mengembangkan sistem yang terintegrasi, perbedaan
platform dan standar yang digunakan di berbagai daerah masih menjadi kendala.
Diperlukan kerangka kerja nasional yang dapat memfasilitasi integrasi sistem sambil
tetap memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk berinovasi.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang
lebih adaptif dalam transformasi tata kelola. Model "one size fits all" tidak selalu efektif
mengingat keragaman kondisi dan kapasitas daerah.?*® Diperlukan mekanisme yang
dapat mengakomodasi perbedaan kecepatan dan kapasitas implementasi, sambil
tetap menjaga standar minimal yang harus dipenuhi. Pendekatan asimetris dalam
desentralisasi dan implementasi reformasi mungkin perlu dipertimbangkan untuk
mengakomodasi keragaman tersebut. Penguatan koordinasi antara pusat dan daerah
juga menjadi kunci keberhasilan transformasi tata kelola. Forum-forum koordinasi
yang ada perlu diperkuat tidak hanya sebagai wadah sosialisasi kebijakan, tetapi juga
sebagai ruang untuk berbagi pembelajaran dan mengidentifikasi solusi atas
tantangan implementasi. Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah
perlu dioptimalkan untuk memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi program. Lebih
jauh lagi, keberhasilan transformasi tata kelola dalam konteks hubungan pusat-
daerah akan sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas kepemimpinan di
berbagai tingkatan. Diperlukan pemimpin yang memahami kompleksitas hubungan
pusat-daerah dan mampu membangun jembatan untuk mengatasi berbagai bentuk
kesenjangan yang ada. Investasi dalam pengembangan kepemimpinan di daerah
menjadi sama pentingnya dengan penguatan sistem dan infrastruktur pendukung
transformasi tata kelola.

Bidang kedua, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia®°
terus menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga stabilitas dan supremasi
hukum di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu. Berbagai isu strategis
yang mengemuka dalam bidang supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan
Indonesia saling berkaitan erat dan memerlukan pendekatan komprehensif dalam
penanganannya. Stabilitas makro menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan
pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi tantangan untuk
menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan

keberlanjutan fiskal. Pandemi COVID-19 telah memberikan pembelajaran berharga

258 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030.

259 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023, Menjadi Negara
Demokrasi Terbesar Ke-3 di Dunia, Indonesia Mantapkan Stabilitas Politik Nasional Untuk Meningkatkan
Perekonomian dan Taraf Hidup Masyarakat, Siaran Pers.
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tentang pentingnya ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi guncangan
eksternal. Diperlukan strategi yang lebih adaptif dalam mengelola stabilitas makro,
termasuk diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi, penguatan sektor industri
strategis, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya domestik.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif terus diuji di tengah
meningkatnya tensi geopolitik global. Persaingan antara Amerika Serikat dan China
menciptakan dinamika baru yang memerlukan kecermatan dalam positioning
Indonesia di kancah internasional. Sebagai negara dengan posisi strategis di Indo-
Pasifik, Indonesia dituntut untuk mampu mengelola hubungan dengan berbagai
kekuatan global sambil tetap menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.
Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN dan berbagai forum internasional menjadi
instrumen penting dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan berkontribusi
pada perdamaian dunia.

Aspek keamanan menjadi semakin kompleks dengan munculnya berbagai
bentuk ancaman non-tradisional.?®® Terorisme, kejahatan siber, perdagangan
manusia, dan peredaran narkoba merupakan sebagian dari tantangan keamanan
yang memerlukan pendekatan komprehensif. Sinergi antara berbagai institusi
keamanan, mulai dari kepolisian hingga badan intelijen, menjadi kunci dalam
menghadapi ancaman yang semakin sophisticated.?®! Pelibatan masyarakat dalam
sistem keamanan nasional juga perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih
partisipatif dan berbasis kearifan lokal. Dalam bidang pertahanan, modernisasi
alutsista dan penguatan industri pertahanan dalam negeri menjadi prioritas strategis.
Kompleksitas ancaman pertahanan, baik yang bersifat konvensional maupun hibrida,
memerlukan kapabilitas pertahanan yang modern dan mandiri.?®> Pengembangan
teknologi pertahanan dan penguatan kerja sama internasional dalam bidang
pertahanan perlu diimbangi dengan peningkatan profesionalisme prajurit dan
modernisasi doktrin pertahanan.

Supremasi hukum masih menghadapi tantangan serius dalam
implementasinya. Inconsistent law enforcement,?®® tumpang tindih regulasi, dan
belum optimalnya sistem peradilan menjadi isu yang perlu mendapat perhatian
khusus. Reformasi sistem hukum harus menyentuh aspek substansi, struktur, dan

kultur hukum secara simultan. Penguatan independensi lembaga peradilan,
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modernisasi sistem administrasi peradilan, dan peningkatan akses terhadap keadilan
menjadi prioritas dalam mewujudkan supremasi hukum. Implementasi hukum yang
berkeadilan memerlukan sinkronisasi antara sistem peradilan formal dengan
mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, termasuk hukum adat dan kearifan
lokal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat keragaman sistem hukum yang
hidup dalam masyarakat Indonesia. Asinkronisasi dalam aspek ini dapat muncul
ketika terjadi kesenjangan antara hukum formal dengan nilai-nilai keadilan yang hidup
dalam masyarakat, atau ketika akses terhadap keadilan tidak merata antar wilayah
dan kelompok masyarakat.

Demokrasi Indonesia terus berevolusi dengan berbagai dinamika yang
menyertainya. Penguatan kualitas demokrasi memerlukan penyempurnaan sistem
elektoral, penguatan partisipasi publik, dan pemantapan checks and balances antar
lembaga negara. Tantangan demokrasi kontemporer seperti polarisasi politik,
penyebaran disinformasi, dan populisme perlu direspons dengan penguatan literasi
politik dan pendidikan kewarganegaraan. Kepemimpinan nasional memainkan peran
kunci dalam mengelola berbagai isu strategis tersebut. Diperlukan kepemimpinan
yang visioner, adaptif, dan mampu membangun konsensus di tengah keragaman
kepentingan. Regenerasi kepemimpinan nasional perlu didorong melalui sistem
kaderisasi yang terstruktur dan berbasis merit. Penguatan integritas dan kapasitas
kepemimpinan di berbagai tingkatan menjadi prasyarat dalam menghadapi
kompleksitas tantangan masa depan.

Sinergi antara berbagai aspek supremasi hukum, stabilitas, dan
kepemimpinan memerlukan kerangka strategis yang komprehensif. Pendekatan
whole-of-government dan whole-of-society?®* menjadi kebutuhan dalam mengelola
kompleksitas tantangan yang dihadapi. Koordinasi antar lembaga perlu diperkuat
melalui mekanisme yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil. Peran Indonesia
dalam tatanan global juga perlu terus diperkuat melalui diplomasi yang lebih proaktif
dan strategis. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dan ekonomi
terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki modal penting untuk berkontribusi
dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Kepemimpinan Indonesia dalam
isu-isu seperti perubahan iklim, sustainable development, dan dialog antar
peradaban?® perlu terus diperkuat. Dalam jangka panjang, keberhasilan Indonesia
dalam mengelola berbagai isu strategis tersebut akan sangat bergantung pada
kemampuan untuk membangun sistem yang resilient dan adaptif. Investasi dalam
pengembangan SDM, penguatan institusi demokrasi, dan modernisasi sistem

pertahanan-keamanan menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Komitmen terhadap
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reformasi berkelanjutan dan penguatan good governance menjadi kunci dalam
mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Hubungan pusat-daerah juga menjadi domain dalam implementasi berbagai
kebijakan terkait supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan nasional. Dalam
era otonomi daerah, keseimbangan antara kepentingan nasional dan aspirasi daerah
menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan pengelolaan cermat dan
berkelanjutan. Dalam konteks stabilitas makro, hubungan fiskal pusat-daerah
memainkan peran vital. Distribusi sumber daya keuangan antara pusat dan daerah
melalui berbagai instrumen seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK), dan Dana Bagi Hasil perlu dikelola secara lebih efektif untuk mengurangi
kesenjangan antar daerah. Perbedaan kapasitas fiskal dan potensi ekonomi daerah
menciptakan tantangan dalam menjaga stabilitas makro secara nasional. Diperlukan
mekanisme yang lebih adaptif dalam transfer fiskal untuk mengakomodasi kebutuhan
pembangunan daerah sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional.?¢¢

Implementasi politik luar negeri juga tidak bisa dilepaskan dari dimensi
hubungan pusat-daerah. Paradiplomasi atau diplomasi yang dilakukan oleh
pemerintah daerah menjadi fenomena yang semakin penting dalam hubungan
internasional kontemporer. Kerja sama sister city/province,?®’ investasi asing di
daerah, dan berbagai bentuk kerja sama internasional di tingkat daerah perlu dikelola
dalam kerangka politik luar negeri nasional yang koheren. Diperlukan koordinasi yang
lebih erat antara pusat dan daerah dalam mengelola hubungan internasional untuk
memastikan keselarasan dengan kepentingan nasional.

Aspek keamanan dalam konteks hubungan pusat-daerah menghadapi
tantangan dalam koordinasi dan pembagian kewenangan. Penanganan isu-isu
keamanan seperti separatisme, konflik komunal, dan radikalisme memerlukan sinergi
antara aparat keamanan di tingkat pusat dan daerah. Peran kepala daerah dalam
membina keamanan dan ketertiban di wilayahnya perlu diperkuat sambil tetap
menjaga kesatuan komando dalam sistem keamanan nasional. Dalam bidang
pertahanan, keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting terutama dalam
mendukung sistem pertahanan rakyat semesta. Pembinaan teritorial, pengembangan
industri pertahanan di daerah, dan pengelolaan wilayah pertahanan memerlukan

koordinasi yang erat antara institusi pertahanan dan pemerintah daerah. Kesadaran
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bela negara perlu ditumbuhkan melalui program-program yang melibatkan peran aktif
pemerintah daerah.

Penegakan hukum dalam konteks hubungan pusat-daerah menghadapi
tantangan dalam harmonisasi regulasi dan koordinasi antar institusi penegak hukum.
Masih banyaknya perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
mencerminkan belum optimalnya mekanisme harmonisasi hukum. Penguatan
kapasitas aparatur penegak hukum di daerah dan standarisasi sistem peradilan
menjadi prioritas dalam mewujudkan supremasi hukum yang merata. Praktik
demokrasi di tingkat lokal menjadi elemen penting dalam penguatan demokrasi
nasional. Kualitas pemilihan kepala daerah, dinamika politik lokal, dan partisipasi
masyarakat dalam pengambilan keputusan di daerah mempengaruhi kematangan
demokrasi secara keseluruhan. Diperlukan upaya sistematis untuk mengurangi politik
dinasti dan praktik politik uang yang masih mewarnai demokrasi lokal.

Pembangunan kepemimpinan nasional tidak bisa dilepaskan dari proses
kaderisasi di tingkat daerah. Daerah seringkali menjadi laboratorium kepemimpinan
di mana para pemimpin nasional mengasah kapasitas dan membuktikan kinerja
mereka. Penguatan sistem merit dalam birokrasi daerah dan modernisasi manajemen
ASN di daerah menjadi kunci dalam melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Koordinasi pusat-daerah dalam penanganan isu-isu strategis perlu diperkuat melalui
mekanisme yang lebih efektif. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
perlu direvitalisasi untuk menjadi wadah koordinasi yang lebih substansial dalam
mengelola berbagai tantangan di daerah. Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat perlu dioptimalkan untuk memastikan implementasi kebijakan nasional yang
efektif di daerah. Pengembangan kapasitas daerah dalam mengelola berbagai isu
strategis juga perlu menjadi prioritas. Program-program peningkatan kapasitas
aparatur daerah, modernisasi sistem administrasi daerah, dan penguatan tata kelola
pemerintahan daerah perlu dirancang dengan mempertimbangkan keragaman
kondisi dan kebutuhan daerah. Transfer pengetahuan dan praktik terbaik antar
daerah perlu difasilitasi untuk mempercepat peningkatan kapasitas secara merata.

Berikut disajikan skema sinkronisasi perencanaan pembangunan:58
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Skema 7

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
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Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2024

Telaah mendalam sebagaimana diuraikan memperlihatkan pentingnya
menyelaraskan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah,
dalam hal ini bidang transformasi tata kelola dan supremasi hukum, stabilitas, serta
kepemimpinan Indonesia. Proses sinkronisasi ini merupakan upaya menyelaraskan
kapasitas dan kondisi daerah dengan kebijakan pusat, yang diwujudkan melalui
dukungan pencapaian sasaran, target, dan prioritas nasional. Daerah tidak
diharuskan membuat RPJPD yang identik atau sama persis dengan RPJPN, namun
daerah perlu mengadaptasi dan harus mampu menerjemahkan RPJPD tersebut
sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya masing-masing. Sinkronisasi
ini dilaksanakan melalui 4 (empat) pendekatan utama meliputi Perencanaan yang
Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial (HITS); Pengalokasian anggaran berbasis
program (money follow program), bukan berbasis fungsi; Penentuan prioritas melalui
pertemuan multilateral, bilateral, dan forum SKPD; Penyusunan RPJPD secara
terintegrasi dan lintas sektor, di mana bidang transformasi tata kelola dan supremasi
hukum saling mendukung dengan bidang pembangunan lainnya. Proses sinkronisasi
ini kemudian diimplementasikan melalui 8 (delapan) tahapan pelaksanaan yang akan
disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 20

Tahapan Pelaksanaan Proses Sinkronisasi

Tahap 1 Sinkronisasi | Tahap awal ini menjadi pondasi penting dalam memastikan
Analisis Situasi dan Masalah | keselarasan pemahaman antara pusat dan daerah
mengenai kondisi aktual dan tantangan yang dihadapi.
Dalam konteks transformasi tata kelola, analisis situasi
mencakup pemetaan komprehensif tentang efektivitas
birokrasi, kualitas pelayanan publik, dan tingkat integritas
aparatur _ di berbagai  tingkatan pemerintahan.




Permasalahan
inefisiensi pelayanan, dan praktik koruptif perlu diidentifikasi
secara cermat dengan melibatkan perspektif pusat dan
daerah.
Pada

kepemimpinan,
implementasi regulasi, efektivitas penegakan hukum, dan

seperti  tumpang tindih kewenangan,

stabilitas, dan
meliputi  evaluasi

hukum,
situasi

bidang supremasi

analisis

dinamika politik lokal. Keterlibatan stakeholders dari
berbagai  tingkatan pemerintahan memungkinkan
identifikasi akar masalah yang lebih akurat, seperti

disparitas kapasitas aparatur hukum antar daerah atau
variasi tantangan keamanan di berbagai wilayah.

Tahap 2: Sinkronisasi Isu
Strategis

Setelah analisis situasi, tahap berikutnya adalah
menyelaraskan pemahaman tentang isu-isu strategis yang
perlu diprioritaskan. Dalam transformasi tata kelola, isu
strategis mencakup integritas partai politik, sistem
penggajian tunggal, kualitas regulasi, sistem anti korupsi,
transformasi pelayanan publik, manajemen talenta, dan
integrasi proses bisnis. Proses sinkronisasi memastikan
bahwa isu-isu tersebut direfleksikan dalam konteks lokal
sambil tetap sejalan dengan agenda nasional.

Untuk bidang supremasi hukum dan stabilitas, sinkronisasi
isu strategis melibatkan penyelarasan prioritas antara
stabilitas makro, politik luar negeri, keamanan, pertahanan,
dan penguatan demokrasi. Penting untuk
mempertimbangkan bagaimana isu-isu ini termanifestasi
secara berbeda di berbagai daerah dan memerlukan
pendekatan yang kontekstual.

Tahap 3: Sinkronisasi Misi,
Tujuan, Sasaran, dan
Indikator Pembangunan

Pada tahap ini, fokus diarahkan pada penyelarasan aspek-
aspek strategis perencanaan. Misi transformasi tata kelola
di tingkat nasional, seperti mewujudkan birokrasi yang
bersih dan efektif, perlu diterjemahkan ke dalam konteks
daerah dengan mempertimbangkan karakteristik dan
kapasitas lokal. Tujuan dan sasaran diformulasikan secara
terukur, misalnya peningkatan indeks reformasi birokrasi
atau penurunan tingkat korupsi, dengan memastikan
relevansi dan keterkaitan antara target nasional dan
daerah.

Dalam konteks supremasi hukum dan stabilitas, indikator
pembangunan mencakup aspek-aspek seperti indeks
demokrasi, tingkat keamanan, dan efektivitas penegakan
hukum. Sinkronisasi pada tahap ini memastikan bahwa
pencapaian target di tingkat daerah berkontribusi langsung
pada pencapaian tujuan nasional.

Tahap 4: Sinkronisasi Target
Sasaran

Penentuan target sasaran memerlukan keseimbangan
antara ambisi nasional dan realitas kapasitas daerah.
Dalam transformasi tata kelola, target seperti persentase
pelayanan publik yang terdigitalisasi atau tingkat kepuasan
masyarakat terhadap layanan pemerintah perlu ditetapkan
secara realistis dengan mempertimbangkan baseline dan
potensi masing-masing daerah.

Untuk bidang supremasi hukum dan stabilitas, target
sasaran seperti pengurangan angka kriminalitas atau
peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi hukum
perlu diselaraskan antara pusat dan daerah, dengan
mempertimbangkan variasi kondisi dan tantangan lokal.

Tahap 5: Sinkronisasi
Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan memerlukan
harmonisasi untuk memastikan koherensi implementasi di
berbagai tingkatan. Dalam konteks transformasi tata kelola,
strategi seperti penguatan sistem merit atau digitalisasi
pelayanan publik perlu dijabarkan dalam kebijakan yang
adaptif terhadap kondisi daerah, namun tetap sejalan
dengan standar nasional.

Bidang supremasi hukum dan stabilitas memerlukan
strategi yang mempertimbangkan keunikan tantangan di
masing-masing daerah, seperti pendekatan keamanan




yang berbeda untuk wilayah perbatasan atau daerah rawan
konflik, sambil tetap dalam kerangka kebijakan nasional
yang koheren.

Tahap 6: Sinkronisasi | Tahap ini fokus pada penyelarasan program daerah dengan
Program Daerah dengan | prioritas nasional berdasarkan pembagian urusan
Prioritas Nasional pemerintahan. Dalam transformasi tata kelola, program
seperti reformasi birokrasi atau penguatan akuntabilitas
perlu dirancang dengan mempertimbangkan kewenangan
daerah dan kapasitas implementasi lokal.
Program-program di bidang supremasi hukum dan
stabilitas, seperti penguatan sistem peradilan atau
peningkatan kapasitas aparatur keamanan, perlu
diselaraskan antara pusat dan daerah dengan
memperhatikan pembagian kewenangan dan sumber daya
yang tersedia.

Tahap 7 Sinkronisasi | Aspek pendanaan menjadi krusial dalam memastikan
Kerangka Pendanaan implementasi program yang efektif. Sinkronisasi melibatkan
koordinasi berbagai sumber pendanaan, termasuk APBN,
APBD, dan sumber-sumber lain yang sah. Skema
pendanaan untuk program transformasi tata kelola, seperti
modernisasi sistem pelayanan publik atau pengembangan
kapasitas aparatur, perlu dirancang dengan
mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.

Untuk program-program di bidang supremasi hukum dan
stabilitas, kerangka pendanaan perlu mempertimbangkan
variasi kebutuhan dan prioritas daerah, sambil tetap
memastikan pencapaian standar minimal pelayanan di
seluruh wilayah

Tahap 8: Sinkronisasi | Tahap final fokus pada penentuan lokasi implementasi
Indikasi Lokasi Pelaksanaan | program secara tepat sasaran. Untuk transformasi tata
Program kelola, penentuan lokasi pilot project atau prioritas
implementasi perlu mempertimbangkan kesiapan daerah
dan potensi dampak. Misalnya, program digitalisasi
pelayanan publik mungkin diprioritaskan di daerah dengan
infrastruktur digital yang memadai.

Dalam konteks supremasi hukum dan stabilitas, penentuan
lokasi program seperti penguatan sistem peradilan atau
program pembinaan keamanan perlu mempertimbangkan
tingkat urgensi dan karakteristik tantangan di masing-
masing daerabh.

Sumber: Diolah Penulis, 2024

Keberhasilan keseluruhan proses sinkronisasi ini bergantung pada komunikasi
yang intensif dan koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah. Monitoring dan
evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa sinkronisasi tidak hanya
terjadi pada tahap perencanaan tetapi juga terefleksi dalam implementasi program

dan pencapaian hasil pembangunan.

3.3.3 Model Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Konteks Hubungan
Pusat dan Daerah yang Menghormati Prinsip-Prinsip Keanekaragaman
dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti mengidentifikasi substansi RPJPN

dari aspek hukum yang mana terdapat kesenjangan yang luar biasa antara gagasan

konseptual dengan realitas empirisnya. Di dalam RPJPN 2025-20452%5° aspek hukum

269 pemerintah kita, sejak satu dekade yang lampau telah mencanangkan target yang kini
sedang diperjuangkan, yakni pada tahun 2045 nanti kita ingin menjadikan negara kita ini sebagai negara
maju dengan pendapatan per kapita penduduk di atas 14.000 Dolar AS. Upaya ini diperkirakan akan
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dimanifestasikan dalam aspek misi transformasi tata kelola yaitu mewujudkan
supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia. Kesenjangan tersebut
sangat kontras manakala di dalam RPJPN mencita-citakan harapan tentang
supremasi hukum, konsolidasi demokrasi dan pemberantasan korupsi akan tetapi
kekuasaan (power atau authority) justru menjadi supremasi atas berjalannya legalitas
hukum atas sistem politik oligarki.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Lon N Fuller?”
yang mengemukakan bahwa:

“We arrive finally at the most complex of all the desiderata that make up the
internal morality of the law: congruence between official action and the law. This
congruence may be destroyed or impaired in a great variety of ways: mistaken
interpretation, inaccessibility of the law, lad of insight into what is required to
maintain the integrity of a legal system, bribery, prejudice, indifference, stupidity,
and the drive toward personal power. Just as the threats toward this congruence
are manifold, so the procedural devices designed to maintain it take, of necessity,
a variety of forms. We may count here most of the elements of "procedural due
process,"” such as the right to representation by counsel and the right of cross-
examining adverse witnesses. We may also include as being in pan directed
toward the same objective habeas corpus and the right to appeal an adverse
decision to a higher tribunal. Even the question of standing to raise constitutional
issues is relevant in this connection haphazard and fluctuating principles
concerning this matter can produce a broken and arbitrary pattern of
correspondence between the Constitution and its realization in practice. (Akhirnya
kita sampai pada hal yang paling kompleks dari semua keinginan yang
membentuk moralitas internal hukum: kesesuaian antara tindakan resmi dan
hukum. Kesesuaian ini dapat dirusak atau dirusak melalui berbagai cara:
penafsiran yang salah, hukum yang tidak dapat diakses, kurangnya pengetahuan
tentang apa yang diperlukan untuk menjaga integritas sistem hukum, penyuapan,
prasangka, ketidakpedulian, kebodohan, dan dorongan untuk mencapai tujuan.
kekuatan abadi. Sama seperti ancaman terhadap keselarasan ini yang
bermacam-macam, maka perangkat prosedural yang dirancang untuk
mempertahankannya, tentu saja, juga mempunyai bentuk yang beragam. Di sini
kita dapat memperhitungkan sebagian besar unsur-unsur "proses hukum
prosedural", seperti hak untuk diwakili oleh penasihat hukum dan hak untuk
melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi-saksi yang merugikan. Kami juga
dapat memasukkan habeas corpus dengan tujuan yang sama dan hak untuk
mengajukan banding atas keputusan yang merugikan ke pengadilan yang lebih
tinggi. Bahkan pertanyaan tentang pendirian untuk mengangkat isu-isu
konstitusional adalah relevan dalam hubungan ini secara serampangan dan
prinsip-prinsip yang berfluktuasi mengenai hal ini dapat menghasilkan pola
korespondensi yang terputus-putus dan sewenang-wenang antara Konstitusi dan
realisasinya dalam praktik).

Jika digambarkan kita akan menemukan adanya kesenjangan kerangka
konseptual sebagai berikut:

Skema 8
Perbandingan Misi Aspek Hukum dalam RPJPN

berhasil apabila kita mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen per tahun. Yusril
lhza Mahendra, Pidato Dies Natalis Ke-100 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 28 Oktober 1924-28
Oktober 2024.

270 Lon N Fuller, 1969, The Morality of Law (Revised Edition), New Haven and London, Yale
University Press, him. 81.
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Sumber: Diolah Penulis, 2024

Berdasarkan skema diatas hampaknya tidak terdapat kesinambungan proses
transformasi dalam upaya untuk mewujudkan konsolidasi negara hukum dan
demokrasi yang substantif (substantive democracy). Di dalam desain RPJPN tersebut
tampaknya gagasan “supremasi hukum” dimaknai sebagai alat legitimasi kekuasaan
agar setiap kebijakan, tindakan, putusan dan/atau keputusan yang diambil oleh
Pemerintah dan DPR memenuhi asas legalitas meskipun substansinya menimbulkan
berbagai polemik. Sebagaimana kita ketahui bahwa masa jabatan kedua Presiden
Jokowi diwarnai dengan adanya beberapa produk dan keputusan hukum yang
mendapat perhatian besar masyarakat dan menimbulkan pro dan kontra. Perhatian
besar tersebut disebabkan oleh tiga hal. Pertama, produk atau keputusan hukum itu
memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua,
terdapat kelompok masyarakat dan ahli yang tidak setuju dan mengkritik produk atau
keputusan hukum karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.
Ketiga, produk dan keputusan hukum itu dibuat dalam waktu yang lebih cepat dari

biasanya di saat masih kuat penolakan atau kritik.2"*

2"I\Muchammad Ali Safaat, 2023, Model Pendekatan Realisme Hukum dalam Pengembangan
llmu Hukum Tata Negara, Pidato Pengukuhan Profesor dalam Bidang llmu Hukum Tata Negara pada
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, him. 3.




Produk dan keputusan hukum yang mendapatkan kritik dan menimbulkan
polemik antara lain UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja),
UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Perubahan UU MK), dan keputusan DPR mengganti
Hakim Konstitusi Aswanto. UU Cipta Kerja merupakan UU pertama yang disusun
dengan metode Omnibus Law, yaitu mengubah banyak UU melalui satu UU saja.
Terdapat 77 UU yang diubah dalam UU yang terdiri dari 1187 halaman ini. Omnibus
Law ditujukan untuk mengubah 40.000 butir ketentuan agar menciptakan iklim
kondusif bagi usaha dan investasi. Pembentukan UU Cipta Kerja dilakukan dalam
waktu cepat. Gagasan pembentukan UU Cipta Kerja dikemukakan Presiden Jokowi
pada 20 Oktober 2019 yang diikuti dengan penyusunan oleh pemerintah.
Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi membentuk tim untuk menampung
partisipasi publik pada 9 Desember 2019. Presiden secara resmi menyerahkan RUU
Cipta Kerja pada 7 Februari 2020. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 10
(sepuluh) bulan RUU ini disetujui oleh DPR pada 5 Oktober 2020 dan diundangkan
pada 2 November 2020 saat masih banyak penolakan yang disampaikan, baik melalui
tulisan, diskusi, bahkan demonstrasi.

Sebagaimana dikemukakan dalam RPJPN bahwa landasan transformasi akan
berhasil jika didukung dengan adanya upaya untuk menjamin tegaknya kepastian
hukum dan keadilan serta kemanfaatan, Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas
2045, keberhasilan transformasi secara menyeluruh baik di tataran nasional maupun
daerah perlu didukung oleh penciptaan supremasi hukum, demokrasi substansial,
keamanan nasional, stabilitas ekonomi, serta diplomasi tangguh sebagai faktor
pemampu. Untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045, arah kebijakan supremasi
hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia meliputi (i) Hukum Berkeadilan,
Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial, (i) Stabilitas Ekonomi
Makro, serta (iii) Ketangguhan diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan.

Terkait dengan arah kebijakan supremasi hukum, stabilitas, dan
kepemimpinan Indonesia, terdapat lima sasaran utama, yaitu (i) terwujudnya
supremasi hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, bermanfaat dan
berlandaskan HAM; (ii) terwujudnya keselamatan bangsa, kedaulatan, dan keutuhan
wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, damai dan mandiri serta
aktif menjaga perdamaian dunia; (iii) terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik;
kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; serta terbukanya partisipasi untuk semua
pihak; (iv) terwujudnya kesinambungan fiskal dan stabilitas harga melalui
transformasi tata kelola keuangan negara disertai optimalisasi bauran kebijakan;

serta (v) terwujudnya kebijakan luar negeri yang adaptif guna menjadi negara kunci

di kawasan yang kuat dan berpengaruh.




Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum?’2 yang
berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia.Hal
tersebut dilaksanakan utamanya melalui arah kebijakan: (i) percepatan pembaharuan
substansi hukum peninggalan kolonial?’3; (ii) penerapan dan penegakan hukum yang
modern, efisien, terpadu, serta mengedepankan pendekatan restoratif, korektif dan
rehabilitatif; (iii) Transformasi Sistem Penuntutan menuju Single Prosecution System
dan Transformasi lembaga Kejaksaan sebagai Advocaat Generaal; (iv) pengawas
institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal dengan dukungan teknologi
informasi untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas; (v) penguatan sistem
pemulihan aset; (vi) penguatan sistem pemberantasan korupsi menuju zero
corruption melalui pembaruan hukum materiil dan hukum formil tindak pidana korupsi,
penguatan kelembagaan, dan dukungan teknologi informasi; (vii) penguatan peran
negara dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
melalui penguatan kelembagaan HAM dan pelaksanaan audit HAM bagi K/L/D dan
korporasi; (viii) peningkatan internalisasi nilai-nilai HAM melalui perluasan pendidikan
HAM; (ix) transformasi layanan akses keadilan yang terjangkau dan substansial
melalui perluasan akses layanan bantuan hukum; (x) pembangunan budaya hukum
melalui transformasi sistem penegakan etika/perilaku serta redesain pendidikan
hukum; serta (xi) pembangunan hukum yang mencakup substansi, budaya, dan
struktur termasuk aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum
berdasarkan Pancasila. Berikut ini tim sajikan gagasan pemikiran Presiden terpilih di

bidang hukum dan pemberantasan korupsi?’#:

212pada dasarnya landasan Transformasi harus berlandaskan pada Landasan Konstitusional
sebagaimana dikemukakan oleh Tunggul Anshari SN bahwa Konstitusi menjadi perwujudan dari
konsepsi negara hukum, baik rechtsstaat maupun the rule of law. Untuk itu, saya menekankan bahwa
negara tidak hanya berdasarkan pada kekuasaan semata (absolutisme/machtstaat), akan tetapi
didasarkan atas hukum yang diwujudkan dan disimbolkan dalam suatu konstitusi, sebagai bentuk
kontrak sosial warga negara dengan negara. Upaya untuk menjadikan konstitusi sebagai sumber hukum
tertinggi, mengharuskan ketentuan-ketentuan dasar konstitusional dilaksanakan melalui peraturan
perundang-undangan di bawah konstitusi. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif
maupun peraturan pelaksana yang dibuat oleh eksekutif tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu
sendiri dikutip dari Tunggul Anshari SN, 2024, Model Prosedural Yang Demokratis Sebagai Alat Ukur
pada Pengujian Formal di Mahkamah Konstitusi Pidato Pengukuhan Profesor dalam Bidang limu
Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

213 Gagasan ini dipertegas oleh Enny Nurbaningsih bahwa dalam perkembangan hingga saat
ini mengindikasikan pembangunan hukum yang telah digariskan tersebut belum sepenuhnya tercapai.
Oleh karenanya, sebagai sebuah alur pembangunan berkelanjutan, telah dirumuskan dalam Rancangan
RPJP 2025-2045 visi Indonesia menuju Indonesia 2045, yakni “Indonesia berdaulat, maju, adil, dan
makmur”. Terkait dengan arah pembangunan hukum ternyata tidak berbeda jauh dengan sebelumnya
yang masih menekankan, diantaranya pada pembaharuan materi hukum dengan mengganti hukum
warisan kolonial dalam hukum nasional Enny Nurbaningsih, 2023, him. 3.

274 pemberantasan korupsi di Indonesia dinilai berada di titik nadir usai revisi Undang-undang
Komisi Pemberantasan Korupsi. Terbaru Indeks Persepsi Korupsi 2023 yang dirilis Transparency
International Indonesia stagnan di angka 34 (nilai maksimal 100).
https://mwww.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/21/pemberantasan-korupsi-dinilai-berada-di-titik-
nadir?open_from=Section_Artikel_Lainnya. Publik yang harus bangkit kepeduliannya, tidak boleh apatis
atas segala kesewenang-wenangan, rekayasa hukum dan politisasi bantuan untuk melanggengkan
kekuasaan dinasti politik. diakses dari laman https://antikorupsi.org/id/outlook-pemberantasan-korupsi-
2024



https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/21/pemberantasan-korupsi-dinilai-berada-di-titik-nadir?open_from=Section_Artikel_Lainnya
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/06/21/pemberantasan-korupsi-dinilai-berada-di-titik-nadir?open_from=Section_Artikel_Lainnya

Skema 9

Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045

(Gagasan Strategis Prabowo Subianto)?”

Strategi Transformasi Bangsa Menuju
Indonesia Emas 2045
Gagasan Strategis Prabowo Subianto

Reformasi politik, hukum, dan Pencegahan dan pemberantasan
birokrasi korupsi
Politik adalah unsur penting dari
kehidupan bermasyarakat, bernegara dan
berbangsa agar peran serta masyarakat
dalam pengambilan keputusan dapat Korupsi menyebabkan kebocoran
diakomodasi dengan baik. Berpolitik diberbagai aspek pembiayaan dalam
dengan baik berarti membuka pembangunan negara dan
kesempatan untuk masyarakat dalam mengakibatkan rusaknya perekonomian
berperan serta pada setiap keputusan negara serta sendi-sendi kehidupan
yang menyangkut kepentingan publik. sosial masyarakat. Oleh karena itu,
Kesamaan hak setiap orang di mata pemberantasan korupsi seimbang antara
hukum dan kepastian penegakan hukum pencegahan dan penindakan perlu
merupakan salah satu prasyarat stabilitas dilakukan secara terstruktur dan tegas,
ekonomi, sosial dan demokrasi. Birokrasi sehingga akan diperoleh manfaat
yang efisien, profesional, dan ekonomi berupa tambahan pembiayaan
berintegritas merupakan penunjang yang bagi pemerintah dalam rangka
baik dalam kehidupan bermasyarakat. percepatan kemajuan negara.
Digitalisasi dengan satu data terpadu
dipastikan akan sangat membantu
efisiensi dan kesatuan pengelolaan dan
pembinaan

Sumber: Bahan hukum sekunder diolah, 2024

Dengan demikian maka pernyataan Presiden terpilih tentu akan dihadapkan
pada berbagai problematika pembangunan supremasi hukum dan pemberantasan
korupsi mengingat jalan terjal kedua hal tersebut nampak indah dalam tataran
normatif namun demikian dalam taran implementasi masih jauh panggang dari api.
Oleh karena itu perencanaan pembangunan nasional dalam konteks hubungan pusat
dan daerah dalam bingkai supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia
yang menghormati prinsip-prinsip keanekaragaman dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip
penyederhanaan regulasi (simplifikasi regulasi), penyederhanaan birokrasi,
penguatan demokrasi substantif?’® serta komitmen terhadap pemberantasan korupsi,
kolusi dan nepotisme, komitmen anti korupsi untuk memastikan agar tatanan
landasan transformasi supremasi hukum benar-benar terwujud untuk menghadirkan

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

275 prabowo Subianto, 2023, Gagasan Strategis Prabowo Subianto (Strategi Transformasi
Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045), PT. Media Pandu Bangsa, Jakarta, him. 201.

2763ebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, ....... It is precisely the prevention of class
domination for which the principle of the majority is suited. Already indicative is the fact that experience
has shown the principle to be compatible with the protection of the minority. The very concept of a
majority already presupposes the existence of a minority and, thus, the right of the minority to exist.
Though this does not entail the necessity, it at least raises the possibility of a protection of the minority.
Di Dalam Demokrasi substantif meskipun kekuatan mayoritas mendominasi akan tetapi kelompok
minoritas harus tetap dilindungi Hans Kelsen, 2023, The Essence and Value of Democracy, Rowman &
Littlefield Publishers, Inc him. 67.




BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas maka dalam kajian akademik ini
disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan dan kebutuhan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia yang
berkaitan dengan pelaksanaan hubungan Pusat dan Daerah dalam konteks
Harmonisasi dan Sinkronisasi RPJPN, RPJP Provinsi, Kabupaten/Kota dapat
dilihat melalui hasil evaluasi terhadap perencanaan pembangunan nasional
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang justru
menunjukkan terjadi kesenjangan tata nilai yang sangat kontras dengan praktik-
praktik untuk menciptakan tatanan konsolidasi Negara Hukum yang demokratis.
Alih-alih memperkuat tatanan demokrasi yang terjadi justru tatanan fundamental
ketatanegaraan telah menuju suatu kondisi yang oleh peneliti disebut sebagai
oligarki politik. Oleh karena itu sudah semestinya mulai menata kembali masa
depan bangsa yang cerah melalui perencanaan pembangunan yang strategis,
sistematis, dan komprehensif melalui RPJPN 2025-2045.

2. Pelaksanaan Hubungan Pusat-Daerah dalam Konteks Harmonisasi dan
Sinkronisasi RPJPN, RPJP Provinsi, Kabupaten/Kota di Bidang Transformasi
Tata Kelola Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia dapat
dilihat dari aspek landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pancasila dan UUD
NRI 1945 sebagai pedoman bernegara dan bermasyarakat memberikan
justifikasi filosofis bagi harmonisasi dan sinkronisasi RPJPN, RPJP Provinsi,
Kabupaten/Kota di Bidang Transformasi Tata Kelola Supremasi Hukum,
Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia. Sementara itu, secara sosiologis
proses harmonisasi dan sinkronisasi tidak dapat dilepaskan dari konteks
keberagaman antar wilayah yang menyebabkan penyelarasan visi dan misi
sebagaimana di RPJPN tidak dapat dilakukan begitu saja terhadap visi dan misi
yang ada di daerah. Harmonisasi dan sinkronisasi RPJPN, RPJP Provinsi, dan
RPJP Kabupaten/Kota juga dijustifikasi secara yuridis melalui penetapan
pemerintah pusat selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi melalui
beberapa kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur antara lain
UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya
yang mendukung.

3. Sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah

pelaksanaan hubungan Pusat-Daerah dalam konteks harmonisasi dan




4.2

sinkronisasi RPJPN, RPJP Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Bidang Transformasi
Tata Kelola Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia justru
berpotensi menciptakan disharmonisasi dan asinkronisasi antara program
pemerintah dengan perencanaan pembangunan nasional. Akibatnya,
inkonsistensi ini mengganggu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ketika RPIMN tidak terikat pada skala prioritas yang jelas dari RPJPN, masing-
masing daerah mungkin mengembangkan rencana yang tidak sejalan dengan
tujuan nasional. Oleh karena itu, Perencanaan pembangunan nasional dalam
konteks hubungan pusat dan daerah dalam bingkai supremasi hukum, stabilitas
dan  kepemimpinan Indonesia yang menghormati  prinsip-prinsip
keanekaragaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia harus
dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyederhanaan regulasi
(simplifikasi regulasi), penyederhanaan birokrasi, penguatan demokrasi
substantif serta komitmen terhadap pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme, komitmen anti korupsi untuk memastikan agar tatanan landasan
transformasi supremasi hukum benar-benar terwujud untuk menghadirkan

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan tentang hubungan pusat-daerah dalam

konteks harmonisasi dan sinkronisasi RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten/Kota, di

bidang transformasi tata kelola supremasi hukum, dan stabilitas kepemimpinan dalam

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), direkomendasikan sebagai
berikut:

1.

Majelis Permusyawaratan Rakyat menjembatani peningkatan koordinasi dan
sinergi antar pemerintah pusat dan daerah dalam konteks pelaksanaan RPJP
sekaligus menjadi instrumen untuk merumuskan Pokok-Pokok Haluan Negara
untuk memastikan agar Visi Indonesia Emas 2045 benar-benar terwujud.
Mengingat salah satu kunci untuk mengatasi ketidaksinkronan antara RPJPN,
RPJP Provinsi, dan RPJP Kabupaten/Kota adalah peningkatan koordinasi yang
lebih terstruktur antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah Pusat perlu
lebih proaktif dalam mengedukasi dan memberikan pembinaan kepada
pemerintah daerah dalam penyusunan RPJP, agar program dan kebijakan daerah
selaras dengan tujuan nasional. Selain itu, perlu dibuat sistem monitoring dan
evaluasi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan
keselarasan pelaksanaan kebijakan di tingkat RPJM (meso) dan RKP (mikro).

Majelis Permusyawaratan Rakyat menjembatani penguatan otonomi daerah yang
responsif terhadap kebutuhan Ilokal. Meskipun penting untuk menjaga

keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah, otonomi daerah juga harus

dihargai dan diberikan ruang untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik masing-




masing daerah. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah memperkuat
kapasitas daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan,
dengan tetap mengikuti arahan kebijakan nasional yang bersifat fleksibel.
Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam hal perencanaan
dan pengelolaan sumber daya lokal akan mendorong pertumbuhan yang lebih
merata di seluruh Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Badan Pengkajian Konstitusi
menjembatani penyusunan kebijakan yang inklusif dan berbasis data yang akurat.
Dalam rangka menjamin bahwa kebijakan pusat-daerah benar-benar sesuai
dengan kebutuhan rakyat, sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan
pembangunan didasarkan pada data yang valid dan terkini. Oleh karena itu,
Pemerintah Pusat dan Daerah harus meningkatkan kapasitas pengumpulan dan
analisis data di tingkat lokal. Data yang akurat akan membantu pemangku
kebijakan dalam menyusun program yang lebih tepat sasaran, mengurangi
ketimpangan pembangunan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil
bersifat inklusif dan adil.

Majelis Permusyawaratan Rakyat mendorong peningkatan supremasi hukum dan
penegakan hukum yang konsisten. Dalam menghadapi tantangan hubungan
pusat-daerah, salah satu faktor yang tidak kalah penting adalah supremasi hukum
yang konsisten. Untuk itu, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk
memperkuat sistem hukum yang dapat memastikan bahwa kebijakan pusat dan
daerah dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku. Penguatan lembaga penegak hukum di daerah serta penerapan hukum
yang transparan dan akuntabel akan memperkuat stabilitas pemerintahan dan
memberikan kepastian bagi pembangunan daerah.

Penyelarasan Prioritas Pembangunan dengan Prinsip Keadilan Sosial.

Dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi RPJP, sangat penting untuk
memastikan bahwa prioritas pembangunan pusat dan daerah diselaraskan
dengan prinsip keadilan sosial. Kebijakan yang diambil harus mampu mengurangi
kesenjangan sosial, ekonomi, dan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu,
pemangku kebijakan di pusat dan daerah harus lebih menekankan pada
pemerataan pembangunan, mengutamakan daerah-daerah tertinggal, serta
menjamin hak-hak masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Sidang Tahunan MPR melakukan
evaluasi berkala dan adaptasi kebijakan. Pemerintah Pusat dan Daerah harus
melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RPJP di semua tingkat
pemerintahan. Evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan

yang ada dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap relevan dengan

dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang. Selain itu, adaptasi




kebijakan yang cepat terhadap perubahan keadaan dan perkembangan teknologi

juga akan memastikan bahwa pembangunan tetap pada jalurnya.
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